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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

A.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyederhanaan Perzinan Berusaha melalvi
penerapan Perizinan Bemsaha Berbasis Risiko periu
dilakukan reformasi kcbijakan secars berkelunjutan
dalamn mewujudken kemudahan dalam memulai dan
menjalankan usaha puna mendukung cipta kerja,

bahwa penyederhansan Perizinan Berusaha  melalui
penerapan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risike
zebagaimana telah diatur dajam Peraturan Pemerintah
Momor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengparaan Perizinan
Berusaha Berbasis Risike yang wervpakan peraturan
pelaksanaatt Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja perha disempurnakan untuk semakin
memberikan kepastian hukum kepada pelaly usaha
terutama mengenal proses bisniz dan jaminan kualitas
layanan;

trahwa denpgan berlakunya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Peonetapan Peraturan Pemerintah
Pengeanti Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2022 entang
Cipla  Kerja  menjadi  Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Momor 5 Tahun 2021 tenlang
Penyclenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimakgud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
mengtapkan Peraturan Pemerintah  tentang Penzinan
Berusaha Berbasis Risiko:

Mengingat: . | .
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Pasal 5 ayat 12) Undang-Undang Dasar Negara Requoblik
Indonesia Tahuno 19245,

Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan
Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomaoar
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kera menjadt Undang-
Unclang {Lembaran Negare Republik Todonesia Tahun
2022 Namor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulilik
Indonesia Nomor 6856},

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
FPEEIZINAN BERUSAHA BERBASDS RISIKO.

BAB ]
KETENTUAN UMLIM

Pazal ]

Tralam Peraturan Pemerintah ini vang dimaksud dengans:

1.

Penizinan Berusaha Berbasis Kiziko yang selanjpatnya
disingkat DPBBR adalah perizinan  berusaha  yang
mengpunakan pendekatan berbasis risiko vang diperoleh
darn hasil analiwis nsko sshap kepiatan usaha,

Fisiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari
=uatu bahaya ataun koembinasi kemungkinan dan akibat
bahaya.

Fericinan Derusaha vang selanjuinya disingkat PB adalah
legalitas yang dibenkan kepada Pelaku Usaha untuk
merulal dan menjalankan usaha dan/atawn kegiatannya.

FPerizinan Berusaha Untuk Menwyang Kegiatan Usabiag
yvang selanjutnva disinglar PB UMKU adalah legalitas
yvang diberikan kepeda Pelaku Usaha untuk menynpang
kegiatan usaha,

Pemerintah Pusal adaluh Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan  pemermtahban nogaro
Hepublik Indeoncsia yvang dibanta oleh Wakil Presiden dan
menter] sebagaimana dimaksnd dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indoenesis Tahun 1945,

A, Pemennlah . .
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Pemeriniah Dacrab adalah kepala dacrah sebagai unsur
penvelengeara  pemenntahan dserah yang memimpin
pclaksanaan  urasan  pemerintahan yang  menjad
kewenangan daerah ofonom.

haweaan Ekanomin Khusus vang selanjutnya dismgkat
KEK adalah Kawasan Ekonomn Khusus sebagaitoana
diatur dalam peraturan perundang-undangan 31 bidang
kawasan ekonom khusus.

Kawasan Perdapangan Bebas dan Pelabuhian Bebas vang
sl Lk, disingkait KPBFE  adalah Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana
diatur dalam peratiran perundang-undangan di bidang
kawasan perdapangan bebas dan pelabuhan bebas.

Administrator  Kawasan  Ekonomi  Khusus  yang
sclanjutnva  discbur  Admimisitratnr . KEK  adalah
Adminustrater KEK sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan i bidang kawasan  ckonon
khnasus.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdapgangan Bebas dan
Pelabuhan  Bebas  yang  selanjuinye  «disebat  Badan
Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahszsn KFBPB
sebagaimana  ¢diatur dalam  peraturan perundang-
undangan di dang kawasan pordagangan bebas dan
latuhan bebas,

Pelaku Usaha adalah orang persenrangan slau badan
usaha vang melakukan uvsaha danfalau keglalan pada
bidang rertent.

Moamor Induk Berusaha yanpg sclanjutnya disingkat NIB
adelah bukhb repistrasifpondaltaran Pelaku Usaha unruk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai iclenritas bapi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan keginlan usahanya,

Sertifikat Standdar adalah pernyaraan dan/alau bukrd
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

lein  adalsh  persetwjuan Pomerintah Puasat  atay
Pemerintah Dacrah untulk pelaksanaan kewialan usahs
yang wajib dipenuhi oleh  Pelaky  Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanyva.

15. Burac . . .
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Surat  Pernvataan kKezanggupan  Pengelolaan clan
Pemantauat Lingkungan Hilup  yvang selanjutnya
disingka! SPPL adalab Suratl Pernyaladan Kesanpsupan
Fengelolaan  dan Pemantauan Lingkungan Hidup
schagaimana dimaksud dalam  peraturan perundang-
undangan di  bidang perlindungan dan  pengelolaan
lingkunpan hidup.

Upaya Pengelolaan Lingkunesan  Hidup dan Upaya
Pemantauan  Lingkungan Hidup wvang  selanjutnya
disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkangat
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidap
sebagraimmana dimaksuel dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan penpelolaan
lingkungan hidup.

Pengawasan  adalah  upava  untuk  memasrikan
pelaksanaan kegiatan uvsaha  sesvan dengan  slandar
prlaksanaan kegintan wusaha yveang dilakokan melaho
pendekatan berbasis Risike dan kewajiban vang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Usaha Mikro dan Kecil yanp selanjutnya disingkat UMK
adalah Usaha Mikro dan Usaha Keoll sebapaimana
thimalkesud dalam Undang-Undang menpenal Usaha Mikro,
Eecid, dan Mencngah,

Usaha Mikro, Kercill, dan Menengah yang selanjutnya
disinghat UMK-M adalah Usaba Wikro, Usahs kecil, dan
Usaha Menenpabh sebagaimana ditnaksud dalam Undang-
Unddang meneenal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

Klasikas1 Baku Lapangan Usaha Indonesia  yang
selanjutnya dizimgkat KBL] adalah kode klagifikas: yaog
diatur oleh lembapa pemecintah nonkemenlenan yang
melaksanakan tagas pemerintahan i bidang swatisuk,

Bistetn Pervanan Berusahya Terinleprasi Secara Elektronik
{Cnline  Simgle Submiszion) yang selanjutnya  disebut
Sisterm O35 adalah sistem clektronik terintegrasi yang
thkelala dan disclengparakan oleh lembapa OS5 unruk
penyclenggaraan PEHR.

Lembaga  Penpelola  dan Penyelenggara OF3 vang
selanjuinya disebul Lembaga Q538 adalah
kcmenterian, adan vange menyclengparakan urusan
periennlabhan di bidang investast dan tugas pemenntahan
di bidang koordinas) pecnanaman modal.

Penanaman Modal  adalah Penanamat Muodal
sebapaimana diatur  dalam persturan perundang-
undangan di bidang penanaman mods]

24 Penanamat . . .
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Penianaman Modal Asing adalash Penanaman Modal Asing
sebagaimana distur dalam peraturan perundang-
untdangan di bidang penanaman rmodal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu
Pinty  wang selapputnya disingkat DPMPTSP  adalah
organisast perangkat dacrah pemerimtah provinsi akawy
pemerintah  kabupaten;kota yang mempuinyai  rnigas
menyelengparalean wrisan  pemerintahan  dasrah  di
Hdang Penanaman bModal,

Hari adalah han kerja sesusn dengan vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaztan RBuang  yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencens Keylatan pemanfaatan ruang dengan rencana
Tald ruang.

Kesesualan Kepiatan Pemanfaatan Ruang Laut yvang
selanjutnya disingkat KKPRL adalah kescsuaian antara
rencana kegiatan permanfaalan roang dengsan rencana
tata ruang vang lokast usahanva berada di laut

Persctiguan Lingkungan vang selanjutnya disingleat PL
adalah Persetujuan Linglungan sebapaimana  iamar
dalam peratutan perundang-undengan  di bidang
peclindungan dan pengelolasn lingkungan hidup.

Fersehjuan Bangunan  Gedung  yang  selanjutnya
dizingkat PBC adalal Persetujuan Bangunan Gedung
schagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-
undangan di bidang hangunan gedung.

Bangriran  Gedung adalah Bangunan  Gedung
sehagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-
undangan di idanpg bangunan pedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang sclanjutnya
dizsebut SLF acdalah Serlifikal Laik Funpsi Bangunan
Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
utidangan di bidang bangunan gedung,

Reticans Tala REusng yang sclanpuinya disingkar RTR
aclalah Kencana Tata Euang sebapaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang teta ruang,

Rencana Detail Tata Ruang vanp selanjulny= disingkat
EDTE adalah Rencana Detsil Tats Fuang sebagaimana
diatur dalam peraturan prrundang-undanpan di bidang
Lara ruatg.

35 Analiss . . .
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Analisis Mcngenal Dampak Lingkungan Hidup vang
selanutnya disebot Amdal adalah Anahsis Menpenai
Dampak Lingkungan Nidup sebagaimana diatar dalam
peraturan perandang-undangan 41 bidang perlindungan
dan pengelolaan ingkungan hidup,

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yvang selamjutnya
disebut Andal adalah Analisis Dampalk Lingkungen Hidup
sebmpairnane dislur dalam peraturan perundane-
undangan di bidang periindungan dan  pengelolaan
Lingkungan hidup.

Rencana Penpelolaan Lingkungan Hidup yang selanpiinya
disebul RKL adalah Pencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup schagaimana diatur dalam peraturan perandang-
undangan dt bidang perlindungan dan pengelslaan
Lingkungan hidup.

Eencana  Pemantzuan Lingkungan Hidup vang
selatputnya diwsebut EPL adulsh REencana Pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam pcraturan
peruandang-undangsn di bidang perhndongan  dan
pengelolaan lingkunpan ludup.

T Wi Kelavakan Lingkungan BHlidup adalab Tim U5
Kelsvakan Lingkungan Hidup sebagaamana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan inpkungan udup.

Penerimaan Negara Bukan Pgalk vang  selanjutnva
distngkat PNBP adalah Penerimmaan Negara Buakan Pajak
sebagmmana dalur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang penerimaan necgara bukan pajak.

Pazal 2

Pemerintah Pusar menstapkan ketijakan penyelengearasn
PBEER.

Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR  schagaimana
dimalezud prada ayat (1) melipadi;

d. prersyardban dasar;

b PEB;

c. FB UMKU;

d. norma, standar, prosedor, dan kotenia;
e. layanan Sistern OSS;

I.  Pengawasan;

v evallasi ..
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g evaluasi dan reformasi kebijakan;
b pendansan,
1. pechyclesalan permasalahan dan hambatan; dan

J-  sAanksi.

Pazal 3

Penyelenggaraan PRRER sebagairnany dimaksud dalam Faszal 2
berlwjuan  untulk meningkatkan ckosistem investas: dan
kegiatan usaha, melalun:

A

[1}

{<}

i3]

i4]

=

(1)

pelaksanaan penerbitan persyvarstan dasar, PB, dan PB
UMK secara lebih efekol dan sederhana; dan

FPengawasan yang ensparan, terstruktur, dan dapat
diperangpungiawabkan gecsual - dengan ketentuan
poraturan porundang-undangan.

Pagal 4

Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib
merniliki PE.

FB sebagaimeans dimalsud pads ayat (1) diperolch sctelah
Felakly Usaha melakukan pemenuhan persvaratan dasar
rerletih dahulu, kecuahh diatur laimm dalam Peraruran
Pemerintah i,

Apabila PB scbagaimana dimaksul pada ayat (1) perlo
dilengkam dengan penzinan betusaha amuk menunjang
kegmatan ysaha, Pelakuy Usaha waijib memiliki PB UMEU.

Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) serta FB UMRKU sebagaimana dimaksud pada ayal
{3] diproscs sccara elektronil melalur Sistem Q85.

Sistern (183 sebagannana  dirmaksud pada avat  [9)
terinteprasi  secara  elekironik denpan sistem da
kementerian lembaga,

Pazal 5

Penvelenggaraan PB sebagoimaena dimaksad  dalam
Paszal 2 avat [2) huraf b danfalan PR UMEU sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 2 avar {2) hurud © meliputi sckror:

a. kelautan dan perikanan;
L. perlaman;
c. kelatanan . . .
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kehuat=rian;

enerel dan sumber dava mineral;
ketenaganukliran;

peritndustrian;

perdapangan dan meirolog lepal;
peckerjaan umum dan peramahan rakyat;,
fransportasi;

kesehatan, obat, dan makanan;
pendidikan dan kebudayann;

paRriwlsata,

keagamaan:

pars, (elekamgmkasi, dan penyiaran; dan

pertahanan dan keamanan.

Sclain scktor scbagaimana dimaksod pada  ayat (1),
penvelenggarasn PB danfatan PR UMKLD melipuli pula
seltor:

=0 B 0Tz

E.

skonumi kreatif;

informas] geospasial;

ketenapgakeraan,

FHErRODET |/ 5LETL;

prnanaman modal;

penvelengparaan sistem dan transalke elekironik; dan

Iingkurgan hichagp.

FBER pads masing-masing seklor sehagamana dimaksud
pada ayal (1] dan axut [2) melput pengaturan:

.

kode KBLIKBLL terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiaran, skala wsaha, nngkal Kisiko, FB, persyaratan,
Jangka waktu penerbitan, kewanban, PE UMEU,
parameter, dan kewenangan bagl PB seciap sektat,

nomenklatur PB UMEKL, persyaratan, jangka waktu
penerbitan, kewapban, masa berlaku, parameter, dan
kewenanpgan bagl PB UMEL seuap sektor;

rnelade analisis Eizsiko; dan

standar  keglatan usaha  danjfatau standar
produk /jasa.
(4} Kode
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Kode KRLIGKBLT lerkait, judul KBLI, ruang lingkup
kewatan, skala uvsaha, tingkat Kisike, PB, persyaratan,
Jangka wakru  penerbitan, kewajiban, PR UMK,
parameter, dan Kewenangan baplt FB osehiap  scktor
sebapaimana dimaksud pada arat [(3) huraf o tercantam
dalam Lampiran | yang meropakan hagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Nomenklatuer PR UMKLD), persyaratan, janeka waktn
penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan
kewenangan bapl PB UMKU setiap sektor sebagaimans
dimaksud pada ayat [3] hural B lercantum  dalam
Lampiran Il yang merapakan bagian Llidak terpisahkan
dari Peratyran Pemerinlah ini.

Metode analisis Risiko scbhapaimana dimaksud pada avat
[2} hurul ¢ tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagan tidak terpizahkan dan Peraturan Pemenintah .

Standar kegiatan useha dan/alau standar produk/jasa
sehagrimana  dirmaksud  pada ayvat {3} hurol d dan
mekanisme  penerbitannya  diatur dengan peraturan
menten/kopala lembaga.

Standar kegiatan usaha danfaian standar produk/jasza
serta mekanisme pencrbitannya scbagaimana dimaksud
padda Byl (7} mcmyadi pedoman braai
kementenan/lembaga, Pemerintah Baerah, Administrator
KEK, dan Badan Penpusahaan KPEPR.

Peraturan menter ) kepala lemtraga aebagamana
dimaksud  puda zyat [¥] mengacu pada  pedoman
sebagaimana tercantum  dalam Lampiran IV yvane
merupakan bagian tidak terpisahkan der Peraturan
Pemerintah ini.

PB sebapaimana dimaksad pada ayat (1) dan ayat [2)
riermalikn masa berlaka scpanjang  Pelaku  Usaha
melakukcan kegiatan usaha,

Ketentuan scbagaimana  dimaksud  pada ayal (1)
dikccuahkan atas PB yang diberikan dalam rangka;

a. pelakzanaan ketentuan,/perjanjian internasional;
b. pemanfaatan sumber daya alam;

c. perdagangan bahan berbahava dan/atau beracun:
dati/atay

d. perdagangan _ . .
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d. perdaganpan  bavang  atau bahan yvang  cibeagasi
peredarannya,

vang masn berlakunva diatur dalam Undang-Undang,
Feraturan Pemernmtah, dan/fatau FPeraturan Presiden.

Feraturan  menteri/ lkepala lembapa  aebapgairmana
cditnaksud pada avat |7) ditetapkan sctelah berkoordinas:
dengan menlen yang menyclenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi  serta pengendalbian pelaksanaan wrasan

kementerian dalam  penyelenpgaraan  pemenntahan di
hidang perelonnmian.

Paszal &
Kementeman/ letnbaga, Pemeriniah Daerah, Acdmionstirator
kEEK, dan Badan Penpusahaan RPBFE dilarang

menerbitkan persyaratan dasar, FE, dan PB UMKLD di luar
yang diatur dalam Peraturan Pemernncah ini.

Persvaratan dasar, PB, dan FB UMKUD pada masing-
masing sekeor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh
mentert kepaia lembaga, gubernur, bupeatifwali lata,
kepala  Adminisiratlor KEK.  atau kepala  Badan
Pengusahasan KPFBPB sesux denpan kewcenangan masing-
IMASINE.

Pasal 7

Uniuk melakukan kegiatan usaha schagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat {1) dilaksanakan melalui tahapar

a. memulai nsaha: dan

b. menjalankan usaha.

(1)

Pazal K

Tahapan memulal usaha scbagawmnana dimalsud dalam
Pasal ¥ hurul a meliputi:

a. subtahapan pemenuhan legalitas usaha;

b. subtabapan pemenubhan persyaratan dasar berupa
EKPR, dan PL untuk usaha danfatau kegiatan vang
tidak wajibh Amdal atau UKL-UPL; dan

. subtahapan perolchan PB atau  pengajuan PB
berdasarkan kepiatan usaha.

2] Subtahapan . . .



SK Nol51833 A

(2)

[3)

{4}

1]

(2}

[1)

PRESIDEM
REPLBLIK INODONESIA

11 -

Subtahapan pemenvhan legalilays  wsaha  sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) bhurdd a bapgi vang berbentul:
badan useha dilaksanakan secsuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang baden usaha.

Subtahapan pemenuhan petsyaratan dasar sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) harul b berupa:

H. KKFE berupa KKPRE di darat atan KKPRL untuk Inkasi
usaha yang berada di laut; dan

b. PL berupa BPPL Lag useha dendalau keglatan yang
tidak wajib Amdal ataa UKL-UPL.

Setelah melakukan subtahapan pemenuban  lepalitos
usaha schagaimana dimaksud pada avar (2} dan
subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebuapaimana
dirmaksud pada aval {3], Pelaka Usaha monvampaikan
permcthonan perolehan alaug penpajuan PEB berdasarkan
kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢,

Pasal &

setelah memenuhi tahapan memulal uzaha sebagainmang
dimaksud datam Pasal ¥ hurnaf a, Pelalku Usabha mermemilhi
tahapan menjalankan vsaha  sehawwimana  dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b

Tahapan menjalankan usabi vebuapaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputl:

d, subtahapan persiapan; dan

b. subtahapan operazional dan/fatau komersial.

Fasza] 10

Sultahapan persiapan sebapaimana dimaksod dalam
Pasal @ ayat {2] hurnf a terdiri atas kegiatan:

a- pengadasn tanah;

b, pemenuhan persyaratan dasar berupa PL bagi usaha
dan kegiatan yang wajity Amdal atau UKL-UPL dan
PBG bapl Polaku Usaha vang akan melakokan
permbangunan Bangunan Gedung;

ol

rpembangunan Bangunan Gedung,
pengadaan peralatan atau saraha;
pengadaan sumber dava manlisia,

[. pccnuhan . ..
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£, pemenuhan standar usabag danarau
£. pemnenuhun persyacalan PB.

Subtahapan operasional dan)/atau komersial schagaimana
dimmaksud dalam Pasal 9 ayat (2] hural b terdin atas
kegiatan:

&, produlest barang dan/atau jasa;
b lomstik dan distribusi barang dan/atau jasa;
c. pemasaran barang dan/atau jasa; dan/atau

ol kegialan lain dalam rangka operasional danfatan
komersial.

Pasal 11

Kegiatan penpadaan tanah sebagamata dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huraf a termasule pembersthan atau
pembukaan lahan.,

Kegiatan pengadaan tanah sebapaimana dimaksud pada
ayat [1} dapat dilakukan bersamaan denpgan pemenghan
PL bagt usaha dan kegiatan vang wapl Amdal ataa UKL-
LPL dan PBG bapl Pelalo Usahs vane akan melakukan
pembangunan Bangunan Godung,

Jika akan  melakukan pembangunan  Bangunan
CGredunpg sebagaimata dimalkosad dalem Pasal 10 ayal (1)
hurul ¢, Pelaku Usaha wajlth memiliki pecsyaralan dasar
dalam beniuk PL dan PBG sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk kepiatan wuszaha yvanpg mempunvai bingkat Risiko
rendah araw menengah cendah, setelabh mempercleh PB,
Pelaku Usahs melakukan kegialan operasional dangatau
kumersial.

Untuk keplatan usaha yang mempunyal tungkat Risiko
menengah tingpl atau tinggel, sctelah diterbitkan B,
Prlaku Usaha dapat melakukan kegiatan operasional
dan/atau kormersial.

Jika untuk melakukan keogatan operasional danfatan
komersial sehagainnana dimaksud pada aval (4 dan ayat
() dipersyaratkan PB UMELD, Pelaka Usaha wagih memmilik
PE UMELL

BARE . ..
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BAE Il
FEREYAHRATAN DASAR

Bagian Kesatu

Lt

Pasal 12

Persvaratan dasar schagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat {2) wmehpute

a4, KKPE;
b PL; dan
c. FBLi dan SLF.

Penerbitan persyaratan dasar sebapainmana  dimabkesugl
pada ayat [1] dilaksanekan sesual dengan lokasi keglatan
Wsahia,

Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana
dinaksod pada ayat {2) dilakukan oleh:

a. Lembapga (O55;
k. Lembaga O55 dlas nama menten/ kepala lembaga;
¢. kepala DPMPTSP provinst atas nama gubernur; dan

d. kepala DPFMPTSF kabupaten/kota atas nama
bupat: fwali kota,

gesual dengan kewenanean rmasing- masing,

Dikecualilkan dan ketenluan sebagaimana dimaksad pada
ayat (3] hurut b, hural ¢, dan hum! d untuk penerbitan
porsyaratan dasar:

a. dalam hal kegiatan uasahz dildakukan pada wilavah
Kk, keowenangan penerbitan  porsyaratan dasar
dilakukan aleh Administralor KEK sesua denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bdang
kawasan ckonomi khusus; atau

k. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilavah
KFBPB, kewenangan penerbitan persyaratan dasar
dilakukan oleh kepala Badan Pengusshean KPRPRE
sesual  denpan  ketenluan peraluran peruandsEng-
undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan
pelatmahan bebas.

(5} Penertmtan . . .
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[7)  Penerldilan persyaratzn dasar uniuk proyek  stratops
nasional dilnkukan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang provek strategis nasional,
penyelenggaraan penataan ruang, kelautan, wilavah
pasemar dan pulay-palaug keoill, Bangunan Gedung, scrta
pengelolaan dan perlindunpgan lingkungan hidup.

Paszal 13

Chalam hal kegiatan uszaha dilakukan pada suatu Bangunan
Gedung atau komplek perdagangan /jasa yang dipakai bersama
dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PR3, dan/ataw SLF,
Pelakll  Wsaha  perdaganganjqsqa lidak  petlo memenoahi
persyaralan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap
permohonan PB dan/atan PB UMKU melalul Sistem (55,

Pasal 14

Sislem 055 melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha vang
digjukan oleh Pelakw Usaha rerdin aras:

4. darat; dan/atau

b laut.

Bagian hedua
Pemeriksaan Lokasi Usaha di Darat

Pasal 15

(1] Pelaksanaan pemeriksaan lekast usaba di darat
sehagaimana dimaksud dalam Fasal 14 homf o dilakukan
mclalul KEPR.

(2) EKKPR sebagaimana dimaksud pada avat [1) melipali:
a. konfrtmass KEFER; atau
Ir. persctujuan KKPR.

Pasal 16

KKPR untuk kegiatan usaha vang bersifat strategis nasional
dilakukan sesuai dengan ketenruan peralucan perindang-
undangan di idang tara ruang.

Fasal . . .
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Paxal 17

Kenlirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayal {2] hurul a dibenkan berdasarkan kescsualan
mencana lokasi keglatan pemanfaatan ruang dengan REDTR
yanp telah terinteprasi denpgan Sistern {355,

Perserwjuan  terhedap permohenan konbirmasi KKPR
scehimpaimand dimaksud pada avar (1) ditcrbitkan =ecara
otomatis oleh kepala Lembaga 088 melalul Sistem O35,

Penolakan  terhadap  permobonan koenfirmasi KKPR
schagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan secara
EH T 5

Pasal 18

Perscrujuan KKPR sehagsaimana dimaksud dalam Pasal 15
Aval (2] hiurul bodiberikan dalam hal RDTR belum tersedia.

Perseryuan KKPE scbapaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan tahapan:

pendaftaran;

L. pemenksasn dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
TUanE;

c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaaian
ruang: dan

d. penerbilan perselyjuan KEKPR.

Paszal 19

Fendaltaran sebagaimana dimaksud calamm Pasal 18
avat (2] huoruf a dispukan oleh Pelaky Lisaha denpan
tnelengkapi dokumen usilan kegiatan pemaniaatan naong
vang lerdio alas;

koordinat lokasi;

.
. kebutuhan huas lahan kegilatan pemanfaatan ruang,

¢. imlormasi pcnguasaan tanah;

d. informas jens kematan;

e. rencana jumlah lantal bangunan;
I, rencand Jluas lantai bangunan; dan

B rencand leknis banpunan dan/atan rencana indualk
kawasan,

{2 Setelah . .
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Sctelah dukumnen usulan keplalan pemaniaatan ruang
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diternima lengkap,
Sistern 0853 menerbitkan surat perintah serw PNBFP
pertama sesal denpan Ketentuan peraturan perundang-
undangan dt hidang pecocnmaan nepara bukon pajak.

Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBE dalam janghka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak direchitlkean
surat perintah  setor PHEP  pertama  scbagaimana
climaksud pada avat [2)].

Apabila jangka wakiu scbagaimana dimaksud pada avat
(3] terlampaul:

a. surat perintabh setorr PNRP perlama sebagzimana
ditneksud pada avat (2} menjadi Udak berlaku,; dan

L. Sistem 0585 menerbitkan surat perintah sceor PNBE
kedua.

Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka
waktu paling latna 7 {irwah) hac kalender sejak diterbitkan
sural perintah selur PNBF kedus sebapaimana dimaksud
pada myval (4 hural b

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] terlampani, surat perintah setor PNRP kedua menjac
tidak herlaky den permmohonan persctupuan KKPE
dianggap dilarik kembali,

Dalam hal permohonan persetujuan KKPR  diangpap
ditark kembali scbapaimana ditneksud pada avat (6.
Pelaku Usahe Jdapal mengajukan kembali permohonan
pendallaran sehagaimana dimaksud pada ayat [1}.

Pasal 20

Femeriksaan dokumen uosulan Kegatan  pemaniaatan

mang sebapaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2}
hurul b dilakukan untuk memenksyg kehenaran dokumen

uaulan kegatan permanfaatan ruang,

FPemeriksasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1
dilakukan paling lama 5 (hma) Hari ssjak pembayaran
FNEF tcrpeonuhi.

(3 hka . ..
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Jika  berdasarkan  hasil  pemeriksaan selwgoinang
dunaksud pada avat [1] dokumen uasulan  kRegiatan
pemanlaalan ruane dinvatakan bepar, pormchonan
dilamjulkan ke tahapan pemlalan dokumen usulan
keglatan pemanfaatan ruang sebagaimena  dimaksud
dalam Pasal 18 ayart (2] hurul ¢

Pasal 21

Penilaian dokumen usulan kegiafan pemanfaatan roang
sebagaimana dimakaud delam Pasal 18 ayat [2) hural ¢
dilakukan melalhli kajian alay dokumen usualan kegiatan
pemanizatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang
dan komplementer berdasarkan:

a. RTR wilavah kabupaten/Lkara;

b. RTR wilavah provinsi;

c. RTR kawasan siralegis nasoangl;
tl. HTR pulau) kepulavan; dan/atau
c. RTRE wilayah nasional.

Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (1)
termasuk pertimbangan icknis pertanaban,

Penulaan dokumen usulan keglialan pemaniaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan avat (2}
dilakukan paling lama 20 {dua puluh) 1lar sejak dokuamen
usulan keplaran pemanfaatan roang dinvatakan benar.

Pasal 22

Jika ha=il penilalan serta dokumen usulan Keginlan
pemanfaatan ruang sesual denean kelentuan Pasal 21
avat [1} dan ayat (2f, persetyuan KRPE diterbitkan dan
dibenilahukan kepada Pelaku Usaha melalur Sistem O35,

Jdiks basil penilaisn dokumen usulan kegiatan
petrnanfaatan rlang tdak sesual dengan ketentuan Pasal
21 ayat [1) dan ayat (2], pormohonan persetujuan KKPR
ditolak  disertal  dengan  alazan penolakan dan
dibcritabukan kepada Pelaku Usaha melahai Sistem OS85,

(3) Apabila . . .
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Apalala pertimibangan ekms pertanahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak ercakup dalam
hasil penilalan dalam jangka waktu  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 avat {3), persetujuan KKPE
diterbitkan tanpa pertitnhangan teknis pertanahan.

Pasal 23

Apabila berdaszarkan hasil pemeriksaan sehagaimana
cimaksud dalam Pasal 18 aval (2) hurut &b dokumen
usulan kepiatan pemanfazatan raang dinyatakan ndak
benar, dokumen usulan kegatan pemanfaatan roag
dikembalikan kepada  Pelakil Usaha disertan dengan
caratan perbaikan dan dibentahukan mealalu Sistem O55.

Pelaku Usaha menvampalkan perbalkan dokumen usulan
paling lama 3 {lima) Han scjak pengembalian dokumen
sebagmimana dimaksud pada ayvat (1) melalui Sistern (355.

Berdasarkan ponvampsian perbeiken dokumen usulan
sehagaimana dimaksin] puda ayal (2], dilakukan
pemerniksaan  ulang  atas  dokumen wsulan  keglatan
pemanfaatan ruang paling lama 3 [tgal Har sejak
perbalkan dokumen usulan diterima.

Jika berdazarkan hasil pemeriksaan wang seb@paimana
dimaksod pada ayvat [3] dokumen usulan kegiatan
pemanisalan rulang dinyvatakan tidak benar, doekumen
usulan keglatan pemantaatan raang dikembalikan kepada
Pelaku Usaha disertal dengan catatan perbaikan dan
diberitahukan melabui Sistem {355,

Pelaly Usaha menyvampaikan perbaikan kedus dokumen
usulan paline lana 2 (Lma) Harl sejpk penpembalian
dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (9] melalw
Sistem 055,

Berdasarkan penvampaan perbaikan kedua dokurmen
usulan sebagaimana dirmaksud pada aval [5), dilakukan
petneriksaan ulang kedus atas dokumen Lsulan kepiatan
pemanlaatan ruang paling lama 2 [dus) Han soak
perbaikan dokumen usulan ditcrima.

Apabila Pelaku Usaha tdak menyvampaikan perbaikan
dalam jangka walkw yang ditentukan  sebagaimana
dimaksud pada awat [2) atau ayart {3) atau berdasarkan
husil pemanibisaan dulkumen wsulan keglatan pocman{aatan
rudng sebapsimana dimaksud pada ayat (6 dokumen
usulan dinyatukan tidak benar, permohonan persebgjuan
KKI'R ditolak discrtal dengan alasan penolakan dan
diberitahukan kepada Pelaku Usaha melahii Sistern OS5,

[B) Berdasarkat . . .
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Berdasarkan haszil pemenksaan sebapaimana dimalksieg
pada avat [3} atay ayat (&) doKumen usulan keeiatan
prmunlaatan  ruang dinvatakan bonar, pormeohonan
dilamputkan ke tahapan penilaian dokumen osulan
keglatan pemantaatan rouang.

Fasal 24

Kefentlan mengenidl:

.

penulalan . dokumen sebagaimana  diumaksud  dalam
Pasal 21: dan

penerbatan  persetyylan KEKPE sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 22,

berlalku secara mutatis mutandis terhadap penilaian dokumen
dan penerbitan persetujuan KKPR hasil perbaikan dokumen
usulan kegiatan pernanfaatan ruang.

(1]

]

{3}

f4}

{5]

Pasal 25

Dalam hal kegiatan usaha vang seluruh lokaszi nsahanya
berada di dalam delineasi EDTR yanp belum terintegprasi
denpan  sistern Q55, penerbitan persctujuan  EKPR
tlilakulean melalul kajpjan berdasarkan RTE scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat {1).

Penilaian dokumen untuk persetwnan KEPR sebagaimarna
dimalksud pada avat (1} dilalekean dengan
memnperlmbangkan BDTE.

Penerbitan  persctujuan KKPR  scbagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan tanpa melalui pertimbangan
teknis pertanahan.

Persetujuan KKPRE sebagaimmana dimaksid pada ayvat (1)
dilakukan denpan tahapan sebapa) berikut:

8. pendaflatan;

L. peneriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
TLAATLE

c. pemlaan dokumen usulan keglatan  peroanfaatan
ruang, dan

d. penerbitan persenuan KKPR.
Ketentuan mengenai:

d. pendallaran PCrsclu)uan KKFE sebapaimana
dimaksud dalar Pasal 19: dan

L. pemenksaan . ..
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b. pemeriksaan dokumen usulan kegistan pomanfaatan
ruane scehagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
Pasal 23,

berlaku secara mutals mutandis lerhadap pendafltaran
sebagmitmana  dimaksud padsa avat (4 hurul o dan
pemeriksaan dekumen usulan  kegiatan  pemanfazten
ruang sebagaimana dimakswel pada 2yat (4) hurul b,

(€ Pernleuan Jdokumen wsulan kegiatan pemanfaalan muang
sebapaimand imaksud pada ayat {d] hurui o dilakukan
paling lama 20 [dua puluh) Hari

(71 Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimmana dimalsud
pada aval [ dekumen usulan kepialan pemaniaatan
ruang telah sesual dengan RTR sebapaimana dimaksud
pads  avat (1), persctwjuan KKPE dicerbitkan dan
thbentahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OS5,

(8} Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dirmaksyd
pada ayat {# dokumen usulan kepiatan pemanfaatan
ruang tidak sesym dengan RTR sebagaimana dimaksud
pada ayal [l), persetuuan KKPR dmyatakan ditolak
cdisertal dengan alasan penclakan dan diberitabukan
kepada Pelaku Usaha melalui Sistern Q53

Pasal 26

Metnleri/kepala badan  yang meonyclenggarakan  urusan
pemeriniahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugses
pemerintahan di bidang  pertanahan, gubernur,  dan
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangsan masing-masing
melakukan  permetikssan dokumen uasulan keglatan
pemmanlaalan ruang scbapaimana dimaksud dalam Pasal 20
dan Pasal 23 ayat (3} atau ayar (€} serta Pasal 25 ayvat (5] huouf
b, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan rosng
schagaimana dimaksud delam Pasal 21 dan Pasal 24 hurul a
serta Pasal 25 ayat {63, dan pertimbanpgan toknis pertanahan
sebapaimana dimaksud dalam Pazal 21 ayat (2],

Paxz] 27

(1} Persetyjuan KKPR sebagaumana dimaksad dalam Pasal 15
ayat (2] huruf b dapat diterbitkan ranpa dilakukan
penilaian dokurmen wusulan kegiaian pemanfzalan tuang
untuk kondisi tertentu.

{2} Eondisi tertenty sebagaimana dimaksud pada avat [1]
el st

a. lakasi _ ..
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lnkasi usaha dan/aran kegiatan terletak di lokasi KERK
ateyl  kawgsan  industnt yang  polison  koordinat
Inkasinva telah terdaftar dalam Siswcm OS58 dan
terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan
kepiatan wsaba di KEK alal kawasan indusim;

lokasi usahe dan/alau kegrtan twerletak di kawasan
yang dikclola olch otorita atau badan penvelenpgzara
pongembangan suatu kawasan vang poligon koordinat
lnkasitva  telaby lerdefar dalam Sistem O35 dan
Lerdapal bukl ahwa Pelaku Usaha dapat melakukan
kcpiatan usaha di kawasan terscbut;

lokasi uzaha dan/atau kegiatan berada pade ranah
vanhg sudah dikuasai oleh Pelakiy Usaha lain yang telah
merdapslkan KEPE dan dialihkan kepada Prlaku
Usaha yvang baru denpgan KEL] dan jems kegiatan
usaha yang sama, scrta luasan vang sama,

lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah
yvang sudah dikpasar selurubioga oleh Pelalia Dlsaha
lain yang telab mendapatkan KKPR den disewakan
alal pingam pakal kepada Pelaku Usaha dengan KBLI
dan jenis kepiatan usaha vang sama, serta luasan yang
sama;

lakasi usaha danfarau kegintan leckail hulu minyak
dan gas bumu Yang sidah ditetapkan oleh pemenntah;

Ickasi usaha dan/atav kepiatan diperlukan untuk
perluasan usaha yang sudah berjalan dan ferintegrasi,
dengan luasan vang lebiby keci] dan Juasan cksisting,
letak  tanahnya berbalasan dengan  lokasi usaha
ekiisting, dan pacda poly, raoane yang sama; dan/atau

lokasl usaha dan/atau kepiatan diperlukan untuk
pembangunan rumah bagl masyarakat berpenghasilan
rendah denpan luasan tidak lebih dari 5 {lima) hektare
dan sesuai denpan RTR.

Perserujuan KKPR untuk Kondisi lecleniy sebagaimana
dimalesud pada ayal (2] dilakukan dengan tahapan schagan

berikul:
a4, pcndaltaran;
b. pemenksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan

ruang; 4an
penerbitan persetujuan KKPR.
(<) Sistem . ..
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Sislem 33 mengalickan permohonan persetujuan KKPR
untuk kondisi tertentu scbhagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepadis menteri/ kepala badan yang menyeletggarakan
urugan pemerinfahan di bulang agrarna dan tata roang
serlm lugas  pemenntahan di bidanpg  pertanahan,
gubernur,  bupat, atau wall kota =esuay dengan
kewenangan masing-masihg.

Pazsal '8

Ketentuan pendaltaran persctyyuan KKPR schagaimana
dimaksud dalam Paszal 19 ayat {1] berlaku secarta mulaiis
mutandis terhadap pendaftaran sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 27 avar (3) hurml a

Sclain dokumen  pendaftaran  sebagaithana  dimaksudd
dalam Fasal 19 ayat {1] diperlukan juga Kelengkapan
dakmen usulan kegialan pemanfaalan ruang lainnyva
untuk Kondist lertenta sebagmimana dimaksud dalam
FPazal 27 avat [Z).

Pasgal 29

Femernksaan dokumen usulan keglatan pemaniaatan
rugng sehapaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat [3)
hurufl b dilakukan untuk memenksa kebenaran dokumen
usulan keglatan pemanlaatan ruang.

Femeriksaan dokumen wusulan kegiatan pemaniaatan
raang sebagaimana dirmaksud pada avat (1] dilakukan
paling lama 3 {(lima) Hari scjak diterimanya pendaftaran
sehugaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Berdasarkan hasil pemenksaan sebagaimana dirmaksid
pada avat {2) dokumen uwsilan kepialan pemanfbaatan
ruoang dinyatakan benar, permehonan dilangutkan ke
tahapan penerbilan persetwyuwan  KKPR scbagaimana
clirmabkesod dalam Pasal 27 avat (3) hural

Jka  berdasarkan hasil  pemeriksaan  sebapaimana
dimaksud pada avat {1| dokumen wusulan kegiatan
pemanizatan ruang dinvatakan tidak benar, permohonan
persetujuan KKPR dinvatakan ditolak disertai dengan
alazan penolakan dan diberitabukan kepada  Pelaka
Lraha melalui [isfem (0S5,

Permeniksaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilakukan vleh kepala Lembapa OS5,

Pagal . . .
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Pasal 30

(1) Apalnla lokam usaha danfatal keplatan bersda i
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat |2
hurul a dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusar dan
Pemerintah Daerah sesuai denpan kewenangan masitig-
masitg, pengelela kawasan menyampaikan rencana induk
kawasan Kepada kepala Lembapn 085,

(2) Kepala Lembapa 055 memasukkan rencona  induk
kawasan scbagaimana dimalsud pada avat (1) ke dalam
Sistem (338 sebagar dasar penerbitan KKPR sehagaitmana
dimaksnd dalamn Pasal 27 avat {]}.

Pasal 31

Penerbitan persetujuan KKPR sebagoimana dimalkesud dalam
Fasal 27 ayat (3] huraf ¢ dilakukan aleh kepala Letmbmpa O35
rnelalul Sisrem D55,

Paxa] 32

Jika Pelaku Usaha merupakan usaha oukro dan Eisiko usaha
rendah, KKPR atas lokasi usaha diterbitkan melalul Sistem
O&ES berupa pernvataan mandiri dari Pelako Lsaha.

Paxa] 33

(1} Dalam hal peroyataan mandinn dan Polaka Usaha
sebapaimana dimaksud dalarn Pasal 32 telah diterbitkan,
sistern 085 mengalirkan dara pernyataan mandivd kepady
retiterif kepala badan yvang menyelengparakan urusan
pemerinishan di hidang agrana dan tata ruang serta tugas
pemenintahan di bidang pertanahan, pubernur, bupati,
alau wall kota sesual dengan lokasi penerbitan KKPR.

{2} Menterifkepala badan vang menyelengparakan arusuan
pemerintahan di bidang egraria fdan tata ruang serla lugas
pemerintahan i bidang perlenahan, gubemur, bupati,
Alau wali kifd sesudl dengan KewenangEan masing-masing
melakulian penilaan kesesyaian pemani@atan  oasng
dengan wsaha dan/atau keplatan scbapaimana toermuac
dalam pemralaan mandin denpan BRTR dalam jangka
waktu paling lama 10 {zepuluh) Har.

{3] Dalam hal berdasarkan hasil penilaian  sebagairmans
dirnaksud pada ayat (2] ditemukan kelicaksesiaian anlara
usahe danjfatau kegiatan dengan RTE, menlern/kepals
badan yang menvelenggarakoan urusan pemernintaban di
bidang agrarid dan Lala ruang serta tupas pemerintzhan di
bidang pertanaban, gubernur, bupat, atou wali kota:

A menyampaikan ...
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A, menvampaikan surar keterangan ketidaksesuaisn RTR
melahli Jislem 055, dan
E. melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha.

Bayian keliga

Perseluian Kesesualan Keglatan Pemanfaatan Ruang di Pulan-Pulau Kecll
dengan Luas di Bawah Seratus Kilometer Persegi

SK No 251870 A

{1]

{2]

(3)

(4]

(1}

Pasal 34

Apabila telah tersedia EDTR yanp telah tenintegrasi dengan
Sistemn OS5S5, ketentuan scbhagaimana dimaksud dalam
Fasal 17 berlaku secara rmuatatis  mutandis untuk
priecbitan konficmast KKPR i pulau-pulau kecil dengan
luas di bawah 100 km# eralus Kilomeler persegl).

Apzbila TR selain REDTR tezlah tersedia dan telabh memuat
pengaturan zonasi terkait pemanizatan 1uang di pulaw-
pulau keecil dengan luas di bawah 100 ko [serafus
kilometer persepi), ketentvan sebagaimana  Jdimaksued
dalarn Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 berlaku sccara
rrllalis mularndls unlulk penerbitan persetojuan KKER di
pulau-pulau kecil denpan luas di bawah 100 km4 {seratus
kilomecter persegi).

ETE vang telah memuat pengaluran zonast  terkaott
pemanfasatan ruane schagaimana dimaksud pada ayat [2)
harus memenuhi siandar teknis pemanfaatan ruang vang
ditctapkan cleh menteri yang menvelenggarakan vrusan
pemernntahan di bydang kelautan dan perikanan.

Retentuan sebagaimana dimaksad pada ayat (1), avat (2],
dan ayxal (3] berlakal secara mutatis murandis terhadap
pemanlaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas O
{nol) sampal dengan 2,000 km? [dua ribu Kilameter prersepi)
sleh Penanarman Modal Asing dalam benluk perseroan
terbaras.

Pasal 35

apakhila;

a, belum tersedia RDTE;

b, trlah tersedia RIFI'R namun belum terintepras: denpan
Sistem D58

c. RTR belum memuat pengatyrean 2omast jeckail
pemanfaatan cgang i pulau-pulan kecil dengan luas
i awah 100 kine [seratlys kilometer persegl); atau

d.oridak .



Sk No 251869 A

i2]

{<3]

(4)

3]

(£

(7]

PRESIDEN
REPLUBLIK IMDOMESIA

- 25

d. tidak tarmasul dalam kondise rertenty sebapgaimans
dimaksud dalam Pasal 27,

penermtan persetiyuan KEPRE di pulau-pulaa kereil
dengan luas di bawah 100 km? (zseratus kilometer persegi}
wajib  terlemh  dahulu memperclsh  rekomendasi
pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan Tuas Ji bawab 100
km? [seratus  kilometer persepid dari menteri yang
menyelenggarakan  urisan  pemornntahan di bidang
kelautan dan perikanan.

Rekaomendasi pemanfaatan pulau-pulaw kel dengan las
o bawab 100 km? {setatug kilometer persepl) sebapaimana
dimaksud pada ayat (1} diberikan berdasarkan penilaian
sccara admnistrast dan teknis paling lama 14 [empat
belas) Harl =ejak dokumen usulan kegiatan pemanlaatan
tuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
diferima secara lenphkap.

Apabila berdasarkan penilaian admimistrast dan teknis
schagaimana dimaksud pada ayat (2] permohonan yvang
diajukan oleh Pelaku Usaha udak memenuhi persyaratain
maka permohonan rekomendasi dinyataken  ditolalk
disertan dengan alazen penolaktan.

Apabila permohonan rekomoendas) dinyatakan  ditolak
selbagammana dimaksud  pada ayal {3}, permohonan
persctujuan KEKPR di pulsu-pulau kecil dengan laas di
bawalh 100 km? {scrarus kilometer persegi] dinyatakan
ditolak disertai dengan alasan pennlakan.

Apabila berdasarkan pemlaan adoimisirast dan eknis
sehagaimana dimaksud pada ayat (2] pormohonan vang
digjukan oleh Pelaku Usaha memenuhi persyaratan meika
rekomendasl diterbitkan.

Apabila rekomendas) diterbutkan sebapaimana dimalkesucl

pada avat (51, Sistemn 052 menerbitkan;

a, sural porintak setor PNBP stcara otomats untuk
pembayaran pelavanan penerbitan rekomendasi; dan

b surdl perintah setor PMBP sccara otomatis= untuk
pembavaran  pelavanan  permchonan perastujuan
KEFR,

s slal dengan ketenbuan peraluran perundang-undangan
i idang peneritnaan negara bukan pajak,

Pelaku Usaha melakukan pembayaran PMNBI sebagaimana
dimaksud pada ayad (&) dalam jangka waliou paling lama 7
trujuh) hart kalender sejak diterbitkan surat periniah setor
PNBP.

(&) Apabila . . .
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Apalila jrapka waktu sebagaimana dimaksiwd pada aval
[7) terlarmpau, surat penmtab selor PNEF mengadh tdak
berlaku seria:

a. rekomendasi dinvarakan tidak berlaku; dan

b. pennohonan persetujuan KEFR  dinyatakan ditatils
kembali,

Pemneriksasn dan penilaian dokumeon usulan kceglatan

pemanfaatan roang dalam rangka penerbitan KEPR

dilakukan setelah Pelaku Usaha melakukan pambayaran

FNOF.

Ketentuan pemernksaan dan penilaan deokumen usulan
kegiatan pemanifaatan ruang serila penerbitan persetujuan
KKPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampal
dengan Pasal 25 berlaku secara mufatis mutandis antuk
penerhitan perselujuan KPR O pulau-pulau keoil dengan
luas di bawah 100 km? [seratus kilometer perscgr).

Paxal 3

Apatila rekomendas likdak diterbilan dalam janghks
wakil sehagaimanag dimaksud dalam Pasal 35 avat (2],
proscs persctujuan KKI'R dilanjutkan tanpa rekomendas:
pemanfaatan pulau-pulao kecil denpgan luas d bawal 100
km? {seratus kilometer persegi).

Ketentuan  mengenail persefljuan KEKPR  sebagaimana
dimaksud pada wyvat {1] erlaku secara mutats mutandis
terhadap pemanfaatan ruang di pulau-pulan keeil dengan
luas @ jnol) sampal dengan 2,000 km? (dua ribu kilometer
persepl) oleh Penanaman beodal Asing dalam bentuk
persernan rerbatas.

Bapian Keccmpat
Persetujuan Kawasan Hutan
Faragrai 1
Umurm

Pasal 27

Dalam hal kegiatan wsaha vang berlokas: di kawasan
hutan, pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di kawasan
hutan dilakukan melalui:

a. persetujuan penggunaan kawasan huran,
r. persetojuan Koatmitmen pemat Eatan hatan,

C. perserujuan .o
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Cc. perselujusan prinsip permanfaatan jasa hingkungan di
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan
tarnan buru; dan

i persetuwjuan pelepasan kawasan hutan.

kewenangan — penerbilan persctujuan sebagaimana
dimaksud pada ayal {1) dilaksanalkan oleh menteri yang
menyelenggarakan  unesan  pemerinighan di bidang
kehutanar.

Dalam hal kepiatan uzaha dilakukan di wilavah KPEPE,
kewenangan  penerbitan  persctujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat [1} dilakukan ocleh kepaia Badan
Pengusahaan KPEPE sesuai dengan ketentuan peraturar
perundang undangan di bidang kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas.

Paragral 2

Persetujuan Pengpunaan Kawasan Hutan

(1]

]

Pasa] 38

Persetujuan penggunaan kawasart hutan schagamana
dimaksuc dalam Pasal 37 avat (1) hurof a diberikan untk
kepialan usaha vang:

g. cilaksanakan dalam rangka kecgiatan usaha di Tuar
sektor kchutlanan: flan

b, berada di dalarn kawasan hutan produksi atauw
kawasan huran ndung.

Ferserujuan penggunasn kawasan hutan sebapaimana
dimaks1d] pada ayat (1) dilakulkan dengan tahapan:

a. pendaftaran:

It penelaahan kesesusian dokumen dan persvaratan;
dan

¢, penelaahan dan penerbitan persetujian ponggunaan
kawaszan hutan.

Fasqa) 349

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
huruf a diajukan oleh Pelaku Usaba melalui Sistem 0SS
dengan melengkapl persyaratan:

.
b.

adiminizlrasi; dan
teknis.
Paszl . . .
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Fazal 40

Jika persyaratan pendaltaran sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 39  elash  lengkap, menten yoang
menyclenggarakan  urusan  pemerintzahan di bidang
kehutanan melakukan penelaahan kesesuaian dekumen
dan persvaratan paling lama 5 [(lima) Tari  sejak
fditerimanya permahonEan perselUuAan penpEuUTLEAD
kawasan hutan,

Dalam hal berdasarkan penclaahan kescsuman dekumen
dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat {1}
dokumen pertnohonan persetljuan pengElinaan Kawasan
flen mash perly diperbail, permohonan persctujuan
pengEunaan kawasan hutan disampaikan kembali kepada
Pelaku Usoha dizertal dengan catatan perbatkan melalui
Siscem OB5.

Pelaku Usaha melakukan  perbaikan  periobonzn
prerietajuan pengElinaan kawasan hitlan dalam jangka
waklil paling lama 9 (Uma) Han sejak ditcoomanys catatan
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerinlahan di
bidang kehutanan melakukan penelaghan ulang
keseslaian dokumen dan persyaratan paling lama 3 (tipa)
Han sejak dilerimanys- perbalkan Persciujuan
penggunaan kawasan hutan sebapaimana dimaksud pada
ayat {3}

Apabila berdasarkan hasil penelaahan ulang kesesuaian
dokumen dan persyaratan sehagaimana dimaksud pads
ayat 4] dokumen permoheonan persctujuan ponggunann
kawasan hutan dinvatakan masih perlu diperbaiki,
dokumen permohonan persetujuan pengpunaan kawasan
hutan dikembelikan kepada Pelaky Usahe chisertal dengan
calalan perbaikan dan diberitghukan melalu Sistem OS5,

Pelaku LUsgha melakukan perbaikan kembali dokumen
permohonan porsctujuan pengpunaann kawasan hutan
dalam jangka waktu paling lamaz 3 {ugaj Hari seak
ditcnimanys catatan perbaitkan sebagaimana dimalsud
pada ayat (5).

Menter yvang menyelenpgarakan urusan permecintahan s
tdang  kehutanan melakukan peaelaashan ulane
kesesuaiat dokumen dan persyaraian paling lama 2 jdua)
Hari zejak diterimanys perbajban kemball persctujuan
penpgunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6]

{3) Dalam . . .
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Galam hal berdasarkan penelaahan kesestaian dokumen
dan persyaratan sehagaimans dimaksad pada sl (L),
ateuw  peneliahan ulang dokumen dan  peorsyaratan
sebapaimans dimaksud pada ayat (4) ataa ayat (7,
dokumen pernohonan persetljuan pengElnaan Kawagan
hulan dinyvatakan telah memenuhi kesesualan dokumen
dan persyaratan, permohonan dilanjutkan ke tahapan
penclaahian dan  pencerbitan  persetujuan  penggunaan
kawaszan hutan sebagaimana dimaksudg dalam Pasal 38
avat [2) hural o,

Dalam hal berdasarkan penelashan kesesualan dokumen
dan perayvaratan sebapaimana dimaksud pada ayat {7)
dokumen permobornan persetljuan peogplingan Kawasan
hulan dinvalakan tidak memenuhi kesesuaian dokumen
dan persydaralan, permohonan ditolak diserlal dengan
alasan penolakan melalu Sistem 955 dan dibentohukan
kepada Pelakua Usaha melala Sistem O558.

Pasal 41

Fenelashan dan penerbilan persetujusan  penpgUnaan
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338
ayat |2) hurut ¢ dilakukan paling lama 47 {empat puluah
tujuh) Hari sejak dekumen permechonan persetujuan
penggunaan kawasan huatan dinyatalien iclah memenuhl
kesesyugian dokumen  dgn persysrdlan sebapgdimans
dimaksud dalam Pasal 40 ayat [B] cleh kementerian yang
menyelenggarakan  uwrusan  pemerintahan di bidang
kehutanan.

Dalam  hal  berdasarkan pernelashen sebaggimana
dimmaksud pada avar {1) permchonan fidak memeniuhi
keleniuan  peraturan  perundang-undangan di bidang
kehutanan, menternt yang menyclenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang  kehutanan  menyampaikan
notifikasi penolakan permohonan persetujuan
penegunaan kawasan hutan discrtal alasan penclakan ke
Sigtem G335

Dalatn hal  berdasarken penelashan selEpaimmans
chimakyud padsa ayat (1] permehonan memenuhi kctentuan
peraluran perundang-undangan di bidang kehutanan,
menten yang menyelenpgarakan urusan pemerintahan di
bidang kchutanan menvampaikan notifikasi  berape
kepurusan persetujuan pengepunaan kawasan hutan dan
preta lamgmran Re Sisram 00985,

Pazal . . .
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Fagal 42

Ketentllan  letnh  lamput mengenzn  tata cara  perselylioan
pPenggunaan  kawasan huan  diaiar dalam peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

Parcagral 3

Persetiguan komitmen Pemanfaatan Hulan

(1]

(2

[}

[T

(2]

Fasal 43

Persetupuan komitmen pemuanfastan hulan ssbagaimana
dimulisud dalam Pasal 37 ayat [1] huraf b dibenikan untuk
kepiatan usaha pemanlaatan hutan pada kawasan hutan
lindung dan hutan produkst.

Poerseiajian komitmen peemanfaaian bhiilan dibemkan paca
areal kawazan hulan lindung dan butan produks vang
belum digunakan olch Pelaku Usaha lain mengacu pada
peta arahan pemanfaatan hutan vang ditetapkan oleh
mentert yang menyelenggarakan vrusan pemerintahan di
Lidang Kehuranan.

Persenyuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana
dimakzud pada ayar |1} dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;
b. wverililtass administras
¢. telaahen ek dan

fl. prnerbitan persetujuan kemitmen pemanfaacan hutan.

Fasal 44

Pendafltaran pErmohnnan peraetuian katratme

pemantsaran bulan  sebagaimana dimaksiad  dalam

Pasal 42 aval (3) hurul a diajukan melalul Sistem 055

vang  dienglkam denpan dekumen persyaralan

Permohunan yang meliputs;

B peroyataan komitmen; dan

b. persyaratan teknis.

Pernyataan komitmen sebapaimana dirmaksad pade ayat

(1) houral a moelipuli:

. pernbuafran berda scarda haal pembliatan koordinal
gcografis batas arcal vang dimohon;

b. petiyusunan . . .
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b. penvusunan dokumen lingkungan; dar
«. pelunasan iuran PR pemanfaatan bhran.

Persyaratan teknis scbhagaimana dimaksud pada ayvat (1)
huruf b welipoi:

a.  sural I'J'ﬂl‘Tﬂl]]'llill"l Arl;

b. peta permohonan dan disertal dengan berkas digital
datam format shape fite (shpl,

. proposal teknis,
pakta integritas; den

. perliimbangan teknw atau rekomendas: reknia dan peta
periimbangan tekms dan gubcrnur kepada menteri

vang menyelenpgarakan urusan  pemerintahan  di
bidang kehutanan.

Dalam hal perrimbangan reknis aran rekomendasi feknis
dam puberonir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huarud
e lidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10
[sepuluh) Harn sejak diterima permohonan, Lembaga O85
MCHProsss pertnobhonan peractujuan kvt
premantaatan haran,

ketenivan lehih langul mengena pendaftaran permohonan
persctuyuan komitmen pemanfaatan hutan, perayataan
komitnnen, dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat [1} sampa dengan ayat (3] doatur dalam
peralurarn  menleri vang  menyelenggarakan urusan
prmennlahan di bidang kehutanan.

Pasal 45

BMencer vang menyelenggarakan urussn pemerinlahan i
edeng keburanan melskuken  verilikas! administrasi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3 hural b
paling lama 7 (tujuh) Hatt sejak ditenimanya permohonan
persetujuan komitmen pemanfaatan butan melalo Sistem
Q53

Hasil venifikasl adounistrasi sebagawnana dimaksand pada

ayat {1) berupa:

a. permobman tidlak memenuht kclengkapan
persyatalan sesydl  dengan kelentuan peraturan
perundang-undanpan; atau

b permobhonan tclah memenuhl kelengkapan
persvaratan  scsual  dengan ketentuan  peratuyran
perundang-undangan.

Pasal |, .
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Pasal 46

Apamla  permobonan tdak memenuhn kelengkapan
peravaratan scsual  dengan ketentuan peratycan
perundang-undangan  sebapaimana dimaksad  dalam
Pazal 45 ayat {2] hurul a, permohonsan persctujuan
kamitmen pemanfaetan hutan dinyatakan ditolak disertai
dengan slasan penolakan.

Apabila  pcrmohonan  dinvatakan  telah  memenuhi
kelenpkapan persvaratan sehawaimuna dimaksud dalam
Pasal 45 aval (2] hurufl b, menten yang menyclenggarakan
urisan pemernintazhan di idang kebutanan melakulkar
telaahan tekmis sebapaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3 huml c paling lama 25 (dua pahab lima) Har,

Berdasarken hasil telaahan teknis schagaimana dimaksud
pada aval (2) dokumen dinyatakan tclah memenohi
persyaratan,  permohonan persetyuan komitmen
pemaniaatan hutan dilanjutkan ke tahapan penerbitan
porsctiyuan komutmen pemanfaatan hutan selbapaimans
dimaksud dalam Pasal 43 ayar (3) baaraf ol

Posal 47

Apabila berdasarkan  telaahan  tekrmis  sebagaimanz
dimaksud dalam Pasal 4% ayat {2] dokumen permohonan
perselujuan komitmen permanfazatan hulan masih perlu
dipethaiki, permohonan persetuuan komitien
pemanfaatan hutan disampaikan kembali kepada Pelaku
Usaha disertai dengan cataran perbaikan mmelslul Sislem
55,

Perbenkan sebagzimana dimaksud pada avat (1) diberikan
paling banyak 2 [dua) kall gsecara berturat-turur dengan
jangka waktu masing-masing paling lama 10 [sepubih)
Han scjak permohonan disampaiken kembali kepada
Pelaku Usaha.

Apabila Pelaku Usaha tidak raegvampaikan porbaikan
dalam jangka waklu sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
atau berdasarkan hasil lelaahan tcknis sebaganmana
dirnak el dalam Pasal 46 ayat (2§ permmohonan dinyarakan
tidakk memenuhi persyaratan, permohonan  perselaiuian
komitmen pemanfaatan hutan ditolak disertai denpan
alasan penolakan relalul Sistern 55,

(4] Penulakan . ..
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(4} DPeonolakan persetujuan komitmen pemanfaatan butan
diberitaliukan oleh menteri vang menvelengparakan
uruzan peimerintaban di bidang kehulanan paling lama
S {lima] Harl sejak Pelaku Usaha tidak menvaimpaikan
perbalkan atau deokumen dinyatakan bodak memenuhi
persvaratan scbagaimana dimalesud pada ayat 13).

Pasal 48

Fenerbitan  perselgfuan  kotmtmen pemanfaalan hulan
dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan  urlissan
pemenntahan i ndane kehutanan paling lama 5 {hma) Harl
sejak  dokumen dinyatakan telah memenuhl persvaratan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 46 avat (2).

Pasal 49

Hetentuan  lebib lanjul mengenal lata cara pendaflaran,
verifikast admimstrast, dan penerbitan persetujuan komitmen
pemanfaatan hutan diatur dalam  peraturan  perundang-
undanpan di bidang kehutanan.

Faraeral 4

Perserujuan Ponsip Pemaniazatian Jasa Lingkungan o Kawasan Suaka Alam,

SK Nao 251861 A

Kawasan Feclestarian Alam., dan Taman Buru

Pasal S0

{11 Persetlpuan prinsip pemdsnfastan jasa lingkunpan di
kawasan suaka alam, Kewasan pelestansan alam, dan
taman bura scbagaimana dimaksud dalam Fasal 37
ayat (1} buru ¢ dibenokan untuk kegatan pemanfaatan
jasa linglkunpan di kawasan suaka alam, kawasan
pelestanan alam. dan laman burg sesual  dengan
ketentuan peraturan perdndang-undangan.

(3 Perselujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkunpan di
kawasan suaka alam, kawasan pelestanian alam, dan
taman buru sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;
L. werilikasgi; dan

¢, penerbitan .o
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r. penerbilan perselljodn prinsip pemanlaatan jasa
Logkungan i kawasan  suaka  alam, kawsson
pelestarian alam, dan taman bunna

Pazal 51

Pendaflaran permoehonan pCractuuan prinsip

pemanfzatan jass hngkungan di kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebapgaimana
dimakaud dalam Pasal 50 aval [2) il adigjukan melalui
sisretn (335 vang dilengkat dengan dokilmen persyaratan
permohanan yang meliput;

H.
k.

.
d.

rencana keglatan usaha;

pertitnbangan teknis clari menieti YHOR
menyrlengearakan urusan pemerintzhan di bidang
kehulanan, gubernur, atau bupat/wali kota sesuai
dengan kewecnangan masing-masing,

peta usulan areal usaba; dat

pakea intepritas.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
prrmohonan Pelaku Usaha dilengkapl dengan:

a.

periimbanpgan teknis dani kepala dinas provinsi ataug
kepala dinas  kabupatenfkota  sesua dengan
kewenangan vane membidanegl sumber dava air, dalam
hal PR vang dimobunkan merupakan FE pcmaniaatan
Jasa lmgkungan air;

poraumbangan teknis dari kepala dinas provinst slan
kepala dinas  kalbupaten/kata SEeslinl chengEn
kewenangatt  yYeng thembidangi  ketenagalistrkan,
dalarm hal PB yang dimohonkan merupakan FB
pemanfaatan jasa lingkungan energl air:

pertiimbangan tekrus dari kepala dinas provinsi stay
kepala  dinas kabopaten/kota sesuwal dengan
kewenangan yang membidanm kepariwisataan, dalam
hal PE vang dimohonkan meropakan PB penglisahasn
garana jasa  lingkungan wisala dlam dan PB
penglisahaan raman buny dan/acau

aural  keterangan  kecahlian/pernah mengikut
pelatihan pemandu wisata alam bagt pemobhon PR
penvediaan jasa wisata alam pemandu wisata alam.

{3] Untuk . ..
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Untuk PB  penyedisan jaza  wisata  alam, dokumen
persyaratan pertmobhonan  sebagaimana dimaksud pada
ayal [1] haruf ¢ hidak menjadi perayaratan.

Pasal 52

Mentent yang menyclenpgarakan urusan pemerintahan di
bidang kchutanan melakukan werifikasi  terhadap
permohonan  persetujuan  prinzip  pemanfaatan jasa
lingkungan i kawasan sUaka alam, kawasan pelestarian
alarm, dan taman bhurg sehapaimand dimaksad dalam
Pasal 20 ayat [2) hurul b paling lama 15 {hma bclas) Harl
sejak  ditcrimanyva pormohonan  persetujuan prinsp
pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan taman buru di Siatem 085,

Verilikasi selagaimana dimaksad pada ayar (1} dilakukan
dengan hasil benapa:

a.  penolakan;
b. perbaikan; dan
oopersellpuan,

Erterin verilikast schagaimana dimaksud poada avat {2)
terdin atas:

a.  kelengkapan persvaratan sebapaimana dimaksud
dalam Fasal 51 ayal {1]; dan

b pemuenuhan ketentuan teknis,

Penolakan schagaimana dimaksud pada ayat {2) haruf a,
dalam hal:

a. permohonan tidak memenuhi kelengkapan
persyaratan sehagaimana cdimaksoad dalam Pasal 51
aralt 1] dan hdak memenul ketentuan  teknis
scbazaimana dimaksud pada avat {3] huruf b, atay,

v permohonan memenuhl  kelengkapan  persyaracan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat {1} dan
tidak memenuhi  kelentuan  leknis  sebapaimana
dimalkesud pada ayar (3] hareuaf b

Porsctujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hural ¢,
alam hal:

a. permohonan . .
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a. permwhonan  memenuhi  kelenpkapan  persyaratan
gebapairnana dimaksaed dalam Pagal 31 ayar (1); dan

h, permohonan mementhi ketentuan teknis
sebapaimana dimaksud pada avat (3} hural b.

Dalam hak:

A, permchonar Liclalk merne bl kelenekapan
persvaralan sebapaimana dimaksad dalam Pasatl 51
avat [1]; dan

b. permohonan memenaln ketenlinan ks
sebagaimana dimaksiad pada aval [(3) hueal b,

permehonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk
diperbaiki.

Pasal 53

Dalatm hal berdasarkan basil venfikas]  sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 52 permehonan dinvatakan tidak
sesual  dengan kelentuan peraturan . perundang-
undanpan, pcrmohonan persetujuan prinsip pemantaatan
Jasa lnpkungan di kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, dan taman bary dinvaiaban dilelak
digertan denpgan alasan penolakan.

Penvampalan notifikasi penolakan perscoajuan prinsip
pemanfaatan jasa hngkungan di kawasan =uaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebaganmana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menien vane
menyvelengparakan  wdrusan permneriniaban i bidane
kehutanan paling lama 2 {dua] Han sciak permchonan
persctujuan  prinsip pomanfaatan  jasa lingkungan di
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan
tarman buru dinvatakan ditelak rmelalgd Sislem OS5,

Pazal 54

Dalam hal berdasarkan hasil wenlikasi schagaumana
tlimaksud dalam Pasat 52 permohonan dinvatakan scsual
denpan ketentuan  peraturan perundang-undangan,
pormohonan disetyyu dan dilanjutkan dengan penerbitan
persernjuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan  di
kawozan syeka alam, kawasan pelestarian alam. dan
taman  barn scbhagaimand dimaksud dalam Pasal 50
aval (2) hucoal ¢

2] Penerbitan . . .
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Fernerbiran persstljuan  pronsip pemanfaalan Jasa
lingkynpan 1 kawasan suaka alam, kawasan pelestanan
glam, dan taman buru scbagmimana dimaksud pada avat
(1) dilakukan aleh mentet yang menvelenpgpatakan 1rusan
pemernititahan i tdang kehulanan paling lama 2 (dua)
Han sejak permohonan persctujuan prinsip pecmanfaatan
jesa linpkungan di kawasan suaka alam, kawasan
pelestanan alam, dan taman burg dinyarakan disetujili
mclalun Sistem 55,

Hasal 35

Apabila diminra melakukan perbaikan, Peluku Usaha
menyampaikan pethaikan permohonan dalam jangks
waktu pahng lama 10 (scpulubh} Har scjak dokumen
perbaikan  dikembalikan  kepada  Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 32 ayat [&).

Perbaikan pertnobonan sebepaimans dimaksud pada arat
11} dilakukan paling banyak 2 (dua) kali perbaikan.

Menten vang menyelengparzkan urisan pemerintahan di
bidang kehutanan melakukan verifikasi pohng lama
8 [delapan) Hari sejak penvatmpaisn dokumen perbsikan
arbapaimans dimaksud pada avare (1) dan avat (2}

Kelentuan mengenal tata cara verihkas) scbagaimana
dimzksud dalam Pasal 33 dan Fasal 34 berlaku secara
mutatls mutandis terhadap ketentuan verifikasi dokurmnen
perbaikan sebagaimana dimaksud pada avat (1] dan
avat [2).

ketenluan mengenal veriikast scbhapaimana dimaksud
dalam Pasal 52 sampal dengan Pasal 54 berlaku secara
mutans muandis  terhadap ketentuan  penerbifan
persetyuan prinsip pemanfaatan jasa lingkongan o
kawasan snaka alam, kawasan pelestarian alam, dan
tamat buar.

Basal a6

Ketentuan  lebih lanput mengenal tata cara pendattaran,
verifikast, dan penerbitan persetujuan prinsip pemanlaaten
Jaza lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian
alam, dan taman buru diatur dengan peraturan menier] yang
menyelengparalian Urusan pemeniniahan di bidang kehutanan,

Paragral . . .
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Paragral o

Persetyjuan Pelepasan Kowasan Hukan

Pazal 57

Persetujuan pelepazan  kKawasan hulan  sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 37 avat (1) huruf d diberikan untuk
kegiatan usaha yang:

a. dilaksanaltan dalam ranghka kepentingan
pembangunan di luar keglatan kchutanan; dan

b herada th dalam kawasan hutan produksi vang dapat
dikonversl,

FPersctujuan  pelepasan kawasan hulan  sebageimana
dimaksud pada avat [1} dilakcukan dengan tahapan:

a. penclallaran,

b. wvenlikasi ponyataan komiten dan persyaratan
administrasi dan teknis:

pembentukan tin terpady;

d. perbimbangin laporan hasil penclitian dan
rekornendast im lerpadu; dan

c. pcncrbitan persctujuan pelepasan kawasan hilan,

Pasm] 58

Dalam hal pecrmochonan persetujuan pelepasan kawasar
hutan berupa proyek stratepis nasional o kawasan hutlan,
Pelaku Usaha mengajukan kepada menteri yanp
menyclenggarakan  urusan  pemcrintahan  di bidang
kehulatan melalui Sistem OS85,

Mernter yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  kehutanan menindaklanjutl  perobwnan
sebagaimana dimaksud pada avat {1] sesuvai denpan
ketentuan  peraturan perundang-undangan  di bidang
penyclenggaraan kehutanan  dan provek  siralepls
naszional.

Menten yang menyelenpgarakan urusan pemerintahan di
tadang kehutanan menyampalkan penerbitan perserujuan
pelepasan kawasan hutan kepada Pelaku Usahe melalui
siwlern 055,

Pasal . . .
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Pasal 5%

Pendaltaran  persctyuan  pelcpasan kawasan  hutan
sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 57 ayal [2) hueal a
digjukan melalui  Sistem O55  vang  dilenpkapl dengpan
dakilmen:

4, permyataan komitmen; dan

b, persvaratan admimstrasi dan tekms.

Pasab £l

(1) Jika dokumen pendaltaran schagaimana dimaksud dalam
Faszal 59 tclah lengkap. menteri vang menyelenpgarakan
urusan pomcrintahan di bidang kehutanan melakukan
verifikasi  pernyataan  komitimen e persyaral=En
administrasi dan tekois sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 57 ayal (2] burul b,

12) Venlikasi pernyataan  komitmen  dan persyaratan
administrasi dan teknis sebagaitmana dimabkzud pade
ayal {1] dilakukan wuniik melakgkan identiikas) d=n
pemilahan dala kelengkapsn persyaratan permohonan
dan melakulkan penelaahan weknis.

(3 Verihkas) pernyataan  komitmen dan  persyaratan
admiunistrasi dan teknizs sebagaimana dimaksud pade
aval |2] dilakukan paling lama 32 {liga pulub sembilan)
Hari.

41 Dalum hal berdasarkan hasil  verifikasi  pernyataan
kommtmen dan persvaratan admimstrasi dan telnis
sebagaimana dimaksud pada avat [2} permehonan
persetujuan pelepasan kawasan hulan Lidak memenuhi
persyaraloan, permohonan persctujuan pelepazon kavasan
hutan dinvalakan ditolak.

[+ Dalam  hal berdasarkan hasil veriikasy  pernvataan
komitmen dan porsyaratan adminescrasi dan telinis
schagaimana dimaksud pada  avat (3] permwchonan
persetujuan  pelepasan  kawasan  hutan  memenihi
persyaratan, dilanjutkan ke lahapan pembentulkan Gm
terpadu sebapaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayan (2)
huaruf c.

Fasal . . .
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Pasal 61

Pembentukan om terpadu sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 57 avat (2} huruf ¢ dilakukan oleh menteri vang
menyelengparakan  urusan  pemerindaban i Lidang
kehutanan paling lama 135 (lima belasy Har sejak
permohonan memenuhl persyaratan scbagaimana
dimakesud dalam Pasal 60 avat {3).

Tumn terpadu melaksanakan penelitian dan menyampaikan
lapiowsan hasil penelilian dan rekemendas kepada mentern
yang menyelenpgarakan urusan pemenntahan di bdang
kehutanan paling lambat &0 {(enam puluh) Hari sejak
ditetapkannya surat perintah tupas dari pejabat pimpiman
tingpi madya vang bertangpung jawabr Ji bidane planologi
kebhutanan dan lata lingkungan.

Pasal 02

Laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpady
scbagaimana dimakaud dalamn Paszal &1 avat {2} sebagan
bahan pertitnbangan menleri yang menyelengparabksan
urusan  pemeriniahan di bidang  kehutanan untuk
menethitkan keputusan persctwuan pelcpasan kawasan
hutan dalam jangka vaktu paling lama 7 {tujuh] Harm sejak
ditcrimanya laporan hasil penelitian dan relkomendasi rim
terpadu.

Kepulusan persehyuan pelepasan kavwasan  hutan

sebapaimana dimaksud pada avat (1) berupas

a. penolakan permchonan persetujuan  pelepasan
kawaszan hutan: dan/atau

b. perzetujuan pelepasan kawasan hulan sebaplan atau
selurtthnya,

Dalam hal kcputusan borupa penolakan permohonan
persctuuan pelepazan  kawasan hutan sebapaimana
dimaksud pada ayat |2] hurwf a, permobenan persetyjuan
pelepasan kawasan hutan dinvatakan ditolak disertai
dengan alasan penolakan dan disampailtan kepada Pelaku
Usaha melahn Siatern GRS

Calam hal kepulusan berupa persctujuan pelepasan
kawavsan hutan scbagian atau seluruhnya sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b, permohonan persetujuan
pelepasan  kawasan  buran  dilapjutkan ke  tahapan
penerbiran  persetujuat pelepasan kawasan hulan
sebagaimana dimabksud dalam Pasal 37 avat [2) haral .

Fazal . . .
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Pasal 63

Penerhitan PErsenIjLlat pelepasan Kawasan Bililan
sebapaimana dimaksid dalam Pasal 57 avat (2] hunal ¢
dilakukan paling lama 24 [dua puluh) Hari sejak perseiujuan
pelepasan kawasan hutan  sebaman  atau  seluruhnva
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 weal [4),

Pasal &4

Ketentuan lebilh lanjul menpgenal tata cara persetujitan
pelepasan kawasan hutan diator dengan perafuran menteri
vatg menyelengparakan  urusan  pemerintahan df ndang
kehlllanan.

Bagian kehma
Pemeriksaan Lokasi Usaha di Laue

Pasal €5

(1} Pelaksanaan pemeriksasn lokast wsaba  di laut

sebapnimana dimaksud dalam Pasal 14 humaf b dilakukan
mzlalul KkPRL.

2} KKPREL schagmimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalul persetujuan KKPEL.

Pasal £36

[1}  Persermyjuan KKPEL  sehagaimana  dimaksud dalam
Pasal &5 avat {2} dilakukan dengan tahapan:

a. pcndaftaran;

b, pemeriksaan dokumen vsylan kepiaten pemanifzatan
ruang laute;

o, penilaian dokuarmen usulan kegiatan pemaniaatan
ruang laut; dan

i, penerbitan persciwjuan KEPREL.

{2] Persetyjuan KKPEL sebagaimana dirmaksud  dalam
MPasal 65 ayat (2] dilakukan unfuk Kegialan SecaErd
menetap di sebagian ruatg AUl Yang mencakup:

a. permukaan laut,

b, kulom alr, dan) atdan
c. permuliaan .. .
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€. pertnulkaan dasar laut pada batas keluasan tertentu,

sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan
di mdang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisie dan
pulaw-plilauw kecil,

Keglalan sccara menelap sebagaimana dimalesud pada
avat [2) harue memet bl kritoria:

g dilakukan secara terus menerus: dan

b. dilakukan selama paling singkat 30 {tiga puluh) hari
kalender,

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
i bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisic dun
puidau-pulau keeil.

Pasul A7

Pendaftaran schapaimana dimaksud dalam FPasal 66
avat {1} huruf a diajukan melalul Sistem OS5 yang
dilenglkap dengan:

a. koordinat lokasi;

. rencana kegiaran, bmngonan, danfatau instslasi di
laut;

c. kebutuhan luas kematan pemanfaatan roang di lawi;
d. informasi pemanfaatare rang di sckitarnya; dan
e. Kedalaman lokasi.

Btelah pendaftaran sehagaimana dimalesud puda avat (1)
diletima lengkap, dilanjutkan ke tahapsn pemeriksaan
dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laot
schagaimana ditmaksud dalam Fasal 66 =yat (1) huruf b.

Pasal 63

Pemeriksaan dokumen vsulan kegiatan  pemanfastan
ruang laur sebapgaimana dimaksud dalam Pazal £6 avat [1)
hurut b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen
usulan kegiatan pemaniaatan roang laut vang dilakubkan
paling lama 3 {lima) Hari sepak dokumen diterima lengkap.

(2] Apabila . . .
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Apabila berdasarkan haszil pemeriksaan sebapaimang
ditnaksud pada ayvar (1) dokumen usulan  kegiatan
pemanfzalan ruang laut dinvatakan benar, permohonan
prmanfaatan ruang laut dilakukan ke tahapan penilaian
dokumen usulan kegiatan pemanfaatan odang  laual
sehagaimana dirnaksud dalam Pasal &6 ayal (1) haral o,

Apabila berdasarkan hasil pemenksaan sebapaimana
dimaksud pada avat [1} dekumen usulan kegatan
pematifaatan ruang  laut dinyatakan  lidak  benar,
pertmohonan pemanfaatan roang laul dinyalakan ditolak
chiserian denpan alasan penolakan,

Pasal HY

Prnilaian dokumen usulan kegiatan prmanfaatan ruang
laut  selmpaimana Jimaksud dalam Pasal o6 arvat (1]
hura! ¢ dilakukan melahu kajan atas dokumen usulan
kegatan pemanifaatan ruang laut dengan menggunakan
asas berjenjang dan kamplementer berdasarkan:

a. RTR wilavah provinsi;

. RTR kawasun siratepls nasional;

L, CEMNCANE 200881 kawdsan strategls nasional tertenig;
d. rencana zonasi kawasan antarwnlayah; dan/atay

e. RTR wilavah nasional.

Penilaian dokumen usulan Kegiutan pemanfsatan ruang
lauil sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulan
paling lama 20 [dua pulub) Hari.

Jika berdaszarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada avat (2} dokumen usulan kegialan pemanfaztan
ruang laut disetjui, Sislern OS5 menerbitkan surat
perintah setor PNBP scsusl dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan 41 bidang pencrimaan negara bykan
pajak paling lama 2 [dua) Harl scpak disetujuinya dokamen
usulan kegiatan pemanfaaran ruang laut.

Apatmla berdasarkan  haszil  penilaian schopaimana
dimaksugt pade ayal (2) dokumen uwsulan  kepiatan
permanfaatan oaang lawl tidak disetopal, Sistemm OS5
renyarmpaian persetyuan KEPRL dinvatakan ditolak
disertal dengan alasan penolakan kepada Pelaku Usaha.

Pagal . ..
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Pasal 70

Apabila berdasarkan  hasil penilaian  sebagaitana
dimakaud dalam Pasal 69 aval (2] dekumen uasulan
kepiatan pemanfadatan muang laut dinyatakan terdapat
catatan perbatkan, Sistem G35 mengembahkan dokumen
usulan kepiaran pemanfaatan ouane Il kepada Pelaku
Usaha diserian denpan caldalan perbaikan.

Pelaku U=zaha menvampaikan perbatkan palng lama 5
flimma) Har sejak pengembalian dokumen sebDagaimaca
ehirmealesad pracla ayar ().

Penulauan  kembali  ataz  dokumen  usulan koplaton
pemanfaatan ruang lavt yang dinyatakan terdapat catatan
perbaikan dilakukan paling lama 5 {lima] Hari saejak
dilerimanya  perbaikan  sebapaimena  dimaksud  pada
aval (2D

Jika brrdasarkan hasil penilaisn sebagaimana dimaksud
pada avat (3) masih terdapat catatan perbaikan atas
dokumen usulan kepiatan pemanfaatan roang laul, Sislem
055 mengembalikan dobkumen kepada Pelaky Usaha
diserta) dengan catatan perbalkan.

Pelaku Usaha menyampailkan perbaikan paling lama 3
[lima) Harl sejak pengembabian doekumen sebapaimana
dimaksud pada avat [4).

Fenilaian  kembali atas dekomen usilan kepiatan
pemanfaatan ruang laut vang dinvatakan terdapat catatan
perbaikan dilakukan paling lama 5 (lima) Han sejak
ditennmanya perbaikan =sebapaimana dimaksud pada
avat [a}.

Fermolmnan  perseiijuan KEPEL  dinvalakan  ditolak
disertal dengan alasan penolakan melalul Sistem (055,
apahila:

a. Prlaku Usaha tdak menvampaikan perbaikan dalam
Jangka wakru vang ditentukan sebagaimana dimaksud
pada avat (2] atau ayat {3]; ataw

b. berdasarkan hasil penilaian dokamen usulan keglatsn
remanfaaian meang ol sebhagaimans dimaksud pada
avat [3) atau ayat (B) dokumen usulan tidak disctujul.

B} Apabila . .
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Apahila  herdasarkan  hasll  penldalan scbagaimana
ditnaksid pada ayat (3] atau ayat (6] dokumen usulan
keglatan pemanlaatan ruang laut disctujui, Sistem 085
menerbitkan surat perintah setow PNBP sesual dengan
ketentuan  peratoran  perundang-undangan di bidang
penerimaan nepars bukan pajek paling lama 2 (duia) Hari
sejpk dokumen  kegiatan  pemanfaatan ruang  lawat
digetjul.

Pazal 71

Pemlmyaran PNBP dilakukan eleh Pelaku Usaha paling
lama 7 jlyuh) han kalender sejak diterbitkan surat
perintah sctor PNBP sebaganmana  dimaksud  dalam
Pazal &9 ayat (3} atau Pasal 70 avat {8].

Apalala janghka wakiu 7 {lujuh) han kalender sebagaumana
dimaksud pada ayat (1) terlampaui:

a. surat perintzah setor FNBP sebapaimana dimalksid
pada ayvat [1) menjadi tidaek berlakw; dan

I, Histem OS5 menerbitkan surat penntah secor FNEF
kedua.

Pclaku Usaha mclakukan pembayvaran PNBP dalam janghks
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejabe diterbitkan
surat perintah setnr PNBP kedus sehagaimana dimaksod
pada ayat {2] hurul b,

Apatala jangka waktu 7 (tujuh) han kalender sebapainmana
dimaksud pada avat (3} terlampauar

a. surat perintah setor PNBP sebagaimana Jdimakaad
pada avat (3] menjadi didak Lberlaku; dan

b. SHistem 055 menerbilkan surat perintah setor PHBEP
ketips.

Prlaku Usaha melakukan pembayaran PNBF dalem jangkna
waktu paling lama 7 {tuyuh) hari kalender sepak diterbitkan
gurat perintah scier PHBP ketiga sebagaimana dirpalkesitd
pada ayat (4} hurui b,

Apabila jangka waktu 7 {tujuh) har kalender sebagaimana
clirnalesud pada ayal {3) werlampautl:

4, surdl penntah sctor PNEP sebagaimana dimaksud
pada ayat (o) menjad: tidak berlaku, dan

b. permohonan persetujuan KKPRL dianggap ditarik
kembali oleh Pelaku fsaha.

Pasal . ..
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Pasal 72

Menten yang meonyelenggarakan uwrusan pemerintahan di
bidang kelautan dan penkanan melakukan:

a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; dan
k. pemilaian sebapaimana dimaksud dalam Pasal €9 dan
Pasal 70.
Pazal 73

Penertitan persetyjuan KKPEL sebapaimana dimaksud dalam
Pagal 64 ayat (1] huruf d dilakukan melalui Sistem (83 paling
lama & (cnam) Han sejak diteritmanya bulkti pembayaran PNEP.

FPasal 74

(1l Apebila dalam tahapan  peniliian dokumen  usulan
kegiatan pemanifaatan ruang laut scbagaimana dimaksud
dalam Fasal 59 dan Pasal 70 memerlukan reliomendasi
Atau  pertimbanpan  kementerian/lembags lerkait

berdasackan peraiuran perundang-undangan,
kermerilerian YHNE menyclenggarakan urusa
pemerintahan di bidang  kelautan dan pernkanan
mcyanm paikan permchanar rekormencas alau

pertimbangan kepada kementercian lembiaga terkail,

2} ReKomemdasi atauw pertimbangan  disampalkan  olch
kementerian/lembaga terkait kepada kementerian vang
menyclenggarakan  urusan pemerincahan di bidang
kelautan dan perikanan paling lama 3 [ima} Han scjak
diterimanya penyampaian perminiaan rekomendasi atau
perfimtangan sebapamana dimaksud pada ayvar {1).

(2] Apabila rekomendast atau pertmbangan tidak diberikan
dalam jangka wakiu sebagaimana dimalesud praida ayat [2),
tahapan penilaian dokumen usulan kegialan pemanifaatan
ruang lauc sebageimans dimaksud dalam Pasal 69 dan
Fasal 70 dilakukan tAnpa rehomendast dlau
pertimbatgan.

4]  Ketentyen sebagaimana dimaksud pada ayat 1] dan ayac
(2] Lidak berlaka untuk rekomendasi di sektar pertahanan.

IPasal 75

Apabila jangka waktu sebhagaimann dimaksud dalam Pasal 73
terlampaui, persetuyuan KKPEL diterbitkan secara otomatis
oleh Sistern Q85

Pasgal ..
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Pazat 76

Apabila kegiatan usaha berada di Kawasan  yvang
ditetapkan oleh Pemerinlzh Pusat, pengelola kawasan
menyampdikan rencana induk kawasan kepada menteri
vang menyolengparakan umisan pemerintahan di bidang
kelautart dan perikanart,

Berdasarkan  rencana mnduk kawdzan  scbagaimansz
dimaksud pada ayat (1), menter yang menyelengparakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
mencatat data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan
sehage dagar penerbitan persetiyuan RKPEL di kawasan.

Data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan
sebagammana dimaksud pada ayvat (2] menjadi dasar
pemcriksaan kebenaran dokutnen permohonan
persetujuan KKPRL  sebapaimana dimaksgld dalam
Pa=zal 6H.

EBagian Kecnam

Pemberian Persetuyuan Kescsualan Keglatan Pemanfaatan Ruang Laut di
Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasen Polestarnan Alam

S Mo 231847 A

(1]

(2]

3)

Pragal 77

Apabila terdapat kegiatan usaha yang memanfaatkan
ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal f£6 ayat (3] di Kawasan suaka alam atau kawasan
pelestanian alam vang telah ditetapkan olch menteri yang
menyclengearakan urusan  pemerintzhan di hidang
kebutanan  sesual  denpan ketentUan  peralaran
perundang-undangan, penerbitan persebyjuan KEPRL
didahulul rekomendas pemaniaatan kawasan suaka alam
afay kawagan pelestanan alam.

FRekomendasi: pemanifaatan kawassn suaka alam atauo
kawasan pelestanan alam sebagaimana dimalsud pada
ayvat {1] dibenikan oleh menter vang menyvelengparakan
arusan pemerittahan di bidang kebdlanan.

Selain Kelengkapan  sebapaimana dimaksud dalam
Fasal 67 ayal {l]. permohonan penerbitan persetujuan
KRPRL sebagmimana dimaksud pada ayac (1) jugs
dilengkapt dengan peta usulan kegiatan pemanfaatan
Tuang laut.

(4} Pemberian . . .
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Pemberisn oekomendasi pemanfaatan kawasan suaaka
alam  atau kawasan pelestanan  alam  sebapaimana
dimaksud pada ayac (2] dilakukan dengan venfikasi
persyaratan pertmnhonan Derdasarkan kesesualan kaidsh
Komservas)  pemanfdatan kawasan suaka alam atao
kawasan pelestanan alam paling lama 135 {lma belas] Hari
sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laul
sebapgaitnanes dimaksud pada ayal (G) cditenma secara
lengkap.

Apanla dalam janpka waktu sebagairnana dimaksud pada
ayat (4] rekomendasi permanfaatan kawasan suaka alam
atau kewasan pelestarian alam ldak  dilerbitkan,
permaohonan dilamgutkan ke mahapan  pomenksaan
dokumen usulan keglatan pemanfaatan ruang laot.

Apabila berdasarkan verifikasi persyaratan permohoanan
sebagaimana dimaksud pada avat (4] menteri yang
menyelenggarakan  urisan  pemennishan di hideng
kehulanan menolak permohonan releomendasi
pemaniaatan kawasan  suaka  alam atau kawaszan
pelestanan alam, menter vang menvelenggarakan urusan
pemenntaban di bidang  kelavran  dan percikanan
menyampaikan  permohonan persebyuan KKPRL
dmyalakan dilolak kepada Pelakuw Usaha diserral dengan
dlasan penalakan melalul Sixtem OS5,

Apabila berdasarkan verifikasi persyaratan permohionan
sebagaimana dimaksud pada ayat [4) menteri yvang
menvelenggaralkan urusan  pemerniahan Ji bidang
kehutanan ey el )il permubuonan rekomendas
pemanfaatan kawssan  suska alam atau kawasan
pelestarian alam, permehonan dilanjutkan ke tahapan
pemeriksaan  dokumen wsulan kepiatan  pemanfasian
ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui
Sigfern Q25

Eelenluan menpenad;

a2, pemeTiksaan dokumen usulan kegatan pemanfaatan
ruang laut scbagaimana dimaksud dalam Pasal 68;

k. penilalan dokumcn usulan kematan pemanfaatan mang
laut sebagaimana dirmaksid  dalam Pasal 69 dan
Pasal 70 dan

¢, penerbilan persetujuan KKPRL sebapaimana dimaksud

dalam Pasal 73 sampal dengan Pasal 73,

berlaku  secara mutatis mutandis untuk  penerbitan
persctujuan KKPRL di kawasan suaka alarm ataw kawasan
pelestarian alatn.

Bagian _ . .
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Bagian Ketujuh

Fersetujyan Lingkungan

Faragraf 1

Urmuam

Pasal 75

FL schagumana dimaksud dalam Pasal 12 ayar {1}
huruf b wajib dimilki oleh Pelaku Usaha untuk setiap
usaha danjatau kepiatan yang memiliki dampak penting
atay tilall penling terhadap hnghungan.

FL scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pemenuhan dokumen hngkungan hidup
Eorupa:

a, Amdal;
. LTKL-LTPL; atau
c. =ML,

sesuai dengan ketentluan peraturan perundang-undangan
di bidang perlindungan dan  perpelolasn  lingkungan
hidup.

PL scbagaimana dimaksud pada ayat [2) diberikan dalam
bentuk:

a. Surat Keputusan Kelavakao Lingkunean Hidup untulk
usahe danfatan kepigian yaneg memilikl dampak
penlimg lerhadap ngkungan hidup dan termasuk
dalam knteria wajib Amdal;

b. Pernyataan Kesangpupan Pengelalaan Lingkungan
Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan vanp fdak
tnenliliki darmpak penting terhadap lingkungan hidup
dan rermasiuke dalam krileria wajib UEL-UPL; atau

. BFPL untuk usaba danfalag kepiaian vang tidak
memiliki dampak penting lerthadap lingkongan hidup
dan tidak termasuk dalam knteria wajib Amdal atau
UK L-UPL.

Permohonan PL digjukan aleh Pelaku Usaha mnelalu
Sistem (I35,

Penertitan PL o sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] dan
avat (3} disampaikan kepada Pelaku Usaha melaluy Sistem
55,

i) Bagl . . .
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Bagl keglatan usaha dengan lebih dan 1 {satu] RELL yang
merupsakan kepialan usasha terintegrasi vang berlokasi
dalam satu kesatian hamparan slkosistermn  kegiatan,
penpajusan dan penerbitan PL mengoou pada porsyaratan
pemeniuhan dokumen lingkungan vang paling unggl

Fasal 73

PL dilakukan mclalu tahapan:

.

a o

o

(L

{2

i1

penapizan [enls delumen lingkungan hidup dan pcnapisan
persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha,

permahnnan persetujuan teknis oleh Pelakn Usaha,
permohonan FL atau perababan PL oleh Pelaku Wsaha;
penilalan atau pemeriksaan dokumen ingklungan hidup;
pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
penerbitan PL.

Paragral 2

Fersctujuan Teknis

FPasal Rl

Perselujuan lekmis baras dipenubl Pelaky Usaha sebhagai
poersyaratan administrasi untuk permohonan PL dengan
dokumen lingkunpan Amdal atau LKL-UPL.

Persetujuan rtekms zebapaimana dimaksud pada ayat [1)
terdini alas:

&, pemenhan bako mull air imhbah;

b. pocmenuhan baku mutu cmuisl,

c. pengelolaan hmwbah bahan berbahava dan beracun;
danfatau

d. analisis mengena dampak lala lintas.

Pasal #1

Pelaku Usaha melakukan penapisan jenrs perselujuan
teknte sehagqimana dimaksod dalam Pasal 80 avat (2)
hural a, huraf b, dan huruf ¢ sccara mandin melalu
sistemn informasi lingkungan hidup.

(2} Pelakw | ..



SK Mo 251843 A

FRESIOEM
REPLUBLIKE IMNOOMESIA

.51 -

(2} Pelaku Usaha melakukan penapisan jenis persetojuan
teknis schapsimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat {2}
hurul d sccara mandirt melalui sistem intortoesi lalu
linlas.

(3} Dalam hal berdasarkan hasil penapisan scbhagmumana
dimaksud pada avat {1] dan avat (2], usaha danj/atau
kegiatan  yang dilakukan oleh Pelaku Usaha tdak
berdampal pada air, fanah, udara, danfatayg hangkiran
dan tarkan lald intas, Pelaku Usaha tidak memerlukan
persetuguan ekns.

(4} Dalam hal berdasarkan hasil penamsan sebagaimana
dimakaud pada avat [1] dan ayat {2} usaba dan/atzol
Kegialan yang dilakubkan tleh Pelaka Usaha berdampak
pada gir, tanah, udsard, dan/atag bangkitan dan rarikan
lalu lintas, Pclaku Usaha menyampalkan permohonan
porsetujuan teknis kepada instansl vang berwenang.

{o} Dalam  hal tdak diperlukan perseryuan  leknis
sebapaimana dimaksud pada ayar (3], Pelaka Usaha
metiyvampaikan permohoran PL melahl Sialem 055,

(&}  Permehonan persetwuan teknis schbagaimana dimaksad
pada ayat {4] diajukan dalam bentuk penyusunan:

a. standar teknis yvang ditetapkan cleh Pernerintab Pusat,
atay

b. kajian tekois.

Pasal 82

Dalam hal persetujuan teknis telah memiliki standar teknis
scbagaimana dimabsugd delam Pasal 81 ayat &) hunal a,
penerlitan perselujuan ieknis dilabkoakan  clomatis  melalod
sislem miormast hingkungan hidup dan/atau sistem informast
lalw lintas scaual dengan kewenanpgan dan instanst yang
bervenang,

Pasal 83
(1) Penerbitan peractujuan tekois dalam bentuk kajian teknis
sehagmirnana dimaksud dalam Pasal 81 ayar (6) huraf b;

a, uniuk pemenuban baku muta air imbah dao
pemenuhan baku mutu etmisi, dilakukan paling lama
30 [tsga puluh) Hari; dan

b. untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun, dilakukan paling lamea 16 [=nam belas) Har,

sejak dinvatakan lengkap dan henar.
[} Penerbatan . . .
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Fenerbilan persclujuan teknis analisis mengenal dampak
lalu lintas sebapaimana dimaksud dalam Paszal 80 ayat (2}
huruf d:

d. untuk keglatan denpan bangkitan lalu hintas tingpl dan
sedang, dilakukan paling lama 235 (dua puluh iiga)
Harr, dan

I, uruk kegidtan denran bangkitan lalo intas endah
dilakukan paling lama 2 [tiga) Har,

zejak dinvatakan lengkap dan benar.

Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk Kejan tekois
uniuk pernenuhan baku mgly =i imbah dap pemenuban
baku mutu emist belum dapat diterbitkan dalam jangka
wakiu scbapaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a,
Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permchanan
PL denpan melampirban ikt permobonan perselluan
lebenis Pelaltw Usaha vang welah dinratakan Ienekap dan
benar dari:

a. pejabat vang membidangl pengendalian pencemaran
dan  kerusakan  lingkungan  uotuk  penechitan
persenyuan tekms o yang  omengadt kewenanpan
menter/ kepala badan ranp menvelengearalkan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tupas pemerintahan di bidang
pengendalian linglkungan hidup; ataw

tr, megabral yang membadang lingkungan hidup untuk
penertilan  perselbgusan telknis o vang . menjadi
kewenangan gubernur atan bupatifwall keta,

melalul sistern informasi lingkungan hidup.

Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian tekois
unlulk pengpclolaan hmbah ahan berbahaya dan beracun
bislum dapat diteritkan dalam jangka waktu scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) hural b, MPelaku Usaha dapat
langsung  mengajukan peitelorarn PL  dengan
mclampitkan  buktlt permohonan  persetujuan  teknis
Pelaku Usaha vang telah dinyatakan lengkap dan benar
dari:

A, pegabiEl vang membadang) pengelolasn hmbah bahsn
berbahaya dan beracun untuk penerkitan persebupuan
teknis yang mergadi kewenangan menten/ kepala
badan vang menvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan hngkungan
hidup dan tupas pemerintaban di bidang pengendalian
lingkunpan hidup; @13

b. pejabat . . .
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b. pejabat vang membidangi lingkungan hiclap ook
penerbitan persetjuan [eRiis yang  menjadi
kewsnangan ghboernur alaw bupat fwali kota,

melalul sistem micrmasi Iingkungan hidop.

Dalam hal persetujuan teknis untuk persetujuan analisis
mengenal dampak lalu lintas belum dapal diterhitkan
dalam jangka waktn sehayamrmana dimaksud pada avar (2],
Pelaky Usaha dapal langsung mengapkan permchonan
PL dengan melampirkan bukb permehonan persetujuan
tcknis Pelaku Usaha yvang telah dinyvatakan lengkap dan
Benar dam menters yang menveletggarakan  drusan
pemeninighan di ndang (ransporias:, gubernur, atau
blpati/wall kota sesual dengan kewenangan masing-
masing mclahat sistem informas: lalu lintas.

Perserujuan teknis yvang belum dapatl ditertatkan Jalam
janpka waktu sebagaimana dimaksad pada avat (3, syt
14, dan ayat (3] sudah harus ditenma pada =saat
pemeriksaan  substansi deokumen  hngkungan  hidap
dimulal

Dalam hal persetyuan teknis lidak diterhitkan pada saat
tlimulaings pemenksaan substans dokumen hngkungsn
hidup, pemeriksaan substans: dokumen lingkungan hidup
tctap dapat dilakukan tanpa persetujuan teknis.

Pasal 54

Felaku Usaha dapal mengajukan permohonan penerbitan
persetvjuan ek bersamaan dengan permohonan PL,
apahbila:

a. telah terdapat perhilungan deya dukung dan daya
tampung iogkungan  hidup di lokast rencana usaha
vang menunjukkan  masih mampu  meondukung
pelaksunaan usaha; dan

I pengelilaan air lmbah dan limbah bahan berbahaya
dan brracun dihasilkan dan keglatan sendiri.

Dalam hal rencana vsaha merupakan provek siealeps
nazonal, Pelaku Usaha dapat mengajukan permaohonsan
penerhitaty perseiyjuan teknis di hidang lingkungan hidup
danfalau di bidang lalu lintas bersamaan dengan
pengayusn PL.

(3 Permwhonan - .
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Permahonan penerhitan persetujuan leknis sebagaimana
dimaksie] pada aval {1) dan ayat (2] digukan kepada
mecnterifkepala badan yang menyelenggarakan arusan
pemerintahan di hidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan bdup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian inpkunpan hidup dan/atau menteri yang
menyelenggarakan wrusan  pemerintahan i bidang
transportasl, pabernur, atau bupatifwall keta scsaai
tlengan kewenanpan  masing-masing  melalut sistem
mlormmast hngkungan hidup dan/atau sistem informasi
lalu lintas.

Menterifkepala badan vang menyelenggarakian ucisan
pemerintahan di bdang perlimdamgan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan iupas pemerintahan di bidang
pengendalian ingkungan hidup dan/artau menten yang
menyolenggarakan urusan  pemerintahan di bidang
lranspoitas, gubernur, atau bupatifwal kols  sesum
dengan kewenangan masing-masing menvampaikan
kepada Pelaku Usaha meogenai persetujuan atau
penclakan alas permobonsan penerbitan persetujuan
teknis sehagmimana dimaksud pada ayat [2) dalam jangke
waktu 3 {bgal Han sejak permohonan diterima.

Pasal 85

Dalam hal permobonan pencrbitan persetujuan teknis
bersamaan dengan  permchonan PL sebagaimansz
diunaksud dalam Pazal 84 diselagii, Pelaka Usaha
mengajukan permahoman PLodisertal dengan dokumen
persetujuan felbms melalun Sistem OS5, untuk dilakukan
prnilalan atau pomernksaan.

Peperbitan perserujuan teknis sebagrimana  dimalksucd
pada avat {1] dilakukan bersamaan dengan penilaan atau
pemeriksaan subslanst dokamen lingkungan hidup,

Paragral 3

Persetujuan Lingkungsan denpan Dokumen Amdal

(1}

Pasal 86

Permechonan PL untuk usabha wajily Amdal vang digjukan
oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:

a. prngisian foemulie kerangka acuan olch Pelaku Usaha;

I pemeriksaan lormulir kerangka acuan;

O pERYLAUAAT - - .
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. penvuEnnen dokumen Andsl dan dokumen RKL-RPL
tleh Pelaku Usahs; dan

d. penilaan dokumen Andal dan dokumen EKL-REL.

Dalam hal Pelaku Usaha wajil Amdal vaog telab mermilika
FL akan melakukan perubahan usaha, Pelaku Isaha
barus melakukan perubahban PL.

Pengisian lormulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha
sebhagaimana dimakaud pada avat (1) bhuea! a dan
pemeriksaan  formulir Kerangks acuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] hurul b dilakukan scsual denpan
ketentuan  peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen Andal den dokumen RKL-RPL oleh
Felakl Usaha sebhapaimand dimaksud pada ayat (1) horal
¢ dan penilan deoekumen Andal dan dokumen RKL-KFL
schagaimana dimaksud pada ayat [1]| hurmaf d dilakukan
scsual dengan ketentuan peraturan perundang.-undangan
dir dang perlindungan dan penpelolsan lingkungan
hidup.

Permcthionan PL melalul penilaian dokumen Andal dan
dokumen EKL-RPL scbagaimana dimaksud pada avat [1}
hurud d diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan:

a. dokumen Andal:
b, dakumen RKL-RPL; dan

. perseldguan tekns dalam hal dipersyaratkan scsual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelelazan lingkungan
hidup dan/arau lalu linras.

Dalarm hal permohonan PL sehagaimana dimaksud pada
ayat [3] dinyatakan lengkap melala  Sistern 0535,
menierlf kepala badan yvang menyelenggarakan oruasan
pemenntahan di bidanpg perlindungan dan pengelulaan
lingkungan hidup dan lugas pemenntehan i Didang
pengendalian  lingkungan  hidup, gubernur, ataug
bupat: fwali Kota sesa denegen kewesnangannva melalu
Tim Ui Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
penilaian terhadap permohonan PL dengan dokumen
Armndal

Penilaian sehagairnana dimaksud pada ayac (6] dilakukan
melalin tahHpan:

a, penilaian adminisicas:; dan
b. penilaian substanal,

Paaal | ..
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Pasal 87

Fenilaian admimstrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat {7] borul e dilakukan untuk menilai
kebenaran dokumen yang meliput

. kescsumian lokasi rencana usaha danfatau kegiatan
denpan RTR;

L, perseiujuan #awal lerkail rencana ussha dan/ataw
kematan;

c. persetujuan tcknis dalam hal dipersvaratkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
ndang  perlndungan dan penpelolaan bngkungan
hidup dan/atau lalu lintas;

d. keabsahan tanda buktl registrasi lembaga penvedia
jaza penyvusunan  Amdal, apabila penyusunan
dokumen Andal dan dokomen RKL-RPL dilakukan aleh
lembiaga penyedia jasa pepyisuinan Amoal;

c. keabsshan tanda bukth  scrtihkasi  kompetensi
penyusun Amdal; dan

[. keszeguaian sistematika Andel dan dokumen REL-RFL

dengan pedoman penvusunan dokumen Andal dan
dokumen EKL-KEPL

FPenilaian kekenaran dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) Hari sejak permohenan PL diterima Sistemn OS5,

Dalam hal berdasarlcan hasil penilaian sebapaimana
dimaksud pada avar {2} dekumen dinyatakan becnar,
permohonan PL dilakukan  penilaian substansi
sebapgaimana dimaksud dalam Paszal 86 ayat {T) haruf L.

Pasal B3

Dalam hal berdazarkan ha=zil penilmian schagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 avat (2) dokumen dinyalakan
fidak benar, Sistem OS5 mengembalikan dokumen kepada
Pelaku Usahao disertal dengan catatan perbalkan.

Pelaku Usaha menyampaikan perbaiken dokumen paling
lama 3 (tiga] Hari  sejake pengembalian dokumen
dinyatakan hdak benar sebagaimana dimaksud pada
ayal [1].

[3} Perulaian . ..



SK Mo 251837 A

13)

id)

{3)

{1}

(2

(-3

[

PRESIDEM
REPLBLIKE INOOHESIA

_aT

Penilaian  kebenaran  terhadap perbalkan  dokumecn
dilakukan paling lama 1 [satu] Hari sejak diterimanya
perbaikan dokumen sebagaimans dimakesud pada avat (2).

Dalam hal berdazarkan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat |3) perbalkan dekumen dimyalakan
benar, pertnohonan PL dilakukan  penilaian substansi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 86 evat [7) humf b

Permohonan PL dinvatakan ditolak disertar dengan alasan
pennlakan melalul Sistem 55, apabila:

a. Pelaku Usaha ridal menvampaikan perbaikan dalam
Jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
atau

b. berdasarkan hasi] penilaian dokumen sebagaimans
dimaksud pada ayat {3) dinyauikan tidak benar.

Paszal B9

Penilaian  subsians:  sebapaimana dimaksud  dalam
Pazal 86 ayat {7) huruf b dilakukan uniuk penlaian secara
keseluruhan dan  koemprehensid  lerhadap aspek
konsiatenai, keharuszn,  relevansi, dan kedalaman
subestacns, melipua:

a. )l tahap provek; dan

b. uji kualitas kapan dokumen Andal dan dekumen
ELL-EFL.

Penilajan substansi sebagaimeana dumaksud pada ayat [1}
dilakukan melalul rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan melibaltkan masvarakar yang rerkena
dampak langsung, ahli, dan/atau kementenan/lembaps
terkait.

Hazil penilaian  substanst oleh Tiun Ul Kelayakan
Lingkungan Hhdup disuzun dalam berita acara rapat yvang
memuat informasi:

a. dokyumen Andal  dan daokumen  ERL RPL tidak
memerlukan perhaikarn; atan

b. dokumon Andal dan dokumen EEL-RFL memneriukan
perbalkan.

Apabila dokumen Andal dan dekoumen RKL-RPL tidak
memetiuken perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] hurul a, Tim Ui Kelayakan Lingkungan Hduap
melakulan il kelayvaloan.

Pasal . ..



SH Na 251830 A

(1]

4]

(-4}

(4]

[}

[3)

17}

PRESIDEN
REPUBALIKR INOONESA

_GE .

Paszal Q0

Apabila  dokumen Andal  dan dokumen EKL-RPL
memerlikan perbalkan scbapaimana dimaksud dalam
Fasal 89 avat (3) huruf b, Tim U}i Kelayakan Lingkungan
Hidup melalul Sistem 088 mengembalikan dokumen
Andal dan dokumen REL-RPL kepada Pelaku Usaha
disertan clengan catalan perbalkan,

Pelaku Usaha menvampalkan perbaikan dokumeon Andal
dan dokumcn EKL-EPL palmg lama 30 (tiga puluh) Hari
sejak pengembalian dokumen dinvatakan memerlukan
prerbmkan sehagaimana dimaksad pada aval (1),

Terhadap penyampaian dekumen yang telah diperbaiko
oleh Pelaku Usaha, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam
Jangka waktu paling lama 18 [sepuluh) NHar sejak
dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada
avat |2).

Berdasarkan hasi evdaluas atas perbatkan dokumen
sebagaimana dimaksud pada avat (3] dokumen perbaikat
masih dinvatakan tidak benar, dokumen dikembalikan
kepada Pelaltu Usaha disertai dengan catatan perhbaiksan
dan diberitabubkan melaha Sistem 055,

Pelaku Usaha menyampalkan perbalkan paling lama 30
ftiga pulub) Han scjak pongembalian dekumen masihb
dinyatakan tidak benar sebapaimana dimaksud pads
ayat [4).

Tirn L1 Kelayakan Lingkunegsan Hidup melakukan evaluasi
atus perbalkan dokumen dalam jangka waktu paling lama
13 [scpulub) Hari sejak dokumen perbaikan clilerima
zebapaimana dimaksuad pada avat (5.

Apabila berdasarkan Thasil evaluasi alas  perbaikan
dokumen sebagairmana dimaksud pada avar (3 ataon ayrat
[Of dinyatalean benar, Tim Ujp Kelayakan Linpkunpan
Hichup melakubkan wi kelagrakan,

Pasal . ..
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Apahla Pelaku Usahza tidak menvampailkan perbaikan
dokumen Andal dan dokumen REKL-RPL dalam jangka
wakig sebapaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat {2)
atau Pasal ] ayat (3, Sistcmm O35 menyampaikan
pembentahuan penphentian proses penilaian subsransi
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepads Pelaku
Usaha.

Penghentian proscs penilaian substansi dokumen Andal
dan dokumen REL-RPL dapat diajukan permohonean
kelanjutan penilaian oleh Pelaky Usaha dalam jangka
wakiu palimg lama L8O [seratus delapan puluh] han
kalender acpak penyampalan pembentahuan penghontian
proses penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (1)

Berdasarkan permchonat kelanjutan penilaian
sebagaimana dimaksud padda ayar 2], proses penilaian
substana  dokumen Andal dan dokumen  EKL-REFL
dilanjutkan kembali,

Tata cara dan jangka wakiu penilaian dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL sebageimana  dimaksad  Jdalam
Pasal 90 berlaky secars mutatis tnulandis untuk penilaian
langutan perbaitkan dokumen  Andal dan dokumen
REL-EPL.

Apabila Pclaku Usaha tidak mengajukan permohonar
kelanjutan penilaian dalam jangka waktu sehagaimatia
dimaksud pada ayat (2], permahonan PL ditcdak disertai
clengan alasan penolakan melalul Sistem 055,

Pasal 92

Berdasarkan hasil uji kelayakan selapaimana dicnaksiod
dalam Pasal 89 avat (4], Pasal 90 ayat [7), atau Pasal 9
ayvat {4, Tim U Kelavaken Lingkungan Hidup
menyampaikat rekomendasi kelayakan alzu
ketidaklayakan lingkungan hdup kepada menten/ kepala
badan yang mconyvelenggarakan uusan pemenntalian di
bidang perhndungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan tugazs pemerintahan di bidang  penpendalian
lingkungan hidup, pubernut, ataw bupaii/wali keta sesual
fdengan kewenangan masing-masing.

{Z} Rekomendasi _ . .
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Eekomendas hasil ul kelayakan scbagamana dimaksud
pada awvat  {l] memjadi bahan  pertimbangan
menterifkepala badan vang menvelengparakan Jrusan
pemermtzhan di bidang perlindungan dan penpelolaan
lingkungan hidup dan lgas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup, gubernur,  atau
hupzili/wal kota scsual dengan kewenangan masing-
masing dalam menetapkan:

a. Surat Kepamisan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika
rencana wsaha dinyatakan layak hngkungan hidup;
alau

b. Swurat Keputusan Ketidaklayskan Lingkungan Hidup,
nka rencana usaha dinyatakan ldak lavak lingkunpan
hidup.

Fasal 93
Janpka waktu:
a. penilaian subslansi sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 89 ot {J);
b. upn kelayakan scbagaimana dimaksud calam Pasal 39
ayat (4} atau Fasal 90 ayar {7); dan

€. penyatnpalan rekamendayi kelayakan atoa
kelidaklavakan sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 92 avat (1],

dilakukan paling lama 50 {Lima puluh) Tan seak dokumen
Andal dan dokumen REKL-RPL dinvalakan lengkap dan
benar dalam penilaian administrasi,

Jarghs waklu

a. penilalan substansi scbagaimana  dimakswed clalam
Paszal 91 ayar (3},

k. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat |4); dan

C. penvampalat te ke nedas kelavakan atau
ketidaklayakan  sebapaimana  dimaksud  dalam
Pasul 92 avat (1),

dilakukan paling lama 50 (lima puluh} Hari sejek
permohonan kelanjutan penilalan dekomen Andal dan
dokumen EKL-EFL diterima melalui Sistetn 033,

(2] Jangka . . .
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Janpks waktu scbapaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat {2} tidak termasuk jangka waktu perbaikan dokumen
Andal dan dokuotoen REL-EPL olebh Pelaku  Usahe
sthrapainand dimaksud dalam Pazal 90 gvat (2] dan
avat {3} pada tahapan penilalan substansi,

Surat Keputusan Kelavakan Lingkungao ITidup atay Sarat
Kueputuzan Keridaklayakan Lingkuingan Hidup
sebagaimans dhimaksud dulam Pasal 92 ayat (2) ditetaphkan
dalam jangka waktu paling lama 19 [scpuluh) Har sejak
rckomendast hasil uji kelayakan diterima.

Pasal 94

Ketentaan meangenal atg card penilaian Andal danfatau BEL-
EPL scbapaimana dimaksud datam Pasal 87 sampal denpan
Pasal 93 berlaku sccara mutatis muatandis untuk penilaian
addendum Andal dan/atau RKL-KFPL.

Paragral ¢

Perzetujuan Lingkungan dengan Formulir Upaya Penpgelolaan Linplkungan
Hidup dan Upava Pemantauan Lingkungan Hidup

SK Na 251833 A
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Pasal 95

Permohonan PL dengan formulir UKL-UPL dhajukan oleh
Pelakn Usaha dengan melampirkan perserijuan eknis
apmabila  dhipersyarathan sesWal dengan ketentuan
prraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup dan/atau lalu lintas.

Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa:

a. forrghr UKL-UPL  standar  spesibk vang  telah
disediakan dalam sistem inlormast hngkungan hidup;
arau

b lormuhr URL-UPL standar yang disusun Pelaku Usaha
dengan  mengacu  pada  format  scsual dengan
ketentuan peraturan perundang-undacngan i bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3] Dalam . ..
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Dalam hal permohanan PL sebapaimans dimaksud pada
avat {1] dinvalakan lengkap mclallm  Sistem 085,
mentert/kepala badan vang menyelenggarakan urusat
pemermtahan di bidang perlingungan dan penpelolasan
lingkungan hidup dan tugss pemerintahan di bidang
peagencdalion lingkungan hidup,  gubernur, atan
bupatifwalh kota scsusl dengan kewsnanpgan masing.
masing mclakukan pemeriksaan terhadap PL odengan
formulir UKL-UPL.

Pemeriksaan  sehbapaimona dimaksud pada ayat {3}
dilakukan melalul tahapan:

&. pemeriksaan administrass, dae

b. pemeriksaan subsiansi.

Pasal 96

Pemernksasn administras) sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 95 avat (4) huruf a dilakukan untuk memeriksa
kebenaran dokumen vang meliputi

a. kesesuaian lokasi rencana usaka dan/ataun kegiatan
detgan RTR;

b perseluyjuan awal rerksit roncana usaha danfatan
kegiatan;

c. persetojuan tekons dalam hal dipersvaratkan sesuai
dengan kKetentyan peraluran perundang-undangan di
bidang perlindungan dan  peongelolaan  lingkungan
hidup dan/atau lalu lintas; dan

d. kesezualan isi formulic UKL-UPL standar spesifik atau
formmalir UKL-UPL slandar dengan pedoman penplsian.

Pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat {1] dilakukan dalam jangka wakty paling lama
1 {satu) Hari =ejak permohonan PL diterima Sistem 0583,

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud pada avat (2} dokumen dinvalaksn benar,
permchonan PL dilakbukan  pemeriksaan subsiansi
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 95 ayat (4] hurat b

Pasal 97

Apabila berdasarkan hasil pemeriksean  sebapaimans
dimaksud dalam Pasal 96 ayvat (2) dokumen dinyalakan
tidak benar, Bisterm (88 mengembalikan dokumen kepads
Felaku Uzaha digertai dengan calalan perbaikan,

12y Pelaku . ..
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Pelakn Usaha menyvarnpaikan perbaikan dokumen vang
dinyatakan tfulak benar paling lama 1 {satu] Harl sejak
pengembalian dokumen scbagmimana dimaksud peda
ayat {1).

Menteri/kepala badan yang menyelenggarskan wrusan
pemerintzhan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugaz pemerintabhan di bidang
penpgendalian lingkungan  hidup,  eubernur,  atau
bupati/walh kota sesual dengan kowenangan masing:
mysing melakukan pemeriksaan Perbaikan dokumen
sebapaimana dimaksud pada ayat (2] paling lama 1 {zatu)
Hari sejak direritnanya perbaikan dokumen,

Apabila bherdasarkan hasil pemernikszan  schagaimana
dimaksud pada ayat (3} dokumcn dinyatakan benar
permohonan PL dilakukan  pemeriksaan subsransi
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4] hyruf b

Apalmla Pelaku Usaha tidek menysampaikan perbaikan
dalam jangka wakiy schagaimana dimaksod pada ayvat {2
atany  berdasarkan  hasil pemenksaan  sebapaimana
dimaksud pada avat [3} dokumen dinyatakan tidak benar,
permohonan PL ditclak disertal dengan alasan penolaksn
melalui S1sterm (85,

Pasal 95

Menteni/ kepala badan yang menvelenpgarakan urusasn
pemernintahan di bidang perlindungan dan perneelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerinlshan di bidang
pengendalian  bngkungen  hidup, gubernur, atau
bupati/wali kole sesual dengan keowenangan masing-
masing melakukan pemeriksaan substansi sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 avat (4} hural b alas formulic
UKL-UPL standar spesifik atan {oprmulic UKL-UPL standar,

Pemeriksoan adrmunistras) dan perneriksaan substans:
atas formulic UKL-UPL standar spesifik untuk usaha
tlenean tngkal Risiko menengah rendah dilakukan secara
rlloms bis melalul Bistem 285,

Pemenksaan substansi atas formulir UKL-TUPL slandar
spesilil untk vaaha denpan tingkat Risiko menecngah
tingei dan tingkat Risike tingg ditakukan dalam jangka
wakiu paling lama 2 (uga) Harl scjak pemeriksaan
dokurmen sebagaimana dimaksud dalam FPasal 96 ayat (1)
dinvalakan benar,

(4] Pemeriksaan . ..
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Pemeriksaan syubstans atas formulir UKL-UPL stantclar
uniuk usaha dengan tinghal Bisiko menengah tinggl dan
lingkal Risike tinpggr dilakukan dalam jangka wakou paling
lama 5 {hma) Han seak pemenksaan dekumen
sebapanimana  dimaksud dalam  Paszal 96 ayat (1]
dinvatakan benar.

Apabala  penerbatan persetifnan teknis dilaksanakan
bersamaan dengan pemenksaan substanst atas dokumen
lingkungan hidup schagaimana dimaksud dalam Pasal 85,
pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL dilakukan
paling lama 15 [lena beleg) Hari sejak  pemeriksasn
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayal (1)
dinvatakan benar.

Pasal o9

Berdasackan pemeriksaan adminisiras dan pemeriksaan
sylbsranst atas foronulir UKL-UPL standar spesifik untuk
lsaha dengan timegkat ERisikoe meonenpah rendzhb
stbagaimana dimaksud dalam  Pasal 98 avat  (2),
diterbitkan pergetqjuan  atau  penclaktan  pernvataan
kesanggupan  peogelolaan Bogkungan  hidup  secara
alomales melalul Sixlem OS5,

Dilam hal hasil perneriksaan subsiansi uddak terdapat
perbalkan, menteri/ kepala badan vang menyelengparakan
urusan pemerintahan  di bidang  perlingdungan dan
pengelolaan Lngklumgan haidup dan lugas pemennlahan di
tidang penpendalian bnpgkunpan hidup, gubernur, atau
bupatifwali kota secsual dongan kewenangan rmmasing-
masmg mclalun Sistem 053 menerbitkan persetujuan atau
penclakan pernyataan kesanfElpan prenpelalaan
lingkungan hidup dalam jangka wakiu paling lama 2 fdua)
Haori sejale pemeriksaan substans sebagaimana dimaksud
tlalam Pasal 8 ayat (1] dinvatakan benar.

Calam hal hasil pomeriksaan substansi memerlukan
perbaikan, menten fkepala badan vang menyelenggarakan
urusan  pemermtahan di bidang  perlindunpgan  dan
pengelolaan ingkungan hidup dan tugas pemerintabhan ds
bidang pengendalian lingkungan hidap, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan Kewsnangan masing-
nasmE  melalal Sistem 055 menyampalkan  arahan
perbaikoan kepada Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha menyampatkan perbaikan dokamen paling
lama 5 {lima} Hari sejak pengembalian dokumen
sebagaimana dimalesud pada ayar (3]

[7) Berdasathan - ..
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Berdasarkan perbaikin dokumen sebagaimmana dimaksud
pada ayat (4], mentan, kepala badat yang
menvelengraraken  arusan  pemerintahan dr bidang
perhndungsn dan pengelolaan bngkungan hidup dan
tupgas pemenntahan di bidang pengendalian hngkungan
hidup, pubernur, atau bupat/wali kora sesual dengan
kewenangan  masing-masing melalhan Sistem 058
mencrmtkan persctujuan atau penolakan  permyataan
kesangepupan pengelolaan ingkungan hidup dalam jangka
walitu paling lama 2 [dua) Hari sejak perbaiken dokumet
cliberirma.

Apatala:
a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesilik yvang

disampaikan olch Pelakku Usaha telalh melebih batas
waktu; atan

b. perbaikan tdek sesuai dengan standar yang
diperayaralkan,

permohonan porsctujuan  pernyalsdan  kesanggupan
pengelolaan hngkungan hidup ditolak disertar dengan
alasan penclakan dan disampaikan kepada Pelakw Usaha
imelalo Siztem (055,

Fasal 100

Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan
subatatis atas foemulie TKL-UPL slandar spesihk atzu
furcnulit URL-UPL stancdar untuk usaba dengan ringlkat
Fixike menengah ungm dan ongkat Risitke  tinpgl
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat {3} dan ayat
41, diterbitkan persetujuan atau pennlakan pernyataan
kesanggupan  pengeinlaan lingkuogan  hidup melalha
Sigtern (5.

Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapa
perhalkan, menten{ kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pcmerintahan di bidang  perlindungan dan
pengclolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di
bidang pengendalian lingkungan hidup, gpubernur, atey
bupati/wall kota sesual denpan kewenanpan coasing-
rmasing melalu Sistem O35 menerbitkan persstujuan acau
penolalkean pernyataan kesanpgupan  pengelolazan
lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 {dua}
Hari sejak pemenksaasn substansi scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (1| dinyatakan benar.

(3 Dalam .. .
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Dalam hal hasil pemeriksaan subsztansi memerlukan

perbalkan, menteri kepala badan yvang menyeletigpatakan

arusan  pemerintdhan b bideng  perlindungan dan

pengelalaan hngkungan hidup dan tupas permermtahan di

bidang penegendalian hngkungan hudup, gubernur, atau

bupati/wali kota sesuai denpan kKewenangan  masiog-
maszing melalui Siaterm 085 menyampaikan  arahan
pertaikan kepada Pelaku Usaha,

Felaku Usaha menyampalkan perbaukan dokurmen paling

lama 5 ([lima) Hari asejak pengembalan Jokumen

sebagaitmana dimaksud pade avat [3).

Berdasarkoan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud

pada  ayat (4], menterifkepala  badan  vang

menvelenggarakan  urusan  petocrintaban i Dndang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
tupas permerintaban di bidang pengendalian ingkungan
hidup, gubernur, atau bupati/wall kota scsual dongan

kowenangsan  masing-masing melall Sistem O85

menerbitkan  persctujuan atau  penclakan  peravataan

kesangpupan pengolelaan lingkungan hidop dalam jangka
waktu paling lama 2 idua] Hari sejalk perbaikan dakamen
diterima.

Apalila:

4. perhaitkan formulir UKL-UPL standar spesifik atau
formulir UKL-UPL standar yang disampaikan nleh
Pelaku Usaha telah melebiha batas wakiy; alau

b petbaiden  wpdak sesua) dengan standar vang
cipersyaratkon,

permohonan porsctujuan pernyataan kesanggupan

peogclolaan  hingkungan hidup ditolak diserlai dengan

alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha

melahy Sistem 55

Paragraf 5

Peractujuan Lingkungan dengan Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan
Frngelolasn dan Pemantauan Lingkungan Hidop

SK Na 251828 A

{1}

Paszal 101

Fermohonan PL dengan iformulir SPPL disjukan oleh
Pelaku Psaha Kepacls menteni/kepala  badan  yang
menyelenggarakan  urusan pemerimtahan di bidang
perhndungsan dan pengclalaan Iimgkungan hidup dan
tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup, gubcrnur, atau bupari/wali kota sezuai dengan
kewenanpan masing-masing melahn Siatem (155

12) Penerbitan | ..
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{2] Penechitan PL detgan formulie 3PPL dilakukan melalud
pernyataan marehri oleh Pelaku Usaha melalui Sisterm
{88 vang ditertbitkan sccara otomabis bersamaan dengan
NIR.

Paragral &

Persetujuan Linpkunpan Kawasan

Fasal 102

[1}  Felaku Usaha vang berada dalam kawwasan industn, KEk,
atau KPBPEB vang telah dilengkapl dengan Amdal kawasan
dan PL lkawasan, wajib menvusun HKEKL-EPFL r1inci
herdasarkan dokomen ingkungan hidup kawasan.

2} EREL-EPL rinci yang te=lah disusun sehagaimena dicmaksud
pada avat (1] disampaikan kepada pengelola kawasan
untuk diperiksa dan disahkan olch penpelola kawasan.

(31 RKL-RPL rinci vang telah disahkan olelh penpelola kawasan
schagaimana dimaksud pada ayat (2) meropakan bentuk
prrnyataan kesanggupan pengelolzan imgkungan bhidup
dan menjadi persvaratan atas dasar PB Pelaku Usaha
dalam kawasan.

Fasal 13
Pclaku Usaha dalam kawasan industn, KEK, atag KPBPE yang:

a. tidak melakukan pembuangan air hmbash ke badan air; alay

b. melakukan pembuangan air lmbah melalal instalas
penpolaban air limbah yang disediakan pocngelola kawasan,

ticdak memerlukan persctujuan teknis.

Paraercal ¥

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Lingkungan dan

Persetujuan Teknis

Pasal 104

Menten/kepala  badan  vang menyelengparakan  drusan
pemeriniahan di bidang  perlindungan dan pengelolaan
Iingkungan  hidup dan  lugas  pemerintaban di bidang
penpendalian hngkungan  hidup  dapat mendeleeasikan
kewenangan pembenan PL dan persetwjuan teknis kepada
gubermur, bupati/wali kota, kepala Admunistrator KEK, dan
kepaly Badan Pengusahaan KPBPE.

Pasal . ..
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Pasal 105

Ketentuan mengenm PL yang tdak diatur dalam Pasal 78
sarmpal dengan Pasal 104 dilaksanakan acsual denean
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
periindungsn dan pengelolaan ingkungan hudup.

Bagian Kedelapan

Persetujuan Banglinan Gedung dan Sertiiikat Laik Fungs

Paragraf |
Umum

Fazal 106

PBG dan BLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 aval (1)
hurul ¢ dipersyaratkan bagl Pelaku Usaha vany memerlukan
permbapgman Bangunan Gedung sebagan {asihitas wmpat
usaha,

il

i2]

1)

(23

Pasal 107

Kegiatan pembangunan Banpunan Gedung scbapaimana
climakzwd dalam Pasal 106 mchput! perencanaan toknis,
pelaksanaan konstruksl, dan pengawasan konstruksi.

Perencanaan  tekois DBangunan Gedung  sehoagimanza
ditnaksudd faada ayar (1) bands memenahn standar weknis
yang ditctapkan scsusl dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang banpunan gedung.

Faragral 2

Persetujuan Bangunan Gedune

Pasual 108

PG harus  dimilikt oleh Pelako Ussha  sebelum
pelaksanaan konstruks) sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 107 ayat {1].

PB(G sebapaimana dimaksud pada ayatl (1) diggukan oleh
Pelaku Usaha kepacdla Pemenntah Pusal atau Pemerimtah
Derah sesa) dengoan ktwenangan masinp-masing.

(3 PBG . .
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FBG  sebagaimana dimaksud pada ayac [2) diproses
melalu:

H. konsultas perencanaan; dan

b. penerbitan.

Pasal 109

kKonsultasl perecncanaan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 aval (3] hurul & meliputi proses:

a. pendattaran;
h. permoenbeEaan pemenuhan slandar tokons; dan
C, permydlasn pemenuban standar iekoes.

konsultasl perencanaan scbapaimana dimaksud pada arat
t1) disclenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pasal |10

Pendaltacan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 avat
1) hurul a diajukan oleh Pelaku Usaha melala Sistem
(85 denpan menvampaikan:

Ho o tlala permnohin atag pemilik;
b, data Bangunan Gedung; dan
c. dokumen rencana teknis

Diata pemaohon atau pemilik sebagaimana dimaksud pada
aval (1] hurdd v dan dates Banglinan Gedung schagcaimana
dimaksud pada ayal (1) hural b haras sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undanpan i bidang
bangunan pedung.

Dokumen rencana 1eknis sehagainana chimabeiiwd  pada
aval (1] hural ¢ disusun pada sasl perencansan ko
sebagamans dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)

Dokumen rencana tekmus schagaimana dimaksoud pada
ayat [3) dapat dibuat oleh penvedia jasa perencanaan
Banpunan Gedunpg atau  pemohon  sesual dongan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
avat {4] diperiksa dan disetain dalam proses konsultas
perencanaan sehagaitnana dimaksud dalam Pasal 08
ayal () huoad a.

Pasal . ..
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Pazal 111

Setelah dinyvatakan lengkap oleh Sistem 0835, dala dan
dekumen sehagaimnana dimaksud dalam Pasal 110 ayat [1}
dilakulksn pemeriksaan kebenaran data dan dokumen.

Fecmerksaan kebenaran data dan delbumen dilakykan
untul memenlsa Kesesuainn dala dan dokumen vanp
dilakukan paling lama 3 [uga) Hasn secjak data dan
dokumen dinyatakan lenpgkap.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan  sebagaimeana
dimaksud pada avat (2] dokumen cinyatakan benar,
peftnobonan dilappuitkan ke proscs | pomerniksaan
pemenuhan standar wcknis sebapaimana dimaksud dalam
Faszal 109 avat (1} hural b

Pasal 112

Apatnla berdasarkan hasil peomeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat |2) dokumen dinyatakan
tidak benar, Sistem G858 mengemnbalikan dokurnen kepada
Pelaku Usaha disertal dengan catatan perbaikan.

Pelaku Usaha menvampaikan porbwmikan dokumen paling
lama 5 [(lima) Hari  sejak pengembalian dokumen
clinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada avat
(L.

Pemeriksaan atas perbaikan dokumen dilakukan paling

larma 3 itiga] Har sejak dilenmanya perbaikan dokumen
sebhagalimans dimalksud pada ayat (2],

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan  sehagaimana
dimaksud pada ayat {3) perbaikan dokumen dinyalakan
benar, permchanan dilanjuikan ke proses pemernksasn
perneniyhan standar tekmiy sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayrat (1) hurnad b,

Permohonan ditclak discrtal dengan alasan penolakan
melalul Sistem OS5, apabila;

f. Prloku Usaha udak menvarmpaikan perbaikan dalam

Jjangka waktu vang ditentukan sebapgaimans dimaksud
prade avat [2); atay

I berdasarkan  hasil pemeriksaan  atas  perbaikan
dokumen scbapaimana dimaksud pada  ayar (3
perbalkan dokumen dinyatakan hidak benar.

Pasal , . .
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Pasal 113

(1} Pemenksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 109 avat (1} hwuf b dilakokan
paling hanyak 3 (litma) kali dalam karun wakiu paling lama
20 [dua pulub enam} Harn seak dokumen dinvatzkan
henar sebapaimana dimaksod dalam Pasal 111 ayat (3)
dan Pasal 112 ayat {4).

(2} Pemerikszan pemenubhan standar tekniz sebagaimana
dimaksud pada avat [1) dilakukan perlama kall dalam
wakiu paling lama 3 [tiga) Harn scjak dekumen dinvatakan
Lenar sebapiimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3)
dan Pasal 112 ayat (4.

{31 Hasdl pemenksaan pemenuhan standar leknis
sebapaimana dimaksud poada avat (11 dituanpkan dalam
berila acara yang dilenghkapl dengan periimbangan teknis.

Fasal 114

{1] Apabile berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan
slandar teknis sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1} dekumen rencana tekius  dinyatakan  perlu
dilakukan perbatkan, Sisteen O35  mengembalikan
dokumen keparla Pelakuy Usaha diseriai dengan catalan
perbailearn.

(2] Berita acara pads pemerksaan pemenuhan standar teknis
yang terakhir harus dilengkapt dengan kesumpualan.
(3] HResmmpulan scbagaimana dimaksud pada avat {2} berize
a. rekomendasi penerbitan surar pernvataan pementiban
standar teknis; atay

b. rekomendasi pendaltaran wlang PBG.

Pasal 113

Berila acara pada pemeriksaan pemenuhan standar leknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayet [33) dan Pazal 114
ayvat (2) diunggah ke dalam Sistern 085,

Pasal 116

(1) Berdasarkan rckomendasi penerbitan surat pernvataan
pemenuhan standar telknis sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 114 avar {3} hurul a, Sistern O58 menerbitkan sural
pernyataan pemenudhan standar teknis pahng lama 1
faaryp  Han  sejak tekomendasi  penerbitan surot
pernyataan pemenuhan standar teknis diverima.

(2] Burat
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aural pertyalagn perenuhsn standar teknis sebagaimana
dimaksid pada ayat (1) dilengkapt perhitungan veknis
untuk retribust yang dipunakan untuk memperoleh PBG.

Pasal 117

Berdasarkan rckomendasi  pendaftaran ulang  PBG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) hurof &

a. =urat pernyataan pemenuhan stendar teknis rdak
diterhitkan., dan

b Sistem O53 menyampalkan berita acara yang memuat
kesimpulan yang berisi rekomendasi  pendaftaran
ulang PBG kepada Pelaku Usaha,

paling lamma 1 [satu) Hari sejak rekomendasi pendaftaran
ulang PRG diterima.

Berila acara sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurui b
harus memuat sccara lengkap catatan perbaikan.

Apabila Pclaku Usaha melakukan pendaftaran ulang PRG
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) hurad b, Pelaku
Usaha menyampailkan  perbatkan  dokumen  rencana
teknis,

Apabila Pelaku Uzaha melakukan pendaftaran ulang PBG
sebagaimana dimaksud pada  ayat (3], konsultasi
cilamjutkan  berdasarkan benta acdara konsultasi
sebehimnya.

Pasal 118

Fenerbitan sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 108 ayat (3)
bural b me Lyt

.
(1]

.

[1}

penclapan nidar retribast dasrah;
pembayaran retribusl dacrah; dan

penerhilan PBLG,

Pasal 119

Fenetapan nilai retribusi dagrah sehagaimana dimmaksud
dalam Pasal |18 hurul 4 dilakukan oleh dinas icknis
berdasarkan perhitunpan tekois untuk  retribusi
schagaimana dimaksud dalam [Masal 116 ayat (3] sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

{2} Penetapan - ..
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Penetapan nilal retribusi scbagaimana dimalaud pada
ayat (1} disampalkan kepada Felaku Usaha melaiui Sistem
G888 paling lama 1 {satul flari scjak diterimanya surat
pernydlssn  pemenuhan  standar tekmis  zebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1)

Dalarn hal oalai refrilrasi tedak dapal dilelapkan dalam
janpka wakia sebapaimana dimaksud pada avar (2],
penetapan nilar relribus) dilakukan secara  otomatis
mclalu Sistocm OS5,

Fasal 120

Pelaku Usaba melakukan pembayaran retribusi daerah
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 118 huraf b dalam
Jangka waktu vang ditetapkan oleb masing-rnasing daerah
sejak penetapan nilai retribusi daecah.

Dalam hal jangka wakny sebapsimans dimaksud pada
aval {1] lerlampawl, penyvampaian nilal retribusr daerah
menjadi lidak berlaku dan permohonan PBCG dinvatakan
batal.

Dalam menctapken nilai retritais dasrah scbapaimana
cdimalksaad parla ayal (1), Pemerinuah Draerah sesuai denpgan
kewenangan masing-masing memperhatikan kemampuan
Pelakuw Usaha sesual dengan ketentuan  peratiran
perundang-undangan di bidang pajak dasrah dan reteibasi
daerah.

Pasal 121

Fenerbitan PEG sebagsamana dimaksud dalam Paszal 115
hurad ¢ dilakukan setelah Pelaky Usaba menvampaikan
bukti peraobayaran refribysi sebapuimana dimaksod dalam
Pasal 120 aval [1} melalu Sistem 055,

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada avat (1)
brerupa:

a, dokumcn PBG; dan

b. lampiran dokumen PB{G.

FParagraf . . .
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Faragral 3

Sertifikat Laik Fungsi Banpunan (redung

Puasal 122

SLF  harus diperoleh oleh Pelaku Usaha  sebelum
Bangunan Gedung dapai dimanfastkan.,

SLEF scebapmtmana dimaksud pada ayat (1) merupakan
syarat terpenuhinya kelaikan tungsi Banguanan Gedung.

Pemenuhan SLF Banminan Gedung yang swdah acla
dilakulan berdasarkan hasi pemeriksaan kelaikan fungs
Bangunan Gedunp yvang dilaksanakan oleh.

a. penghkan teknis; atau

b tim penilat teknis yang dibentak oleh Pemetintah
Dacerah vang terdiri atas instansi terkail penvelengpars
Banwuinan Gedung,

Atas pemeriksaan kelatkan fungsi Bangunan Gedung
schagaimana dimaksud pada ayal (3], kementerian yang
menyelenggarakan  urnsan  pemerintahan i Bidang
pekerjaan wumum stau dinas lcknis yang membidangi
Bangunat Gedung i Pemermlah Daerah sesuwal dengan
kewenanpan muasing-masing mencrbitkan 2LF melahau
Sistcm O35S,

Untuk jasa wvang diberikan oleh  pengkaji  tekols
sebapaimana dimaksud pade avat (3 hurd 8, menteri
vang menvelengparakan urasan pomerintahan di dang
peckerjaan umum membuat standar biaya jaza yang
dikenakan bagl Pelaku Usaha.

Pazal 123

Felaki Usaha yang roemiliki Bangunan Giedung vang telah
Berdini pemun belum memibiki zin mendirikan
Langunan, PBG sehelum Peraturan Pemenintalh  ind
Lerlakil, lidak perlu memperolch FBEG dan dapat langsung
menyampatkan permeohonan SLF pada saat mengaykan
atau memperpaniang permolinan PR dan/atay PR UMEU
melalui Bistem (85,

Pelaku Uszaha yane memiliki Bangunan Gedung vang telah
berdinn dan telah memiliki lzin mendirikan
bangunan/PBG. dapat  langsung  menvampaikan
permohonan S5LF pada saat mengajukan atay
memperpanjang permohonan PB danjataly PROUMEL

melalui Sistem (585,
(3] Kelentuan .
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Ketenluan mengenal PBG dan SLF vang belum diarar
dalam Pasal 106 sampal dengan Pasal 122 dilaksanakan
gosual dengan ketentuan peraturan perundang-andangan
di bidang Banpunan Gedung,

EAB I
PERIZINAN BERUSAHA

Pazal 124

PE dilakukan berdasarkan penetapan tingkal Risike dan
peringkal skala wsaha kegialan usaha,

Penelapan Unpkal Risike dan peringkat skala usaha
kematan usabha scbagamnana dimaksud pada avar (1)
merupakan hasil dari analisis Risikao.

Analisis Risika sebagaimana dimaksud pada wrat {2) wajib
dilakukan SCCATR transparan, akuntabecl, dan
mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data
dan/atau penilalan prolesional.

Tingkat Riziko schagaimana dimaksud pada avat (3
meneniukan jenis PE,

Masal 125
Analisis Fistko dilakukan dengen melibarkan-
a. menten Yang menyelengearakan urusan pemerntahan
i bidang ketenagakeraan;
k. mecntern yang menyelenggarakan urusan pemerinfahsan
di lidang kesehatan;

. menterl) kepala badan yang menvelenggarakan urusan
pemerintabuan o bedang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan lugas pemenntahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup;

d. menten dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan
¢. Pclaku Usaha dan/atan masvarakat.

Keterlibatan menteri danfatay kepala lembaga sekior
terkait sebapaimana dimalesugd pada avzl (1] hacul d
dilakukan dalam rangks koordinasi dan  sinkronisasi
pengaluran kegialan usaha yanp bersiat lintas sektor
danfatal beririsan antarkementenan/ lembaga.

[(3) Kelerlibatan . ..
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FeterliBatan Pelaka  TUsaha  danfatau masvarakat
sebapaimana dimaksud pada avat (1] humal ¢ dapat
berupa:

a. memberikan  masuksn  terhadap  unpkat Risike
kepintan usaba;

k. mcmberikan data dan mformasi terkait kegiatan usaha
dalam penctapan tngkat Risiko;, dan

. meningkatkan pemahaman bkegiatan usabha uniuk
melakukan manajemen Risilkoo,
Fasal 126

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (2} dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalu tahapan:

a. pengidentitikasian kegiatan usaha;
b pémgmdenlibkaman skala usaha;

. penilaidn tingkat bahava; dan

d. penilaan petensi regadimya bahava.

Hasil dari analisis Risike sehagaimana dimaksud pada
ayaf {1] berupa penetapan fingkal Risiko

Pasal 127

Pengidentilikasian kegatan usaha sehagaimana dimakesuid
dalatm Pasal 126 aysl (1) hurul 8 mengacu kepada
pengabiran riang lingkup kegiatan usaha pada KBLIL

Penmdentihikasian skala usaha scbapaimana dimaksud
dalam Fasal 126 avat (1) hwul b dilakukan erdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan,
pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M,

Penilaian fingkat hahaya sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 wvat [1] hurul ¢ dilakukan terhadap aspek:

a. hkeschatuan,

ho keselamatan,

c. lingkunean; dan/atau

d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Untuk kegatan tertentu, perulaian (inekal  bahaya
sebagaimana dimaksod pada aval (3) dapal mencakup
aspek lammys sesua) dengan sifat kegiatan usaha,

(9] Pemilaian - . .
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[5} Penilaian tingkat bahaya sehagamana dimaksud pada
ayal [3) dan ayvat (4 dilakukan dengan memperhitungkan:

jens kegintan usaha;

kriterra kepilatan usaha,

lokas1 kegiatan usaha;

kerterhatasan sumber daya; dan faran

T RO oog

Eisikoo valatilitas.
(6] Penilalan potensi terjadinya bahaya sebapaimana
dimalksud dalam Pasal 12& ayat [1) huruf d ceediri aras:
A, hampir Lndak mungkim terjadi;
L, kemunekinan kecil terjadi;
c. kemungkinan terjadi; atau
d. hampir pasti terjadl.

Pasgal 128K

{1] Berdasarkean pemilaian tingkat bahava scrta ponilaan
polensi lerjadinyza bahaya scbagaimans dimaksud dalam
Fasal 127 avat (2} sampa dengan ayat (5), ongkat Risiko
dan peringkat skala usaha kegiatan usaba, ditctaphken
metjads:

a. kegiatan usaha dengan tngkat Bisike cendah;
b, keglatan usaha dengan tingkat Risiko mencngah, dan
c. kegiatan usaha denpan tingkat Risiko tinggi.

2] Kegmatan wuszaha dengan  tingkat  Risiko  menengah
selagmimana dirnakesud pada ayvat (1} huraf b terbap atas:
. lingkatl Bisiko menengah rendah; dan
b. ngkat Kisiko menengah tinggl.

Pasal 129

Mekanisme pelaksansaan  analisis  Risikeo keplatan usaha
sebagaimana dimaksadd dalam Pasal 126 wercantum dalam
Lampitan Il yang merupakan bapgian tdak terpisahkan darn
Poraturan Pemenntah ini,

Paszal 130

FB untuk kegiatan ussha dengan Ungkat Bisikoe rendah
sebagairmana dimakald dalatm Pasal 128 ayat (1] bural a
Berdpa NIB yang merupakan wdentitas Pelaku Usaha sekalipus
lzgalitas polaksanaan keglatan usaha.

Fasal . ..
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Pasal 131

PB untuk kepiatan Lsaha dengan tingkat Risiko menengah
r:ndah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12H ayat 13)
hurul a berupa:

a. MNIB: dan
k. Scrtifikat Standar.

sertilikat Standar sebapaimans dimalesued pacda apat (1)
hurul B merupakan  legalilas untuk  melaksanakan
kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaka Usaha
unitik memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan
kcpiatan usaha,

Sertifikat Slandar sebapaitmans dimakswd pada ayat (1]
hurut b diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Dacrah, Adminiatrator KEXK, dan/atau Barlan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-
masing yvang dibenkan melalui Sistem QRS

FB sebapaimata dimaksid pada avat (1) menjadi dasar
bagi  Pelaku  Usahw  untuk  melakukan  persiapan,
operasional, dan ataw komersial keglatan usaha.

Standar usaha sebagaimana dimaksud pada avat (2] harus
dipcnuhi oleh Pelaku Usaha pada saafr melaksanakan
keglatan usaha.

Femenuhban vlas standar usaha scbhagaimana dimaksud
pada aya [3] diperiksa pada saar Pengawasan sesuai
dengan ketcntuan yang diator dalam Peralucan
Pemenintah ind.

Pasal 132

FB untuk kepiatan usabha dengan tingkat Risike menengah
tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2)
hurul b berupa:

a. MNIB: dan
L. Soruhkal Standar.

{2} Sertilileat . ..
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Bertifikat Standar sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
hural’ b merupakan Sertifikat Standar  pelaksanaan
kepiatan ussha yang diterbitkan oleh Pemernintab Pusat,
Pemenntah Dacrah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Penpusahaan KPEPB scsual dengan kewenangan masing-
masing berdasarkan hasil venfikast pemenuhan standar
pelaksanaan kepiaran usaha oleh Pelaku Usaha.

Setelah mempernleh NIB sebagaimang dimaksud  paeda
ayal [IF hurul =&, Pelaka Usaha mombuat perovataan
melalui Sigterm 55 untuk memenuhl standar
pelaksanaan kegiatan usaha dalam ranpgka melakukan

kegiatan usaha dan kesangrupan untuk  didakuken
verifikasi.

Terhadap pernyatann sebagaimana  dimaksud  pada
avat [3), Lembaega O55 meoncrbitkan Scrufikat Standar
yang belum tocoverifikas.

Sertilikat Standar vang belum teeverdikast sebapaimana
dimaksud pada avat (4] menjacli dasar Lagl Pelaku Usaha
untuk melakukan persiapan kegialan usaha.

NIB schagaimana dimaksud pada ayvat [1} huruf a dan
Scrtilikat Standar scbapaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b yang telah terverfikasi merupakan PB bagi Pelaley
Usaha ontuk melakukan kegiatan operasional den/fatau
komersial kegiatan usaha.

Dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak memcenuhi standar sesval dengan ketentuan
dalarn jangka wakiu yvang ditetapkan dalam forma,
standar, prosedur, dan kriteria; dan

b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melalkgkan
persiapan Keparan Usaha dalam jangka walktu 1 (satua)
labiun sejak NIB echil,

Lembaga OS5 melakukan pencabutan Scruhkat Standar

vang belum terverifikast sebagaimana dimaksud pada
avat [4).

FPasal 1335

FB untuk kepgiaran useha dengan tingkat Risiko tnee
sebapdimans dimaksud dalam Pasal 128 ayat {1] haraf c
berupa;

a. NIB; dan

b. lzin.
(2} Tzim . . .
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Izin sehbagaimana dimaksud pada avat {1) hurat b
mernspakan persetyjuesn Pemerintah Pusat, Pemerintah
Cracrah, Administraloer KEK, dan/atau Badan
Fengusahaan KPEFE untuk pelaksapaan kegiatan usaha
vang wajlb dipcnuht olch Pelaku  Usaha  sebelum
rnelaksanakan kepiatan usahanya melalul Sistem (S5,

Sehelum memperaleh 12in sebagaimana dimaksud pada
avat {2], Pelaku Usaha dapat mengpunakan NIB untuk
persiapan kegiatan usahs.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurol a dan 1zin
sebapaimana dimaksud pada ayat {1] huruf b merupakan
FH bkapi Pelaku Usaha untuk melakukan  kegiatan
gperasional danfatan komersial kegiatan usaha.

Masal 134

Verilikasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 132
dilakulkan oleh Pemerintah Pusat, FPemernintah Dasrah,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPEPE
sesud] denegan Kewsnangan masing-rmasing.

Verikas) sebapaimana dimaksud pada ayec (1) dapat
dilakukan dengan menugaskan lembaga atau prefest abl
vang bersertifikat atau terakredita=i.

BAR TV

PERIZINAN BERUSAHA UNTUR MENUNJANG KEGIATAN USAHM

SK Wo 2373594

(1}

Pazal 135

Dalam heal peida tahap opetasional danfatau keomersial
kepiatan TEH B diperiukan PB LRI,
kernenterian lembaga menmdentifikasi PFB UMKL dengan
lelap memperiimbangkan tinglet Riziko kegatan wsaha
tlanfartag produak pada saar pelaksanaan rahap
pperasenal danalaun komermal kegialan wsabas.

21 PE ., ..
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FB UMKU sebapaimana dimaksud pada avat {1} lidak
termasnk  perizinan delam rangka penyelenpgarasn
kegiatan  ekspor, 1mmpor, dan pemenuhan  ketocntuan
larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta
neraca komoditas,

Femberiun  pericinen dalam  rangke  penyelenpgaraan
kegiatan  ekspor, 1mmpor, dan pemenuhan  ketentuan
larangan atau pembatasan barang ckspor dan lmpor serta
neraca komoditas sebapaimana dimaksud pada avar {(2)
dilalukan melalui  sistem  Indonesia Natiorod  Single
Window sesusl denpan kotentuan prraturan perundane-
undangan di bidang perdaganpan dan neraca kemeditas.

FE UMEKL sebagavnana dimaksud pada avat [1} wajib
dipenuhi  oleh Pelaku Usaha  denean meneajukan
petrmahbenan PR TUUMKD kepada kementernanflembaes,
Pemenntah Dacrah, Admimistratcr KER, dan Badan
Pengusahaan KFBPB scsual dengan kewenangan masing-
masing melaiu Sizstem Q55

Sistern 858  sebagaumana dimaksud pada evat {4
meneruskan permithnnan FH UMEL (AL T E
Lementetianf lembaga, Pemerintah Dasrah, Administralor
KEK, dan Badan Pecngusahaan KPEPB scsua dengan
keweonangan masing-maszing untuk dilakukan pemrosesan
permohonan PB UKMKLL

FBE UMELU sebagamana  danaksud  peda ayal (1)
merupakan perizinan bergsgha yang diperlulkan dalam
rangka;

a. peredaran produk;
b. kelavakan operasi;
c. standardisasi peoduk/jasa; dan/ alaw

rl. kelarwaran kewlalan usaha selain sebagmimana
dimuaksud dalam hurul a, hural b, dan huaraf ¢,

Pasal L36

Dalam melakukan pemrosezon permchonan PB UMKU
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 135 aval {4,
kementerian flembapa, Pemenintah Daerah, Admimistrator
KEK, dan Badan Pengusahaan KPBEPB dapat bekerja sama
denpan lembaga alau profess ahli yang bersertifikat atau
terakreditas)  scsual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2} Apakila . ..
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Apabila permohonan PBE UMRU yang disampaikan oleh
Petaku Usaha disetjul, kementertan/lembaga  dan
Pamerintah Daerah sesuar denpan kewepangan masing-
masing menyampakan pecsenyguan PB UMEU kepada
Fstem 055,

Sistem U838 menerbitkan FB UMKU kepada Pelaku Usaha.

Apabila permohonan PB UTMEL vang diapikan oleh Pelaku
Usaha ditolak atau diminta melengkapl pemenuhan
persyaratan, kementerian/lembapga, Pemerintalh Daerah,
Admunistrator KEK, dan Bedan Pengusshaan KPBPB
ELLANET dengarn beEwernangan MASITLE- MASINE
menyampatkan kepada Pelaku Usaha melalun Sistem 055
dizcrtal dengan penjclasan.

BAB WV

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAM KRITERIA

{1]

4]

(3)

Bagian Kesaiy

Umum

Pasal 137

Femerintah Pusat menyusun dan menetapkan nocma,
standar, prosedur, den kmteria pada scliap seklor
s lrapaimans dimaksud dalam Pasal S ayat [1] dan ayvat [2).

Norma, standar, prosedur, dan kntena sebapaimana
dimaksud pada avat [1] menjadi acgan tungeal bagl
pelaksanaan penvelenggaraan PRERR  oleh Pemerintah
Pusat, Pemerititah Daerah, Admimisirator KEK, danfatau
Badan Peneusahaan KPBPB.

Pemerintah Pusar  dapal mendelegasikan peraturan
pelaksanaan inlernal nerma, standar, proscdur, doan
kriteria sebagaimana dimaksud pada avat [2) kepada
kepala dacrah vang diterapkan denpan peraturan kepala
daerah.

[4) Keprala . ..
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kepala deerab dalam menyusun peraldran pelaksanean
internyl scehagmimana dimalisud pads ayat (3] meneacu
pada norma, standar, prosedur, dan kntena scbagaimana
dimaksud pada ayat {§) serta tidak memperlyas ketentyan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah .

Pasal |38

Persyvaratan dasar, PB, dan FB UMEU diterbitkan oleh
Femenintah Pusat dan Femerintah Daerah sesuai norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemenntah Pusart,

Prlaksanaan penerbitan PB schagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan olch:

a. Lembaga (388,
h. Lembapa (155 atas nama mentan/ Kepala lembagpy;
e, kKepala DPMPTSP provins atas nama gubernur; dan

. kepals DPMPTSP kabupaten/kota atas  nama
buparifwall kota,

scsual  dengan Kewenangan  masing-rmasing  yang

tercantum dalam Lampiran [ yang meruapakan hapgian

lnlak lerpisohbkan dan Peraluran Pemenntah ini.

Pelalktsanaan  penerbitan FB UMEUY schagaimana
dimaksud pada ayat {1] dilakukan oleh:

a. Lembapga (185 atas nama menrerifkepala lembaga,

Ir. kepala DPMPTSP provinsi alas nams gubhernur;

oo Kepala DPMPTSF kabupaten/kora atas nama
bupatifwali kota; dan

d. mcnterifkepala Iembaga mclalul Sistem U883
sepanjang ditenntukan dalam ketentuan internasianal,

sesual  dengan kewenangan masing-masing  vang
tercantum dalam Lampiran I[ yvang mergpakan bapian
tidak terpisatikan dari Persturan Permmerintah ini.

Dikecualikan dari ketenluan sebagaimana dimaksud pada
Avar () hundal © dan harul d, kewenangan penerbitan PE
dilakukan olch Lembaga OS5 atau Lembaga OS5 atas
nama menterifkepala lembaga uniuk penerbitan PB
dalam hal kegiatan usaha terdapat:

a. Penanaman Moxdal Asing, dan fatau

L. Penanamatn Modal vang mengeunakan moada] asineg
berndasarkan peganiian vang dibual oleh Pemeniniah
Puszat dan pemenntah negara lain.

(2] Dikecualikan . . -
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Mhkecualikan dan keleniuan sebapsimana dimaksud pada

ayat [4], kewenangan penerbitan PE di wilayah KPBPE

dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPOBPB uniuk

penerhitan PR dalam hal kegiatan usaha terdapat:

a. Penanaman Modal Asing; dan/atau

b. Penanaman Modal yang menpggrunakan mndal asing
berdasarkan perjanjian vang dibuat oleh Pemeriniah
Pusat dan pemerintab negara lain,

gesudl dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang kawasan pcrdagangan bebas dan pelabuban
bebas.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimanzs dimaksad pacls

ayat {2} huruf b, hurgl =, dan huoaf o serta avat (3] huraf

&, hurub b, dan haruf

8. dalam hal kecgiatan usaha dilakukan pada wilayvah
KEK, kcwenangan penerbitan PB dan PE UMKU
dilakukan ocleh Admimstraror KEK sesgai  dengan
ketentuan perataran perindang-undangan di bidang
keawasan eloootn Khusus,; atal

I dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah
KPEBFE, kewenangan penerbitan PB dan PB UMKU
dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPEB
sesual dengan ketentilan peratuiran pertndang-
Lundangan 1 bidang kawasan perdapangan bebas dan
prlabuhan brbas,

Pasal 139

Menlen/ kepala lembapa, gubcrmur, bupatifwali  kota.
kepala  Administrater HEK, danjatau kepala Badan
Pengusahaan KPBPE sesual dengan kewenangan masing-
masing dakam:

a. melakukan pemenksasn PB dan/atau PB UMKU harus
sesudl dengan jangha wakou; dan

b. mermbenban PB danfataa PB UMED harus scsual
denpan masa berlaku.

Pelaka Usaha  harus  memenuhi ketentwan PB
sehapaimana tercantum  dalam Lampiran [ yang
mecrupakan baglan tidak terpisahkan dan Peraluran
Pemmerintah ini.

Pelaky Usaha harus roemenuhi keteotuan PE UMK
selagaitnane  fercantum Jalam Lampiran 11 yang

merupakan bagian  LUduak terpisahkan dar Peraturan
Pemerintah ini.

Bagian . . .
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Bagan Kedua

Norma, Standar, Frosedur, dan Kriteria Sekctor

Paragraf 1

Sekror Kelautan dan Perikanan

Pasal |40

[1] PB sekror kelautan dan perikanan meliputt keplatan
usaha:

a. pengelodaan riang latar;

I perilKanan unghkap:

.. pcmbudidayzan ikan;

d. penpolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

{2] PB UMELU sekrow kelaitlan dan perikanan melipult
penunjang  operational  danfatan komersial  keglatan
usaha vang erdirl aras:

a. pengelolaan ruang laut;

b. perikanan tangkap,

o pemnladidayaan ikan;

. pengolaban hasil kelaatan dan perikanan; dan

€. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Paragral &

Selktor Pertanian

Pazal 141
(1]  PB sektor pertanian meliputi kepiatan wsahsg:
4. perkebaanan:
b ranaman pangEn;

. horokultura; dan

d. pcternakan . ..

SK No 251509 A
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d. peternakan doan keschatan hewan,

PB  UMKL scktor  pertaruan meliputi penunjang
pperasional dan/atau komersial kepiaran usaha vang
terdiri afas:

d. perhethanan;

L. tanaman pangan;

c. hortikualtora;

4. perternakan dan kesehatan bewan; dan
€. SArana portanian.

Feoizinan  terkait veteriner diatar oleh  menter: yang
menyelenggarakan urusan  pememnntahan di bBidang
perfanian.

IYaragraf 3

Sektor Kehutanan

Pazal 142

FE sckinr kehulansan melipull kepiatan usaha;

@,
b,

el

(1]

pemantaatan hutan;

pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan taman bury;

pemanfaatan jenis tumbuhan den satwea lar; dan

preerbiezniban tanamsn hulan.

Paragraf 4

Sektor Energi dan Sumber Daya Miners]

Paszal 143

FE sektor energi dan surmber dava muneral mehpul
submektor:

d. minyak Jdan gas bami;
b. ketenagalistrikan;
c. mineral dan batubara; dar

d. energn baru, terbarukan, dan konservasi enerpgi.

{21 PB . ..
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FB UMKU =ekicr energl dan sumber dava mineral meliputi
penunjang  opetasicnal  dandalan komersizl  kegatan
usaha yvaog tercliri atas subsekior

A, mrysk dan gas bami;

Ir. ketenapalistnkan;

¢, mincral dan batubara;

d. energl barg, terbarukan, dan kensecvasi energi; dan
c. geclopi

hewajiban pemenuhan persyaratan dasar berupa KEPRE
sebapaimansa dimaksud dualam Pasal 12 ayat (1] hural a
tikecualikan untuk PE dalam rahap survei dan tahap
eksplorast  subscktor energi haru, rerbarakan,  dan
konscrvas) energl, serta tahap keplatan eksplorasi pada
subsektor nuneral dan batubara,

Pasal 144

Fererapan PB pada kegiatan usaha hulo pada subsektor
rmimyak fdan pas bumi vang dilaksanakan oleh Dbadan
LUsaha ataw bentuk usaha tetap berdazarkan kontrak kerja
sama berlaku ketentuan:

A, kontrak kerja sama diperlakukan sebagai [zin dalam
kegiatan usaha huly; dan

. badan  ussha  #lau bentik  usaha  tetap  wvang
renandalangam kontrak kerja sama wayib mermibik
NIE.

Pencrapan PB sebagaimana dimaksud pada ayar (1) tidak
menghapus  leberlakyan  seluruh ketentuan  dalam
kontrak kerja sama.

Pazal 1435

Kegiatan usaha hilir pada subsekior minyak dan pas bumi
meliputs

a. Repiatan usaha pengelahan vang mcliputr kegiatan
merurnikan, mernperaleh bagian-bagian,
memperingg mutu, dan mempertings nilai £ambah
minvak dan gas bumi vang menghasilkan bahan balar
minvak, bahan bakar gas, hasil olaban,  Hegurfed
petrofeum gas, danfatau fguified noturel gos tetapl
tidak rermasuk pengolaban lapanean;

I kegialan .
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I, Kepiatan uwsaha pengangkutan vane meliput kepiatan
pemindahan minyak bami, gas bumi, baban hakar
minvak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan
melalus pipa darl suatu lempar ke tempal lain aniuk
LLpuET knmersidl;

c. kepiatan usaha ponyimpanan vang melipun kegiatan
penerimaan, penpumpulan,  penampungan, dan
pengeluaran munyak burm, bahan bakar munyvalk,
hahan bakar was, dan/ ataw hasil olahan pada lokas ch
glas dan/atdau 41 bawsh permukdan tanah danfalau
permukaan ar untuk tujuan komersial; dan

d. kepiatan  usaha rniaga  yvang  melipyti Kegiatan
pembealian, penjoalan, ekspor, dan impoe minyals
bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan/arau hasil ¢lahan, termasuk pas bumit melabol
p1pa.

Keglatan usaha penpangkutan yang meliputi kematan
pemindaban minyak bomi, gas bumd, bahan bakar
toanyak, hrahan balear gas, danfatal hasy] olahan yang
mengeunakan alat transportas darat, air, dan/atau wdara
dari suatu lcmpat ke tempat lain untuk tajuan komersial
dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedor,
dan kriteria pada sektor transportas.

Pasal 145

I'E UMKUD pada subscktor geelogy berupa pengusahaan air
tanah diterbitkan herdasarkan norvima, standar, prosedar, dan
keiteria yang ditetapkan eleh Permenntab Pusal pada kenchs air
tanah wvang lercantum dalam zona konscrvaslr air tanah
dan/atau data hidrogeelopl lainnya sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{E]

Puasal 147
Pelaku Lsahe vang telah melakukan Kegialan:

i, hkonstrulks: berupa sumur bor/gall air tanah tanpa [2in
pengusshaan qir tanah; dan/fatan

b. pongpunaan air tanah tanpa lzm pengusahaan air
tanah,

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomar £ tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemeéenntah  Pengganti
Urndang-Undane Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kena
menjadn Undlang-Urclang, dikenal sanks: administrand

berupa . . .
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herapa denda adommistratll  dan wajilh mengajukan
permahonan PB UMEL [zin pengusahaan air tanah, paling
lama 3 [tiga) tahun scjak berlakunya Undang-Undang
Newtiowr f Tahun 2023 fentang Panetapan  Peraturan
Pemeninlah Pengeantt Undaneg-Undeng Nemer 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,.

Pengounaan air tanah tanpa lzin pengusahaan air tanah
acbagairnana timalksud pada avat (1) huoal b oerapakan:

A4. PCMEgunaan air tanah vang permah memilikn lzin
pengusahaan air tanah, narmun telah habiz masa
berlakunva; atau

b penpeunaan ar tanah vang belum peroah memiliki Izin
pengusahaan qair tanah.

Besaran denda admimistradl sebagmimana dimaksod pada
ayat [1} ditetapkan berdasarkan formula penghitungan
denda admunistratif yvang  ditetapkan  scesuai dengan
ketentian  peralnratn petumdang-undangan i Diudang
penerimaan negara ukan pajak.

Permohonan PB UMKL schbagaimana dimaksud pada ayat
i1] diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem (355 sesuai
Lampiran 1l vang merupakan bagian tidak terpisahkan
clari Peraturan Permerintah ini.

Parapgraf 5
Sektor Ketenapanukliran

Fasal 145

PR sektur kelenaganukliran mehpuatt kegiatan usaha;
a. pemnantaatan sumber radiasi pengion;

b. instalasi nuklir dan bahan nuklir:

. pertambane:an bahan galian nuklic, dan

d. pendukung zekior ketenaganuklivan.

PB UMKLU sektor betepaganukliran melipuil penunjang
nperasionsd] danfalau komersial kepiatan usaha yang
terdin atas:

a. pemantaatan sumber radiasi penpgion,
b. instalasi nuklir dan baban naklir: dan
. pertambangan bahan galiaon nokloe

i3 B ..
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(3] FB dan FB UMKD unuubk kepiatan usaba sebapaimans
dimaksud pada ayat (1] hural & dan hurul b, scrta ayat [2)
buruf & tertentu diterbitkan sesual tahapan keglatan yang
meliputi:

A, konstruliai,

br, operas,

. dekomisioning; dan/atau
d. pecrnyvataan pembocbasan.

Porowrad G

Sektor Perindustrian

Pazal 149

i1 PEB sekoor perindiasirinn melipnl kegiatan asahas

d. penryelengearaan indusin ranp mengolah bahan bakn
dan/fatau memantaatkan sumber daya  industn,
termasuk jasa industn; dan

b. kawasan industri.
{4 PG UMEU sektor penmclusinan melipull, penunjang

nperasional danSatad koonersial kKeglatan usaha yanp
terdin atas;

a. rekomendasy

k. pertimbangan teknis;
C. SAFal perietyjlan,

rl.  sural penctapan;

¢, tanda pendaftaran;

f. tanda dalrar;

g- tanda sah; dan/fatau
h

surat  keteratypen dalam kegiatan  peounpng
operasiomal danfalau komersial  keglatan usaha
ricdlusten terwenti.

Pasal 150

FB untuk keplatan usaha industri sebagaimana dimaksud
dalam Masal 149 ayat {1) hurula berlaku juga sebapsi PG uniuk
lempal penyimpanan mesing peralatan, bahan baka, bahan
penolong, dan/fatau hasil produksi dengan ketenlusan:

a, bempat .

SK Mo 251804 A
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tempat penyimpanan dimaksud werkail dengan kegiatan
dan/atau kepentingan produks) Pelaku Usaha di sekror
perindustnan bersangkuran yeng hbdak terpizahkan darl
kepatan industrinya dan berada dalam 1 (satu] Jokeaes
usaha industr; dan

tempat penyimpanan dunaksud tidak disewakan atan
dikomersialkan,

Pazal 131

Kegiatan usaha industri scbegaimana dicnaksud dalam
Fasal 149 @yal (1) huard! 8 wayil berlokas i kawrsan
industr,

Kegliatan usaha industn scbhbagaimana dimaksud pada ayat

{1] dapat berlokasi di luar kawasan lndustn apakbila:

a. bertokasi di daerah kabupaten/kota vang belum
memiliki - kawasan  indusin wiau gelah memiiki
kawasan ndustn tetapl seluruh kavehng indusin
dalam kawa=san mdustrinya telah habis;

. beriokasy di zona industr dalam KEK:

rerrmasule kKlasifikas) induysen ecil,

£

ol termusuk Klasifikas: mdusinn mencengsh vang lidak
berpotenst  memnimbulkan  pencemaran  lingkunpan
hidup vang berdampak lnas; atau

e, ndustr yvang menggunakan bahan baku khusus
dan/atan prsses  produbsinya memerlakan  Inkasi
khuslis.

Eegiatan usaha industn vang:

a. berlokasi di daerah kabupatenfkota sebapaimana
dimaksud pada avat (2} hural a; dan/atau

b rermasule Klasifilbasi indusir menengah sebagaimana
dimalksulet pada ayval (2) huoaf d,

waylbh berlokas: di kawasan peruntukan industrl seswal
dengan ETR.

Industni mencngah vang udak beorpotensi menimbulkan
penremaran ingkungan hidap yang berdampalkc Juas
sehagaimana dimaksudd paca ayvar (2) huraf d dan incdusin
rang menggundlean bahan baku khusus dan/atauw proses
produksinva memerlukan lokasi khusus scbhagaimana
dimaksud pada ayat (2] humf e ditetapkan oleh mentern
vang menyelengparakan urasan pemetrintahan di bndang
perindustriat.

Pazal . . .



SK Ne [23112 A

(1}

[

(L

h)

i1

2]

PRESIDEN
REPLUHLIK INOCHESIA

L i

Fasal 152

Pelaku Usaha persecrangan  dan  Pelaku  Usaha
nonpersenrangan di sektor perindustrian yang melakukan
perubahan klasifikas usaha industri wajih memenuhi
kctentuan lokast sebapgaimans cimaksud delam Pasal 151

kKetenmuan  scbapaimana  dimaksud pada  ayat ()
dikecualikan bagl Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku
Usaha nonperseorangan di1 sektor penndustnian vang
melakukan perubahan Klasifikas kegiatan usaha industri
tanpa menambah lahan lekast induste aran pindah Iokasi
industrl,

Pasal 153

Dalam 1 (satu] PB hanva berlaku bagl 1 (satu} Pelalknu
Lizaha di sektor perindustrian yang:

a. memiliki vusaha industri dengan 1 [satu] kelompok
tsaha sesvan dengan KBL]I 5 [ima) digit dan berada
dalam 1 {saiu] lokass molosie;

b, memiliki beberaps usaha mdustie yanpg mergpakan
1 [satu] unit produksi terpadu dengan KBLL S (lima)
dipit vang berbeda dalam 1 [=zatu] kawazan industr;
alan

¢, memiliki beberapa usabe idusinn dengan 1o(satbu)
kclompok usaha sesual dengan KEL] 5 (lima) dignl yang
sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu)
Kawasao indusi.

Cralam hal Pelaku Usaha di seletar perindustrian memitiki

usaha industn di luar ketentuan sebhapgmmana dimakaud
pada avat (1), wajib memiliki PB baru.

Paszal 154

PB untuk kegiatan usaba kawasan indusir scbhagaimana
ditrnaksud dalam Pasal 149 ayar |1) huruf b diberikan
hanys kepada Pelaku Usaha yang berbentul badan usaha
milik nepara, redan gsahs milik daerah, koperasi, dan
perseredn terhatas, yang berlokas) o dalam Kawasan
peruntukan industri sesual dengan RTR.

Pelaku Usaha sebapaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telah tnempernleh PE untuk kegiatan uszeha kawasan
industr merupaksan perusahodn kwwsasan indusn,

() PB . ..



SK No 193111 4

PRESIDEN
REFLUBLIE INDCNESIA

-3 -

{3} PB kawasan induslrl sebagamana dimaksud pada avar (1)
diberikan sesuat denpan KKPR kepiatan usaba kKawasan
migdaste.

Pasal 135

Setiap perosahaan kawasan industri vang mclakukan

1} Setiap h k dustri vang lakuka
perluasan kawasan wajib memiliki persyaratan dasar dan
PEH.

(2} Sebelum mengajukan permohonan persyaralan dasar dan
PB sebagawnana dimaksud pada ayat (1), perusabaan
kawasan induscri haros telah menguasal dan sclesal
menyiapkan  lahat Kawasan  industei sampai dapat
digunakan, menyusun perubahon Andal, perencanaan,
dan pembangunan infrastrukiur kawssan indusio, serla
keslapan lain dalam rangka perluasan kawasan,

(3} Perluasan kawasan industri sebapaimana dimaksud pada
aval [1} hargs dalam satu hamparan dan berlokasi di
kawasan peruntukan indusin sesue dengan KTR.

Paragral 7
Sekior Perdagangan dan Metrologl Legal

Pasal 156

(1) PB s=ektor perdaganpgan dan mcirolopl lepal meliputh
kepatan usaha:

d., perdapAangAan dalam negeri;
b. pengembanpan ekspor nasienal; dan

c. pecrdagangan berjangka komoditi, sistem res: gudang,
dan pasar lelang komoditas.

2] PDB UMKL sektoc perdagangan dan metrologi legal meliputi
penunjang  operasional  danfataua kemersial  keplatan
usaha vang terdird atas:

a. pcrdaganpan dalam negen; dan

b. perhndungan kensumen dan lertib naga.

Fasal 157

PB perdaganpan berjangka komodit, sistem rest gudang, dan
pasar  lelang  komoditas  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 156 ayaf [1} hunil ¢ berlaku ketentuan:

a. permohonan .
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permohonan dan penerbitan MIB kepatan usaha dilabukan
melalui Sistern (&85,

Sistern QOS2 mengalirkan pecrmohonan PB kepada badan
pengawas  perdapgangan berjangka komodilln pada
kementenan yang menvelengparakan urusan pemetimiaban
i tndang perdaganpgan; dan

penerhitan PR perdagangan berjangka komediti, sistem res
sudang, dan paser lelang komedilas dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan  peraluran  perandang-undangan i
bidang perdagangan berjangka komodin, sistem  res
gudang, dan pasac lelang komaoditas.

Paragral 8

Sekier Pekeoaan Umoam dan Perumahan Ralorat

{1]

{Z}

(1}

Pasal 158

FE szektor pekerjsan umum dan perumahan  rakovut
tneliputl kepiatan:

a. jasa konstroksi;

by, sumber dava air;

C. bina marga;

d. cipta karya; dan

e. pengembangan perumahan.

FB UMEL sakior pekenaan umum dan perumahat ralcat
mcliputt. peounjang operasional danfatau  kEomersial
kegittan usaha yang \erdin atas:

a. sumber daya air; dan

. hina margs.

Pagzal 159

Selap Pelaku Usaha vang 1elah melakukan keelalan:

5. penegguanaan sumber doys air tanpa PBE UMELD sektor
pekoraan umum dan perumahan rakyat subacktor
sumber dava air;

I, pelaksanasn Roosrrgksl sumber daye  air dan
pelaksanaan nonkonsioukst tanpa PBE UMRL sekior
pekerjadan umum dan perumahan rakyvat suhsekior
sumbecr daya air; dan/atan

c. pelaksanzan . ..
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r. pelaksanaan  konstruksi sumber air yang berupa
kegialan pengatihen elur sungal tanpa PE UMERU
sektor  pekeraan umman dan perumaban cakyat
subsektor sumber daya @ir,

scbelum berlabkunya Undang-Undang Nomor & tahun 2023
lenlang  Peoetapann  Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Lndang Momor 2 Tahun 2022 learang Cipta Kerja
menjadt Undang-Undang, dikenal sanksi administratid
Lerupa denda administratil dan  wajib mengajukan
permohonan PE-UMKU  sektor pekenaan umum dan
perumabian rakyal subsektor sumber dayva aiv paling lama
3 (tiga) tahun scjak berlakunya Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2023 tentang Pepctapan Peraturan Pemenntah
Penpgantl Undang-Undang Nomaor 2 Tahun 2022 tentang
Cipla Kerja menjacdi Undang-Todanp,

Besaran denda admimistrat] sebagaimans dimaksud pacda
ayat {1] ditetapkan berdasarkan formula penghitungan
denda admimstratif vang ditetapkan oleh menterr vang
menyelengparakan  urusan  pemerintaban di bidang
prkersan amurm  ses0A1 dengan kefénfiate perararan
perundang-undangan di bidang penenmaant ocgana ukan

pajak.

Permohonan PB UMKL sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} diajukan oleh Pelaku Usaha oelalui Sistem 0B85
dengan berpedoman pada Tampiran 1T yang mergpakan
bapan tidak terpisabhkan dan Peraluran Pemernimtah i,

Faragrafl t

Sektor Transportasi

Pasal 160

FB sckiler iransportast meliput kegiatan ussha:

. Aransportazs darat;

k. transpertasi laut;

C. transportasl udara; dan

d. transportasi perkeretaapian.

FB UMEU sektor transporiasi mebputh peruanjang

aperasional danjatan komersial keglatan usaha yang
Lerrir Atas;

8. lransportasi darcat;
b. transportasi laut;
c. transportasi . .
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1. Iransmartasi adara, dan

d. iransportasl perkeretaapian.

Faszal 161

Kepiotan usaha sekror transportasl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 ayat (11 hural b dan baeal ©
tordinn @tas  penvelenggarddn  sdarand (85D Prasyranag
transportasl serta penyvelenggaraan penunjang sarana dan
prasarana transportasi.

Kepiatan  usaha  saekror fransportagi - sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 ayal [1] hural a dan barat d
terdiri. atas penyclengparaan sarana dan  prasdarana
transportasi.

Kegialan usaha scKior transporfast yeng metupakan
penvelenggarash PENUNJENE  sardana  dJdan prasatans
transportasi  schagaumana  dimaksud  pads ayal (L)
merupakan jasa terkalt sarana dan prasarana transpertas:
vang dapat dilakukan secara langsung oleh UMK-M atau
hekearja samae denpan badan usaha.

Faragral 10

Sektor Keachatan, Cthat, dan Malkanan

Pagal 162

FB dan B UMKU sektor keschatan, obat, dan makanan terdin
atas subsektor.

f.
k.

.

(1)

kesehatarn,
ohat dan makanan; dan

PANEATL SEEAT,

Pusul 163
PE subscktor keschatan meliputi keglamn usaha;
a. pelayanan kesehatan;

. kelarmaesian, alat kesshatan, dan perbekalan
keschualan ramah lanegs; dan

c. pecngendalian vekior dan binatang pembawa penyakit.

(2} PB . ..
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PB UMKL subsektor kesehatan melipubt penunjang
pperasional  danfatan Kemersial kepiatan usaha yang
terdin atas:

g. pelavanan keschatan,

b kefarmasian,  alal kesehatan,  dan perbekalan
keschatan rumah tanpes; dan

c.  kesehatan lingkungan.

Pasal 164

PE UMEKU =subsecklor ohat  dan  makanan meliput
penunjang opecrasional dan/atau komersial  kegatan
usaha yang terdirl atas:

a. ohar dan lxahan nbat:

b, ubat bahan alam, suplemen kesehatan, obatb kaas,
dan kosmetik; dan

€. pangan olahan,

PBE UMKU subscktor obat dan makanan sebagaumana
dirmaksid pada aval (1) Hilak berlako Bagi usaha tertento
vang ditelaphan olch kepals badan vang melaksanalan
tugas pomeorinitahan di bidang pengawasan obat dan
makanan setelah berkoordinas: dengan kementerian vang
menyelengparakan  sinkronisaz: dan koordinasi  serta
penpendaliat pelaksanasn urussn kementerian dalao
penyvelengparaan pemerintaban i budang perekoncmian
dan kementerian/lembapa vang menyclenggarakan
urusan pemerinitahan di bidang penanaman modal.

Pasal 163

PE UMKU subsckier panpan scpar meliputl penunjany
nperazional dan/atau komersial keglatan usaha vanp terdin
diag:

a.
1.

L,

sarana penanganan panpgan segar,

PETeOaTAn [PANKED SeEar; dan

1AmMiNEn Eedmanan pangan segar priodal epspaor.

Paragrafl . . .
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Paragral 11
Scletor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 166G

PB dan PB UMEKU sekior pendidikan dan kebaldayzan lerdio
atas subsektor:

pentdidikan; dan

h. kehudavaan.

(I

i)

I3

i4)

Pazal 167

Pelak=sanaan perizinan pada subsektor pendidikan dapat
dilakukan melaldi PEBR  sebagaimana diamgr dalam
Peraturan Pemerintabh inn.

PBER untuk satuan pocndidikan schagaimana dimaksud
pada avat (1] sesual dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan di bidang pendidikan.

Pelaksanaan perznan pada subsektor pendidilan untok
lembmpe pemndidikan formal di KEK wajily dilakukan
melalul PBBE sebagoimana dimaksad dalam Peratoean
Pemenintah ini.

Ketentuan mengenal norma, standar, presedur, dan
kriteria PEBR untuk satuan lembapga pendidikan formal di
KEK dizlur dakam;

4. peoraturan mentert YADE menyelengparakan
suburusan pemernntahan pendidikan dasar dan
pendidikan menengah; atan

b, poraluran mianlen YATIK menyelenegatakan
suburusan  pemerintiahan pendidikan Linggl  dan
uruzan pemcrintahan di bidang ilmu pengetahuan
dan teknalog,

sesbal denpan kewenanpan masing-masing berdasarkan

rekomendasi dart kementerian yang monvelenggarakan

sinkronisasi dan koordinasi serra penpendalian
polaksanasan wrusan kemonloerian dalam penyelengearasn
pemerintahan di bidang perekenomisn,

Pazal 168

PB subsektor pendidikan aebapaimana dimaksud dalam Pasal
LHE hurul & mebipun puala PR atas kepisfat usaha penerbitan
Buku,

Fasal . ..
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Pazal 163

PE subsekior kelaydayaan melipeiti Kegiatan  usaba
perlilman,

PE UMELU subscktor hkebudavaan meliputt penunjang
nperasional danjfatau komersial keplatan usaha vang
lerdiml alas:

a4, pemberitabuan pembuatan Glm;
b. rekomendasi mmpor film; dan

. tanda lulus sensor.

Paragral 12

Sektor Mariwisata

Pasal 170

PH szeklor pariwisala melipul Kegiatan saha:

d.

=

Bm omomooon;

.

dava tarik wisata,

kawasan parmisata;

jasa transportasi wisata,

jasa pOalanan wiksata,

jasa makanan dan minlaman,

penyediaan akomodasi;

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

penyelenggaraan perternuan, perjalanan insentif,
konferensi, dan pameran;

jasa nfOrTMas Wikara,;
jasa konsultan panwisatag
Jasa pramuwisata;

wigata tirta; dan

S

Paragral . . .



SK MNe 1931794

0,

FRESIDEN
REPUBLIK INGONESIA

- 100 -

Paragral 12

Sekior Keagamaan

Pasal 171

PR seklor keapatnaan melipot kepiatan usaha

g,
b.

penyelengparasn thadah hap khusus; dan

penvelengparaan perjalanan ibadah umrah.

Paragral 14

Sektor Pos, Telckomunikasi, dan Penyiatan

Pasal 172
PB sektor pos, telekomunikasi, dan ponviaran tevdin atas
subsaekior:
B, pIN;
b, telekomunikasi; dan

c.

penyclenggaraan ponylarar.

Pagsal 173

FE UMKU sckiur pos, (elehomunikast, dan penyaran melipat
penungang cperasional dandatau komersial kegialan usaha
vang terdiri aras:

H.
b

& o

penornoran felekomunikasi;

hak lakuh sistem komunikasi kabel  aodl iransmiis
telckomumkas: internasional;

hak labuh satelit;
izitn pita frebuenzi radio;
Izin stasiun radio bagi sclumhb scktor usaha; dan

sertifikat  alat  telekomunikasi  danfataun perangkat
telekomunikas bapl seluruh scktor vzaha.

Paragral . . .



SK. No 193178 A

FPRESIDEM
AEFPUHLIK INCOMNESWA

- 101 -

Paragral 15

Schktor Pertahanan dan Keamanan

Pasal |74

FB dan PB LIMKL pada sckitor perlahanan dsn keamanan
ferdiri atas subsektor:

A, indlustri pertahanan; dan
b, keamanan.

Pazal 175

PB subsektor industri pertahanan berupa kegiatan usaha
aklivilas telekomunibasi khasus untuk keperluan pertahanan
dan keamanan

Paszal 176

PE UMEKU subsektor industri pertahanan meliputl pcnunjang
pperasional Jdanfatay komersial keglatan wsaba vang terdirl
Atas:

a. penetapan =zebagal mdustn pertahanan;

prowluksi alat peralatan pertahanan dan keamanan,
keladian alat peralatan pertahanan dan keamanars:
pemadsaran alal peralatan pertabanan dan keamanan;

pemualan, ekspor, dan fransfer alal peralatan perfabhanan
dan keamanan;

poon o

=

pembelian dan impeoer alat peralatan pertahanan dan
keamanan,; dan fatau

g indusin bahan peledak.

Pasal 177

1) FE UMKEU sebagaimana dimaksud dalam asal 176G
Eerkaitan dengan industri pertahoanan yang menjalankan
kegiatan usaha:

a,  iedusin alagl larma,
b, industri komponen utama dan / atau penunjany;

. industrl kemponen dan/atau pendubkung (perhslalang;
dan

d. ndustri bahan baku,

zes1al dengan kotentuan peraturan perundanp-undangan
di bidang industri pertahanan.
[2) Industr1 | .
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Industri alat wtama schagaimana dimaksud pada ayat (1)
hural a terdin atas:
a. ndustn senjata dan amunis;
b indusin pesawat lerbang;

industr] kendaraan perang;
d. industry kapal perang; dan
&, incdustr radar pertahanan.

Pasal 178

Dalam ranghka pendirian badan usaha di bidang industr bahan
peledak sehagaimana imaksud dalam Pasal 176 hural g dan
badan wsaha i idang industm alar urama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 177 arat {1) hurdf & diperlukan:

a.

rekomendasi penanaman modal asing berupa persetujuan
tmenteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan da
Lidune pertahanan,  dalam hal terdapat  kepentingan
strategis unluk pendirian badan hukum denpan madal
asing mclekiht 49% {empal puluh sembalan persen| yang
brrgerak di bidang indusic alal utama,

rekaomendast pendirian pabrik senjata dan amunisi berupa

persetljuan menteri yang  menyelenggarakan  unisan

pemerinfaban i bidang pertahanen atau pejabat yang

ditunjuk untuk:

1. pendinian badan hukum dengan kepemilikan mnodal
asing maksimal 494 jempat puluh sembilan persen);

2. pendiman badan hukum dengan kepeintikan dalam
neger; atan

3. perubahan kepemilikan saham dalamm baden hukum
dengan kepemilikan dalam neeer,

yvang bergerak di bidang industr alat ucama; dan/ alau

rekormendast pendirian pabrik bahan baku bahan peledak,
bahan pcledak, atau bahan peledak sksesons berupea
persetujuan mentert  yang menyelenggarakan  urasan
pemerintaban di dang pertahanan atau pejabat vang
ditunjuk dalam rangka pendirian badan hukum di bidang
industri hahan peledak.

Pasal | ..



SK Mo 193176 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1k

Pasal 179

Ketontuan mengenal pemberisn peresinan danfataa
rekomendasl kegiatan ekspor dan impor oalat peralatan
pertahanan dan keamanan dan bahan baku bahan peledak
serta bahan peledak aksesoris diatur dengan peraturan menterl
vane menyelenggarskan urusan  pernerintahan di bidang
perlahanan selelah berkoordinasi denpan kementerian erkaic.

Paszal 13t}
PR subsekfar keamanan meliputi kepiaran usaha:
1358 konsullans Keamanan,

#
b. jasa penerapan peralalan keamanan;

™

jasa pelatihan keamanan;

—_—

Jesa kawal angkur vang dan barang berharga;
Jaza prnyediaan tenaga pengamanan; dan

f. |asa ponycdiaan sabtwa kecamansn (KY).

Paragral 16

Selinr Elanomi Keeakif

Fasal 15|

FB sektor ckonomi kreatlf melipui keglatan wusaha ekoneomd
kreatil.

Faragral 17

Sektor Inflormas Goeespasial

Pasul 152
PB sekiur informasi geospasial melipull kegiatan usaha:

a.  perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan informas
goospasial,

b. pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode
terescris, metode {otoprametrt dan penpindraan jauh, atan
hidrogral; dar

. pengolaban dan pengelolaan date dan infrmasi genspasial.

Paragral . . .
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Paragral 14
Seklor Kelenagakerjaan

Pasal 183

PB sektor ketenagakerjaan meliputi kegiatan usahas

A
b.

C.

k.

pelatihan kerja;

alih dava;

peniyeleksian dan penempatan wendgs kera dalam
fEgEL;

penempalan pekerja cumah tangea,

penempatan tenads Kerjd danng (job poriol);

pehyclecksian  dan pencmpatan pokega migran
Indonesia;

tasa fabnkasi, pemelibaraan, reparasi, dan mstalas
leknile keselamaran dan keseharan kerja;

Jasa sertihkasi dengan lingkup kepiaran  usaha
Icmbaga audit sistcm manaemen keselamalan dan
kesehatan kerja,

jasa pengujian laboratorinm dengan lingkup kegiatan
usaha pemeriksaan den pengujion Keselamatan dan
keschatan kena;

jaza inspeksi periodik dengan lingkup keglatan usaha
pemeriksaan dan pengujian keselamatan  dan
kesehalan kerja;

jasa prmbinazn dan konsultast kesclametan dan
kesehatan kerja; dan

sertilikasz profesi plhak ketiga,

FB UMEKLU =zekior kelenagakerjaan melipnt penunjang
aperasional dandarmn kemerzial kKegiatan usaha yang
feroir aras:

d-

pemeriksaan fpenpujian . keseharan tenaga kerja
dan/ atau pelavanan keseharan kerja;

scrtifikat lavak kesclamatan dan keschatan kera; dan

penvelenggaraan pemagangan di luar neger,

Paragral . . .
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Faragral 19
Bektor Perkoperasian

Pasal 154
FB sckior perkoperasian meliput kegiatan wsaha;
a. =mImMpan pinjam.
1. dar dan kepada anggota koperast; dan/atau
2. dari dan kepada koperasi lain, dan
b, aklvitas pemenmighatan Koperas.

Paragral 20
Sektor Pepanaman Madal

Pasal 185

(11 PB sckior penanaman modal melipun kegintan usaha vang
belum ataw dak memiliki kementerian flembaga selapal
pENEampL.

(2} PB sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1) mcolipub
kegiatan:

kaninr adwerkal;

kantor konsulian keksayaan inleleliowal;

kantor penerjomah ataw NtcTpreicr;

perpustakaan dan arsip swasta;

altivitas perusahaan holding:

pemakaman dan Kegiatan yang berkatan dengan ity
dan

= ® @ N T

g. aktivitas konzultasi manajemen lainnya.

Parayral 21
Beklor Penyelengparaan Sistem dan Transaks Elekesonik

Pasal 186

(I PE  sektor  penvelengparaan sistem dan rransaksl
clektronik meliputt kegiatan usaha;

a. aktivitas konsultasi dan perancangan mitemet of things;
lr. aktivitas penyediaan identitas digital,,

.oaktnatas . -
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c.  aktvitas penyediaan scrilikat elekitomk dan lavanan
vang mengeunakan scrifikat elekironik;
d. aktivitas permrograman berbasiz kecerdasan artifisial;
e, aklivitas pengembangan teknologl dlockohaln, dan
f. aktivitas penerbitan pirant lunak (softeeeans).

(2] PE UMEU sektor penvelenggaraan sistermn dan transaksi
elekironik  melipari penunjang  operasional dan/atau
komersial keglatan LUsaha yang (erdin atas:

a. pendaftaran penvelengpara sistem cleklronik linghup
privat, bagi seluruh sektor usaha; dan

b klasifikasi poodul g,

Paragral 2
Sctctor Lingkungan Hidap

Pasal 187
PR sektor lingkungan hidup meliputi kepiatan usaha:

a, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan
beracun; dan

b.  pengelolaan wr iimhah,

BaB vl

LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEQRAS|I SECARA
ELEKTROGMNIK (OWLINE SINGLE SUBMISSON)

Bagian kesatu

L mum

Paragral 1

Lmum

[Fasal 183

(1} Pelakzanaan PBBRE dilakukan sccara clektronik dan
lerinfagrasi melahn Sistem Q535

(20 Sislem Q55 merupakan sistem clektronik yang terintegras
dalam rangka pelaksanaan PRRER.

(3} Sislemn . . .

SK Mo 193173 A
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Sistem 058 terdiri atas:
a. suhzistemn pelavanan nformasi;

o

subsistcm persyardatan dasar,

c. subsistcm perizinan berusaha,

d. subsistemn fasilitas Penanaman Modal;
e, subsistem kemitraan, dan

[, subsistem Penpawasuan.

Sistem 055 scbapaimana dimaksud pada ayat (1) wanh
digunakan oleh.

A, Kementeoan ) tembaga;

=

prmmerintah provinst;

pemerintah kabupaten fkota;
Adminiatrater KEK;

Badan Pengisahaan KFBPR, dan
Pclaku Usaha.

B TS W

Faragral 2

Jenis Pelaku Usaha

Pazal 184

Femohon PB lerdin atlas Pelaku Usahoa

4. Orang perscoTangan;

b. badan usaha,

. kantor perwakilan, dan

d. badamn uzsha luar negeri.

Orang perseorangan schagaimandg dimaksied pada ayar (1]
hurul 3 merupakan orany peErsenranEan™ WATEA negars

Indonesia vane cakap unluk boertindak dean melekukan
perhuatan hukum,

Badan wusaha scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf b merupakan badan wusaha  berbenwak badan
hukutn atau tidak berbentuk badan hukum vang didinkan
i wilayvabh Megara Kezatuan Republk Indonesia dan
melakuksan  wsaha  dan/alaa keglatan pads bodaog
tcrtontu,

(4] Kanlor . - .
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Kantor perwakilan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ menapakan:

a. orang pcrscorangan warga ncgara Indunesa;

b, Qrdang POTSEOrANEAD Warga negara asing;, atag

c. badan useha vyang merupakan perwakilan Pelaky
Usaha dari luar negeri,

denpan persetyjuan pendivian kantor di wilayah Mepara
Kezaluan Republik Indonesia.

Badan usaha ludar neperi sebagaimana dimaksad pada
ayat {1] huruf d merupakan badan usehs asing vang
didinkan di luar wilavah Negara Resalusn Republik
Indonesia dan melakukan usahs danfataun keplatan pads
bBiclang tertentu.

Badan Usaha sebapaimana dimaksud peda ayat {3) terdin
atas:

pcrscroan torbatas,

peraekutuan komanditer {commanditaire vennatschap);
persekutuan firma {venootschap onder firrma);
persekaivan perdata;

koperasi;

perusahaan numurm;

perusahaan umum daerah;

m e AN g

-
wr

hatddan saha milik desa/badan wusaha mihk desa
bersama;

1. lcmbaga penyiaran;
J.  badan hukum lainnya vang dimibkl oleh negars; dan
k. hadan hukuo lainnya.

Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
dapat berupa:

a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan axsing;

b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau

<. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing,
Baran uszaha luar negen =ebapaimana diunaksud pada
Ayat (3] vang dapat melakukan kegiatan usaha di
Indenesia dapal berypa:

a. pemnter waralaba berasal dari laar negeri,

b, pedagang berjangka asing:

c. penyclengeara sistem elekironk lingkup prival asimg,
dan

d. bBentuk usaha tetap.
Pasal ...
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Pasal 190

Ferseroan (erhalas sebagaimana dimaksud dalam Paszal 189
avat (B} hural g merupakan perseroan terbatas sebagaimana
dirmakaud  dalam Undang-Undang mcnpenal  perscroan
lerhaths.

(n

12

S

{1]

{2)

{3]

Pasal 191

Persekutuan komanditer (commonditaire vernoolscheon
sehagarnana dimaksud dalam Pasal 18Y ayat & hurat b
merapaksn  perselkdtuan kamandicer {(commeoendfalre
vernoctschap| vang tolah didaftarkan kepads Pemermitah
Pusat.

Pendaftaran  persekutuan  komanditer  {(commandiane
vennoctschapl kepada Pemerntah Pusat sebaganmana
dimaksud pada Ayal (1) melpug pendaltaran akta
pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran
persckutuan  komanditcr {commanditaire venncolschap
oleh  kernenterian  vang  menvelenggarakan  urusan
pemeriniahan di bidang huokam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran peraclkutuan
komanditer (commamditare vernooischoap)  selmagainmana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menten
yang menyvelenggarakan unisan pemerintahan di bidang
bk,

Pasal 192

Persaloutuan firma [perootschap onder firrma) scbagalimana
dimaksad dalam Pasal 189 avat (&) hwrof ¢ merupakan
persekuian hirme {venootschuzn onder firma) yang telah
didaltarkan kepada Pemermtah Pusal.

Fcndaltaran persckutuan firma [venecischop ender firm]
kepada Pemerimtah Pusat schagaimana dimaksud pacda
avat (1] mchputl pendaftaran akta pendirian, perubahan
anggaran dasar, serta pembubaran persckutuzan irma
[trenaotschap  onder  firmal  aleh  kementerian  yang
menyelengearakan  wrusan  pemenntaban di bidaog
hukurn.

Kctentuan lchih lanjut mengenal pendaftaran persekutuan
lrma [vernootschep ender firmao) sebagaimana dimakaad
pada avat (1) diatur dalam peraturan menteri yang
rmenyelenggarakan  urusan  pemernintahan di bidang
hukutn.

Pasal . ..
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Pasal 193

(1} Perschutuan perdsla sebagaimans dimaksud dalam Pasal
180 oyat {6 burul d merupaksan persskutuan perdala
vang felah didaftarkan kepada Pernerintah Pusat.

(2} Pendaltaran persekutvan perdeta kepada Pemerintah
Puszat schapaimana dimaksad pada ayat (1) melipurd
pendaltaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar,
serla peinbubaran persekatuan perdiata oleh kementerian
vung roenvelenegarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.

(3}  Hetcnooan lebih lanat miengenal pondaltaran persckutuan
perdata sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dalam
peratliran  menteri Yang  menyvelenggarakan  arusan
pemerinlahan i bidang hukom.

Paszl 194

(1} Koperasi sebagaimana ditmaksud dalam Pasat 189 ayat (8]
hurual & merupakan koperssi sebagaimana  dimaksud
dalam Undang-Undang mengenal  perhoporasian vang
telah disahkan oleh Pemenintah Pusat,

(2} Pengezahan koperasi oleh Pemenintah Pusat schagaimana
dimakzud pada ayat {1] meliputi pengesahan akta
pendirian koperasi, perubaban anpgaran dasar koperasi,
serla pembubaran koperasi  oleh kementeriat yang
monyclengparakan unusan  pomenntahan 41 bidang
hukum.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenal pengesahan koperasi
sebagaimana dimaksud pada avar {1} diatur dalam
peraturan nenteri  yang menyelenggarakan  urasan
pemerimiahan i budang halkoam.

Pasal 195

Perusahaan uwmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158G
ayat [B) huruf f merupakan perusahaan umum schagaimana
tlimaksud dalam Undang-Undang mengenai badan uzaha rmlik
negara.

Pasul 196

Pcrusahaan umum dacrah schapaimana dimaksud dalem
Pasal 189 ayat (B) hurul g merupakan perusahaan umum milik
daerah sebagmimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang
mengenai pemerintahan daerah.

Pasal . . .
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Pazal 107

Badan usaha milik desafbadan usaha milik desa bersama
sehagaimana dimaksuad dalam Pasal 189 ayvat 6) haruf b
merupakan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa
bersama sebapaimana  dimaksud  dalam Undang-Undane
tnenpenai desa.

Paxzgl 198

Lembapga penylaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 139
avat [f} hural i merupakan lembags penyiaran sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai penyiaran.

Faszal 194

Badan hukum lainnya vang dimiliki oleh negara sebagaimana
dimaksacl dalam Pasal 1#9 ayat (&) humal j merupakan badan
hukum vang <idicikan aleh negara dengan undang-undang.

Pasal 240

Badan hukum lainnya sebapaimana dimaksud dalam Pazal 189
avat {f) hurul k merupakan badan hukum yang diperbolehkan
untuk melakukan kegiatan gsaha berdasarkan ketentuan
peracuran perundang-undangan,

Paragral 3
Hak Akscs

Pazal 201

(1)  Tlak akses bagi kemmenterian/lembaga, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP  kabupaten/kofa, Administrator KEK, dan
Badan Pengusshasn KPBPE  szebagaimana  dimeksud
dulam Pasal 188 myal [¢4) hural a sampai dengan harad e
diberikan kepada pengelola hak akses vang ditetapkan
olch menternf kepala lembaga, kepala DPMPTSP proviimeos,
kepala DPMPTSP kabupaten/kola, Admmsicalor KEK,
atau kepala Badan Pengusahaan KPBEFB.

12) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dapat memberikan hak akses furunan sesuai kewenangan

dan kebutuhan yang diperiukan.

{3) Pelakua . . .
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(31 Pelaku Usaha sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 188
ayat (4) hurul  yang diberikan hak akses melipugi:
a. arang perzesrangan; dan

b. dircksi/ penguras/ penanggyany  jawab  etau sebutan
lain pada badan usahs=.

Pasal 202

Lembaga OS85 melakukan evaluasi terhadap pemberian hak
akses dan hak akscs rumanan schagaimana dimeksud dalam
Paszal 201.

Pasal 203

(1] Hak akeses kepads kementerianflembaga, DPMETSP
provins, DPMPTSP kabupalen/kota, Adoumstrator KEK,
dan Badan Pengusahaan KPEPB scbhapaimans dimalisug
dalam Fasal 188 ayat [4) huruf a sampal dengan hurif e
paling sedikit diberikan wntuk:

. melakukan verilikasi teknis dan notifikasi pemenohan
persyaratan dasar, PB, dan/alan PB UMKL,

k. melakukan veribkas: perubahan atau pencabutan
persyaratan dasar, PB, dan/atan PB UMKLY;

relaksanasn Pengawasan;

tindak lanjul hasil Pengawasan PR,

penillalan kepatuhan pelaksanaan PE;

tindak lanjut penpadoan Pelaka Usaha,

pengenaan dan tindak lanjar sanksi administratil, dan

= I I

tindakan administratil atas dasar permohonan Pelaku
Usaha.

{2} Hal akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 ayat {4) huraf [ dipunakan untuk:

A, mengsjukan  permobonan persyaratan dasar, PB,
clam/aran PR UMKU  termasuk  perubaban  dan
pencabutan;

b. menyampalkan laporan berkala dan Pelaku Usaha;
c. menyvampalkan pengaduan,
mengajukan permohonan fasilitas Penanaman Modal;

e. tindak lanjut hasil pelakzanaan Pengawasan,

[. mengakises . _ .
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. menpakses profl] Pelaky Ussoha; danfataug

E. mengdjukan permohunsnm pencatallian atas sebagian
atau selurubh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMEL.

Dalam bal Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha
pembangunan kawasan industri, hak akses Kepeda
Pelaku Usaha scbagmmmand dimaksud dalam Pazal |88
avat [} huruf f digunakan untuk melakukan notifikas
pemenubian persyaratan dasar lingkungan kepada Pelaku
Dsaha di dalam Kawasat induseed,

FPasal 204

Permohonan hals akses melalul Si2tem OS5 dilakukan oleh
Pelaku Usaha vang berhenluk:

el

{1]

{Z}

OTAng PCrscOTangan, dengan mengis data nomer indobk
kepondudukan;

badan usaha, dengan mengisi data nomor pengesshan
ateu normor pendaliaran badan usaha;

perusahaan umurn, perusahaan umum dacrah, lembags
penyidaran, dan badan bukum lainnya yvang dimiliki cleh
nepara, denpan mengis data dasar hokuym pembentukan,

persvarikatan atau persekutusan, dengdan mengist dats
dasar hukum pendirian; dan

kantor perwakilan dan badan usaha luar negen, dengan
mengisi data nomnar indouk kependudukan kepala kantor
perwakilan/ penanggunyg jawab vaneg berkewarganegeraan
Indonesia  atan M OIoT paspor  kepala kantiar
perwakilan/ penanggung jJawab yang berkewarganegarasn
asitg.

Pasal 205

Felaku Uszha dapal melakukan perubahan dara hak akses
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2001 myatb [3) secars
mandiri dalam Sistem OS85,

Perubahan data hak akses sebagamrmana dimaksud pada
aval (11 dapat berupa:

H.  TETA PpENEnpgUng jawals,
E. nomor induk kependudukan alay nomor paspor
penanggung jawaby,

Lo matmar ...
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v, nemnor lelepen penanggung jawab;
d.  sural elelironik penanggung jawab; dan/atan
c.  kata sandi,

Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pacla
avat [1} dapar dilakukan setelah dreriikast Sistem 0353
dengan mempertimbangkan keamanan data.

Paragraf 4

Mormor Tnduk Berusaha

Pavanl 2065

NIB wajib dimihki oleh setiap Pelakuy Lsaha,

Setiap Pelaku Uzaha scbagaimans dimaksud pads aval (1]

hanys memilika 1 {sata) NIB.

NIB sebapsmimana dimmaksud pada avat {1} diterbitkan oleh

Lembapga OR5.

WIB sebapaimana dimaksud pada ayat [l] merapakan

identitas  bagi Pelaku  Usaha sebapgal bukb

repistrasi/ pendaftaran Pelakn Usaha untuk mclakukan

bEegiatan wsahE.

NIE uchagaimana dirnaksud pada ayat [1] berlaka juga

sebapal:

a. angka pengenal importr sebagaimanza dimesbkegd
dalam ketentuan peraturan  perundang-undangsan
yvang mengatur mengenal kebijakan dan pengataran

I T

b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksod dalam
peraturan perundang-undangan ch bEudang
kepabeanan;

. pendaflaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan
sosial keaehatan dan jaminan sosial kerenagakerjasn,
dan

d. wajib lapor kelenagakerjaan untuk pericde pertama
Pelaku Usabha.

Pelaku Usaha yang memerlukan angka penpenal impsorts

sebagaimana dimaksud pada ayat {3) hurul a hanyva dapal

memilih:

g, angka penpenal importly omum unwk kegiatan impor
barang yang diperdapanpgkan; atau

b angka . ..
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k. angka pcoecnal importir produsen untul Kegiatat
impor barang wvang dipergunakan sendin schags
barang meodal, bahan baku, bahan penelong, dan/ alal
bahan untuk mendukung proses prodoksd.

Hak akses kepabeanan sehapaimana dimaksud pada
ayat |3) huraf b dapat digunakan elch:

a. Pelaku Usaha vang merupakan badan usaha, untuk
rnelakulkan kegiatan impor dan/atau ekspor;, atan

b Pelaku Usaha veang merupakan orang persecrangan,
hanva dapat melakukan Kepialan ekspor

NIB berbentuk angka acak yanpg diberi pengaman dan
disertai dengan tanda tangan elektronik.

NIE berlaku selama Pelaky Usaha menjalankan kematan
usaha scsual dengan hetenluan peraluran pecuncdan-
undangan.

Pasal 2407

NIE scbagaimana dimaksud dalam Pasal 206 mencakup
dala paling sedikit;

a. profil;

b, permodalan usaha,

. namar pokok wapit papak;
d. KELI; dan

e. lokas usaha.

Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada
aval {1]. Pelaku Usaha orang perseorangan menglsi data
pada Sistem C¥E5.

Data prolill schagaimana dimaksud pada aval (1] huoal &,
bagl Pelaku Usaha orang perscurangan merupskan nomor
induk kepondudukan vang terinteprast dengan wisiem
di  kementcrnan yane  menyelenggarakan urasan
pemerintahan di bidang dalam negen

Bapi Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha, data
sehapaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a, hural b,
huruf ¢, dan hurol d, sespal dengan integrasi antara
Sisterm (55 dengan sistem 1 Kementenan  yang
menvelengearakan  wurusdan pemerninlahen ol badang
hukum.

(3] Terhadap . . .
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Terhadap duta nomor pokolt wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada awat (1) huruf ¢, Sistem 055 melakukan
validasi sesual dengan integrast dengan sislem o
kementenan YAng menyelenggarakan urusan
pemenniahan di bidang keusngan negara.

Bagi Pelaku Usaha orang perscoranpan yang belum
memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan
prermohonan nomor pokokl wapib pﬂjak melalui Siscern
(55,

Data lokasi usaha scbagaimana dimaksud pada ayat [1)
hural e sesual denpan integrasi artau validast antara
Sistern 085 dengan sistem i kementerian/badan vang
menvelengparakan urusan pemerinizhan di bidang agraria
dan tata ruang serta tugas pemenntahan di badang
pertanahan.

Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum lerseclia secara darving, Pelaku Usaha melakukan
penEsian pada Sixlem OS5

Bag Prlaku Usaha kKantor perwakilan dan badan usaba
luar  negeri  sclain harus  memenubl ketentuan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1}, harus menpisi dats
paling sedikit:

a. namd perusahaan i luar repen yang menungul;

b. alamat pecruzahaan di luar neger rang menlinulk; dan
c. data kantor perwakilan di Indonesia,

Pasal 208

Terhaduap daly sebagaimnana diraksud dalam Pagal 207

avat [1}, Sistem 055 melakulkan penapisan hesexuaian

dengan  ketentuan bidanpg  usaha dan  kewentuan

Fenanaman Madal lainnya, termasuk:

a. bidang usaha vang diklasifiKasikan sebapai bidang
usaha priontas;

b, alokasi mdanp usaha untuk UMEK-M dan keperask;

c. kewapban kemitraan dengan UMK dan koperas:;

d. kewentuan bidang usaha dengan persyaratan teclentu;
dan

e. ketentuan bidang wsaha wvang tertutup  untuk
Penanatman bModal.

Ponapisan kesesuaian dengan ketentuan bidang usaha
dan kelentuan Penanaman Modal lainnya sebapaimana
dimaksud pada aval (1}, meoenivkan insentil dan/atan
[asilitas Penanaman bModal vang dapat diperoleh oleh

Pelala Usaha.
{3) Terhadap . . .
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Terhadap data vang telah dilakukan penapisan, Sistem
Q55 mengalikan data kepada  kemenlerian,lembaga,
DPFMPTSP provinsi, DFMFTSF kabupaten) kota,
Admunistrator KEK, cdan Badan Pengusahzan KFPBEPB
sesuan dengan kewenangan sehagaimana dimaksod dalam
Paszal 138.

Paragral 5

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Fasal 201

Dalarm hal mengelinakan tenaga kera asing, Pelakey Useaba
trnenyampalkan rencana jumlah penggunaan tenagn kerja
asing melalul sistemn elektronik vang diselenpggarakan
kemenlenan YAnE menvelenggarakan LrLEan
pemerinlaban di bidang ketenagakerjaan.

Rementcnan rang treryelengeas rakan LrLISAL
pemerintaban di bidang ketenagakerjaan mencruskan
pengesahan rencana penggunasan tenags kerja asing
kepada Lembaga OS5 dan  kementerian  vang
menyelengrarakan subursan pemerintahan imigrasi.

Paragraf &
Data Pelaku Usaha dan Data Usahs

Pasal 2110
Felaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha
berupa:
a. kepiaran dsaha utima;
tr, kKegiatan usaha pendukung; dan/arau
¢. kantor cabang administrasi.
Keglatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada avat
(11 huruf & merupakan kegialan usaha sebagaimana vang

tercantun pada lepaletas/akia Pelaku  Usaha  dan
merupakan sumber pendapatan bagl Polaku Usaha.

Kegiatan usaha pendukung schagaimana dimaksud pada
ayat (1} buraf b terdir atas satu atau lebih kegiatan usaha
Vang!

a. tergolong  sebagal pendukung darn kegiatan usaha

Llama,;
b. dapat . . .



SK No 253395 A

(4]

o

i |
)
FRESIOEMN
REFUHLIKE INODDMNESIA

-115 -

. dapat merupakan sumber pendapatan bam Pelaku
LTsaha; dan

¢, dapat dilakukan dan diselesaukan terlebih dahulu
sebelum pelaksanaan keglatan usaha urama.

Kantor cabang administras: aebhapaimana dimabkesud pads
avar [1] Burul ¢ merupaksn umit atau bapan dar
perusihian mduknya yang dapat berkedudokan di
lempal  berlainan  dan bersifat kegiatzn penunjang
administracf.

Pasal 211

Pelaku Usaha yang telab mengisi data sehagaimana dimaksad
dalarn Pasal 207 ayval (1) wajib melanjuitkan proses di Sistem
053 unluk mendapatkan PBBE dengan memasukkan dara
keglatan usaha utama untuk masing-masing kode KBLI 5 (litnal
dipit dan lokasi usaha paling sedikit mermyat:

il.

b
o
i

(1]

(2]

(3}

jenis prodduk vang dihesilkan;
kapasitas produk;

jutnlab tenapa kerja; dan

reticana ke mvestas.

Pasal 212
Untuk  Penanaman  Modal  Asing, Sistemn O35
melaksanakan pemeriksaan ketenfuan atas datas usaha
betupa rencans milag myesias schagaimana dimaksod
dalam Pasal 211 hural d vang digjukan cleh Polaku Usaha
meliputi;
A. TIRImum inveswast; dan
b. ketentuan permodalan.
Kerentuan mnimuam mvestast bagl Pensnaman Modal
Asing sebagaimana dimaksied pada aval (1] hurmal 2 per
bidang neaha KBLL 3 (licap digil per lokast gsahs hams
lebih besar dar RplO0.000.0G0 000,00 jsepulub miliar
rupialy, di luar tanah dan hanglinae.
kaerantlan schapaimana  dimabksed pada  avatl  (2)
dikecualikan untuk kegiatan usaha:s
a. perdagangan besar per 4 (empal) digit awal KBLE, total
mvesiasmya lebih Besar dart Bpl 0,000,000 G040, Do
[scpulubh miliar rumah) di luar tanah dan banpgunan,;

b jasa . ..
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Ir. jasa makanan dan munuman sepanjang terbuka untuk
Penanaman Modal Asing per 2 {dua] digit awal KELI per
I {saru] fifik lokasi usaha, total investasinya lebih
besar duri RplO.000.000000,00  (sepulub rruliar
rupiah) di luar tanah dan bangunan;

¢ Konstruks sepamang  terbuka wntuk Penanaman
Modal Asing per 4 [empaty digit awal KBLI, total
investasinva lebih besar dan BEplO GO0 00 Q00 00
(sepulull miliar rupiah) di luar tanah dan bangunsn
flalam satu Kegiatan,; atau

gd. industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI
S lima} digit yang berbeda dalam 1 {sat) lini produkesl,
totzl Imvesiasinys letah laessar thart
Rpl0 000, 000,000,000 {scpulubh miliar rupiah) di Jdar
tanah dan banpgunan.

Puasal 213

Terhadap kegmlaltan  uwsaha  pendubung  sebagamnana
dimaksud dalam Pasal 210 ayat {3), Pelaky Usaha vang
telah tnengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
207 ayal (1] wapill melanjutkan proses di Sislem (55
untuk mendapatkan PBER dengan memasukkan data
kegiatan wsaha pecndukung untuk masing-masing kode
KBLI 5 {lima)] digit dan lokasi usaha paling scdikit memuasat:

a. jenis produk vang dihasilkan;
L. Kapasilas produk;

<. Jumlah tenaga kerja; dan

d. rencana nilar Investasi.

Terhadap  kegiatan usaha pendukung  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3], Pelalky Usaha wajpl
memenuhl persyaratan sedual dengan ketentuan
peraturan pcrundang-undangan, termeasuk
pecngidentifikasian PEBBE.

Untuk Pocpanaman bedal Asine, kcoelatan  usaha
pendulung  dikecualikan  dari proscs  pemenksaan
ketentuan nilai permodalan dan mimimum  investas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 avat [2) serta
kewsjiban pencaniuman KBLT dalam maksucd dan hquan
pada legahtas Pelaku Usaha,

Pasal . . .
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Pasal 214

Pclaku Usabhs mendalarkan kantir cabang administrast

zebapaimana dimaksud dalam Pasal 210 avat {4 pada

Sisiem D838 dengan melengkapi data paling sedikit:

A alamat kantor cabang administrasi,

k. nomor pokok wajib pajek kantor cabang administrasi
atau nomor identitas wmpsl kegiatan usaha; dan

. penanggung jawab kantor cabang adminisirasi.

Dalam hal kanlor cabang adiministras) lebih darl T {satu]

lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data sebagaimana

dimaksud pada avat (1) untuk sctiap lnkasi kantor cabang

administrasi.

Pendaflaran kantor cabanp administrasi sebagairmaria

dimaksud pada ayat (1} ditertkan melalin Sistem 0855

schagal lampiran NIG.

Pasal 215

Dalam hal 1 {satu) kegiatan usaha ulama schaganmnana
ditnalesud dalam Pasal 210 ayal (2) merapakan:

a. kegiatan dalam 1 {satu} lmni  produksi  yang
menghasilkan lebih dar 1 [satu) praduk dengan kode
KBLI 5 [lima] gl yang berbeda di lnkasi yang sama,
arau

b. kegiatan yang menghasilkan lebib dan | {sata) jasa
detigan kode KBLI & (lima) digit vang berbeda di lokast
VHITR SBITE,

kelenpkapan dats dapat digabunge rmenjadi sar.

Kelengkapan data vang dapal dieabung schagaimana

dirnaksud pada ayat (1} dapat berupa-

A. kKebutuhan irasan lahan:

b, kebuluhan bangunao gedung,

C. mesin dan peralatan; dan

d. nilal inveslasi,

Bagian Kedua
Subsistern Pelayanan Informasi

Pasal 216
Subsistern pelayanan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Mazal 188 avat [3) burul a menyediakan miormas
dan layvanan pusat bantuan dalam memperoleh PGER
zerta informas: lamn.

(2} Penyvediaan . . -
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Penyedidaan nformasi dan layvanan pusat  hantuan
sebagaimana dimaksud pada avat (1] paling sedikil
metnuak

a. KBL] berdasarkan lingkat Eisiko;

b. ETE;

c. ketentuan persyaratan Penanaman Medal;

o, perayaratan danjfatag kewajiban FR, jangka walkitu
penerbitan, standar pelakvanaan kegialan Gsaha dan
penunjang lepiatan usaha, dan ketenluan lain i
dalam neorma, standar, prosedur, dan knteria scluruh
scktor  bidang usaha, pedoman dan  tata  cara
penpajuan NIR, Sertifikat Standar, dan lzin,
prryaralan dasar;

. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;

g Penpawasan persyaratan dasar, PB, dan/atau PE
UMED serta kewajiban pelaporan;

h. panduan penpguna Sisfem 085, kanal kontak, dan
hal-hal  yang  senng  ditanya  [freguently  ocshed
qUESTONS);

I. data statistik rcalisasi inycstas:; dan

J- informasi lain yvang ditetapkan denpan Kepuatusan

Lembaga 0SS,

Informast sehoagaimana dimelksud pada ayvar [Z) dapat
diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak
akzes.

Baplan Ketipa

Subsistem Persyaratan Dasar

Pasal 217

Subsiztem persyaratan dasar sebagmimans dimaksud
dalam Pasal 188 avat |3] huruf b dapat diakscs dengan
menggunakan hak akses.

Subsislem persyaratan  dasar  sehagaimana dimaksud
pada aval (L], paling sedikit memuat:

a. KEPH;

b. KL, danjatau

c. FBi serta SLF.

Bagian . . .
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Bagian Kecmpat

Subsistam Perizinan Berusaha

Paragral 1

Umum

Pasal 218

Subsistermn penznan berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 188 ayat {3) hurul ¢ dapal diakeses dengan
menggunakan hak akses.

Subsiatern perizinan berusaha sebagaimana dunaksud
pada ayar i1) mencakup:

a. PEB:
1. Eisike endah berupa NIE;
2, Hisiko menengah terdin atas:
a] WIB, dan
by Sertifikat Standar.
3. ERisiko tingpel terdin atas:
a] MIB; dan
By lzin.
b PI LIBTKTY.

Subsistemn penizinan berusaha diakses mengpunakan hak
aksce olelh:

a. Pelaku Usaha;
b. Lembaga (s

. kementerian ! lembaps;

d. DFMPTSP provinsi;

. DPMPTSP kabupaten kota;
[ Administraior KEK; dan

p. Badan Penpusahaan KPBFE.

Kepala lLembaga O35 dapat membenikan hak akses
terbatas selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada
aval [3)

Farawrafl . _ .
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Faragral 2

Jenis Pernizinan Berusaha dan Perizcinan Beiuzaha

(1)

I2]

|3)

(4]

Untuk Menunjang KEegiatan Usaha

Pasal 212

FEB dan/atau PB UMKU sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 218 ayat |2) dapat dilakuksan perluasan danfataa
perubahan dalam rangka pengembangan ussha
Perhuasan  danfatau petubahan dalam rangka
pengembangan wiaba  sebapaimana  dumaksud  pada
ayat {1] meliput penamtrahan:

a. kapasitas produksifjasa;

E. lokasi usaha; dan/atau

¢. Kepiatan usaha,

PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {11}
dan/atau PB UMKWU schagaimana dimaksud dalam Pasal
218 ayat (2) dapat dilakukan perpanjangsn masa
berlakunva  sesual  dengan  kctentuan  peraluran
perundang-undangan.

Pelaku Usaha vang telah memidila PB don/fatau PB UMKLF
dan twelah  melaksanakan  kegiatan waaha, pooeses
perpanjangan PE danfatau PE UMK sebapaimana
dimaksud pada ayat (3) bodak perlu didabulul dengan
pengajuan persvaratan dasar baru,

Kerentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengauan,
penechitan, perluasan, perubahan, dan fatan
perpanjangan FB dan/atauw PB UMEKL diatur dalam
peraturan menkeri/ kepala badan yang menyelengearakan
urnsan permerintahan di bidang investasi dan tugas
permerintaban i hidang koordinasi penanaman modal

Paragraf 3

Pencerbatan MPerizinan Berusaha Histko Eendah

(1}

(2]

Paszal 220

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat
Risikn rendah, NIB secara otomatis terbit melalul Sisiem
085 setelah Pelaky  Usaha  memenubn ketentuan
sebapaimana dimalisuad dalam Pasal 207.

NIE sebapaimana dimnalkosud pada avat [ berlaky sebapai
lcgalitas  untuk melaksanakan kegatan  berusaha
sekaligus menjadl SPPL.

Paragral . . .
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Paragral 4

Penerbilan Perivinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

£l

{2

(3]

{4}

Pasal 221

Dralarm hal kegiatan usaha termasuk ke dalam binghkat
Risiko menengah rendah, setelah memenuh ketentuan
sebagaimana dimaksiel dalam Pasal 207, Pelaku Usaha
mengisi pernvataan kesanpeapan memenuln standar
pelaksanaan keglatan usaha melalul Sistem 055,

Dralurm hal kegiatan useha dikategorikan wajib memenuahi
standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan
memenuhi standar  pelaksanasn Kegiatan  usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usahia
mengist frmulir UKL-UPL vang tersedia di Sistem 055
untuk memperaleh NIB dan Sertiflikat Standar.

Cralam hal kewiatan asaha tidak wajib WKL UPL, =elain
meongisi permymlasn kesanpgupan  memenuhi o standar
pelaksanaan kepiatan usaha sebagamimans dimaksod pada
avat (1], Pelaku Usaha mengisi fermulir 3PPL vang tersedia
di Kiztem 055 untuk memperoleh NIE dan Sertilikal
Slandar.

Dalam hal kegiatan usaha dengan  tngkat  Risiko
menengah rendah sebaguimnana dimaksud dalam Pasal
221 ayat (1) memerlukan pemenuhan standar kegiatan
usoha danfatau standar produk/jasa, Pelaklu Lsaha
mengaukan  permohonan PB UMKD  sesual dengan
kelenivan vang diatur dalam Peraturan Pemerintah in.

Paragral >

Fenerhitan Perizinan Berusaha Risika Mcnengah Tingg:

(1)

()

Pasal 222

Dalam hal keglatan usahz termasuk ke dalam tonpgkat
Risika menengah tinggl, setelah memenuin kelenghkapan
data sebapaimana Jdimuaksiad dalam Paszal 207, Pelaku
Usaha mengisi permiyataan  kesanggupan  memennhi
standar pelaksanaan kegiatan wsaha melala Sistem Q55

Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memendin
standar UKL-UPL, sclain mengisl pernyataan kesanggupan
memenabl standar pelaksanaan kepiatan usaha
schagaimana dimaksud pada ayar (1), Pelakbu Usaha
mengEst formulir UKL-UPL yang tersecha di Sistern 85
untuk memperclch NIB dan Secqifikal Standarc yang
mencantumkan tanda belum terverifikasi,
{3) Dalam . . .
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[ralam hal kegiatan usaha lidak wajilh UKL-UPL, selain
mengisi pernyataan  kesanggupan  memenobin srandar
pelaksanaan kepiatan usaha schagamans dimaksud pada
aval [1],  Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang
tersedia i Sistern 0S8 untuk memperoleh NIB dan
Scrtifikat  Standar yang mencantumkan tands belum
terverifikasi.

Betelah memperclen NIB dan Sertifikat Stondar yang
mencanlumkan landa belum tereerihkasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) alal ayal (3, Pelaku Usaha
melakukan pemeonuhan standar pelaksanaan keglalan
usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kKriteria melalui Bistem 085,

Femenuhan  standar  pelaksanaan kegiatan  usaha
sebagaimana dimaksud pada wral (@) diteruskan sistem
(85 kepada kementenian/lembapa, DPMPTSFE provios,
NPMPTSP  kabupaten/kota, Admimistrator kEK, dan
Badan Pengusahasn KPBPB sesum dengan kewenangan
masing-masing unluk dilakakan verifikasi.

Verifikasi schagaimana dimaksud pada ayval 15) dilakukan
kementerian/lembapa,  organisasi perangkat  daerah
pravinsl, organisasi peranpgkat daerah kabupaton/ kata,
Administrator KEK, atew Badan Pengusahaan KPBPE
sesual denpan kewenangan masing-masing dalam jangka
waktu scsual norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Beordasarkan  hasil  venlikasi,  kemenlenian/ lembags,
nrganisasi  perangkat dacrah  proviosi,  oTganisas
perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
alay  Badan  Pengusahaan KPBPB  monyampaskan
noifikkas ke Sistem O8R5 herupa memenuhi persyaratan
atan tidak memenuh persyaratan.

[alam melakukan verifikast sebagsimana dimaksud pacda
ayat [5] dan ayat &), Administrator KEK atau Badan
Pengusahaan KPBPB  dapat bckerja sama  dengan
kementerian/lembaga, orpanisasi perangkat daerah
provinsl, organisas) perangkat daerab kabupaten (loota,
datau lemhbaga alad profesi abli yang bersectihkat atau
terakreditast  sesual denean keleniuan peraturan
perandang-undangan.

Fa=sal. ..
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Pasal 223
Dialarn hal berdasarkan notifikasi sebagainnana dimaksud
dalam  Pasal 222 ayar (7] dinvatakan memenuhi

persyaratan, Sistem 055 mencanlumkan  keterangann
bahwa Sertifikat Standar telah divenlkasi.

Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar vang
lelabh mencanrumkan keterangan  telah divernilikas
sebagaimana dimuaksiad pada ayat (1.

I’asal 224

Dralam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 222 ayal |7) dinvatakan Pelaka Usaha tidak
memenubl  persydaralan, Sislenm 055 menyampaikan
kepada Pelaku Usaha untuk mclakukan pemenihan
persvaratan Sertilikat Standar dalam jangka waktu rang
telah diterapkan dalam nerma, standar, prosedur, dan
Eriteria,

Pelaku Usaha menyampakan permohonan melalad Sistem
Os5  untuk  dilakukan  venifikast kembali serelah
rnelakukan pemenuban persvaratan Scertifikat Standar,

Ketenlyan verifikasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
222 ayat (2], aval [B), ayal (7], dan ayar (8], dan Pasal 223
berlaku secara mutadls mulandis dalam pelabsanaan
verifikasi kembal,

Dalam hal berdasarksan verifikasi kembali sebagaimana
dimaksud pada aval [2] dan @yat (3), Pelaka Usaha tetap
tidak memenuhl persvaratan Serhifikat Slandar dalam
jangka waktu yang ditccapkan dalam norma, standar,
prosedur, dan  kriteria,  Sistem 055  membatalkan
Serlikal Standac vang belum divenfikasi.

Paxal] 225

Dalam hal kementerianflembagas, orgamsas perangkat
daerah Provins, OTEAILEA S perangkat  daerah
kabupaten/kota, Admunistraler  KEk,  araa Badanb
Pengusahaan KPBPFE scsual dengan kewenangan masing-
masing tidak membenkan notifikasi hasil veniikas: kepada
Sigherm (288, Sistemn (25 zecara otomatis mencantumkan
keleranean bahwa Sertifikat Standar telah tervernifikasi

Pelaku Usaha dapat mencelzk Serlikat Standac yang
tclah  mencantumlkan  keterangan  elah lerverihlag
sebagaimana dimaksud pada ayal (1).

Pasal . ..
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Pasal 226

Dralam hal kegialan usaha denpan ungkar Risike menengah
tingpi sebagaimana dimaksod dalam Pasal 222 ayat (1)
memerlukan pemenuhan standar keglatan uwsaha dan/fatau
standar produk/jasa, Pelaka LUsaha meneajukan permohonan
PEBE UMKLU sesual denpan ketentuan vang diatur dalam
Peraturan Pemerintah im.

Faragral &

Penerbitan Perizinan Berusaha Risike Tinggl

i1)

2]

13

i4)

i

()

Pawal 227

Scbelum melakukan kegiatan usaha yvang termasuk ke
dalam tingkat Risiko tinggl, Pelaku Usaha wajib memiliki
NIB yang diterbitkan melalu Sistem 085,

DZelelalh memiike NI, Pelaku  Wsehe  schagaimans
dimaksud pada aval (1) wajil: memenubhl persyaratan [zin
sesual denpan norma, standar, proscdur, dan kntena
sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atan
kamersial.

Prrsvaralan lsin schapaimana dimaksud pada ayat (2)
melipuli pula Amdal bag kepiatan usabhd yvang wajib
Amdal.

Pemenuhan persyaratan lzin sebagaimana dimakaud pada
ayar {2] disampaikan nleh Pelalu Usaha melalhiyi Sistem
53,

Fernenuhan persyaratan lzin schbagaimana dimaksud pada
ayat (4} diteruskan Sistem 055 kepada
kementenatf lembaga, DOPMPTSP  provinsi, DPMPTZSFP
kabupalen ! kola, Admimisirator KEK, dan/alau Badan
Penglsahaun KPEPH semusi denpan kewenanpgan masing-
musing untuk dilakukan verililkas,

Vernlikas! schbagaimana dimaksud pada ayat (3], dilakukan
olch kementerian/lembapa, organisasi perangkat dacrah
provinsy, orgamsasi perangkat daerah kabuopatengkota,
Admimstrator KEK, dan/atau Badan Penmusahaan KPEFB
scguai dengan kewenangan mesing-masing dalarn janpghs
wakty sesbar howema, standar, peosedor, dan koteria.

{7] Berdasarkan - . .
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(7] Berdasarkan hasill  venlikasi,  kementenan/lembaoaga,
orpanisasl  perangkat  daerah provinsl,  orpganisasi
pecrangkat dacrah kabupaten/kota, Administrater KEK,
danfatan Badan Pengusahaan KPRPR menyampaikan
oclifkast  kepada Sistem (035 berupa memenuhi
persvaratan atau tidak memenuhl persyaratan.,

{8] Dalam melakukan verilikasi sebapaimana dimaksud pada
ayat [5) dan avat (6], Administrator KEK atay Badan
Penplisahaan  KPFRPR  dapal bekerjp sama dengan
kementetian/ lembagn,  organisast  perangkat  dacrah
provinst, organisasi perangkat dacrah kabupaten/kota,
dan/atau lembapa atau prefesi ahl vang bersertifikat atau
terakreditasy  sesual  denpan keleniuan peratuaran
prrundang-undangsn,

Pasal 228

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebapaimana dimaksod
dalam Pasal 227 ayat [7) Pelaku Usaha dinyvarakan memenyby
persyaratan, Sistem O35 menerbitkan lan kepada Pelakuy
Lrsaba.

Pasal 22%

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 227 ayat (7] Pelaku Usaha dinvatakan tidak
memenuhi persyacatan, Sistem 0853 menyampuiban kKepada
Pelakn Usaha untuk memenuhil kclengkapan pemenuhan
persyaratan lzin melalw Sistem O55.

Pasal 230

Nalam hal kemenlensan S lembags, organisast perangkat dacrah
pravinsl, organisasi  perangkat  daeroh kabupaten/kota,
Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBFB sesuai
dengan kewenangan masing-mazing tdak  memberikan
notifikasy hasil verifikasi kepada Sistern Q85, Sisem O85
menerbitkan 1zin.

Pasal 231

Dalam hal kepiatan wusaha tungkat Risiko tinggl memerlukan
poeroenithan standar  kegatan  usabha  dan/atau standar
produk/jasa, Pelaku Uszasha mengajukan permohonan PR
UMEU zesum dengan ketentuan vang distur dalam Petaturan
FPemerinlah ini.

Paragral . . .
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Paragraf 7

Percepatan Penerbitan laim

Pazal 232

Bapl kegiatan usaha wvang termaszulk ke dalam tingkat
Risiko tingg yanp:

a. berlokasi i KEK, KEFEBPHE, atau kawasan industri;
dan fatau

b. termasuk dalam proyek straregis naswonal,

kementerian /lembaga, TIPMPTSP  provinsi, DPMPTSF
Kabupaten kola, Admmisirator KEE, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPE sesual dengan kewenanpgan masing-
masing langsunp menerbitkan PB dan FB UMKD tertentu
tanpa terlebih dahulo dilakukan pemenghan persvaratan
oleh Pelaky Usaha.

ketenivan pementihan persyaratan [zin schagaimana
dimaksud dalam Pasal 227 berlaku sccara muatatis
mutandis bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayvat [1}, kecvah vang termasul dalam  proyek
siralegls fdsional,

Cralam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan
persvaratan schagaimana  dimaksud pada  ayat (2],
kementerian/ lembaga, DPFMPTSP  provinsy, DPMFPTSP
kabupatenkota, Administrater KEK, dan/atag Badao
Penpusahaan KPGPD sesual dengan kewsnangan masing-
masing, mermbatallean T2in yang  telah diterbitkan
schaganimana dimaksud pada ayat (1) melalul Sistem O8E5.

Paragral 8

Penerbitan dan Kemudahean Perizinan Burisaha danfartau Perizinan Berusaha
untuk Menunjang Kepialan Usaha bag Usaha Mikee Kecil

SK Ne 193150 &

(1]

(2]

Fasal 233

UMK dibenkan kemudahan penzinan beruzaha melalu;
pEriziian runggal.

krniteria UMK mengikoti ketentuan peraluran peruandane-
undabngen  mengemnal kemidahan, pehndunpan, dan
pemberdayaan koperas: dan UME-M.

Pagal . . .
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Pasal 234

Dalam hal kegialan JUsahs veane dillakdloan olebh UMER
schagaimana dimaksud dalam Pasal 233 memlila Risiko
tendah, pelaku UME mendapatkan WNIB melalul Sisterm
055, aebapai identitas dan legalitas usaha.

NIE schapaimana dimaksad pada ayval (1) uniuk kesialan
usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan eleh
UMK, berlaku juga schagarn

a. standar nasional indonesia sebagasirmana dimaksud
fdalam  peraturen perundang-undanpan di bidang
slandardisast den penilaian kesesuaian; danfala

b. pernvataan Jjaminan halal sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
Jatmman poxluk halal

Dalam bal kewintan vsaha memiliki Bisike menengah atay
timgei, selam HIE pelaku UME wanb memilikn Serafikat
Standar dan,;/atau lzin.

Pelakun UMK zcbapaimana  dimaksad pada ayvat (3]
tnenyvatnpaikan permohonan untuk memperalel Sertifikat
Standar dan fatan L2 melal Sistem (055,

Sislem 0533 meneruskan permohonan pelaka UBMEK
zebagaimana dimaksnd pada  ayat (4]  kepada
kemenienan/lembaga, pemerintabh provinsi, pemerintah
kabupaten/kota,  Administrator KEK, den Badan
Penglsahaan KPBPB.

Ketentuan sebagaimensa dimaksud dalam Pasal 221, Pasal
222 dan Pssal 227 berlaku secara mutatis mutandis
untuk pembernan Sertifikat Standar dan/atan lzin bagl
pelaku UME.

Bagian Kelima

Subsistern Pasilitas Peoanaman Mocal

Pasal 235

Subsistem  fasilitas  Penanaman  Medal sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 188 ayat [3] huruf d dapat diakses
dengan menggunekan hak akses.

Subwsistern  fesuitas  Penanaman Meoedal schapaimana
dimaksud pada aval (1}, paling sedikit memuaat;

a pcngajuan . . .
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a. pengaian pembebasan bea masuk atas mpor mesin
serta barang dan bahan untuk pembangunan atau
pengernbangan industrnn dalam rangka Penanarmnan

Mondal;

b, pengajuan pecmboebasan bea masuk atas imper barang
modal dalam rangka pembangunan atall
pengembangan industri pembangkilan listrik untuk
Kepentirygan e,

¢, pengajuan pembecbasan atau keringanan boca masuk
atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau
perjanjian  karra  penpgusahaan pertarobangan
Batubara;

. peEngapan [asililas pengurangan pajak ponghastilan
badan,

c. pcngajuan  lasilitas pajak penphasilan untuk
Fenanaman Modal di bidang-bidang vsaha tectenty
dan/atay di dagrah-dacrah wricni,

f. pengajuan pengurangan penghasilan bruto atas
penyelengearnan kegatan praknk kerja, pemagangan,
dan/atau pembelajaran dalam rangka pemlunaan dan
pengembangan  sumber daya manusia | bechasis
kotnpetetis terteniu;

B penpajuat pengurangan penghasilan bruto atas
kegialan penelitian dan penpembangan tertentu di
Indoncsia; dan/atan

h. fasilitas penpurangan penghasilan neto atas
Penanaman Modal bary atau perluasan usaha pada
Lridang usaha terlentu yang merupakan industri padat
karya.

Bagian Keenam

Subsistem Kemiteaan

Puasal 236

Subsiztem  kemitraan  scbagoimona dimaksud  dalam
Pasal 188 ayat (3) huruf ¢ dapat diakses dengan
menggunakan hak akses.

Subsistemn kemitraan  sebapaimanes dimabesygd pada
ayat {1], paling =edikit memuat:

a, kemilraan - . .
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a. kemitraan scbagannana diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan di bidang uvsahs Penanaman
bModal,

b. kemitraan lain vang dipersvaratkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

. Kemitraan yang bersifat sukarela vang dilakukan elch
Pelaka Usaha; dan

d. monitoring dan evaluasi atas implementasi komitmen
lkeemitraan.

Bagian Kctujuh

Subsistem Pengawasan

Pasal 247

Subsislemn Penpawasan scbapaimana dimaksud dalam
Pasal 188 avat (3] humd { dapat diakses dengan
mecnggunakan hak akses.

Subsistern Pengawasan  sebagaimana  climaksud  pada
ayat (1), praling sedikil memisal:

a. laporan berkala dan Pelaku Usaha;

h, perencanaan inspeksl lapangan tabunan;

c. perangkat kerja Penpawasan,
d

penilaian kepatuhan pelaksanaan persyaralan dasar,
PE, danfataun FB UMEL,

. penpgaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelakzana
Penpawasan scita tindak lanjutnya;

. tndakan administratf  berapa pencablan alaes
sebapian  atau  selurul persyaralan dasar, PB,
dan/atau PBE UMKL; dun

B pembinaan dan sanks! administratil

FPerarngkat kerja Pengawasan sehagaimana dimaksud pada

ayal [2) hurul o terdinl atas;

a, data, profl, dan informasi Pelaku Usaha vanp rerdapat
pada Sistem O55;

b. surat fugas pelaksana inspeksi lapanpan;

. sural permberitabhoan Kunjungan;

dl. herita acara pemenksaan; dan

e, perangkat kerja lainoya vyang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan Pengawasan.

BAB ...
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BAE VI
PENGAWASAN

Rapian Kesaly

Umum

Pasal 238
Pengawasan PALRR dilaksanakan vleh:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Dasrals;
o Admimsitatior KEE; danfalau
d. Badwn Pcopusahaan KPEFB,
sl dengan kewenangan masing-masing.

Pengawasan sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
bertuat untuk:

a. memaslikan  kepatuhan pemenuhan ketentuan
porsyaratan dasar, PB, dan FE UMEKL,

b. menpgumpulkan data, bukdb, danfatan laporan
terjadinya bahava terhadap keselarnalan, keschalan,
lingkungan hudup. danfatau bahaya lainnya yang
dapat ditimbulkan darn pelaksanaan keglatan usaha;
dan

c. memastikan perkembangan realisas dan permenuban
kewajiban Penanaman Modal.

Fenenwasan schapaimana dimaksud pada ayat (1], terdin
AlHS

a, Peneawasan tuting dan
k. Peneawasan insidontal.
Fengawasan sebapaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan atas pelaksanaan PBBR.

Bapan . . .
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Rapisn Kedug

Pengawasan Ralin

Faragral |

Umluim

Pazal 239

Penpawasan rutin sebapaimana dinaksad dalam Pasal 2058
avdat (3 hurul a dilakukan melalo;

a.
b.

(1)

2

[3)

[

pemenikzaan laporan Pelaku Usaha; dan/atan

inspcksi lapangan rotin.

Faragral 2

Pemeriksaan Laperan Pelaku Usaha

Pasal 240

Pemeriksaan laporan  Pelaku Usaha sebagaimana
dimalkesud dalam Pasal 239 huyeul s dilakulan berdasarkan
laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada
Pemerinlah Pusat, Pemenntah Dacrtah, Administrator
KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesual dengan
kewendngan masing-masig.

Laporan Pelaku Usaha schapaimena dimaksud pada ayat

(1] memual;

d. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, FB,
dan/atau FB UMEL dan

b perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
Peranaman Modal.

Kepaluhan  pemenubhan PB dan/atauw FE UDMELD
Aacbapuimans dimaksud pada avat (2) haraf a schagaumana
lercantum dalam Lampiran | dan Lampiran 1l yang
merupakan bagian udak terpisahkan dan Poroturan
Pemenintah ini

Laporan kepatuhan pemenuhan persyvaratan dasar, PB,
dan/atau PE UMEKU schagaimana dimaksud pada ayar (2)
hurul a disampaikan sesial dengan norme,  standar,
prasedur, dan kroleria wvang  ditetapkan  oleh
kementenan/lembags scsual denean kewenangan masing-
MASITIE,

(5 Perkembangat . ..
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Ferkembangan realisasi  dan  pemenuhan Kewajiban
Fenanaman Modal sebagaimana dimaksig pada aval (2)
hurul b disampaikan dalam laporan keglatan Penanaman
hModal melalul Sistern O55.

Laporan kegiatan Penanaman Modal  sebapgaimana
dJirnaksud pada aval [S) memueal;

A redlisas] Peonanaman Modal;
rcalisasi teniaga kerja;
realisasi produksi;

kewapban Penanaman Mrodal; dan

6 6o

kendala yang dihadapl penanam modal.

Pasal 241

Atas penyumpainn laporan Pelaka Usaha scbapsimana
dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), Pemenntah Pusat,
Femenintah Daerah, Administrator KEK, dan/atan Badan
Penpgusahaan KFBPB sesual dengan kewenangan tnasing-
masing mempunyan tagas:

d. melakukan reviu; dan
b, mecnyusun laporan hasil revia.

Ha=l reviu sebagaimana dimaksud pada avat (1},
dilakukan  penginpatan oleh Pemerintah Pusarc,
Pemetintah [aerah, Administrator KEK, dan/«lad Badan
Penpusahaan KPBPB ke Sisterm 055 dalam rangka
pemutakhitan profil Pelaku Usahea.

Profil Pelaku Usaha sebagoitnana dimabiswegd pada aval (2)
mekHpn keatepori:

a.  sangal baik;
b, haglk;
kurang baik; atau

d. tidak baik.

FPasal ...
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Prsal 242

Tirdlalk lanpll hasil reviu schagmamana dimaksud dalam
Pasal 241, mehiputn:

a. petmbinaan pendampingan,
b pengenaan sanks ackmmistratif; dan/ataul
c. mmspecks] lapangan.

Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pads
ayat {1) hurul & dilakukan 1erhadap Pelaka Usaha dalam
rangka meningkalkan kusahtas kepatuhan pecmenuhan
peravaratan dasar, PB, dan/fatau I’'B UMEL,

Penpenaan sanksi administratil sebagaimana dimaksud
pada ayat {1] hurul b dikenakan kepada Pelalky Usahg
denpan tingkat kepatuhen kureng baik dan lidak baik
sebrpaimana dimaksad dalam Pasal 241 ayan (1) hurul ©
clam hurul 4.

Paragral 3
Inspeks) Lapanwan Butin

Paszal 243

Inspeksi lapangan rutin scbapaimana dimaksud dalam
Pasal 23% hurul b dilakukan secara terintegrasi dan
terkooirdinasi.

Integrasi dan  koordinasi  inspeksi lapasngan rulin
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan melalui
Sislem OS5,

Inspeksi lapangan rukin secara terkeordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakuokan antar Pemerintah
Pusal, Permerintah Daerab, Administrator KEK, dan/ alag
EBadan Penpusahaan KPBPE.

Inapeksl [apangan rulin sebagrimand dimaksud pada arat
(1) cdnalukan melalha tahap:

. perencanaan inspeksi lapangan rotin,
b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
c. penilaran kepatuhan; dan

. peoetapan undak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

(A} Inspeks=1 . .
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Inspcksi lapangan rutin scbapaimana dimaksud pada
ayat (1} dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik
dan/atau wvirrual.

Fazal 2d4

[nzpeks) lapangan ratin dilakukan oleh koordinator darn
pelaksana.

Koordinatar pelaksanaatt inspeksl  lapangan ruhn
schagaimana dimakyud pada arvat {1] vaitu;

a. kementcrian/badan vang menvelengparakan urisan
pocmerintahan di bidang  investasi dan tupas
pemerintahan di bidang koordinas penanamat nedlal,
atas pelaksanaan penertilan PR vang  menjadi
kewenanpan Pemenntah Pusat;

b. DPMFYTS5F provins, atas pelaksanaan penertbitan PB
vang menjads kewenangan pemerintah provinsi,

o, DPMPTSF kabupaten/hoie,  alas prlaksanaan
penertitan PB vare menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten, kota;

d. Administraror KEK, atas pelaksanaan penerbitan PB
rang menjad kewenangan Administraror KEK; dan

=, Badan Penwewsahaan  KPBPB, alas pelaksanaan
prnerbitan PE yang menjadl kewenangan Badan
Penpusahaan KPEBPE.

Pelakzana inspeksi lapangan rutin sehagaimana dimaksad
pada avat [1}) yaitu:

a. kemoentenan/lembags ponpampu untuk persyaratan
dasar, PB, dan PB UMKL yvanpg menjadi kewecnangan
Pemernintah Pusat dan lintas provinst;

b. orgamisasi perangkat daerah teknis perngampu untok
persyaratan dasar, PE, dan PB UMEU vanpg menjadi
kewenangan pemerintahr  provina dan lintas
kabupaten/ kota;

£, organisasi perangkat daeralt tekms pengammpu uniuk
prrayaratan dasar, PB, dan PB UMEL vang mcnadi
kewenangan pemenntah kabupaten, kota;

d. Administrator KEK  pengampu untuk  persyaratan
dazar, FB, dan PB UMHKU yang menjadi Kewenangan
Adminiscrator KEK: dan

e. Badan . ..



SKE No 193141 A

id)

i3

1e]

[

PRESIDEM
REPUBLIN INDOMNESLA

- 138 -

Badan  Penpusahaan  KPEPB  perngampy untuk
pecayacatan dasar, PR, dan FB UMELD vang menjadi
kewenangan Badan Pecngusahaan KPEFPB.

Tugasz koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud pada avat [1) melipuli:

o,

d.

[

menstapkan  daflar  keplalan  wsaha  yany  akan
dilakukan mspcksi lapangan rutin dalam penode 1
{zatu] tahun;

meneiEphan jadwal pelaksandan imspeks lapangan
rutin;

mengoordinasikan  pelaksandan inspeksl  [apangan
ratin;

melakukan penilaian kepatuhan inspekst lapangan
rutit dan

menindaklangutl has | inspeks lJapangan rldn.

Pelaksano inspeksi lapangan rulin schagoimana dimakaud
pada ayart (1] vang mengampu PB memiliki tupas untuk:

a.

[$3

d.

.

mengusulkan kepiatan usaha vang akan dilakukan
inspeksi lapangan rotin untuk 1 [satu) tabue,

menglsulkan jadwal pelabksanaan yaneg  akan
dilakukan inspeksi [Apangan ratin ke dalam Sistem
e

mengusulkan personel sebapal peloksana nspeks
lapearpan ritin ke dalam Sistern 055,

meclakukan penlatan kepatuhan; dan

menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan nadn.

Pelaksana inspekst lapangan rutin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang mengampu persyaratan dasar dan FB
LDIMEL roemiliki bogas unigke:

k.

mengdsulkan kegistan usaha vane akan dilakukan
inspeks] lapangan rulin kepada kemenierian f lembaga
pengampl PB;

mengusulkan persencl scbagal pelaksana  inapeksi
lapangan rutin,

melakukan penilaian kepatuhan, dan
menindaklanjutt hasil inspeksi lapangan ratin.
() Pemenintah L
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Pemerintah Pusal dapal mendelegasikan pelaksansan
inspekst lapangan runn kepada Pemenntah Dacrah,
Administraror  KEK, danfatauw  Badan Pengusahaan
KPEFB.

Dalam  hal Pemennlah  Daerah, Admimisirator KEK,
dan/atau Badan Penpusahaan HKPBFE ridak dapat
melakukan inspekst lapangan rtin, Pemenntah Pusat
dapat mengambl alih inspeksl lapangan ratin sesual
denean kelenluan peralilran perorclang-undaongsan.

FParagral 4

Percncenasan Inspeks Lapangan Eatin

Pasal 245

Ferencanaan inspeksl lapanpan  mutin mencakuop
PETLYUSLITIATL

a. jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rating

b aomber daya manusia pelaksana mspels lapangan
ritbitt ddac

. aneparan pelaksanasn inspekst lapangan rulin,

[nezpcksi lapangan ruun sebapaimana dimaksud pada ayat
[1] dilakukan berdasarkan:

a. hasil reviu atas laporan Pelaku Jsaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2415 dan/alau

b. data dan informas: keglatan usaha.

Anggaran  pelaksanaan  nspekst lapangan rutin
sebagaimana ditnaksud pada ayat {1] buraf o, dibebankan
patda masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah
Daeraby, Adraanistrator KEK, dan/arau Baclan
Pengasahaan KPOPO sesual denean kewenangan masing-
FrIASing.

Faragraf . . .
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Faragral 3
Pelaksanaan Inspeks) Lapangan Butin

FPasal 2416

Kementerian/lermbaga menyusun dan menelapkan nooma,
standar, prosedar, dan kriteris sebagai pedoman
pelaksataat mspeksi lapengan rutin yvang meomuat bobot
kualitatid dan penilaian kepawahan Pelaku Usaha.

Folaksanasn  imapekst  lapangan  rutin aebapaimans

dimaksud pada ayat { 1), meliputi pemeriksaan:

#. pemenuhan  kepatuhan  persvaratan Jasar, PR,
dan/atau PB UMEL: dan

b. perkembangan realigsasi dan pemenuhan kewajiban
Pepanaman Modal.

Pelaksanaan mspekst  lapanpan rutin sebapgairaos

dimaksud pada ayat [2], dirnangkan dalam berila acara

pemeriksaan yang mermuat:

a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
b, rindak lanjut hasil inspeks lapangan ratn

Bermta acara pemeriKsaan sebhagmamana dimaksud pada
ayat [3] ditandatangan bersama dengan Pelaku Usaha
secara elekironik dalam Sistem 535,

[ralam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berila
dearn pemeriksaan, berita acacg mencaniUmkan alasan
penolakan Pelaky Usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil inspcksi lapangan rutin
diternukan pelaneearan vang dilakukan oleh Pelaku
Usaha, kemenlerian/lembaga, Pemerintah  Daerah,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPFGPEB
melakuban penghenuan pelangzaran untuk mencepsh
dampak wang lebih besar dalam jangks wakin paling
lambat 1 (satu} Harm setelah penandatanganan berita acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksod pada avat (94,

Pazal 247

Dalam hal inspeksi lapangan  rucin memerlukan
kempetenst  khusus  terlentu,  kementerianglembaga,
Permerintah Daerah, Administrater KEK, dan/atau Badan
Fengusahaan KPRPR dapat  bekerja sama afau
menugaskan lembags yang terakreditasi atau profesi ahli
vang bersertikat schagal pelaksana inaspeksi Tapanasn
rutin dan thcaniumkan ke dalam dairar usulan personel
pelaksana mspeks lapangan matin.

[2) Pelaksanaan . . .
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Pelaksanaan inspekst lapangan runin oleh lembaga vang
terakredilast ataw prefest ahll yang  berscrualikat
schagaimana dimaksud pada ayat (1], dituangkan dalam
berita acara pemenksaan vang memuat:

a. hasil perulalan kepatuhan Pelaku Usaha; dan
L. vindak langul hasl inspeksn lapanean ulin.

Berla acara pemenksaan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2) ditandatangan] bersama dengan Pelaku Usaha.

Calam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita
acara pemeriksaan, Derita acara mepcaniUumian alasan
penolakan Pelaky Wsaha,

Huzill 1nspeksit lapangan rutin elch lembapa  yang
terakreditast  atau  profecsi ahle yang  bersertihkat
sebapaimana dimaksod pada ayvat (1] dilaparkan kKepadla
kementerian lembags, Pernerintah Daerah, Administealor
KEK. dun/alau Batdan Pengusahaan KPEPB  yang
menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 1 {satu)
Hari scjak pocnandatanganan berita acara sebagaimana
dimaksud pada avat (3).

Ketaenterian/lembapa, Pernerintab Daerab, Administrator
KEK, dan/alau Badan Pengusahaan KPBPE melakukan
pengimputan laporan hazsil mspeksl lapangan roon ke
Bistern 88 palng lama 3 {tiga] Harm, sejak diterimanya
laporan dari lembapga vang terakreditasi arau profesi ahli
vang bersertifikat sebagaamans dimaksad pada ayat (5.

Kementerian  lembags, Pemenntah Dacrah, Adminisirator
KEK, dan/atan Badan Penpusahaan KPBPB melakukan
petgheontan pelanggaran untuk meneegah dampak yang
lebib bexar dalam jangka waktu paling lambz=t | {saig) Har
setelab rnenenita laporan lembaga yang terakreditasi atau
profes ahll vang bersertiikat scbagaimana dimaksud pada
ayar (2]

Pasal 248

Kementenian flembaga, Pemerintah  Daerah, Adminiscrator
REK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPE dilarang
melakukan inspeksi lapanpan rutin dalam rangka pengawasan
rutin di luar perencanaan inspeks lapangan rutin scbagaimana
chimalksud dalam Pasal 245 aval (1),

Maragral . . .
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Maragral &
Penilalan Kepatuhan Inspeksi Lapangan Ratin

Pasal 245

(1} Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 243, Sistem Q83 melakukan

pengolabhan Jdata penilaian kepatuhan Pelaku Usaha euna
menentukan profil Pelaku Usaha dengan katepori:

a. sangat balk:

b. bak,
£, kurang baik; arawn
. tiedak Lk

[2} Probl Petaku Usaha sebagaimana dimaksnd pada avat (1)
dapat diakscs melalin Sistem U855 oleh Pelaku Usalia yang
bersangkutan.

Parapgraf 7
Tindak Lanjut Inspeksi Lapangan Rubin

Paun] 230

(l] Tindak lamjut hasil inspcksi lapangan ratin sebagaimana
dimaksud dalarm Pasal 246 ayat (3} hurf b, melipati:

a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
h, pengenedn sanks: adminiscratil,

(2] Prembimaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} hurat a dilakukan terhadap Pelaky Usaha dalam
rangka meningkatkan kualitas kepaluban pemenubhan
persyaratan dagsar, PB, danfatay PB UMELL

(3] Penpenaan sankst admmistratid schagaimana dimakesuad
pada ayat (1] hurul b dikenakan kepada Pelaku Usaha
denpan tingkat kepatuhan kurang batk dan tidak baik
schagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayal (1) hural
dan hural d.

Bagian . . .
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Bapian Ketiga

Pengawasan [nsidental

Paragral 1

Lroum

Fasal 231

Pcnpawasan insidental scbagoimana dimaksud dalam
Pasal 2345 ayat (3} huruf b meapakan Pengawasan yang
dilakulkan pada wakty tercentu.

Penpawasan insidental sebapaimana dimaksoad pada ayal
(1) dilaksanakan berdasarkan:

a. adanva pengaduan masyarakat,

I adanya peogaduan denfatag keladuban dan Pelako
Usaha; danfalan

w. dadanva imdikasi Pelaku Usaha melakukan keeiaran
tiduk sesuml dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau
PFE UMKLD.

Pengawasan insidental dilakulan  melalui  inspeksi
lapangan insidental.

Inspekst [Epangsan insidenlat sebapaimana dimaksud pada
ayat [3] ditvwangkan dalam benita acara pemernksaan
melalui Sistem O58.

Pataprat 2

Pelaksunaan Inspekst Llapangan Insidental

(1]

{2

Fazal 252

Inspeksi lapangan insidental  sebagaimana  dirmakad
dalam Pasal 251 ayat (3] dapat dilsksanakan secars
rerkoomelinast aladl mandicl oleh kemendlerian/ lembaga,
Pernerinlah Dacrah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pcngusahaan KPBPE scsuan dengan kowenangan masing-
mAasing.

Ketentuan mengena:

a. pelaksanaan mspeksi Japangan rdin sebagaimana
dimaksi dalam Pasal 246 avat (2], avat (3], aat [4),
dan ayat (2); dan

b lernbaps . .
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b lembaxa voany lerakrechias: atau profest ahll yang
hersertilkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247,

berlaku sccara muatatis mutandis terhadap pelaksanaan
inspeksi lapangan insidenta)l.

Paragral 3

Fenilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan insidentat

Pasal 233

Eetentuan mengenal penilalan kepatuhan inspeksl lapangan
rutin schagaimana dimaksud dalam Pasal 24% berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penilaian kepatnhan inapeksi
lapangan insidental.

Paragral 4

Tindak lanjut Inspcksi Lapangan Insidental

Pasal 254

fetentusn mengena tindak langgue inspeks) lapangan rutin
scbapaimana dimaksud dalam [Pasal 230 berlaku secara
mutalis muiandis terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan
insidental.

Ragian Kearnpat

Eemudahan Pongawasan Pernizinan Berusaho Untuk
Usaha Mikro dan Keeil

Pasal 255

(1} Eementerian /lembapa tlan Femenntah Dacrah

membernikan kemudahan Pengawasan kegatan usahao
kepada pelako UMK,

(2} kemudahan Pengawaszan sebagaimana dunaksud pada
avat (1) berupa:

a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan
dengan Retentuan,

1. udak diwajiblkan bag Pelalku Usaha mikro; dan

Z_ dilakukan . . .
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2. dilakukan sctap 6 (cnam] bulan dalam 1 {zatu]
tahun laporan bagy Pelaku Usaha kecil.

Penpgawazan ritin FEBR untuk pelaku UMK dilakukan
melalw pembinann, pendampingan, alay penyuluhan
terhait kegiatan usaha; dan

dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas

Penpawasan  rutin yang  dilakukan  sebelumnya
terhadap standac den kewajiban, pelaka UMK dinilai

patull, tidak perlu difokikan inspelost lapangan.

Baplan Kelima

Pencabutan Persyaratan Dasac, PB, dan PB UMKLU

(1]

i)

ey

14

Pasal 256

Pencabutan persvaratan dasar, PB, danfztau PE
UMEU dilakukan dalam hal terdapat:

a. permohonan Pelaku Usahba,
L. permohionan pembubaran badan wsaba,

c. Pelaku Usaha melakukan pelanpgaran ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait PBBR;

d. putosan penpadilan yang telah berkekuatan
hukum Ltetap; danf alau

+  berakhirnya hak alas tanah atau alokazi lanah
di ataz Hak Pengelclaan.

Pertnobhonan  pencabutan persvaratan dasar, PB,
danfatay PR UMKL sebagaimana dimaksad pada
avat (1] hurut a dan hurul b digjukan cleh Pelakua
Usaha melalun Sistem OS5,

Fencabutan bordasarkan ketentuan  schagaimana
dimaksud pada ayat (1) hwwf c dilakukan olch
kementenan, lcmbaga, Femenintah Dacrah,
Administrator KEK. atau Badan Pengusahaan KPBFE
toelalul Fistern (B3 sebagar tindak lanjut hasil
pengawa sar.

Fencabutan berdasarkan ketentuan schagaimana
dimaksud pada awat (1] hural d dilakukan cleh
Lembapa OS5 berdasarkan surat, keterangan, atau
informasi tertulis vang telah berkekuatan huokum
tetap dari lembaga peradilan.

13) Pencabutan . ..
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3] Pencabulan berdasarhan ketenluan  sebagamanoso
dimaksud pada ayat {1} humuf ¢ dilakukan oleh
Lembapa O8E berdasarkan sarat keputusan yang
dikelvarkan oleh kepala Badan Pengtisahaan KFEPR
gesual dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.

6] Keputisan  pencabuten persyacretan dasar,  PB,
dan/atau PB UMEL diterbilkan oleh Lemmbaga O53.

i7) Pcncabutan schagaimana dimaksud pada svat [T}
dilakukan sezual dengan kewenangan penerbitan
persvaratan dasar, PB, danjatau FBR UMEL.

%) Kelentuan lkbab lanpon menpendal Lala cara pencabilian
persvaratan dasar, B, danfatau PB UMKLU diatur
dalam peraturan mcnterifkepala  badan yang
menyelenggarakan wnsan pemernmtzhan di bidang
investasi dan  tugas pemerintahan di bdang
konrdinas penanmiman modal.

Baman Kecnam

Inteprasi Mekanisme Pengawasan antara Jaminan Produk Halal dengan

SK Mo 193133 A

{1}

{2}

{3}

Perizinan Berusaha Berbasis Fisiln

Pasal 257

Penpawasan tcrhadap PBER  dapast dilakukan secara
terkoocrdinast dan terintegrast dengan penyelenggaraan
Jarminan produk halal.

Integras: sebagaimana dimaksud pada ayval (1) termasuk
imkcgrasi antara sistem cleckirenik tenntegras: lavanan
peovclengearaan jaminan produk halal dengan Sistem
055,

Ketentuan lebih lanut mengenal Pengawasan terhadap
PBBR =ecara terkoordinasi dan  terintegrasi dengan
peoyelenpgaraan  amanan poekduk halal dianir dalam
peraluran menten ) kepale badan yang menyetengearakan
urusan  pemerintahan Jdi bidang investast dan (uagas
pemenntahan <1 bidang koordinas penanaman modat
sctelah berkoordinast:  denpan  kepala  badan vanp
meclakszanakan tugas  pemenncahan  di idang
penyelenggaraan jamnan produk halal

Bagan . - .
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Bagian Ketujuh

Partisifrasn Mayyarakal dan Pelakou Lsaha

(1]

(<)

(2

{4}

{21

&)

Pasal 258

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyclenggaraan
Pengawasan.

Peran serta masyarakal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] mecliputi;

a. mclakukan pemantavan  terkait  penyelengparaan
kegiatan usaha, dan

1. menvamprAikan pengaduan THASYArabal HIAY
penyelengparsan Kegiian Vsaha.

Penvampailan pengaduan masyarakat  scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul b dilakukan secara:

a. lanpsunpg kepada Pemerintah Puzat atau Pemerintah
Daerah; dany/atau
t1. lidak langsung yang disampakan sccara;

1. tcriulis kepada Pemerintal 'asat arau Pomerintah
Daerah; atau

2 elektronile  melaluil  Sistem 88 atay  saluran
pengaduan vang tisedirkan,

Lembapa  O53 menyusun  proscdur pengelolaan
pengaduan masyarakat sccara clektronik meclalu Sistem
055 sebapaimana dimaksud pada ayat (31 huaruf b
anpka 2.

Kementerianflembaga, Pemennlah Daerah, Administrator
KFEK, tlar al=u Badan Penpusahaan KFEFB
menindaklanjuti penpaduan masyarakat sccara sendin-
sendin atau bersama-sama dengan kementerian, lembapa
l[dinnya dan/atau Pemerintah Dacrah.

Pcngaduan darl masyarakat sebagaimana dimaksud pada
aval (2) huruf b harus disampaikan secara benar dan
dapat dipartabgglngiawabloan.

Fasal . . .
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Pasal 459

Pelaku Usaha dapat melakukan  penpaduan  terhadap
pelaksana Pengawasan yang ridak menjalankan Penpawasan
seulal dengon ketentuan Peraturan Pemerintah 1o,

FPazal 260

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Penpawasan
sesual dengan ketentuan Perafuran Pemernntah ind dikenai

sanksr  sesual  dengan kelentuan  peraturan perundang-
undangan.

Paszal 261

setiap orang Yang menghalang kegialan Penpawasan dikenal
sanksi administran! dan/atau pidana scsual dengan ketcntuan
poraturan perundang-undangan.

Pasnl 202

hetentuan lebih lanjut mengenal norma, standar, prosedur,
dan kritcria terkat pelakzanaan Pengawasan diatur dalam
peraturan  menterifkepala badan yang meonyelengrarakan
urusan pemerintahan  di  bidang  investasi  dan tapas
pemerntaban o odang kovrdinas) penanaman modal.

Bagman Kedelopan
Penpawasan Sektor

Paragral 1

Suktor Kelaulan dan Perikanan

Pasal 263

(1} Penpawasan terhadap KKPRL, rekomendasi pemanfazsian
pulau pulau kecil dengan luas di bawah 100 ke (seralie
kilometer persegil, PR, dan/falau PB UMKU pada sekior
kelautan dan peribeanan dilakukan oleh:

a. menten yang menyclenpggarakan urusan poemerintahan
di bidang kelautan dan prerikanan;

b, subernur,;
c.  bupatifwall kota:

i Lepala Admimistrator RER; dan/fatau

c. kepala . . .
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. kepala Badan Penglsahaan KPRPR,

seslal denpan kewenangan masing-mesing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2] Kewsnangabh Penpgawasan sebagaimana dimaksud pada
avat [1] dilakukan dengan ketentuan:

. Pengawasan  bersifat  tekmis oleh  pejabat  idang
kelautan dan perikanan,

b. Pengawasan penegakan hukum oleh:

I. polisi khusus pengelolaan wilavah pesisic dan
pralavi-pullan kecil; dan

2. ponpawas perikanan,

sesual denpan ketentuan peraturan perandang-undangan.

Pasal 264

Kelenluan mengens] lhala card pelaksanaan Penpawassan
terhadap RKPEL, rekomendasi pemantaatan pulau-pulan kecil
dengan luas di bawal 10U km? [(seratus kilmneter persegi), PB,
danfaran FR UMKL i sektnr kelautan  clan perbianan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 263, kempetensi, dan
peningkatan kapasitas pengawas pada sckior kelautan dan
perikanan diatur dalam peraturan mentert yang
menyelengparakan urusan pemervintahan di edang kelautan
dan perikanan.

Faragral 2
Sektor Pertanian

Pasal 205

(1] Penpawasan terhadap PB danfatan PB UMKD di scktor
pertanian dilakukan oleh:

A, mecnteri yang menyvelengparakan urusan pemerintahan
di bidang pertaman;

b. pubernur;
bupatifwali kota;
. Kepala Admumaslralor KER: dang/ ataa
. kepala Badan Pengusahaan KPBPE,
wvesual dengan kewenangan masing-masing berdaszarkan

ketontuan poraturan perundang-undangat.

(2} Eewenangan . . .
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(2] Kewenangan Fengawasan aleh menkerl VALLE
menvelengparakan  urusan  pemerintahan di bidang
pertanian sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
dilakukan oleb renags pengawas alaw pojabat laimnya
sesuHE] Lugas, lunpsi, dan kewenangan masing- masineg.

Pasal 260

Fengawasan rutin pada selktor pertanian selain betdasarkan
laporan kegliatan Penanaman Modal scbapaimana dimaksud
dalam Pasal 240 ayat (3),. Jupa berdasarkan laporan Pelakuo
Usaha sektor pertanian.

Pasal 267

Ketentuan mengenar wta cara  pelaksanaan Pengawasan
terhadap PH dan/fatau PB UMKU sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 265, komperenst, dan peningkatan kapasilas
Pengawas pada sekine perlaoian dalur dalam peralucan
menter yang menvelengparabkan  urlsean  pemerintaban di
hidang pertanian.

Paraprafl 3

Selktor Kehutanan

Fasal Zh8

Fengawsasan  lerthadap persetujuen kawasan  hutan,
rekomendas: pemanfaatan kawasan suaka alam alau kawasan
pelestarian alam, dan PB di sektor kehutanan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenpgarakat urgsan pemerintahan Ji
bitlang kehulanan;

E. pubernur,

. bupatlf wall kola;

el kepala Adminisitator KER; alan

c. kcopmla Badan Penpusahaan KPEPB,

sesual  dengan  kewenangan masing-masing  berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal . | .
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Pasal 269

kKetenfusm  mengens)  tata cars pelaksanaan  pengawasan
terhadap  persctujuan kawasan  hutan,  rekomendasi
pemanfaatan kawazan suaka alam atal kawasan pelestarian
alarm, datt FBE sebapaimana dimaksud dalam Pasa] 268,
kompetenst, dan peningkatan kapasilas pengawas pada sektor
kehutanan  diatur  dalam  peraturan  menten vang
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan,

Paragral 4
Scktor Energl dan Sumber Daya Mineral

Paszal 270

(1) Perngawasan terhadap PB danf atau PFB UMKU pada sektor
energ dan sumber daya mineral dilakukan oleh:

a. menlerl yang menvelenggarakan uwasan pemerintahan
di brdang energl dan sumber dava mineral;

lr. pubernur,

v Bupat fwal kots;

d. kepala Administrator KEls

¢. kepala Badan Pengusahaan KPBPB; danjatan
{. kepala badanjlembaga lain,

sesual dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketenfuan  peraturan perundang-undangan dan/ atau
konlrak kena sama,

(2} Rewenangan Pengawasan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] ditakukan oleh aparatur s1pil negara bidang energi
dan sumber days mincral sesuan denean kelenluan
perefuran perandang-undanpatt.

Pasal 271

Cralam melaksanakan Mengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 270, menteri yang menvelenpgarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber dayva mineral dapal
mendelegamblan dan/alan melhmpahkan kepada Pormeonntah
Dacrab uniuk melaksanakan Pengawasan scsual dengan
kelenivan peraturan perundang-undangan.

Pasal . .
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Pasal 272

Eeteniuan  mengenal tata cara  pelaksanaan  Penpawasan
terhadap PB danfatan PB UMKY sebagaimmena dimaliaud
dalam Pasal 270, kompelensi, dan peningkatan kapasitas
pengawas pada sektor enerpd dan sumber daya mineral diatur
clalam  peraturan mentent yang menyelengparakan urusan
pemerintahan di bidang enerygl dan sumber daya mineral.

Paragral 5

Sekior ketenapanukliran

Pasal 273

(1} Pengawasan terhadap PB dan/alau PB UMKD di scktor
ketenaganukliran dilakukan oleh kepala badun yanp
melaksanakan tugas pemenntahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
dan ketentuan poeraturan perundang-undanga.

(£} Pengawasan terhadap PB danfatazu PE UMEU
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan sccara
rutioe atml msiclental.

FPazal 374

Kewenangan Pengawasan  sthagaimana  dimaksud dalam
Prasal 273 aval {2} dilakukan olch:

. 1nspeckiur kesclamatan nukhr;
by, asesor;

c. pejabat lain; dan/atau

d. ahl,

yang ditugazkan oleh kepala hadan yang melaksanakan bugas
pemerintahan di bidang pengawssan ketenapanukliran, scsuai
dengan Kereniuan peraturan perundang-undangan.

Pasal - .,
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Paszal 275

(1] Pengawasan culin sebagaimeans dimaksud dalam Pasal
AT3 ayal () dilakukan sesua dengan  ketentuan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 239,

(2] Pengawasan sebagaimana dimaksud  pada ayal (1)
chilakukan minimal 1 {zatw} kali sclama masa berlaku PB
dan faltau FB UMEL.

Pagul 276

Pengawasan msidental schagaimana dimaksud dalam Pasal
273 avar (2), sclan berdasarkan ketentuan sebagaitnana
dimaksud dalam Pasal 251 avat [2]| upa dilaksanakan pada:

a. keadaan darurat vang  membahavakan prlcra,
masyArakar, dan lingkungan;

I, pelaksanaan Pengawasan untuk gorda-aman nuklir; dan

. pongangkutan zat radioaktif.

Pazal 277

Kelentuan menpgenal tata cara pelaksanaan  Pengawasan
terhadap PE dan/atan PB UMK pada sekinr ketenaganukliran
sebagaimana dimaksud delam Pasal 273, kompetensi, dan
pemnghatan kapasitas pengawas pada scktor ketenaganukhran
digiur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan
tigas pemerninlahan di bidang pengawasan ketenaganukliran

Paragral £
Sektor Perindustrian

Pasal 278

Pengawasan terhadap PB danfatan PB UMEU pada sektor
pernindustrian dilakukan oleh:

4. menten yang menyelenggarakan urysan pemeriniahan di
bidang perindustrian;

b. gubernur;

r. hlpati . ..
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c. bupati/wal kota,
. kepala Admunistrator KER; atau
c. kepala Badan Penpusahaan KPEFE,

sesuai  denpan  kewenanpgan masing masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2749

Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan pengawasan
terhacdep PR dan/fatan PE UMKU pade sekior perindustnan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 278, kompetensi,  dan
peningkatan kapasitas pengawas pada scktor penindustoian
diatur dalam peraturan meuteri yang menyclengzarakan
utuzan pemerintahan di bidang penndustrian.

Paragral 7
Sehkior Perdagangsan dan Metrolog, Legal

Fasal 280
Pengawaszan terhadap PB dan/atan PB UMKU pada sektor
perdagangan dan meteelogn legal dilalkkukan nleh:
d, menler Yang menyvelenprarakan urdsan pemerintaban 4
bidang perdapangan;
b. pubernur,
c. buparifwali kota,
d. kepala Admamstrator KER; ataw
2. kepala Badan Ponpusahaean KPRFPH,

scsual denpan  kEcwenanpan masing-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan pengawasan
terhadap PH dan/atau PBE UMK pada sektor perdagangan dan
melrologl lepal schapaimana dimehksod odalam Pasal 280,
kompetertal, dan peningkatan kapasilas pengawas pada selror
perdagangan dan metrelogl legal diatur dalam  poraturan
menteri yang menyelenggarakan ursan pemerinlahian di
tidang perdagangan.

Paragral . . .
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Paragraf &

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Raloyat

FPasal 283

Penpawasan ferhadap Bangunan Gedung, PBE, dan/atau PB
UMKLD di scktor pekerpaan umum dan perumahan ralorat
dilakukan oleh:

a.

b.

.
od.

c.
t.

tmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang prkerjaan wmum;

menterl vang menyclenegarakan urusan pemerintahan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman:

gulwernur,

baprac S wali el a;

kcpala Adminmistrator KEK; atau
kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

gesual denpan  kewenanpgan masing-masing berdazarkan
ketentuan peraluran perandang-dndanygsn-

{1]

{2)

i3]

Pacal 283

Pengawasan rutin pada subsektor jasa konstruksi zelain
berdasarkan laporan  kegiatan  Penanaman  Modal
sebwapaimana dimaksad dalarm Pasal 240 ayal [3), juga
berdasarian:

. laporan kepiatan usaha tahunan; dan

b, ponEawasan pelaksanaan provek jasa konstrakst,
Laporan kegiatan usaha tihunan sebapaimana dimaksud
pada ayat{l] huruf a untuk usaha orang persecrangan dan

Eadatn usaha jasza konstruksi kualifikasi kecil paling
serlileil tmelipalin

a. laporan keuangan; dan

b, data kepatuhan pelaksanaan PB.

Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) haruf a untuk badan usaha josa konstruks

kualifikasi menengah atau besar, dan badan usaha jasa
komstonks spesialis pahng sedilol mehpuls:

a, dala kepaluhan pelaksanaan PB;
k. dala kinerja mangyemen perusahaan;
. data kincrja provek;
d. laporan . ..
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d. laporan keuangan; dan

. data keikutsertaan dalam kegialan pengembsngan
nsaha berkelanjutan.

Laporan kegralan usaha tahunan schagaimana dimalosud
pada ayal (1) huruf a untuk lembaga seriifikasi paiing
serikiy meliput:

a. data profil lernbaga sertilikasi;

b. data kepatuhan pelaksanaan FR,
c. data kinerjs;

d.  laporan keuangan; dan

e. deta aperasional.

Lapuran kegiatan usaha tahunan sebagaimana dirnaksud
pada avat (1) buraf a menpikuti ketentuan  dalam
peraturan perundang undangan edang jass konsioukat.

Faszal 284

Penpawasan atas pelaksanaan PB dan/atau PB UMELU
pada  subseklor sumber dsya air bertyjuan untuk
rmerjamin ditaatinra ketentuan dalam PB danfatao PB
LTMELL

Fengmwasan  sebagaimana  dimaksud  pada avab (L)
dilakukan terhadap:

a. kesesuvaian identiras antara pemegang PB dan/alau
FB UMKU pada subsekror sumber daya air;

I kesesnmian  antarea  pelaksanaan dongan  norma,
standar, prosedur, dan kriteria dalam PB dan/fatau PBE
DMEL pada subsektor sumkber dava air,

c. hkescsualan antara  prasorana dan SArANA vANE
tercantum dalam PB danfarmu PR UMKLD  pada
subsektor sumber dava air dengan prasarana an
sarana vang dibanpun,

d. dampak negatif vang ditimbulkan; dan/atau

g, penggunaat sumber dava aic lain yang  belum
memperoleh PB dan/atag PO UMKRLD pada subsekilor
sumbwetr dava @ir

Pengawasan  sebagaimana dimaksud pada  avat (2]
chlakiikean aleh:

a. balal . ..
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a. balar besar wilayah sungai/balal wilavah sungar,

b omstanst vaong memindang sumber daya air sesuad
dengan KewsnEanpannyy;

c. badan wusaha milik neparafdaerabh di bidang
pengelolaan sumber daya air,

dun dapat melibatkan peran masyarakal

Hasil Pengawasan scbagoimana dimaksud pada avat (3]
merupakan bahan  atag  masukan bapi  perbaikan,
penettiban, danfatan peningkatan penyelenggaraan FB
dan/alay PB UMKL pada subsekior sumhber daya ar.

FPazal 285

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penggalian,
pemasangan, pengembalian konstruksi jalan dan
pelaksanaan pekeraan perbalkan alinyemen vertilzal dan
bomieontal, pelebacan jelur lala ntas, peTlingEeliEn TWEng
bebas, peninpgkaran kemampuan  strukiur jalan,
pecningkatan kemampuan siruktur jembatan, pongaturan
lalu lintas, dan pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan
wajihk diawas:  oleh pefugas vang  dirunjuk oleh
penyclenpedara jalan.

Hasil pclakzanaan peckerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} walh dipenksa cleh tim pemeriksa tekmis yang
dibentuk aleh penyelenpgara jalan.

Pasal 286

Fengawasan atas pelaksanasn PB untuk pengembangan
perumahan  bertujuan  wntuk  menjamin ditaabinya
ketentyan  peraturatn pergndang-andangan dalam
pelakyanaan prngembangan perumahan setelah
diterbitkannva PH.

Pclaku Usaha pada subsacktor pongembangan perumahan
zelain menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Medal
sebaganmana dimaksud dalam Pasal 240 avat {3] juga
menyampaikan laporan yang membiat:

A, pelakspnaan sisfem pecjanian pengiliaran jual el
uriuk rurnab tapak dan rumah susun; dan

b, pembentukan perthimpunan pemilik dan penphuni
sallian rumah susun untuk rumah sasun sesudl
dengan ketentuan peraturan perundang-undanpgan.

Pazal . _ .
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Fengawasan atas pelaksanaan PB untuk menvelengparaltan
sisetn penyediaan air minum  betrgjuan uotul menjamin
ditaatinya ketentuan dalam PB.

Pasal ZE&

kelenluan  owngenal lata cara pelaksanosan Penogawasan
terhadap Banpunan Gedung, PBE, dan/atau PB IMMKD pada
gcktor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 282, kompetensi, dan peningkatan
kapasites pengawas pada seltor pelenaan umuam dan
perumahan rakyal dialur dalam:

a. poraturan  monteri yang  menyelenpgarakan urusan
pernerintahan di bidang pelkerjaan umum; dan

b peralucran menler yang memyelengparakdan urusdan
pecrerintaban i dang perumaban dun kKawasan
permukiman,

sesUal dengan kewenangan masing-masing,

Paragrafl &

Scktor Transportasi

Fazal 84

Fenpawasan (erhadap perselwusan leknis analisis mengenal
dampalk lalu lintas, PB, dan/alau FE UMKU pada sckior
transportasi dilakukan olch:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerinlaban di
Endang transportas,

B, gubernur;

v IR fwall krild;

cl. kepala Admimetrator KEK; atau

c. kepala Badan Penpusahaan KPBPE,

geznal  denpan  kewenangan tmasing-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perdndang-undangan.

Fraal | . .
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Pasa] 29}
Fetgawasarn rinn erhadap kegintan usabha di scltor

tranisportas] seclamn berdasarkan ketontuan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 239 juga dilakukan dalam bentuk:

a. audit;

b inspelosi:

¢ Pengamatan;

d. pemantauan,

€. U perk; clan Aata
[ pengudan fest),

Audit sebapaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
merupakan pemeriksaan vanp rerjadwal, sistematis, dan
mendalam  terhadap prosedur, fasiditas, personcl, dan
dokumeniasi organisast penvedid jJass lranspertasl untuk
tmehhal tnghkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Inspeksl zebagaimana dimaksud pada avar (1] haruf b
merupakan pemeriksaan sederhana tethadap pemenuhan
slandar sualy pridduk skhur objek tertentu olch peoyedia
ACE:E

Penpgamatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) haruf ¢
merupakan kegiatan penetusuran yang tmendalam atas
baglan tertentu dari proseduor, [asilitas, persone], dan
dokumentasi orgatisasi penyedia Jasa ransportasi dan
pertanpky kepentingan lsinnya untuk mcbhat bngkat
kepatuhan  terhadap ketentuan perataran perandang-
undangan.

Pemantauan scbagaimana dimaksud pada avat (1) huoaf d
merupakan kegiatan evaluasi terbadap dala, laporan, dan
informasi untuk  mengstahul kecenderungan kinerpa
uperasi) pelavanan penyedia jasa transportasi.

L petk sebapaimana dimaksud pada avat {1) huaruf e
merupakan ujl coba secara  tertutup  atau  terbuka
terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi pereolaan.

Fengujian [#st] sebapaimans dimaksud pada ayat (1)
huraf | merupakan wji coba secara lerluiup atau terbuka
terhadap upays keamanan transportast atau bondakan
Keamanan lransportast dengan simulas: percobaan untuk
tindakan melawan hukum.

FPasal . ..
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Pisal 291
Fengawaszan nsidental selain  berdasarkan  ketentuan

sebagmimana dimakand  dalam  Pasal 251 svat {2} juga
dilakukan:

a. pada saat terjadinya kejadian atau keeclakaan;
b. adanya laporan pelugas;
pada mass putcals anplouatan; dan

d. adanyva kejadinn prnlimg lamnoya.

Pazal 292

Ketentulan  mengetial tatad cara pelaksanaan Pengawasan
terhodap persetguan ek analiss mengenal dampak lalu
lintaz, PR, dan/atau PE UMEU pada scktor transportasi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 289, kompcotensi, dan
peningkatan kapasilas penpawas pada scklor lransportasi
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenpgarakan
uruzan pemetintahan di bidang transportasi.

Parapgraf 10
Sektor Kesehatan, (Jbat, den Malkcanan

Pasal 293

Penpawasan terthadap PB danfatan PE UMKLD pada subsektor
kesehatan dilakukan oleh:

a. menteri vang menvelengraraskan arusan pemenniahan ol
bidang kezehalan;

b gabernar
bupari fwale Kora;
d, kepala Admunisiralor KERK: alau
e. kepala Badan Penpusahaan KPEFPE,

sesual  dengan  kewenangan  masiog-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perandang-undangat.

Pasal . . .
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Pasal 294

Penpawasan cufin berupa mspeks lapangan ditakukan dengan
ketentuan schagan berilkout:

a. untuk kegiatan uvsaha sektor kKesehatan denpan tingkat
Rigikr rmenengah rendab dilakuboan 2 (fdua) taban sekali;

B, untuk kegiatan usaha seklor keschatan dengan lingkat
Eisiko menengah onpgl dilakukan 1 (satu) tahun sckali; dan

c. untuk kegiatan usaha sektor lkesehatan dengan tingkat
Risikor Hnggn dilakukan 1 {setu) labun sekali

Pasal 295

Dalam melakukan Penpawasan, menteri yanpg menvelenggarakan
urusan permerintaban di bidang kesehatan, pubernur, danfatay
Lupatyfwali kota dapal menugaskan lendgy pengdawas keschalan
gesya) denepan ketentuan peraluran perindang- undangsn.

FPazal 24U

Ketentan lebab lanjut mengenal penpgawasan terhadap PR
tlanfarau PR UMK pada sobseklor kesehatan sebhapaimana
dimaksud dalam Pasal 293, kempetonsi, dan peninghkatan
kapasilas pengavwas pada subacktor kescharan diatur dalam
peraturan  menterl]  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Paxal 297

Penpawasan terhadap PB UMKU pada subsektor cbhbat dan
makanan dilakukan oleh:

a  kepala badan vang melaksanakan tugas petnerintaban i
Iidang pengawasan obal dan makansn;

gubernur;

bupatifwali kota;

SO

kepala admimistrator KEK; atau
c. kepala Badan Penpusahaan KPBPB,

zesual  dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangat.

Pasal . ..
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Pasal 295

Kepala badan yang melaksanakan tugas pemenntahan di
bidang peogawasan obat dan  makanan, pubernur,
bBupatif wali kota, kepala Administralor KEK, atau kepala
Badarn Penpgusshaan  KPBPE  dalam  melaksanakan
Penpawasan dapat menganghkat (cnaga ponpawas yang
bertugas melakukan Pengawasan sesum dengan
kewenangan masing-masing.

Pengangkatan tcnaga pengawas scbapaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan =esuval dengan ketentuan
peraturan perondang-undangan.

Pazal 209

Lvalam hal Pengawasan obat dan makanan pada fazilitas
produksi, distribusi, pengangkutlan, pelavanan, dan/atag
penverahan meerlukan Klariikas dan konhmoas lebih
lamut, lenags pengawas berwenane melakukan tindakan
PENEATIANAN SCUCMpat.

Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksod
pada ayat (1) melipudi:

a. tindakat inventarigaszsi,

lr. tindakan pengamanan terhadap bahan,  produlk,

saranda, dan/fatau alat dengan membuat ganis
PCIlEaMAR;

o, larangan mengadarkan untuk  sementara wakiug
danfatay

d. samplmg untuk wj laboratorum dan/atan perulaian
prnandadr.

Pemilik obat dan makanan bertanpgung jawab atas obat
dan makanan yang dilakukan dndakan pengamanan
sctempat scbagaimana dimaksud pada avat [2).

Tindakan pengamanan setermpal sebapaimana dimalkosud
pada ayal (20 dituangkan dalam berla acars pengamanan
selempat.

i3 Dalam . . .
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(3} Dalam hal hasil pemeriksaan lasilitas produkest, distribuas,
pengangkulan, pelavanan, danfatau penyeraban obat dan
makanan menanukkan adanya dugaan tindak pulana
bidang obat dan makanan, penyidik pogawal negeri sipil
melakukan penyidikan sesuar dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fasal 3040

hetentuan mengsnal  Penpasasan terhadap PE UMEKD  di
subsektor cbat dan makanan scbagaimana dimaksud dalam
Fasal 2497, kompetensi, dan pemngkatan kapasitas tenaga
pengawss pada subsektior obal dan makanoan diatur dadarmn
peraturan kepala  badan  yanp  melakszanakan tapas
pemcrintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 401

Frngawasan terhadap PE UMKLU pada subsckior pangan scgar
dilakukan cleh:

a. kepala badan vang melaksanakan gas pemerintahan ol
bidang panpan,

k. pubcrnur;

c. bupati/wal kota,

d. kepala Administrator KEK; atau

e,  hepala Badan Penpusabhaan KPEFPB,

sesldl  dengan kewenangan masing-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 3072

(1] FPeogawasan rutin pada subsckior pangan scgar sclain
berdasarkan laporan kegialan Penanaman Modal
sebagamana ddimaksud dualam Pasal 240 avat [3) juga
berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait pelaksanaan
FE UMEKL) sarana pcnanganan pangan segar, peredaran
pangan scgar, dan  janunan  keamanan  pabigan  segar
produk ekspor.

[2) Laporan . .
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Laporan  sebapaimana  dimaksud  pada  avat (1)
disatnpaikat 1 (satu] kali dalam 1 (saru] takbuan oleb Pelaky
Lsaha kepada kepala baden veang melaksanalan tugas
pemerintaban di bidang pangan, pubernur, bupatifwal
kota, kepala Adminmistrator KEK, atau kepala Badan
Penpusahaan KPGPB sesuz) dengan kewsnangan masime-
MASITLE,

FPasal 303

Penpawasan rutin melalun inspeks lapangen rilin s<ldin
berdasarkan ketentuan scbapaimana dimaksud dalam
Fazal 243 juga dilakukan melalil pemenksaan terhadap
kepiatan/ proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,
dan perdapgangan pRNgANn Segar.

Penpawasan  sebapaimana dirmaksud pada ayat o (1)
dilaskukan dengan pemenksaan  administrasi dan

pemeriksaan woknis atas pemenuhan standar yang dapat
disertal dengan pengambilan contoh dan pengujian.

Penpawasan  sebagaimang  Jicpaksud  pada ayat (1)
thilakukan:

a. mempertimbangkan kepatuhan Pelaku Usaha dan
analisis Riziko kearmnanan pangan segar; atau

k. 1 [sany kah delam | (san) rahun.

Fasal 304

Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
Lidlang pangan, gubernar, bupatifwali kota, kepala
Admmmtralnr KEK, wlan Repala Badan Penpussahaan
KEPFBFE dalam mclaksanakan pongawasan dapat
menganghkal tenapga pongawas yvang bertupas melakukan
Penpawasan sesual denpan kewenangan masimg-masing.

Penganghkatan tenaga pengawas sebapaimana dimalksud
pada avat (1) dilaksanakan sesuvai dengan ketentuat
peratuiran pecundang-undangan.

Pasgal . ..
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Pazal 303

Ketentuan lebih lanjut menpgenai lata cara pelaksanaan
Pengawasan terhadap PB UMEU di subsekror pangan segar
sebapaimana dimaksnd dalam Pasal 301, kompetensi, dan
peningkatan kapusitas penpawas pada subsckior panpan
scgar  dialur  dalam  peraturan  kepala badan  vang
melaksanakan tupas pemerintahan di mdang pangan.

Paragraf 11
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 304G
Pengawasan terhadap FBE danfatau PBE UMEKD pada sektor
peididikan dan kebudayaan dilakukan alell:
a. menteri yvang menyelenggarakan suburusan pemerintahan
pendidikan dasar dan menengah;
k. menten yang menyelengegarakan suburusan pemcornintahan

pendidikan tinggl dan urusan pemenneahan di bidang ilmu
pengctahuan dan teknologr;

. menteri yang menyelengparakan urusan pemerintaban di
bidang kebudayaan;

d. kepala Admumistrator KEK; dan/fatau

. kepala Badan Pengusahasn KPEFB,

sesual  dengan  kewenangan masing-masing  berdasarkan
ketentuan peratoran perundang-undangan.

Pasal 307

Fengawasan rubn pada sektor pendidikan dan kebudayaan
sclain  berdasarkan laporan  kegaten Penenaman Modal
sebagaimana dimaksud  delam Pasal 240 ayal [5) jupa
dilakukan  berdasarkan laporan Pelaka Usaha sektor
pundidikan dan kebudayaan

Faxzal 305

Ketentuan menpenal tata cora pelaksanaan  pengawasat
terthadap PB danjfatau PB UMKY di scktor pendidikan dan
ketudayvaan sebagamwnana  ditnaksiel  dalam Pasal 306,
kompetetist, dan petinpglatan kapasilas pengawas pada scktor
pendidhikan dan kebudayaan diatur dalams:

. peraluran menter] yang menyclenggarakan  suburusan
pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. peraturan . . .
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b. peraturan menicn yang monyclengparakan suburusan
pocmerintahan pendidikan tingpl dan urusan pemerintahan
di bidang ilmmu pengetabhuan dan teknoloki; clan

¢ pEraturan mentenn yang  menyelenggarakan urusan
prmerintahan di bidang kcbudayaan,

sesual dengan Kewenangan masing-masing.

Parapruaf 12

Sektor Pariwisata

Pasel 309
Pengawasan terhadap PE pada sckior parmwisaa dilakukan
alzh:

a. mentent yang menyvelenggarakan urisan pemenntahan i
idang parivwisata)

gubernur

biipatifwall ot

kepala Admmistrator KEK; dan/atau
e, kepala Badan Pengusahaan KPRPR,

sestial dengan kewenongan masing-masing berdasarkan
kereniidan peraluran perundang-undangan,

L

Pasal 310

kKerentuan mengenar tata cara pelaksanaan  pergawasan
terhadap PE pacla sellor panwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasual 309, kompelensi, dan peninpkatan kapasitas
pengawas pada sckior parwisata diatur dalam peraturan
mentenn yang menyclenggarakan urusan permerintahan di
bidang pariwisata.

Paragpral 13
Seklor Keagamaan

Pasal 311

{1} Penpgawazan terhadap PB pada sekilor  kespamasn
thlaksanakan olch menten  vang menyclenggarakan
urusan pemenintahan 4 bidang agama berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2] kewsnangan _ . .
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2] Hewconangan Pengawdsan oleh e len vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
sebagaimana dimaksud pada ayet {1] dilakukan oleh
aparalur sipil ncgara  sesual lupas,  unpsi,  dan
kewenanpsn masing-masing,

Pasal 312

Penpawasan rutin pada sektor keagamaar selain berdasarkan
laporan kegiaran Penanaman Modal sebagaimana dimakaued
dalam Pasal 240 ayat {3) juga dilakuksn berdasarkan laporan
Pelaly Usahu terkait penyelenggaraan ibadah haji khasus
danfalau penyclenggaraan perjalanan ibadah umeah.

Pasal 213

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan  Pengawasan
tcrhadap PB i schior keagamaan sebagaimana dimaksued
dalam Pasal 311, kompetensi, dan peningkatan kapasitas
pengawas puda scktor Keagamaan diatur dalam peraturan
menleri yang menyelengperakan urusan  pemerinlahan di
bidung agama.

Paraprat 14

Sektor Pas, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 3 14d

Pengawasan terhadap PH dan/atau PB UMK pads scktor pos,
lelekemunikasi, dan penyiaran dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komuanikasi
dan informasi berdasarkan ketenfuan peraturan peedndeng-
undangar.

Fazal 315

Pengawasan atas isi sigran dalam  kegiatan usaha pada
subseklur penyelenggaraan penyiaran  dilaksanakan  olelh
Komisi  Penwaran  Indonesia scsual  dengan kotontuan
peraturan perundang-undangan.

Fazal . _ .
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Pasal 316

Menten vane menyeleneeerakan unusean pemnenniaban o
bidang komunikasi dan informasi selain melakukan
Pengawasan  ratin dan  Pengawasan — insidental
sebapaimana dunaksud dalam Pazal 238, mclakukan
moniteting dan evalyast terbadap  kualitas  lavanan
danfatau prewink Jayanan dao Pelako Usaha vang
rmendapatian PB dandatay PB UMBU vnralk kematan
usdha pada scktor pos, lelckemunikasi, dan penyiaran
sesual dengan ketentusn Peraturan Pemerintzh ine dan
ketontuan peraturan porundang-undangan.

Monitoring dan evaluasi sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakulean melalui siseem moniterng pada selinr pos,
telekomunikasi, dan peoviaran dengan memanfaatkan
teknolopl mformast dan komunikasi,

Pulaku Uszaha wvang melakukan kepiatan ussha pada
scktor pos, tolckomunikasi, dan  penviaran wajib
membuka akses dan memberikan informasi vang diminta
untuk kepentingan monitoring dan evaluas! sebagaimana
dimalksud padea avat [1} dan axat [2).

Menlen vang menyclenpedarakan urusan penwerinlaban o
hidang komunikasl dan informasi dapat mengumumbkan
hasil meonmoring dan cvaluasi sebagaimana dimaksud
pada avat {1] dan ayat [2}.

Pazal 317

UMEK-M  dapat  memperaleh pendampingan uniuk
melakukan kepgialan  ussha  pada  seklor pow,
telckomunikasi, dan peniaran darl menten vane
menvelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang
kornunilkas dan inlormass.

Pendampinzan sebagaimana dimakaud pada ayat (1] dapar
herupa:

a. konsultas teknis dan bisnis untuk kegiatan usaha
pada selior pos, welekomunikast, dan penviaran:

. perminghkatan koampetenst berusaba unnik kegiatan
Lsabka  pada seklor  pos,  lelekomundeas,  dan
poryiaran; dan/atau

c. f(asilitasi kolaboras densan Pelaku Usaha pada sekilor

pos, telekomunikasi, dan penyiaran  scrta  pilhak
terkait.

Pasal . . .
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Pasal 318

Penpawasan terhadap huk labubh satelit dilakubkan melalui
cvaluasl sccara brrkala daftar sateht asing vane heroperas
ch wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Evaluasi sebapaimana denaksud pada  ayat (1]
dilaksanakan oleh menteri yang  menyelenggarakan
urusan  pemerintahan i hidang komunikasi  cdan
informasi.

Pasal 319

Pengawasan terhadap lain pira frekoensi radio dan lzin
stagiun radio dilekukan melalui:

d. Pengawasan administras; dan falan
b. Pengawasan teknis.

Pengawasan admimstrasi sebagaunana dimaksud pads
aval (1) bhunif a dilakukan rerhadap pemenuhan PB UMEKD
lzin pila frekoensi radio dan lzin stasiun radio
schagaimana  tercantum dalam Lampiran 11 vang
merupakan bagisn dak eomsahkan dari Perataran
Femerintah mi,

Pengawasan tcknis schapaimana dimaksud pada ayel {1]
huruf b dilakukan melalui kegiatan monitonng spekinom
Irekyens tadia.

Kepiatan  moniloring spektram frekuensr radio
sebapaimana dimaksud pada ayac {3) terdin dar,

a. observasi penggunaan spektrum frekuenst radi;

b identifikast  dan deteksi penggunaan spokirum
frekuenisi radin,

¢, pengukuran parameter teknis stasiun radis; dan
d.  inspekst stasion radio.

Kepislan  monitoring  spektrum frekuensi radio

sebapaimana dimaksad pada avar [} dilakukan untuk

memasiikan:

4. penggunaan spekimm rekuens radio sesuail dengan
FE UMKU yang dibcrikan;

b. pengpunaan  spektrum frekuensi radio dek
menimbulkan pangguan  yang merugkan pada
perngpuna spektrum frekuensi radio lain; dan atan

c. pEnggUnaan . . .
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c. penggunaan sinyal identifikasi ataw dentitas stasiun
radio pada setiap pemancaran spekorum frekoensi
radio untuk dinas radio komunikasi tertentu.

Pasal G20

Pengawasan 1erhacdap alal telebkomumibiass danfatau perangkal
teleltomunikaz: dilaksanakan melalbu:

el.

{1]

{2)

(3]

{4]

pemeriksasn  sertifikat  alar ielekomunikasi  danfatau
perangkat telekemunikasi; dan

pemerikaasn Kesesuman standar teknis alat telekomunikas
dan/alau perangkat lelekomunikast vang dipecolagangkan
danfatay dipergunakan lerhadap sertifileat alal
telekomunikast dang/ atau perangkat telekomunikasi,

Fasal 321

Pemenksaan sertilikat alat  relelbonmanmikast dan/atan
perangkat telekomunikasi sebapgaimana dimaksud dalam
Pasal 320 humf a venp dibuat, diralot, dan/fartaw
ditnasuklan, untuk diperdapangkan danatay dpunakan
i wilayah  Negara  Kesatuan  Bepublik Indonesia,
dilaksanukan oleh menten rang menyelengearakan
urusan  pemcrintahan  di bidang  koemunikasi  dan
informasi.

Femenksaan  sertifikat alat  telekomuambkasi danfatau
perangkat telekimunmbazg sebagaimana dimaksod pada
avat (1) untuk alat telekomunikasi denjatau perangkat
telekomumikast i dalam kawasan pabean, chlaksanakan
tlh menlen YHTIE menvelerERardkan LIFLISAD
pemenntaban di Mdang kewangsan negars,

Dalam  hal diperlukan, pemertksaan sertifikat  alat
telekomunikast  dan/atau  perangkat telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat 1] dapat melibatkan
instansl  terkait sesual dengan  kerentuan peraturan
perundang:-undangan.

Belain permerikizan sertilikar alat  telekomunikas
danfatay  perangkar  telekoemunikasi,  permeriksaan
sehagaimana dimaksod pada ayar (1) juga dilakukan
terhadap pemenuhan kewapphan permasangan label

(2 Jepis . L.
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Jenis alat telckomunikasi danfatdun perangkal
telckomunikas: yang dilakukan pemenksaan di dalam
kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
diteraplean oleh menterd vang menyelenpggarakan unisamn
pemerintaban 4 bidang komunikast daon infoomasi

Fasal 322

Pemenksaan kesesualan standar teknis alal
telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang
diperdaganpkan dan/atau  dipergunakan terhadap
sertifikat  alat  telekomunikasi  danfatau peranpgkat
telekomunikias sehagaimana dmmaksnd dalam Pasal 320
huruf b dilaksanekan denpan pertimbanegan:

a. alat telckomunikas: dan/fatau perangkat
telekomunikast, menimbulkan  gangguan baik
terhadap janngan telekomunikast maupun terhadap
kramanan, keselamatan, dan kesehatan manusia;

adanya laporan pengadouan;

e, riwayat  ketideksesuean alar  telekomunikasi
dan/atau prranekal lelelkomunikas:; dan fateg

d. adanva prrbedaan harga voeng signifilkan dengan alac
tclekomunikasy dan/fatau perangkat telelkomunika s
produk sejenis.

Pemerikzaan koscsualan scbagaimana dimaksud pada
ayval (1) dilaksanakan terhadap alat telekomunikasi
den/atau peranpkat telekomumbkasy di sisi pengguna
menggunakan metode sampling melalun

a, pemeriksasn administras; dan
b. pcmeriksaan teknis.

Pemeriksaan administras) sebagaimana dimaksud pada
ayat [2}) huruf a berupa pemeriksaan terhadap dokumeon
spesifikasi  telrus, kesesuaian merek don tpe  alat
telekomunikas: dan/atan perangkat telekomunikasi, dan
pemasatgan label.

Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
hural I berups pengygpan sampel alae telekomonikass
danfatan pecangkar telekomunikasi vang dilaksanakan
olch balad  pengupan alat  elebomumbas denfatau
perangkat relekomunikast,

Pasal . ..
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FPasal 323

Kerentuan mengenal tata cara pelaksanaan  pengawosan
terhadap PBE dan/atau PB UMKD di scktor pos, telckomunikast,
dan penviaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314,
kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor
pos, felekomunikas:, dan peoyiaran diebar dalam peraiuran
menler: yvang menyvelenggarakan  arusan pemerintahan ol
bidang komunikast dan informas,

Parapraf 15

Seklor Periahanan dan keamanan

Fazal 324

{1} Penpawasan tecrhadap PB dan/atan PB UMKLD di subscktor
industri pertahanan dilaksanakan cleh menteri yang
menvelenggarakan urusan  pemerinfahan di bidang
pertahanan berdasacrkan kefeniuan peraturan perundang-

undangan.
(2] Kewenangan Penpawasan sebagaimana dimaksud pada
axat {1] dilaksanakan oleh menierl YHIE

menyvelengearakan urasan  pemenntahan di bidang
pertahanan  berkeordinasi  denpan menterl/kepala
lemlaga terkair,

3] Pengawasan oleh menter yane menyelengaarakan urlisan
pemerintahan di bidang  pertahanan secbhapaimans
dirnaksud pada avat (2| dilaksanakan melalui satuan kerja
yang mempunyal tugas dan fungsi terhadap FB dan/atau
PB UMEKLU di subscktor industri pertahanan scsual dengan
ketentuan Perataran Permerintah  inl dan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fasal 323

(1] Penpawasan rlin unluk subsekior mdustel pectabanan
mencakup FPengawasan kopatuhan Prelaku isaha non
perscotangan terhadap standar polaksanaan kegiatan
usaha yang meliputl

da. pelaksanaan produksi;
k. sumber daya manuases;
¢. fasilitas produksi dan/atau lasilitas pemelibaraan; dan
d. teknologi vang telah dikuasai.
(2) Pengawasan . . .
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Pengawdsan runn scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk subsektor industrl pertahanan dilakulzan melalui:
a.  &LVel,

b momiloriog; dan/atau

o, laporan.

Pengawasan ratin sebagaimana dimaksud pada ayart {2)
dilalkukan setiap 6 {enam)] hulan sekali.

Pasal 326

Penpawasan msidental untuk subsekior induster pertahanan
meticakp Pengewasan kepamuhan Polaku Usahn danfatau
indusin pertahanan lerhadsp standar pelaksanaan kegiatan
usaha.

(1

(2]

2

Pasal 327

Penpawssan dilakukan cleh pelaksans Penpawasan yvang
berasal dan kementenan yaneg menyclenpgarakan urusan
pemerintabhan di bidang pertabhanan dan
kementcnan/lembaga sesuan dengan ketencuan Peraturan
Pemerintah ni dan  ketentuan peraturan  perandang-
undangan.

Kewenangan  poelaksana  Peonpawasan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} mcliputi kewenangan untuk
mendapatkan hak akses terhadap:

a. data, duktumen adrminisiras, dan lewslitus
perusabiaan;

h, lasihitas dan sarana industn pertahanan;

c. keglatan produksi industr] pertahanan; dan

daa produksi dan dsrribos prodok alal peralglan
pertahanan dan keamanan yang dihasilkan.

Kewajiban pelaksana Pengawanan sebapaimana dimaksud
pada aval (1) melipud:

a. mconjaga kerahasiaan data dan dokumen/ informas:
b. mcnjagz independenst; dan

. tidak terlibat koepsi, kolust, dan oepolisme dalam
melakagnakan 1upas Pengawasan,

Pasal . ..
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Pasal 328

hetentuan mengenal tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB dan/atan PB UMEKU pada subsektor induste
pertahanan sehagaimana  dimaksad  dalam Pasal 324,
kompetensi,  dan petunghkatan kapasitas penpawas pada
submseklor industri pertahanan diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan permerintahan di bidang
pertahanan.

Pasal 329
Pengawasan terhadap PB pada subsektor keamanan melipati:

a. Pengawasan tingkat daerah dilaksanakan aleh Kepolisian
dacrah secara rutin di daeralinva; Jdan

I, Penpawasan ungkat pusdt dilaksanakan olch Markas Besar
Kepolision Megara Fepublik lndonesia secara insidental.

Pasal 330

(1} HKepohsian  daestah sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 329 huruf & melaksanakan audit kelengkapan dan
kecocokan, audit kesiapan untuk memkberikan penilaian
terhadap reliabilitas dan intepritas operasional, seris
kelayakan Dbadan  Jsaha pasy penpamanan dalam
heroperasional .

[2}) Markss Besar Kepolisian Negara Repubhk Indonesia
schapaimana dimaksud dalam Pasal 329 huarof b
melakukan audit Pengawasan kepada badan usaha jasa
pengamanan wvang sudeh  mendapatkan PBE dan
melakukan kegiatan vssha lebih dan 1 (satu] wilayah
hukinm kepdisian dacrah apabila dipandang perlu.

Pasal 331

hetentuan menpenal tata cara  pelaksanaan  Pengawasan
tcrhadap PB di subscktor keamanan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 329, kompetensi, dan peningkaian  kapasitas
penpawas pads subseblor keamanan diatur dalam peraturan
kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Parggral . . .
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Faragraf 16
Sektoe Ekonemi Kreatil

Pasal 332

Pengavwasan  terhadap PEB  pada  zelmr ekonomi Krealbil
dilakukan cleh:

a.  moenterf Kepaly Badan yvanp menvelengearakan suburisan
permerintahan ekonomt krealif dan tugas pemernintahan di
tidane ckonomi kreatif;

h.  gubernur;

€. bupati/wal kota;

d.  kepala Administrator KER; danfatau
. kepala Badan Penpgusahaan KPBPR,

sestal  dengan  kewenangsn masing-masing  berdasarkan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

FPasal 333

Ketentuan mongenai tara cara  pelaksanzan Pengawasan
icrhadap PB pada  sektor ekoromi krealil  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 332, kompelens), dan peninghkatan
kapasitas pengawas pada sektor ckonomi kreatif diatur dalam
peratdran nenlenkepala  badan yang menyelenggarakan
sulbibmisan pemerintahan ekonomy kreand  dan rugas
pemenntahan di bidang ckonomu krcatit.

Paragral 17

Bekter Infuemasi Geospasial

Pasal 234

Penpawasan terhadap PE pada sektor informas: gecspasial
dilakukan clch badan vang melaksanakan tugas pemerintahan
et hidang mformas)  grospasial  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

Hetentuan mengenar ata cara pelakssnsan pengawasan
terhadap PB di sektor informasi geospasial sebagsimana
ditnaksnd dalam Pasal 334, kompetensi, dan peningkaslan
kapasitas pengawas pada sektor informast geospesial diatur
dalam peraturan kepala badan wyang melaksanakan Digas
pemenmtanan i tndang inlormasi geospasial,

Poaragral . . .
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Paragraf 13
Sektor Ketenagakenaan
Pazal 336
(1] Pengawasan terhadap PB danfatau PB UMEU di sckror
kctenapakenaan dilakukan oleh:
a.  menteri vang menvelenpgrarakan urusah
pemerintahan di idang ketenagakerjaan;

L. menten/kepala badan  yang  menyelenggarakan
suburusan  pemerintahan pelindungan pekerja
mipgran Indenesia dan tupas pemernintabhan dy dang
pelindungan pekerja migran Tndaonesia,

AN] ¥l (T

bupatifwal kota;

kcpala Admimistrater KEK; dan/atau
kepala Badan Pocngusahaan KPBPB,

sezuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-uncdangarn.

(2] Penpawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a,  untuk LIMLASAN pemernintahan di bidang
ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh tim pengawas
penizinan sektor ketenagalterjaan dengan melibatkan
pehgawady ketenagakerjaan: ataw

. unluk suburusen pemenntahan pelindungan pekerja

migran Indonesia dan tugas pemenntahan di hidang

pclindungan pekerja migran Indeonesia, dulaksanakan
oleh tim pengawas perizinan sekior ketenapakerjaan,

dan dapar berkeoodinas) dengan kementerian lembaga
terkant.

i BT

[3) Penpawasan ratn sebapaimana  dimaksuad  dalam
Pasal 238 avat (2} hurul a untuk z=ktor ketenapakerjaan
dilakukan 1 [satu) kali dalam jangka wakto 1 [satu) tabhan.

Pasal 37

ketentuan  menpenal laly card pelaksanaan Pengawasan

terhadap PB dan/ atau PB UMEKL pada scktor ketenapakerjaan

sthagaimana dimaksud dalam Pasal 336, kompelensi, dan

prningkatan kapasitas pongawas pada sektor ketenagakerjaan

diatur dalam:

f. poraturan menteri yang  menvelenggarakan  urusan
permerintahan di bidang kerenagakerjaan; dan

b. peraturan . . .
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b peraluran menlern/kepala badan vang menyelengparakcan
suburusan pemenntahan  pehndungan pekerja migran
Indonesia dan tugas pemcrintahan di bidang pelindunpan
pekerja migran Indonesia,

seslal denan kewenangan  masing-masing becdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragrat 19
Selktor Perkoperasian

Pazal 338
Pengawasan terhadap PB pada selior perkoperasian dilakubkan
tHeah:
1.  mentzo yang menrclenpgarakan urusan pemerintahan di
bidang koperasi;
aubernur;
bupati/wali kota,
kepale Administrator KEK; dan/aran
£ kepala Badan Pengusahesn KPBPE,
sesual  dengan  kewenangan masing-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

SRS

Pasal 354
Pengawasan matin  pada  sektor  perkeperasian selain
Lerdasarkean laporan kegialan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 240 ayat {3} juga dilakukan berdasarkan
laporan Pelaku Usaha terkat penvelenggaraan usaha sektor
perkoperasian.

Pasal 240
Ketenidan menpenar oz cara pelaksanaan Pengawasan
terhawdap PB  pada sckior perkoperasian schagaimana
dimaksud dalam Pasal 3238, kompetensi, dan peningkatan
kapasitas penpavas pada sektor perkoperasian diatur dalam
peratiraty MEnteEr yang  menyelengparakan LT LUSET
pemenntahan di bidang koperasi.

Paragral 20
Sektor Penanaman Meodal

Fasal 341
Pengawasan terhadap PB pade sekitor Pepapaman Modal
dilakukan oleh:
a, menten
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a. menlennkepela badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemenntahan
di bidang koordinasi penanaman modal;

b. Lkepala Administrator KEK; dan/afraun
. kepala Badan Penpusahaan KPBPE,

seaual dengan  kewenangan masing-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 342

Kerentizan  mengena farg Cara pelaksanasan Penpawsasan
terhadap PB scktor Penanaman Modal sebagaimana dimakosud
dalam Pasal 341, kompelensi, dan peningkatan kapasitas
pengawas pada sektor Penanaman Modal diator dalam
peraruran menten/Kepala  bhaden yeng moenyvelenegaralan
urusan  pemerintzshan di bidane  investast dan DUgas
pemerintahan di idang keordinasi penanaman moddal.

Paragral 21

Sekior Penyelengparaan Sistem dan Transaks: Elekironik

Pasal 343

Pengawasan terhadap PR danjatau PB UMEU pada sektor
penyelengraraan sstem dan transalis clekironik dilabksanakan
aleh menfen yang rnenyelengparakan urtisan pemenntahan <
bidang komumkast dan inlormasi berdasarkan ketentuan
pcraturan pocrundang-undangan.

Pasal 344

(1Y Pengawasan pada sekior penyelenggaraan sisiem dan
trapsakst elektronik dilakubkan terhadap penvelenggara
zsistem clelktronik ingkup privat dan ponerbit gim.

(2} Penpawdsan rutin scbapaimana  dimaksud dakim
Fasal 238 ayat (3] hurnul a terhadap penvelenggara sistem
clektronik ingkup privat dilakukan dengan:

a. memilih  penyelenggara  sistem eicktronik  lingkup
privar sehags sampel Peongawasan,

I, melakukan evaluas: terhadap sampel Ponpawasan;
dan/ atau

c. melakukan tindak lanjut atas evaluas: Pengawasan.

(3] Pengawasan . . .
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{3) Penpawasan  mutn sehapamana . dimaksuad dalam
Pazal 238 gvat (3] huruf a terhadap penerbit gim dilakukan
apabila telah melakukan klasifikasi secara mandin dan
telah dinji kesesuaian atas klasifikesi mandiri tersebuot
oleh lembaga klasililoas:.

4] Penpawasan insidental terhaddap penyelenpeard sistem
elcktronik  lingkup pnvat dan penerbit pim selain
berdasarkan ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Paszal 251 ayat {2) juga dilaksanakan dalam rangka:

a. tenindaklanjuti laporan dari kementerian/ lembaga,
aparal penegak bhukum, danfatag lembaga peradilan,
dan ) atal

b. menindaklanjutl temuan msiden dan/atau temuan
insiden yang dihasilkan dan kegiatan Pengawasan.

Pasal 345

Keteniuan  rengendl tala cdra pelaksanaan pengdwasan
terhadap PB dan fatsy PB UMELD pads sekior penyelenggacaan
sistem dan transals clekironiks sebagsimans dimalksod dalam
Pasal 343, kompetens], dan peningkatbn Kapasitas pengawds
pada sektor penyelenggaraan sistem dan transakst elektronik
diatur dalam peraturan menter] yang menyelengparakan
muzan pemerintahan di bidang kemunikasi dan informasi.

Paragrai 22
Sektlor Limpkunpan Hidup

Pasal 34
Penpawasan terhadap PL dan PB pada sektor lingkungan hidup
dilakukan oleh:

a. menten) Kepwiala  badan yang menyelengparakan Utvsen
prmenntaban di badang perhnduangan dan pengelolaat
lingkungan hidup dan rugas pemerintahan di bhidang
pengendalian linglkungan hdup,

b gubernur,

i bdpmann wall lootls;

] hepala Administraler KER; danfalaan
£. kepala Badan Pengusahaan KPBFE,

scsual dengan  keowcnangan masing-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundanp-undangat.

Pazal . . .
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Fasal 347

Ketentuan mengenai tata cara pelaksangan  pengawasan
terhadap PL dan PR pada  sektor  linpkunpan  hidup
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 346, kompetensi, dan
peningkatan kapasitas penpawas pada sektor binglunpan
hidup diatur dalam peraturan menterif kepala hadan yang
menyelengparakan (KR EL=T) petnerintahan b biclang
perlindungan dan pengelolaan hngkungan hidup dan tugas
pemennidhan di bidang penpendalian hngkungan hidup.

BAE VI
EVALUASI DAN REFORMASI KEELIARAN

Pasal 344

(L] Kementenan/lembaga melaksanskan  evaloasi dan
reformasi  kebijakan PBBR  secara  bherkelanpuan,
transparan, akuniabel, dan menerapkan ponsip kehati-
hatian,

2} Evaluasl dan reformast kebuakan FBBR  =zebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian
vang menyelenggarakan sinkronisasi dan konrdinasi serta
pengendalian pelaksanasn urusan Kementerian dalam
penyalenggaraan pemenntahan di bidang perckonomian,

(3} Pemerinlah Daerah, Administrotor KEEK, dan Badan
Penpusahaan KPEPB mendublung pelaksanaat evalgas
dan reformasi kebijakan sebagaimans dimalesaed pada ayval

(1] denean:

a. memberikan masukan terkait ponyclenggaraan PBBR;
dan/atau

b. tmenvediakan data an/atau nlurmas

penyelengearaan FRBR,

sesUal dengat Rewenangan masing-masimg.

Praux] 344G

{l] Kementerian vang menyclenpgarakan sinkronisas dan
koordinasi scria  penpendalian pelaksanaan  wrusan
kementerian dalam penyelengparaan pemerintahan di
bidang perckonomian melakukan keordinasi evaluasi dan
refrrmass Kebijakan PRBR dalam rangka menmgkatkan
tthrm berusaha.

2] Dalam . . .
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Dralam rangka  melakukan keordinast  sehagaimana
cimaksud pada ayat |1), menter] yang menyelengparakan
sinkronisasi  dan  koordinasi  scrta pengendalian
pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenpraraan
mrmetimiahan i bidang  perekonomian menctaphkan
rencang akst PHBR

Rencana akst sebagasimana dimaksud pada ayat (2] paling

sedikit memuat:

a. penyusunan kebijakan PBBRR;

tr,  implementas penyelenezaraan FBEERE;

c. pcnerapan reformasi PEBBR ke dalam Sistem 085,

d. peningkatan permahaman can kapasitas mepgenal
FEBR untuk kementeranslembaga, Pemearmtah
Draerah, Admunistrater  KEK, danfatau Hadan
Pengusahaan KPEFPB;

c. pclaksanaan sosialisast kobjjakan TBBR  kcpada
masvarakat, dan

. evaluas: PBBR vang herkelanjiian.

BAB IX
PENDANAAN

Puagal 350

Fendanaan penpembangan Sistem 085 bersumber doan
anpgaran pendapatan dan belanja negara.

Pendanaan penyelengparaan PRER [y
kernenterian Mlembaga hersumber clar ATILREATAN
pendapatan dan belania negara dan sumber lain yang sah
stsual dengan ketentuan perataran perundang-
undangan.

Fendanaan penyclenpgaraan PBAR pada  pemerintah
provinsi bersumber darl anggaran pendapatan dan belanja
daerah provins dan sumber lain vang sah sesual denean
ketenilan peratiran perlindang-undanpan,

Fendanzan  penyelenpgaraan PBERE pada  pemenntah
kabupaten/kota bersumber dan anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten /kota dan surmber lain yang
zah sesvai dengan ketentuan peraturen  perundang-
undan@gan.

BAE .
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BAB X

PENYFELESAIAN PEEMASALAHAN DAN HAMBATAN

{1]

()

(+3)

(1}

Fazal 351

Menter/kepala lembapa, subernur, bupatifwali kola,
kepala  Adminmstralor KEK, dan/atau kepala Badan
Fengusahaan KPEPE wajib menyelesaikan hambatan dan
permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan
Pemerintah i seswal dengan keleniyan perzluran
perundang-undangan.

Dalam hal peraturan  perundang-undangan tidak
mengatur  hal  untuk  penvelesaian  hambatan  dan
permasalahan, menterifkepala lembapa, puberngr,
bupati/wali kota, dan/atau kepala RBadan Pengusahaan
KFBPE Dervenang unbuk  menelapkan  keputusan
dap/arau melakukan Undakan vang diperlukan dalam
rangka penyelesaisn hambatan  dan pormasalahan
dimaksud sepanjang sesual dengan asas-asas umum
pemerintahan vang baik.

Dmlatn hal peraturan perundang-undangan tidak
mengalllr hal  wuntuk  penyclesalan hambatan dan
permasalahan, kepala Admintstrator KEK melaporkan
kepada dewsn nasional KEK unmlk mmenetapkan
keputusan danfatau melakukan  tindakan  veng
diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan
permasalahan dimaksud sepanjang sesua dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik.

Pagal 352

Dalam hal tordapat laporan dan/atau penpaduan dari
masyarakat kepada menterifkepala lembaga, gubernur,
bupati/wali kota, kejakseasn Republik Indonesia, atau
kepolisian  Mogara  Republik  Indonesia mengenai
penyimnpangan dlau penyalahgunaan wewenang dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah i, penyelezalan
dilakukan dengan mendahulukan proses administras
zegsual dengan ketentuan peraniean perundang-undangan
di bidanp administras pemenntahan,

i2; Dalam . .
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Dalaty hal laporan danfatau penpaduan davi masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat [1} disampailzan kepada
Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisiun Negara
Rrpublik Indonesia, Kepaksasn Republik [ndoncsia atau
Kepolisian Megara Hepublik [ndonesia
meneroskan/ menvampaikan laporan masyarakat
lersehul kepada mentern/kepala lembags, gubernur, ataw
hupati/wal kota untuk dilakukan pemenksaan.
Menteri/kepala lembaga, pubernur, atau bupati/wali kota
mermerikaa laporan dan/atay penpaduan dari masyarakat,
raik yang dilerima oleh kementlenan, lembapa, alaon
Permarititah Daeral bersangkutan sebapaimans dimalksud
pada ayat (1), maupun yang ditcruskan dan Ecjaksaon
Eepublik Indonesia atau Kepolisian Nepiara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3], dalam
jangka wakiu paling lama 5 [linal Han ferhitune sejak
lapirran masyarakat thierima.

Dalam hal pemenksaan schagaamansa dimaksud pada ayat
t3) ditermukan indikasi  peoyalahgunaan wewenang,
Menterifkepala lembaga, pubernur, atau bupati/wali kota
meminta aparat pengawasan intern pemenniah uniuk
melakukan pemerciksaandaudin lebih langul dalam wakio
pahng larma 30 {tiea pulub) Har,

Huasil pemeniksasan aparat pengawsasan ntern pemerintah
sebapaimana dimaksud pada ayat (4] dapat berupa:

a. kesalahan admimstrasi yang  (idak menimbulkan
Berugean negary,

1, kesalahan administras) yang menmbulkan kerugian
negara; atau

<. tindak pidana yanp bukan bersifat administratif.

Dalam hal basil perneriksaan aparab pengawasan inlern
pemerintah bergpa Kesalahan admimstrast vang udak
menimbulkan kerugian negara scbagaimana dimaksued
pada avat {3) hurul a, penveleszaian dilakukan elaloi
penyempurnaan administrasi paling lambat L0 {zepuluh)
Han terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat penpawasan
intern pemerintah disampaikan.

Dalam hal hasil permeriksaan aparal peogawasan intem
pemerintah berupa kesalahan administras yang
memmbulkan kerndplan negara scbagaimana dimaksud
pade avat (B huruf b, peoveolesman dilakukan melaluld
peryempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian
negara paling lambat LG (sepuluhj Han terhitung sejak
hasil pemenksaon aparat pongawasan intern pemerintah
disampaikan.

{#] Penvyelesaian . ..
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Penyelesaian hasil permeriksaan aparar pengawasan inletn
pemerintah sebapaimana dirmakeud pada aval (G) dan ayat
(7} disampaikan oleh mentert/kepala lembaga, subernur,
atau bupatifwali kota kepada EKejaksaan Republik
Indonesia atan Kepolizsian Negara Republik Indonesia
sebagaimans dimaksugdl pada aval [2) paling lambat S
(lmap Han lerhitung sejak hasil pemeriksaan aparat
pohgawasan intern pemerintah disampatkan.

Dalam hal basil pemeriksaan aparal pengawasan inlern
pemerintah hergpa tncdak pidana yang bukan bersifat
adminmistiratl sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurut
c, menierifkepala lembaga, gubernur, atau bupatifwali
kota dalam jangla waktu paling lambat 5 (lima) Harn
terbilvung sojak hasil pemeriksaan aparat peongawasan
nlerm pemenntabh disampalkan, menyampaikan kepada
Kecjaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Megara
Ropublik [ndonesia sebapaimana dimaksud pada ayat (2],
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Kerentinan perailran
perundang-undanpan.

BAE XI
SANKEI

Bagian kesatu
Umum

Pazal 353

Menten/kepala lembaga, pubecnyr, buopstifwali kota,
kepala  Administrator KEK, dan/atau kepala  Badan
Penplisahasan KPEFPB yang udak menyeleneparakan PBEBERE
melalul Sistemn G828 dikenal sanksi adounistratif,

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
berupa teguran tertulis vang disampaikan paling banyalk 2
(dua) kali.

Dalam hal sanksi adminiztratil heropa tegiiran eriulis
telah disampaikan 2 [dog) kali sehagaitnana dimaksuod
nade  avat (21 secara berturst-turat dan terap tidak
dilaksanakan:

a. Lembaga OS5 mengambil alih pembenian persyaratan
dasar, PB, danjfataa PR LUMKL yanpg menjadi
Lkewenangan kemnenlenan/ lembaga, kecpala
Admimsitator KEK, atauw kepala Badan Penpusahaan
KFHPE;

b. menter . . .
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I, menleri atal kepals lembaga yang membina dan
rmenpAatas] persyvartalan dasar, PB, dan/atau PB LMK
sektor mengambil alih pemberian persyaratan dasar,
FB, dan/atzu PB UMKU vang menjadi kewenangan
fgubernur; atay

z. gubernur sebagal wakil Pemernintah Pusat mengambil
alih pecmberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMELU vang menyadi kewenanpan bupat /wali keta.

Pasal 354

Mcnten/kepala lembaga, pubernur, bupatsfwall kota,
kepala Administrator KER, danfataun kepala  Badan
Penpusahaat KPBPB mengenalan sanksn kepada pejabial
yvang tidak meombenkan pelavanan dan mclakukan
Fongawasan schapaimana  diatur dalam Peraturan
Pemenntah 1mi.

Hanksi schagaitnana dimaksud pada avat [1} dilakukan
gesim clengan kelenfugn peraluran perundang-
undungan.

Fasal 155

Palaky Usahbe vang melangear persyaratan dasar, PB,
tdan/fatau PE TIMKLD dikenal sankal administratid,

Sanks administran] sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. peringatan,
b. penghentian sermentary kegialan usaba;

=~
:

pengenAaan denda administratid;
pengendan deya paksa polisional;

pencaburan lisensi/ serufikasi/ persetyuan; dan/atau

m oA o

pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atay PB
UMEU.

Petigenaan sankar adrmustranl sebapaimana dimaksud
pada ayar (2] dilakukan berdasarkan tinpkat kepatuhan
yang dilemukan pada kegilatan Poengawasan.

7] Fengenaan . . .
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Fengenaan sanksi adrmmistratil sebagaimana dimaksud
pada ayat [2] dilaksanakan oleh menteri! kepala lembaga,
pubernue, bupatifwali kota, kepala Administrator KER,
alauw kepaln Badan Penglssahaan KPBPE sesual denpan
kcwenanpan masing-masing  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undanpan mclalui Sistem G55.

Bapian Kedua
Sanksi bagl Pelaku Usaha

Paragrai 1

Sektar kelautan dan Perikanan

Pazal 356

Setiap Pelaku Usaha vang berdazarkan hasil pengawasan
ditermukan ketidaksesualan atau pelangparan terhadap
keleniusen rekomendes pemanfaalan pulauw-palau kel
dergan fuas di bawah 100 kme [seratus Kilometer perseyi)
dan rekomendas] pemanizatan pulau-pulau kecil dalam
rangka Penanaman Modal Asing, KKPRL, PB, dan/atau 'B
UMEU pada sekior kelautan dan perikanan, berupa:

a. permanlaatan sumber  dayd  prrowran pesiwir dan
perairan pulaw-pulau kecit yang tidak memenubhn atan
tidak memiliki PB dan/atau FBE UMK

k. pemanifaaran  pulav-pulan kecil  dalam  rangka
Fenanaman  bModal  Asing  vaney  lUdak memiliki
rckomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam
rangka Menanaman Modal Asing:

c. pemanfaatan pulav-pulau kecil dengan luas di bawah
100 km? {seratus  lalmneter persepi] yvang  tidals
rictmiliki releomendasi pemeanfparan pulag-pulay kecil
denguan luas di bawah 100 km? {seratuz kilometer
perzen];

d. pemenfaatan rlang laul vang lkiek memilikn KKPRL
wane lidak menepakibatkan perubahan fungs: ruang
lau;

. pecmanfaatan ruang laut vang tidak memenuhi KKPRL,

£ pemanfaatan kawasan konsecvasi o yang lelak
roemenyhi PB danfatag PB UMEL;

£. usaha . . .
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ugaha pengolahan tkan yang ddak mermenuhi dan
tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan
ikan, sisfem janunoan muty, dan keamanan hasil
perilksnan;

usaha pengadaan, sortasi, grading, penvimpanan,
pcmasaran, danjatan pengangkutan hesil penkanan
vang tidak memiliki PR TIMELT;

rmemilikl danfatau menpoperasikan kapal penangkap
tkan  berbendera  Indonesia untuk melakukan
penangkapan itkan 41 wilayah pengelolaan perikanan
negara Republik Indonesia dan/atan laye lepas vang
tidak memenuhi PB dan/ataw PD UMK,

mengoperasian kapal penangkap lkan berbendrra
Indonesia di wilayah penpelolasn perikanan negara
Fepublik Indonesia dan,atau laut lepas yang Ldak
membawa dokumen PB dan/atau FB UMKL,

mcmilikn danfatay mengoperasitan kapal penangkap
ikan berbendera  asing vang  diguanakan  untuk
rielakukan  penangkapan itkan di zona  ekonomi
cksklusil [ndonesia tidak memenulu FB dan/fatan PB
LMKLU dari Pemerintah Pusat:

memililo danyetay mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan
ikant i zona eckonomi  eksklu=sll Indonesia ridalk
membawa dokumen I'B danf atau PE UMKL,

. membangun, mengimpor, alag memodifikas: kapal

perikatnan tanpa persetyjuan;

mermihki dan/atew mengoperasikan kapal ponangkap
itkan  berbendera Indonesia vang melakukan
penangkapan ikan di wilavah pengeldlaan perikanan
negara Republik Indenesia vang lidek menggunakan
nakheda, perwira, dan  anak  buash  Kkuapal
berkewarpanepacaan Indonesiy;

memiliki dan/alan mengoperasikan kapal perikanan
milik orang [ndoncsia di wilayah  penpelolaan
penltanan ncgara KEepublik lndonesia danfatau laut
lepas yang Udak lerdafear sebagai kapal perikaban
Indonesia;

p. memilikt ..
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memuiki dan/alau mengoperasikan Kapal penangkap
tkan dan/atau kapal penpangkut ikan vang ndak
mclakukan bongkar muat  jkan  tangkapan  di
pelabuhan perikanan vang ditetapkan atay pelabwhan
lainnya yan diliun)uk;

mengimpor  komeditas  perikanan dan komoditas
pergaraman yang tidak =esual dengan tempat
pemasukan, jenls, volume, waktu pemasuban, standar
el owagiby,  danataw peruniukan  impor  veng
ditelapkan;

pemanfaatan jenis tkan vang dilindungl dan/fatau jenis
ikarr  yahg tercantum dalam daftar Appendie
Convention ot fmterrational Trode o Endongerad
Species of Wild Founa and Flora [(CITES| =sclain
Appendix [ yang ndak mocmenuhi FE;

memilikt dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan dan fatay kepal pengangkut tkan vang melakulkan
alihh mualan yang lwlak sesuda denpgan kelentiosn
peraturan perundang-undangan;

memiliki dan/ atauw menpoeperasikan kapal pengangkut
itkan  berbendera Indonesia vang  melakukan
pengangkuran tkan di wilavah pengelolaan perikanan
nepgara Republik Indonesia dan fatag laut lepas dengan
FR dan/atag PR UMELD yang sudah tdak berlakag;

memiliki dan/atau menpoperasikan kapal pengangkut
ikan berbendera lndonesia di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesip dan/fatann laar
lepas vane tiddak membaws PB dan/atan PE UMELS,

memiliki dan/atau menpoperasikan kapal pengangkat
itkan berbendera asmg i wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik [ndonczia yang tidek
membawa PB danfarau PR TIMKL,

. melakukan aktivitas pelabuhan pecikanan vanhg ridalk:

rmermenubil atal idak memiliki PR dan/fatau PB UMEL;

melakukan usszha pembenihan, pembesaran ikan,
dan/atau jasa subscktor pembudidayaan itkan yang
tidak memiliki PB dan/atau PB UMEL;

melakukan usaha pembeniban dang stal pembesaran
jerus  alan  vang dilarang, merugiksan,  danatao
membahayakan tidak scsuml denpan  ketentoan
peraturan perundang-undangan,

2 melaluakat . . .
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2. melakukan pemlalslan pakan tean, pemasukan Dahan
bal dan atay paban ikan, dan peredaran palean itkan
vang tdak memeonuhi PB UMEL; dan

aa. melakukan pembuatan cbar ikan, pemasukan bahan
baku obat ikan, obar ikan, danfatan sampel obat ikan,

dan peredaran chat ikan yang Ldak memenuhi standar
FB UMK,

dikenail sanksi administratif.

Banksai admimscratif sebagaimana dimaksud pada aval [1}
terdi atas:

&, penneatan teguran tertulis;
b. paksaan pemerintal;
r. denda admimscratif:

dl. pembekuan KKPEL, FB, danfatau PB  UMEL;
dan/alau

e, pencabutan KKPEL, PB, dan/atau PB UMEKL.

Jenis sanksi administratit sebagaimana dimaksud pada
aval {Z] tlapal dibertkan secara kumulall alau berlahap,
kevuall pelanggaran tertentu yang sanksl administratitnya
ditentukan sccara hmitabl olch peratwran perundang-
undangan,

Penpenaan sanksi administratif sebapaimana dimaksid
pada ayat [2) mengedepankan  upaya  pembinaan
kepatuhan Pelaloa Usaha o seklor kelautan  dan
perikanan.

Sanksi administratf scbagaimana dimakaud pada ayat (2)
tidak diksnakan kepada Pelaku Usaha yang ridak memiliki
rekomendasi pemaniaatan polag-pulan kecl] dengan llas
i lawah 100 km® (seratus kilometer persegi) dan
rekomendas)  pemanfaatan  pulau-pulau keecil  dalam
rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan ketentuan
sebapdimana dimaksud dalam Pasal 3é.

Pasal 357

Bankst adminisical! beropa peringatan/ teguran tertulis
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 336 avat {2) huruf a
dikenakan dengan ketentuan:

a. bam pertama kali melakukan pelangpatan,

L. belam . . .
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b, belum  menitmbulkan  dampak  berupa kerusakan
danfatay  kerugian sumber daya kelavian  <dan
porikanan, dan/ atau kesclamatan dan/atau
kesehatan manusia: dan/atan

c. sudah ada dampak yvang ditimbulkan namun dapat
diperbaikl dengan mudah,

Penneatan/teguran tertulls scbapaimana dimaksud pada
arat {1] bensi penntah untuk segera mematuht kewajiban
berusaha atau melaksanakan kepiatan usaha sesoal
dengan ketenruan dalam jangka walima errentu yang
ditetaplkan.

Jangka waktu scbapaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan
kemampuan Pelaku Usaha.

Perinpalan Aeguran terlulis sebagadimans dimaksod pacda
ayal (1] dapatl dikenakan paling banyak 2 {duad kali.
Pennegatan/tecpuran tertulis schagoimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan
pemerintah yang  bertujuan  untuk  menphentikan

pelanppacan.

FPazal 358

Sanksi  admimstratfl berupa paksaan pemerintah
sébagatmana dimaksud datam Pasal 3360 avar [2) baruaf b

dikenaken apabila pelanpgaran yang  dilakukan
memimbulkan;

a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan
thanusla dan lingkungan,

b. Jampak yvang lelih besar dan lebih juas baik dan
aspelk ekonomi, sosial, dan budaya nlka kegiatan usaha
tidak sepera dihentikan; dan/atau

. keragian yang lelih besar bapl kelestarian sumber
daya 1kan dan lingkungannya Jika tdak sepera
dihentikan,

Jenis sanks: administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayar {1] ferdiri aras:

a. penphentian sementara kegiatlan,

. penyepelan;

C. penutupan .. .
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et uran lekasi;
d. pembonpgkaran kangunan;

€. pcngurangan atau pencabutan sementara kucta dan
nkasi penanglapan;

1. penghentian layanan pemenntak;
g. pemulbhan lungsi roang laut;, dan/atay

h. tindakan lain yang bherttjuan untuk menghentikan
pelangparan dan undakan memulihkan kelestarian
gumber daya.

Jenis sanksi admunistratif berupa paksaan pemerintah
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dipiliby berdasarkan
pertimbangan itwdakan yang pabng tepal untuk mencegah
danfatay menghenlikan dompak yang ditimbualkan.,

Pasal 359

Sanksi  administratif  berupa  depda administradl
sebapaimans dimalksud dalam Pasal 359 ayvat (21 humal ©
thikenakan  terhadap Pelaku  Usaha vang  udak
melaksanakan tepuran/peringatan tertubiz kedua kalt
atau paksaan pemerintal.

Denda administratif sebagaimana dirmaksud pada ayar {1}
dapat dikenakan tanpa  didabulai dengan  sanksi
admmnisioaul [2innva apabila;

A, ditemukan bukn permulaan yvang cukup bahwa Pelaku
Usaha dengan sengaja  mengobaikan  kerenboan
KKPRL, PB, dan/atay PR UMEL; dan/atau

b. pelanpgaran yang dilakukan menimbulkan dampak
kerusakan danfatau kerapian sumber daya kelautan
dan/atau perikanan danfatag keselamatan dan/ataug
kezehatan manusia.

Besaran denda administratif sebegaimana dimaksud pada
ayat {1) terdiri aras:

a. pemanfaatan symber dava perairan pesisir dan
perairan pulada-pulau kool yang tidak memeonuhi atau
tilak memiliki PB dan/atau PB UMKU dikenal denda
admimistratl sebagaimana diatur dalam  perataran
pocmerintah yang mongatur mengenai jenis dan tanf
atas joms PHBP vang berlaky pada kementeriamn yang
menyelenggarakan wusan pemerintzhan di bidang
kelavtan dan perikanan;

br. pemanfaatan - . .
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pemanfaatan pulau-pulau keail dalam  rangka
Penanaman Modal Asing wvang tidak mennliki
rekomendasi vang rerdpakan PETSYATALET
perseiujuEan RKPE dikenail denda administratil sebesar
230% (dua ratus hma puluh persenp dikah luasan
pelangearan thektare] dikali taril rekamendasi;

pemanfzaatan pullad-palan kel denygan luas 3 bawah
100 K¢ (seratuws kilometer persegl) yang  tdak
menitlikl rekomendasi vang merupakan persyaratan
peraetujuan KEFR dikenai denda adminisrratil sebesar
J0H0% (dua ralus persen)] dikal Juasan pelangesran
(hektare) dikali tarf rekomeondasi;

pemaniaatan 1uang laut yang tidak menuliki KKFEL
vang tidak mengalkibatkan perubshan fungs roang
latst clikenar dencla administratil sebwsar 2,.3% [dha
koma lima peraen) cileall (olal nilal nvestas;

pemaniaatan ruang laat vang tidak memenuhi KKPEL
dikenal denda administratil sebesar 2.5% (dua koma
lima persen) dikal total nilay investasi;

wiaha pengelabhan tkan yang tidak memsouh dan
Udak menerapkdn persyaralan kelavakan pengolahan
ikan, sistem jJaminan mutu, dan keamanan hasil
perikanan dikenal denda adnunistratf sebesar 2000,
[dua rarus persen] dikali nilai jual produok ) hasil
petikanan yang  ditangani/diolab/ disimpan saal
e pelanggaran;

mcmiliki danfatau mengoperasikan kapal penangkap
tkan  berbendera  1lndonesia wuntuk  melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan pecikanan
negara Republik Tndemesis danfatan lau lepas vang
ndak memenubtn dokumen PB dan/atau PB UMKD
dilenal denda adminmistratl sebesar:

1. Epal DO0.000,00 (hma pulul juta rumahl untuk
kapal pcnangkeap ikan borukuran lebih dar 10
[sepuluh) gross ternoge sampal dengan 30 [Liga
puluh] gross tonnage,

2. RpldQ OO0k 00  [seratus  juta rumah] untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dan 30 {tiga
puluh) gross fonnage sampal dengan OU [enam
puluh] gross tornage,

3. Bpla.000.000,00 ., .,
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3. Rpl3G.CO0 G00,00 (seratus hma pulub juta rmapiah)
untuk kapal penangkap itkan berukuran lebih dan
B0 [enam puluh) gress tonrage sampal dengan 100
{SEFATUR) QMRS TONRLER,

4, Hp20C o000 00 fdua matus puta rtupiah) untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dan 100
{seratus} gross tonrage sampai dengan 130 [seratus
lima puluh) gross tannage; dan

2, Rp2SQ o000 00 [dua ratus Lhma palube jula
rupiahl untuk kapal penangkap ikan berukiran
lcbih dari 150 {scratus lima puluh) gross tonnage.

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenders
Indonesia i wilayab penpelolaan perikanan negars

Republik Indoncesia dan/atau laut lcpas vang tidak
mcmbawad dokumen PE dan/arau FB UMEU dikcenai
dende admiristraril sebagar:

. RplQ.000 k30 {sepulubh jula mapiahl wnluk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dan 10
{sepuluh} gross tonnage sampal dengan 30 (hga
puluht gress lonrage,

2. Rplh.000.000) [litna helas juta rupiah) anmk
kapal penanekap ikan berukuran lehih doan 30 [Liga
puluh| gross tonnoge sampal dengan B0 jenam
puluh| gross lonnage;

3. RpZ0.000.000,00 jdua puluh juta rupiah) untak
kapal penanghap ikan Lerukuaran lebih darn S0
{enam puluh] gross tomnage sampa) dengan OO
|scratus] gross lontages,

4. Rp25.000.000,00 {dua puluh lima jula rumah)
untuk kapal penanpkap ikan berukran lebaby dan
1G0 [seralus) gross tonnage sampol dengan 120
{seralus ima puluhj gress tortrage; dan

Rp30.000,000,00 {tipa puluh juta rupsh) untuk
kapal pcnanpkap tkan berukuran Icbih darn 1540
{scratus lima puluhj gress tonnoge.

n

memniiky dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera  asing  yapg diganskan  untuk
melakukan  penAangkapan tkan i osnna ekonomi
eksklusil Indenesia yang tidak memenuhi dekumen PE
dan/atan FB UMEU dikenan denda  administranl
se b sET

L. Bp 100,000 000, 0% .,
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Rp 103 000, 000,00 (scratus  Juta tuplahj untuk
kapal pecnangkap lkan berukuaran lebih dane 10
{gsepuluh) gross tonmrage sampal dengan 30 (tipa
pulub) gross fofraoe;

BEp200 000,03, 00 (dua ratua juta ruplahl untak
kapal penangkap 1kan berukuran lebih dari 30 (Dipa
puluh) gress torngge Sampal dengan G0 lenam
puluh) groess tonrage;

Rp302 000 DO, 00 {tiga ratus juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan bLerukaran lebih dari &0
ienam poluh) gross inrrrage satmpal dengan 10D
SErAlLS) PSS orutage;

Rpd 0, 000, 000,03 {cmpat ratus juta ruplah) untuk
kapal penangkap 1kan berukuran lebih dan 100
|seratus) grass tonhage sampar dengan 1540 [(seratus
litna puluh) gross tortoge; dan

RpaQconG.0n0 NG (lima ranis juta rupab) antak
kapa] penangkap ikan beruburan Ichih dano 1540
{seratus lima puluh) gross tontnoge.

memihiky danfatan menpoperasikan kapal penangkap
ikan becbhendera asing untuk melakukan penangkapan
ikan o1 zona ckonoemi eksklust! Indonesia tidak
membawa dokumen FB dan/atau PB UMEKU dikenai
denda admimstranl sebezar:

1.

KplO0oon oo o0 (sepailih jura rapiahy  uiniuk
kapal penanghap ikan berukuran lebih dan 14
isepulub} gross tonnege sampal denpan 30 [(tiga
puluh) gross fonnage,

Rpl5.000.000.00 [lima belas juta rupiah) untuk
kapal penangkear ikan berukuaran lelib dac 30 (Liga
pulub) gress feanrage sampal dengan 60 (cnam
puluh] gross tonnage,

Rp20 000,000,010 (dua puluh juta rupiah) antuk
kapal penangkap ikan berukuran Ickih dan GG

fcnam puluh] gross tonnage sampal dengan 100
[SeTatus] Qross IOnnage,

Rp25.000.000,00 jdua puluh Bma jula rupiah)
Utk kapal penangkap ikan berukuran lebanh dan
100 {veratus) gross tornage sampal dengan 150
facratus lima puluh) gress tennage; dan

3. Rpa0.000.000,00 . . .
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o, Rpd0.000,300,00 [Miga puluh juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dan 150
{scratus lima puluh) gross torroge.

rembEnglan. mengimper, alal memodifikas kapal
perikanan tanpa persctujuan dikenal  denda
administracil sebesar 10% [(sepuluh persen] dare

1. nilai kapal yang sedang atau telah dibangun;
2. nilai kapal vang dimnpor; atau
3. bayva modifikast kapal.

memiliki dan/atan mengeperasikan kapal penkanan
tnilik  orang  Indonesia il wilavabh  peneclolasan
perikanan negars Bepubilik Indonesis dan/=iau laul
lepas vang udak terdaftar scbhaga kapal perikanan
Indoncsia dikenal denda adomimiscratil se besar 5% (lima
persen] dar harga pembanpgunan atau pembelian
kapal;

cmengimpor Komodilas perikanen dan komoditas

pergargdman veEng  lidak  sesual  dengan empat
pemasukan, |cnis, volume, waktu pemasukan, standar
mutu wallb, dan/atau peruntukan yvang ditetapkan
dikcnal denda administratifl sebesar 30% [lima puluh
persen) dikali harga pembelian vang tertera dalam
tanda bukt pembelian dikali jumlah komoditas yange
ANMPIr YENE TEJATIREAT,

pemanfaatan jenis tkan yvang dilindungi dan/ atau jenis
ikan yang feccantum dalam dallar Appendix
Convention on ntematione! Trode 1 Endongered
Species of Wid Faune and Flora [CITES] sclain
Appendix | vang tidak memenuhi PB dikena: denda
adnmunistratif sebapaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah yang moengatur mengenad jenis dan tanl
alas jenis PNHEP yang berlaku pada kementerian yang
menyelengparalan Urdsan pemenntahan 41 bidang
kelautan dan perikanan;

memitikl dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan dan/atau kapal pengangkut ikan vang melakukan
allh muatan yang tidalk sesval denaan  kelenluan
peraturatt  perutdang-urelsangan dikenal denda
arlerindstralil sebwesar:

L. RpS0 000 000,040 |
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RpS0.GO0.000,00 lima puluh jults rupiah) uniuk
kapa) penanekap lkan dun/atau kapal pengangkut
ikan berukuran ebih dan 10 {sepulub} gross
tonnage sampal dengan 30 (riga puluh) gross
ok age,

RplOG00.000,00 (seratus juta rupiah) wniuok
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut
ikan beruburan lebih dar 30 (tiga puluh) gross
tornage sampal dengan 60 [enam puluh] gross
tonnage,;

Rp 133 003 000 00 (seratus lima puluh juta rupiab)
untuk  kapal penangkap ikan dangatay kapal
penpatgkut ikan berukuran lelnh dan 60 (enam
puluh} gress tonnage sampal dengan 106G (scratus)
gross lonnage;

Ep200, 000 000,08 [dua ratus yuta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan dan/atay Kapal penpanekiat
ikann berukiran letah dan 10D (seralus) gross
torrmege sampal dengan 150 (scratus lima puluh)
gross ionnage, dan

RpZ50.000. 000,00 {dua rarus Hma  pualube jata
rupmah)] untuk kapal penanekap ikan dan/atau
kapal pengangkul ikan berukuran lebih dan 156G
(seratus lima pulih) gross tonnage,

memilikl danf atau menpoperasikan kapal pengangkuat
itkan  berbendera Indonesia vang  melakukan
pengangkuran ikan di wilavah pengelolaan perikanan
tepara Republik Indonesia danfatan laut lopas dengan
PE dan/atau FB UMEU yang sudah tidak berlaku
dikrna! denda administratif sebesar:

1.

Rplad 000000 00 (scpulub jute  rupiab)  uniuk
kapal pengangkul ikan berukuran lebih dar 10
[sepuluh) gross Innrage wampal dengan 30 {tiga
puluh) gress torriedge,

FpdQ.000.000 00 ([dua puluh juta rupiah) untuk
kapal penpangkut ikan berukuran lebih dari 30
[tiga puluh) gross torrage sampal dengan 60 {snam
pulub) gross torrrtge,

3. Rpa0.000.000,00 . .
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A, Rp20.000.000.040 (tiga puluh juta mapiah) untak
kapal pecoeangkut ikan berulouran letab dan G
(cmam puluh] gross topnoge sampzn dengan 100
(REratus) Qross Iage,

4. Rpd4d.000.000,00 {empat puluh juta rapiab) untuk
kapal penpangkut ikan berukuran lebih dari 100
faeraius] gross fonmiage sampal dengan 150 [seratus
lima puluh) gross tonnoge; dan

5. EHp50.000.000,00 Iima pulubh juta rupiah) untuk
kapel pengangkut tkan berukuran lebih darn 150
{seralus lirma pousluh) gross forerge.

gq. mmemilik dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut
ikan berbendeia [hdonesia di wilavah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia danj/atau lant
lepas vang tulak membawa PB dan/atay PBE UMKD
dikenal denda administranil sebesar:

L. Epl0.000,000H) (scpuluh jura rupiahf untuk
kapal penganpglkut ikan berukuran lcbih dan 10
fsepulub) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga
puluh) gross onnoge;

2. Eplo.000.000 80 [hma bclas juta mupiah) antul
kapal pcngangkut ikan berukuran lebih dan 20
itipa puluhy gross tennage sampal dengan &U [enam
puluh) gross tonnage,

A, Rp20.000.000,0H) ([@dua pulub juls mipiah)] anok
kapal pecongangkut ikan berulkuran lebih dan &0
(cnam puluh] gross tornage sampal dengan 100
(Beratus) Qross Iormage,

4. Rp25.000.000.00 fdus pulubl hma juls rupsah)
uniuk Kapal pengangkut ikan berukuran lebih dan
L) [seratus) gross tornage sampal dengan 150
(seratus imma puluh) gress tornoge; dan

3. REpd0.000,000,0H {liga pulub juts rupiah) untuk
kapal penpanghut ikan berukuran lebih dan 150
fecratus ima puluh) gress tonnage.

r. memiliki danfatau mengoperasikan kapal pengangkut
han berbendera asing di o wilayah  pengelolaan
perfikanan negsara Bepublilk Indonesia vang tudak
membawa FB dan/atauw PE UIMEL dikenal denda
administratil scbesar:

1. Rpl0.000.000,00 . ..

5K No 233122 A



SK Mo 233121 A

5
PRESIDEMN
REPUBLIK INDOMNESIA

- 198 -

1. RplG.0o0.000.00 {sepalabh jura rapiah) unmk
kapal pecngangkut ikan berukuran lebih dan 10
{sepulub) gross torinage sampal denpan 30 [tiga
puluh) qross tonrage;

2, Eplo2.0d0.000.00 [hma belas juta rupiahl untul
kapal pengangkut ikan berukuran lebih dan 30
{HEa puluh) gross tonnage sampal dengan &U [enam

rulubl) griess fonriuge;

3. Ep20.030.000,00 jdua paluh juta mupiah) antuk
kapal pengangkut itkan berukuran lcbih darn 60
tennam puluh] gross tornage sampai dengan 100
(Reratus) gross ToMage;

4, Rp2o5.000.000,00 (dua pulubh hma juta rapah)
untuk kapal penganpkut ikan berukuran lebih dan
L0 [seratus) gross tonrnage sampai dengan 150
feeratus hima puluh) gress torrage; dan

D Epd0.0ao. 000 od) [figa pulah jura rapiah) uniale
kapal penpangkut itkan berukuran lebih darn 150
({seratus lima puluh) gress tonnoge.

melakukan usaha pembershan, pembesaran ikan
dan/fatau jasa subsektor pernblididayaen itkan yang
Ddak memenuhi PB danfataun PB UMEL dikenal denda
admimistratil sebagaimana diatur dalam  peraturan
peIncrintah vang mcongatur menpenal jenis dan tarif
atas jenis PNBF vang berlaku pada kementerian yang
menyelengparakan urusan pemerintzhan o bidane
kelavlan duan perikanan; dan

meilakukan usaha pembenihan dan/fatau pembesaran
jenits  1tkan vyang dilarang, merugikan, dan/ataa
trembahavakan  tidak sesuai  denpan  keleniuoan
peraturan perandang-undangan  dikenair  denda
admimstratil scbagaimana diatur dalam pecatyoan
pemeriniah yang mengAtlr mengerial jenins dan tanl
aras pers PNBF vang berlaku pads kementenan vang
menyelenggarakan uwurusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.

Fasal . . .
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Puagal 360

Sanks: administratil berupa pembekuan EKFRL, BB,
dan/atan PB UMKLD s=sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 306 ayat (2] buryl d dikenakan apabila Pelaky
Wsaha:

a. tdak melaksanakan kewajibannya sampalr dongan
berakhirnya jangka waktu teguran, peringatan rertulis
kedua kali; dan/ atau

b Uidak mmembavar dendas administratil yang dikkensad.
Fembekuan KKPEL, PE, dan/atau PB UMKU schagaimana
dimaksud pada ayvat (1} jupa dopat dikcnal sccara
lanpsuang apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan
paksaan pemerintabh sebagaimana dimaksud  dalam
Faszal 359 avat (2) hurul b.

Pembckuan KKPREL, PB, dan/atau PB UMKY schagaimana
ditnaksud pada ayat [1} dapat disertai denpan perintah
untuk sepera mematybin kewajiban KKPEL, FB, danfatag
F UMELD yang chsyaraikan dandalan melasksanakan
perrbraikean lerhaclap kernasakean danfalau kerugian yang
dinimbullkan.

Fembekuan KKPEL, PB, dan/atan PB UMKU sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1) dan avat (2} dikenakan dalam
jAngka  waktu  tertenbil dengAan tempertitmhE ngkan
kemarmpulan Pelaku Uuaha untulk memenubin
kcwajtbannya dan untuk memberikan cick jera.

Pazgal 361

Sanksi administratl bemlpa peocabutan KKPRL, FPB,
dan/atay PB O UMED  sehagaimana dimaksud  dalam
Pasal 356 ayat (2} hurul £ dikenakan apabila:

a. s=etzlah pembekuan KKPEL, PB, danjatau PB UMKU
dijatuhkan, Pelaku Uzaha retap tiddak  memenuahi
persyararan KKPRL, PH, danjataun PR UMELL
dan fatau

b. tidak melaksanakean kewspiban unluk melaksanakan
perbaikan  lerhadap kerusakan daniatau  kEeruplan
yang dilimbulkan.

Pencabulan KKPRL, PE, dan/arau PB UMKU sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih

dabmly  dikenay sanks)  admimslratil lain apabila
pelanggaran vang thilakukan menimbulkan dampak yang
besar berupa:

B. EATLEEUAN . . .
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A, pangpuasan kesehatan dan/atau kesclamatan manusia
dan lingkungan;

b. efek luas terhadap aspek ekonommi, sesial, dan budava,
dan/atau

c. kerugian vang signihikan bagl kelestarian sumber dava
ikean dan fatau linglkungannya.

Pasal 362

Pergenaan sanksi administracl sebapaimana dimaksod
dalatn Pasal 356 ayat [2) dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan  urdsan  pemeriniahen di Bdang
kelaulan dan pernikanan, gubernur, bupati/wab kota,
kepala  Admimstrator KEK, danfatau kepala Badan
Perpgusahaan KFBPB sesual dengan Kewenangan masing-
masing herdasarkean  ketentuan peratiltan perundang-
unddanpan.

Ketentuan  mengenar tata cara  pengonaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, upava
admunistratf, dan pejabat vang berwenang diatur dengan
perataran  mender yang  menyclengearakan urusan
pemeriniiahan di bidang kelwatan dan perikanan.

Paragrai J
=ekioor Perfaman

Pazal 363
Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasean
diternukan ketlidakzesoaian atau pelangparan tethadap PR
pada  seletor pertaman,  dikenar sankst  administeatl
brupa:

a. permpatan leriulis;

b.  denda adminustraul;
¢. penghentan scmentara kKegiatan;
d. penarikan produk dari peredarcan;

e, pencabutan PH;
1. penubtupan Keglalan bsaha; danfatao

¥. pengengan daya paksa polisional.

2) Sctiap - . .
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(2] Seliap Pelaku Tlsabhae vange berdasarkan hasil Pengawasan
diternukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PH
UMEU pada scktor pertanian, dikenai sanksi administratif
berupa:

a. perinpatan eriulis;

b, denda slministralif;
peneghentian sementara kepiatdan;
pencabutan I'B UMELY;

penarikan produk dari percdaran;
permattpan kegiatan usaha;
perdsnahan; dan/aray
pengenaan dava paksa poliswonal.

e A oA

(3] Tata cara pengenaan sankst admiunstral sebagaimana
dirmakstd pada ayat (L) dao ayat (2] dilakoakan:

s wecard beriahap; dan
b.  seccara tidak bertahap.

Pazal 364

Pengenaan sanksi administratf sekior pertaniat diberdcan nleh
menlent vang menvelenpgearekan urusan pemernintahan di
bidang  perlanan,  pubernar, bupan/walh kota, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB
sesual  denpan  kewenangan  masing-masimg  berdasarkan
ketenruan peraturan peranclang-undangan.

Fasal 363

katentuan mengenal tata cara pengenaan sanks adrmonisteatif,
mekanisme, jangka wakru, upaya administratil, dan pejabsal
vatg berwenang diatur denpan peraluran menlerl yang
menvelenggarakan arusan pemerintahan 41 bidang pertanian,

Paragral 3

Scktor kehutanan

Pasal 366

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketideksesuaian atayg palanggarcan fterhaclap PB
pady selktor kehulanan, dikense sanks: administratl berupa;

. lepuran lertalis;

b. paksaan pemernintah,

¢, penghentian . ..
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penghenrian layanan pemecinrah;
denda adminisiralil;

pembekuan PB; dan/atau
pencabatan PR

— o0 ooo

Fasal 367

Penpenaan sanksi adramistratd sehagaimana dimaksod dalam
Pasal J66 diberikan olelh menten vang menyvelengparakan
urusan pemerintahan di bidang  kchutenan,  gubcrnur,
bupati/wal. kcta, kcpala Admunistrator KEK, atau kepala
Badan Penpusahaan KPBPE =esual dengan  kewenangan
masing-tnaszing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 368

keteniuan mengenai tata cara pengenaan sanksi adnunistratif,
mekanisme, jangka waktu, upava admmistratf, den pejabat
vang berwenang diator dengan peralliran menléri  yang
menyelenpraralian urisan pemeriniahan oh bidang kehulanan,

Faragral 4
Sekror Energn dan Sumber Daya Mineral

Pasal 269

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan kefidaksesuaan atal pelanggatan lethadanp FB
dlan/ ataw PB UMKL pada subsekior minyak dan gas bumi,
dikcnal sanksi administratil berupa:

a. rteguran tertulis;

k. penghentian semenftara Regialan usaha;

. penphentsn osaha atag kegalan,

d. denda adrmumwscranf;

e, pengenaan dava paksa polisional; danfataa
. pencabutan PB dan/atan FB UMEWL.

(2} Kegatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] berupa:

a. kegiitan survei urmuam;

h. kegiatan . . .
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. kepiatan usaha hibir minyak dan gas bumi,
c. kepiatan penangkapan dan penvimpanan karbon; dan
d. kepiglan penlnjany Usaha minvak dan gas hami;

Fenghentian usaha atan keglatan sebapaimana dimaksud
pada avat {1] huruf ¢ dapat dikenakan bersamaan dengan
pengenaan daya paksa palisional.

Sanky admimsiratl sehagamana dimaksud pada avat [1)
dilaksanakan sesual dengan  ketentuan peraluran
perundang-undangan.

Pasal 370

Sctiap orang vang meolakukan kegiatan usaha hilir mimyak
dan pas buml tanpa PB dan/fatau PB UMEKU, dikenal
sanksi administrafif dengan tahapan sehagai berikut:

A penghentian usaha dapfaray kegiatan; dan

b denda administeoaid.

Fenghentian usaha danfatau keplatan  schapaimana
dimaksud pada avat (1) hural a dikenakoan bersamaan
dengan paksaan Pemerintah Pusat.

Paksaan Pemerintah Pusat sebapaimana dimaksnd pada
ayat {2] herupa:
a, pembonpkaran sarana dan fasilitas;

b. penyitaan terhadap barang atau alat vang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;

¢, paksaan Dadan; dan/ atan

d. tindakan lain vang bertujuan untuk monehentikan
pelanpggaran  dan  tindakan memualihkan  fungsi
lingkangan hidup.

Delamy  melskukan pakspan Pernenntabh Pusal
sehagaimana dimaksud pada ayal (2] Japat melibaihan
aparatl penegak hukum,

Sanks1 admimiacratif schagaimana dimaksud pada ayat {1]
dan ayat (2) dilakzsanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal ...
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Pa=al 371

HBetiap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
dirermikan kerifdaksesuatan aran pelanggaran terhadap PR
dan/atau FB UMKLD pada subscktor ketcnagalhistrikan, dikenai
sanksi administratif berapa:

[1}

2]

(1]

(2]

tepuran tertulis,

permbabogan kepiaran sermentary;
denda administioant; danatan
pencabutan PR dan/atau B UMKLL

FPaeal 372

Dulam hal ketidaksesuaian atau pelangearan
schapdimana dimaksud dalam Fasal 371 mengalibatkan
timbulnya korban dan/atau keruzakan terhadap:

a. kezelamatan,
b. kesehatan;

lingkungan;

£

pemaniaatan sumber daya; dan/atau
e aspek lamnnya,

menteri vang menyelengparakan urusan pemerindshan di
bidatyg energl dan sumber days mineral atau gubernur
sesual denpgan wilayah kenanya mengcnakan sanksi
adminmistrat! berupa pembekuan keplatan scmentara atau
pencabutan PH dan/atau PB UMEKL.

Aspek lainnya sebapgaimana dimaksud pada avat (1)
huruf e merupakan aspek keselamatan Ketenagalistoilan.

Pax=n] 373

Denda admimistratlf sebagsimana dimaksud  dalam
Pasal 371 huraf ¢ dilakukan melalul mekanisme FNEP
atau  penerimaan daerah sespai dengan  kerentuan
peraturan perundang-undanpan.

Untuk kKantor perwakian asing vang (dale memsoatbil
kewaphan danfatan standar,  besartan nilwa denda
administrati scbapaimana dimaksud pada ayat (1) scbapa
berikut:

a. sebesar _ . .
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A, scbesar 20% f(dua puluh persen) dan semua mila
kontrok jika tidak membentuk kerja sama operasi
dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
dalam negeri berkualifikas besar vang oemiike PB
dalam setiap kegiatan wsaha jasa prnunjang tcnaga
listrik di Indoncsia;

k. sebesar 10% [sepuluh persen) dari seroua nilai koncrak
jika tidak mempekerjakan letih banvak tenaga kerja
Indonesia danpuda lenaga kerg asing, dan

2, schesar 10% [scpulul perscon) dan scmua nilat kontrak
jika Udak mcnempatkan warga negara [ndonesia
sebagal penangpueng jawab badan usaha kantor
perwakilan.

Paszal 374

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Penpawasan
ditemubean keridlaksesiiamEn ata) pelanggaran terhadap PR
dan/arau PR UMEU  pada subseklor mineral oddan
bt ubars, dikendl sankst adminestratil berupa

4, pernngakan tertalis;

b penghentian sementara sebapian atau seluruh
kepiatan PB dan/ataa PR IIMKTY, dan/ ala

¢, penodbailan PR danfataa PB UMELL

Sclaim sanksi administrat! schagaimana dimaksud pada
avat [l), pemegang PEBE yang melanggar kewajiban
pembayaran pendapatan tegars danfalad pendapatan

ducrahl  dikenal  deoda admunistratif sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 375

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditcrnukan ketidakscsualan atau pelanggaran terhadap PB
danfatau PB UMED pada aubaelkior energi bary, lerbarukan,
dan konservasi energi untuk kepgiatan usaha panas burd,
b pergl, dan konservast energl, dikenal sanksy adminmistratif.

Fasal . . .
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Pagal 37Tk

Gankst admimstratif untuk keglatan usaha panas bumi
sehapaimanys dimaksud dalam Pasal 375 terdiri oaras
sank=i administratif uneulk:

a, kcglatan usaha panas biumi untuk pemanfaatan tidak
lanpsung; dan

b. kemiatan wussha panas bumi untuk pemeanfaatan
langsung.

Janks administrat] untuk kegiatan usaha panas bumi
auntuk  pemanizatan udak  langsung sebapaimans
dimaksud pada avat (1} bural a4 dilaksanakan scsual
dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan di
bidang panas bumi.

Sanksi administearil untuk kegiatan usaha panas bumi
untuk pemanfsatan langsung sebapaimana  dimaksad
pada ayal (1) hural b berupa:

#, peringatan rertulis,

. penghontian sementara selurib kKegiatan  usaha
penguzahaan  panas  bum wntuk  pemaniaatan
langsung; dan fatal

c. pencaburan PO UMEL,

Pasal 377

Bankst administratil antuk kempatan usaha  biooenergl
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 373 terdini atas
sanksi administracil ontals:

a. lregiatan usaha mags bahan bakar nabati (biofuel), dan

b. kegiaran usaha bahan bakar biogas sebagai bahan
bakor lain.

Ganles adminiatratif sebapaimana diunaksud pada ayat (1)
berupa:

a. perineatan tertalis;

tr.  penghentian sementara terhadap kepiatan wsabia niapa
liahan bakar naban (Bofisef) dan/atau kegiaran wusahs
bahan bakar biogas sebagat bahan bakar lain;

o, denda administratif; dansatay

pencabutan PE.

Pasal | ..
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Pasal A7A

Sanksai adminmisrratil uniuk keeiatan usaha kenscrvasi energi
sebagaimana dimaksad dalam Pasal 375 berupa:

A, peoringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan wsabha; dan/ataa
. pencabutan FB.

Pazal 371

Setinp Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan keodaksesualan atan pelangparan terhadap FB
UMKU pada subscktor poologl, dikenas sanksi admiunistralil.

Pagal 330}

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud dalam Paszal 379
berupas
a. peringatan tertuliz;

L. penghenrtian sementara seluruh kegiatan pengusalhiaan air
TAanah; dan qlau

2. peneabulan PB UMKD.

Pasal 381

Pengenaan denda administralifl sebagaimana dimaksud dalam
Pasial 309 ayat (1] hural d, Pasal 370 ayat (1) huruf b, Pasal 371
hurul ¢, Pasal 374 ayat (2], Pasal 377 ayat {2] huruf c
dilakzanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 382

(1} Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksil
dalam Pasal 369 ayat [1}, Pasal 370, Pasal 271, Pasal 374
avat {1], Pasal 376 ayat (3}, Pasal 377 avat {2], Pasal 375,
dan Pasal 380 dilaksanakan  aleh menleri vang
menyelengraralkan Urusan pemerintahan di bidanpg energi
dan sumber daya mineral, gubemur, bupati/wali kota,
kepala Administrator  KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPE sesual dengan kewsenangan masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4} Ketentuan . . .
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Belenluan menpenal  tWia  cara pengenaan =anksi
administratif, meckanmnisme, |angka waktu, upaya
admimstratif, dan pcjabat yvang berwenang diatur denpgart
peraturan  menteri  yang menyelenggarakan  arasan
pemenintahan di mdang enaecgn dan sumber daye minecal,

Parapral 3

Sektor ketenaganukliran

Fasal 353

Kepala badan vang melaksanakan tugas pemenntahan di
bidang pengawasan ketenaganuklican mengenakan sanks
administratif kepada pemegenp PB dan/atan PE UMEL
apabila diltmukan pelanggaran terhadap ketentuan B
dan/atau PBE DMEKLD pemanlaatan sumber radias pengion.

Sanksi admimiztratil sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa:

A, perngsElan leriulis:
h. pembekuan PE dan/atau FBE UMEKU; atau

o. pcncaburtan IPB dan/atau PB UMKLD.

Paxa] 384

Pemepang PBE danfatauw PB UMKU  vang melanggar
kctentuan PE dangatau FB UMKU pemanfaatan sumber
radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
ayat [1) hural a dan ayvat (2) huraf a, dikenal peringatan
e rrglisn kesary.

Pemepang PB danfatau PB UMEKD wanb menindaldanyutl
peringatan tertulis kesatu scbapaimana dimaksud pada
ayat (1} paling lama 10 {sepulun} Hari terhitung sejak
tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatiu.

Apabila dalam jangka waklu sebapairmana ditmaksid pacla
ayat [Z) pemegang PR danjatanw PB UMELU  udak
mermndaklanud peringatan leotulis kesatu, kepala badan
yang melaksanakan  loegas  pemerintabhan di bidang
penpavwasan  ketenaganukliran membenkan peringatan
tertulis kedua,

(4] Pemegang . . .
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Pemepgang PH dan/ atauw PR TIAMKLD wajity menindaklanput
prerinpdlan tertudie kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat [3} pahng lama LY {scpuluh] Har terhitung scjak
tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam janghka wakiy sebagaimena dionebsad pada
ayval (4} pemegane FB dan/atau PEBE UMEU  udak
menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintabhan di bidang
pengawasan  kelenaganuklican  memberikan peringalan
Tertulis ketiga.

Pecmepang PB dan/atau PB UMEKLD wanb meonindaklanjut
peringatan tertulis ketiga sebapaimana dimaksud pada
ayat [5} paling lama 1O (sepuluh) Hari terhitung sejak
tanggal dikeluarkanmys peritgaran tertulis ketiga.

Apahila clalam jareka wakiu sehagaimand dimaksud paoda
arat [2}, ayat [4}, atau ayat (5] pemegang PE dan/atau PB
UMK telah menindaklanjuu peringatan tertulis kesatu,
peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertalis ketiga,
kepala badan yvang melaksanalzan tugas pemerintaban di
idang pengawasan ketenaganukliran . menerhitkan
pemydtadan pemenuhan keteotuan kesclamatan radias
dan/atau keamoanan zat radioakeif.

Apabila dalam jangka waktu sebagamimana ditnaksud pada
avat 8] pemegang FRB danjfaraun PR UMEU  ridals
menndaklanut penngatan tertulis ketiga, kepala badan
yang meclaksanakan rtugas pomerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran membekukan PB danjfatau
PE UMED lkonsteaks: tazilitas cadias penpgionm, opergs
[asinas radias penglon, a@iau ke dlan pemanfaaian
sumber radiast pengion,

Pasal 383

Pemegang PB dan/atau PE UMKU wajib menghentikan
seinenlara kepimtannyd  terhiiing segak diletapkannys
kepurasan pambakvuan PB danfatan PB UMEL konsiruks:
[asilitas radhast pengren, operasi {asilitas radias pengion,
atau keglatan pemanfaatan sumber radissi pengion
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (#).

() Pemegang . . .
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2] Pemegang PB dan/atauw PB UMED wagih menindaklanpac
ckomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKD paling
lama 3 [hgal bulan terhitung sejak tangeal ditetapkannya
keputusan perabelivan PE dan/atau PE UMKL Kenalruks
[asililas radhast pengren, operast Tasilitas cadiasl penelon,
alan kegiatan pemanfaatan sumber radias) pengion.

(3]  Apabila dalam jangka waktu schagaimana dinaksud pada
avat [2) pemegang FB danjfaaun PBE UMKU  telah
menindaldanut rekomendas pembekuan FB dangatau
PE UMKL, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintzhan di bidang pengawasan kotenaganukliran
menerbitkan  keputusan  pemberlakuan kembali PB
dan/atau PBE UMEL.

(4]  Apalila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksod pada
avat [2} pemegeang PB danfatau PB UMEU  ndak
menindaklanjuti rekemendast pembekuan PE danfatau
PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas
pcmcrintohan di bidang pengawasan ketcnaganukhran
mencabut PB dan/atau PB UMKLD.

Pasal 386G

D=lam hal pembekoan PE dan/atau PB UMK scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 384 ayat (8) telah ditetapkan dan
pemegang PB danfatau PB UMEKU  tetap melaksanakan
kegiatannya, kepala badan vang melaksanakan  (ugas
pemerintahan i hideane pengawasan | ketenaganukliran
lanpgsunp mencabul PB dan/fawu FB UMELL

Pasal 387

(1Y Apatala dalam jangks wakia paling lama © {enam)] bulan
sejak PE atau PB UMERU dekomisicning sebaganmana
dimaksud dalam Pasal 148 ayat {3) humf ¢ untuk lasiliras
pemanfaatan  sumber radiasi  pengion  diterbirkan,
pemegang PB atau  PB UMKU  melaksanakan
dekomisioning FATTL Lictak SEGLHL Program
deltomisioning fasilitas radias pengion, Kepala badan yang
melaksanakan Iugas pemerintehan di bidang pengawasan
ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesalu.

{2] Pemegang . . .



SK Mo 2531108 A

{2]

{4)

{:3)

i

1)

i)

&

FPRESIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

-211 -

Pemegang FB alau PB UMEU  wajnb menindaklanguti
penngatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud poada
avat 11] paling lama 3 [tiga) bulan terhitung scjak tanggal
dikelunarkannva perinpatan tertulis kesatu.

Apabila daelam jangka wakil sebagaimana dimaksad pada
ayat (2] pemepang PE atau PB UMEU  tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatn, kepala badan
yanp melaksanakan rgpas  pemerintghan i bedang
prngawasan kelenaganukliran memberikan  peringalan
tertulis kedua,

Pemepang I'E ataw PB UMRU wanb mcnindaklanjutt
peringatan tertulis kedua sebapairnana dimaksud pada
ayat (3] paling lama 3 [tiga) alan perhitung sejalk tanppal
cdibkeluarkannyva peningatan leriuis kedoas.

Apabila dalam jangka waktiu scbagaimana dimaksud pada
ayat [2] atau avat {4) pemegang PB atan PB UMK telah
menindsklanjun  peringaten tertulis kesaty atag
peringatan lerlubs kedus,  kepala badan yvang
melakeanakan Mpas pemerintahan di bidang penpawasan
ketecnapanukhran menerbitkan perovataan pomenuhan
kctontuan keselamatan radiasl dan/atau keamanan zat
radioaloeif

Apabila dalatn jangka wakty sebapaimana dimaksaeld pada
ayat (4] pemegang PR atay FB O UMELD ridalk
menndaklanyutl peringatan tertulis kedua, kepala badan
yang melaksanakan tugas pemicrinizhan di bidang
pengawasan kKetenaganukliran membekukan PB atau PB
UMKU dekomisioning fazilitas ractias pengion.

[Pasal J88

Pemegang PB atau PB UMKU wajib  menghentikan
sementara kegiatannya terhitongE sejak  ditetapkannva
kepurusan pombekuan PB atay PR UMKU dekomisioning
Tasililas racdigs pengion sebapaimans dimaksuad dalam
Prasa] 387 aval (&),

Sclama penghentian sementara, pemcgang B oatau B
UMKU tetap berltangpung jawab atas pengamanan zac
radioalktil dan penpelolaan limbah radioaktif.

(-} Pemegang - . .
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Pemepganp PBE alau PR UMKLD wapb menindaklanjun
rekomendas pembzkuan PB atau PB UMKU paling lama 3
itiga] bulan  terhitung  scjak  tanggal  ditctapkannya
keputusan pembekuan PB arau PB UMKLU dekomisioning
fasilitas radiasi pebgiorn.

Apabila dalam jangka wakiu sehagaimana dimaksud pada
Aaval  [3] pemegang PE atan PB UMEU  telah
menindaklanjutl rekomendast pembekuan PB atau PB
UMKLY, kepala badan yang melaksanakan  (Lgss
pemerintahan di bidang pengawasan ketenapanukliran
menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB atau
PB UMKL.

Apahila dalam jangka wakru sebagaimana dimaksnd pada
ayat (3] pemegang PB atau PB UMK

A, tidak merioedaklamul rekomendas pembekuan PB
alavy PB UMELL

b, tctap mclaksanakan keglatan dekomisionng selama
pcmbekuan PB atau PB UMKU, atau

c. tidak memenuhi tangpung jawat: atas pengelolian zat
radicaktil danialay limbah radicaktil scsual denpan
ketenivan  peraluran  perundang-undangan selama
pembckuan PB atau PB UKKLU,

kepala badan yvang melaksanakan tagas pemerintaban di
bidang pengawasan ketenagamikliran mengambil alih
dara  jaminan Anansial untuk melanutkan  kegiatan
delkomisioning.

Kepala badan yang melaksanakan fugas pemerintahan di
dang pengawasan ketenapanuklivan dapat menunjuk
mhak ketiga  unrmk melaksanskan dekomisioning
sehagrimana dimaksud pada avat {3),

Pasal 349

Apahila dalam jangka waktu paling lama & [enam) bulan
vejak PB atau PB UMKU dekomisioning schagairmana
dimaksud dalam Pasal 148 avat [3] hundd o aniuk Tasilitas
pemanfaatan s=umber radiasi  pengion  diterhitkan,
peniegang PB atzay PB UMEKL Lidak melaksanakan program
dekomisioning fasilitas radias) pengion, kepala badan vang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penpgawasan
ketenaganukliran memberikan peringatan teriubis kesatil.

{2} Pemegang . ..
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Permegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
peringatan tertuhs kesaty sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} paling lama 3 {tiga] bulan lerhilung sejak tangeal
dikeluarkannya peringatan tertuls kesatu,

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dumaksud pada
ayvat  [2) pemegang PB oalan PE O TIKMKLD Ldak
menindaklanjut peringatan terrulis kesatu, kepala badan
vang relaksanakan tugas  pemeniniahan di bidang
pemgawasan  kelenaganubkhiran membecnkan peringatan
tertulis kedia.

Pemegang PB atauw PBE UMEKLD wajlh menindaklanpati
peringatan lertulis kedua scebagaimana dimaksud pada
avat (3} paling lama 3 {tigal bulan terhitung sejak tanggal
dikelpackantys pernpatan tertuhis keduoa.

Apabila dalam pangka waklu sehayaimana dimaksud pada
ayat (2] atau ayat (4) pemepang PB atau PE UMEL telah
menindaklanputt peninpatan tertulis kesatu atau
perinpatan tertulis kedua,  kepala badan  wvang
melaksanakan tugas pementtahan d lidang penpawasan
ketenaganukhren menerbilkan pemyalasn pemunuhan
kotentuan kesclamatan radiast danfatau keamanan zal
radioakerl.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dunaksud pada
aval  [4) pemegang PB ataun PBE UMKD  ridak
menindaklanput perineatan terivhs kedua, kepala badan
yang melaksanakan tugas  pomerinlahan di bidang
pengawaszan  ketenaganukliran mengambil abh  dana
jaminan  finansial untuk  melaksanalan kegiatan
clekomiisioning.

Kepala badan vang melaksanalan tugss pemerintahan di
bidang pcngawasan ketenaganukliran dapat menunjuk
pihak  ketiga  untuk  melaksanaksan  dekomisioning
sebagaimana dimaksud pada ayat [B].

Pasal 390

Kepata badan vane melaksanakan lugas peroerintaban oh
bidange pengawasan ketenaganukhran menpenakan sankos
administralif kepada pcmegang PB dan/atau PB UMKL
apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan FB
dan/atau PE UMEKU nstalasi nuklir dan bahan nullir.

(21 Banksi . ..
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Sdanksai admimstrall schagaimana dimaksad pada avat {1)
brerLypa:

a. peringatan tertulis;

b, denda administearr;

¢. pembekusn PB danj/ataw PB UMEKL;
penghentian sementara kegiatan usaha; atay

e, pencabutan PB dan/arau PR UMELL

Pazal 321

Pemegang PB denfatauy PR UMELY  vang melangear
ketenluan PE dan/atdau PE UMKLU instalasi nukhir dan
bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (1] hurutf Ir dan avat (2) humaf b, dikenai peringatan
tertulis kesatu.

Pemegang PB dan/atan PB UMKU wajib menindaklanjuli
peringatan terlulis kesaly sehagaimeana dimaksud pada
aval {]] pmling lamag 10 [sepuluh] Ham wechitung scjak
tamgeal dikeluarkannya peningatan tertulis kesatu,

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat [Z} pemegang PB danfatau FR UMELD ndak
menwmdaklanut perimeatan lertulis kesatu, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemenintahan di bidang
pengawasan  ketenaganukliran memberikan perinpatan
tertulis kedua.

Fernegang PB danjatau PO UMEDU wajiby menindalklanjuti
pecingatan feriulis kedua sebapaimana dimaksud pada
ayal 13) paling lama 10 {scpuluh) Han tcrhitung sejak
Langpal dikeluarkannya perinpatan tertulis kedua,

Apabila dalam jangka walktu sebapgaimana dimaksud pads
ayvat (4] pemegang PB dan/atau FE UMEKU  tidak
menindaklanjuti peringatan teriulis kedua, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di Didang
pengawasan ketepaganukliran memberikan  peringatan
leriulis Ketipa,

Pemepgang PE dan/atau FBE UMKU wajb menindaklanyuti
peringatan tertulis kctiga sebagaimana dimalaud pada
avat (3) pahng lama 10 {zepuluhy Har ferhifung sejak
tanggal dikeluarkannva peringatan teriulis keliga.

[Ffasal . . .
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Pasal 3002

Apabila dalam jangka wakty sebapaimana  Jdirmaksod
dalam Pasal 391 aval 12). ayal (4, dlau gayal (G) pemerang
FB dan/atau PB UMKU telah menindaklamjutl peningatan
tertulis Kesatu, peniigatan teriuliz kedua, atau peringatan
rerrulis ketiga, kepala badan vang melaksanakan migas
pemeriniaban o bidang pengawasan kelenagznulkhran
menerbitkan  pernyataan  telabh memenuhl ketentuan
keselamaran, keamanan, dan parda-aman nuklr.

Apabile dalam jangka wakty sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 391 ayal (&) pemegang PB danfatau PE UMEL
tidak memindaklanjutl peringatan tertulis kctiga, kepala
badan vang mclaksanakan rugas pemorintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran melakulzan pembeluan FB
danfatau PB UMKD kenatruksi instelasi nuklie, operasi
inslalast nuklir, ekspor, mnpor, pengalihan, dan/atau
penelitian dan pengembangan.,

Pemepang PBE dangatan PB UMKUD wajib menghentikan
sementara keplstannya terhirung  sgjak  ditetaplannya
kepurisan pembelkuan PB dan/atau PE UMELD konstrukss:
mstalasi nuklir, operas instalasi nuklir, ckspor, 1mpor,
pengalbhan, danfatau  penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada avat [2).

Pemepang PB danjatau PB UMKEU wa)ilr memndaklanjuti
rekomendasi pembekuan PE danjarau PR UMEL paling
lema & fenamp bulan terbiung sejek tanggal
ditelapkannya kepulusan pembekuan PB dan/aau PB
UMELU konstruks: instalasi nuklir, operas instalas: nukhr,
ckspor, mmper, pengalihan, danfatau penelian dan
pelEenibangan.

Apabila dalam jangka waktu sebagmimana dimaksud pada
ayat 4y pemegeng PB danfatauw PB UMELU  telah
menindaklanjull rekomendast pocmbckuan PB dan/atau
PR UMKU, kepals badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan kerenaganukliran
menermtkan  keputuzan  pemberlakuan  kembali PB
dan/atau PB UMEU.

Apabila dalam jangka wakiy sehagaimana dimaksud pada
ayrat 4y pemepang PR dan/atan PEOUMEU odak
menindaklanputl pecmbekuan PB dan/fatan PBE DUMEL,
kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang penpawasan ketenaganukliran mencabut PHE
dan/atau PE UMKU.

Pasal . ..
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Pasal 393

Dalam hal pembeklian PB danfatan PB UMEKLD sehagmimana
dimaksud dalam Pasal 392 ayat {Z] relah ditctapkan dan
pemegang FB danfatauw PE UMKD tetap melaksanakan
kematannya, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintaban i bidang  pengawasan  Kerenaganuklican
langsung mencatnl PR dan /a1t PR OUTRMRTLL

Pazal 394

(1] Tralam hal pelanggaran lethadap ketenluan PE danfatau
PE UMKL instalas nuklir dan bahan nuklir berupa tidak
menvampaikan laporan berkala sesual dengan batas
waktu, pemegang PB dan/atau PB UMEKU yang ridak
meminidlaklanpuan peringatan leriubis keliga dalam jangka
wakin sebapaimanag dimaksad dualam Pasal 391 ayat 0],
dikcnal denda adnunistratif scbesar Rpl0.G00 200,00
(zepuluh juta rupiah) per bulan.

(2] Pemepgang PB danjatau PB UMKD wa)ib menindaklanjut
pembavaran denda acdmimsiratil paling lama 13 [sepuiah)
Har terhitung sejak tangpal ditelapkannya kepulusdan
penpenaan denda administrabl oleh kepala badan vang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran,

(3] Pembayvaran atus sanks denda administratif schagaimana
dimaksud pada ayat (1} tidak mecogpugurkan kewajiban
pemepgang PB dan/atau PB UMKU uniuk menyampaikan
laporan herkala sesuai denpan baras wakfy.

Pasal 393

(1] Apabila dalam jangka waktu schagaimana dimaksud
dalam Fasal 394 ayat (4] pemegang PB danfatan PB UMKLU
tidak meonimdaklanjut denda adminstratif, kepala badan
vang melaksanakan rtugas pemerintahan di bidang
rengawasan ketenaganubkliran melakukan pembekuan PR
dan/stany PE UMEL konstmakst instalasi nuklr, operas
instalasi nuklir, ¢kspor, impor, penpalihan, dan/atau
penelitian dan pengembangan.

(2} Pomegang . . .
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Pemezang PB dan/atau PB UMED wajlb menghentikan
gementara kegatannya terhitung sejak  ditetapkannya
keputgsan pembekiuan PR dan fara PR ITMEL konstogles
instalasi nukhlir, opcrasi mstalasi nuklir, ckspor, impor,
pengalihan, dan/fatau  penelitian dan  pengembangan
aebapaimana dimaksud pada ayvat (1)

Pemeganyg PB dan/atau PB UMEL wayjih menindaklanjuti
pembckuan 1zin paling lama & [enam} bulan terhitung
sejak tanggal ditctapkannya kepuwasan pembeluan PB
danfatau PB UMKU konstruls: wnstalasi nuklr, operasi
insfalasi nuklir, ekspor, impor, pengaliban, dandatan
penclitian dan pengembsEngan.

Apabila dalam jangka waktu scbapaimana dimaksud pada
avat {3] pemcpang PB dan/atau PB UMEWU iclah
menindaklanjutt pembekuan PB danfatan PEB UMK,
kepala Badan vang melaksanakan tugas pemerintahan i
bidang pengawasan  ketenageanuklican  menerbatkat
kepulvsan  pembaerlabvan kembah PR danialeun PR
UMELL

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
avat {3) pemegang PB dan/ataw PE UMKU tdak
menindaklanjuti pembekuan PB danfatan PB UMK,
kepala adan vang melaksanakan tugas pemermiahan ch
higlarg pengawasgan  Ketenaganukliran  mencabut PB
dan/atau PB UMKL,

Pasal 499

Apabila dalam jangks wakbl paling lama 8 (delapan) balan
sclak B dckomsioning scbagoimana dimaksud dalam
Pasal 148 ayat {3) haruf ¢ untuk reaklor dava besar
diterbitkan, pemegang PB melaksanakan dekomizioning
narin tkdak sesual program dekomisioning, kepoala badan
vang melaksanakan tagas pemerintrhan di bidang
pengawassan  ketenaganukliran membenlan  peningatan
lertulis kesalua,

[2] Pemegang . . .



5K No 253101 A

(2]

i)

4]

1]

(£)

(7}

(1}

FRESIDEM
REPUELIK INOONESIA

-218-

Pemepang FE wanh menmdaklanputl peringatan tertulis
kesatu schagaimana dimaksud pada avat (1) paling lama 3
ftiga) bulan terhitung sejak tanpgal dikeluarkannys
peringatan tertulis kesaty.

Apabila dulam jangks wakiu schagaimana dimaksud pada
ayal (2} pemepang PB ndak menindaklanjun peringatan
tertuliz kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan Kelepaganukliran
memberikan penngatan tertulis kedoa.

Pemepang PB wajlb meonindaklanjutl peringatan tertulis
kedua schagaimana dimaksud pada aval (3) paling lama 3
{tiga} bulan terhitung sejak tanpgpal dikeluarkannys
poringatan ectuliz kedyua.

Apzalnla dalam jangka waklu sebagsimana dimaksud pada
ayat (4] pemepang PB tidak menindaklanjutl perinpatan
tertulis kedua, kopala badan vang melaksanakan tugas
pemenntahan di bidang penpgawasan ketenagamikliran
memberikan pecingatan tertulis keliga.

Permegang PR owajib menindaklanjuli peringatan tertulis
ketipa sehagmimans dimaksud pada ayat (3) pahing lama 3
fliga] bulan terhitung scjak tanggal dikeluvarkannya
perinpatan tertulis kotiga.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksnd paida
avat (2}, awat (4], atanu avar (& pemcganeg PB o telah
meninlaklanjull peringatan tertulis kesatu, peringatan
lertulis kedua, atau penngatan tertulis ketiga, kepala
badan vang melaksanakan tugas pemerintaban ¢ bidang
penpawasan kerenaganukliran menerhbitkan pernyalaan
pemenubhan  kerentdan  keseélamatan, kesmanan, dan
pord=-aman nuklir,

Masal 397

Apabila dalam jangka waktu sebapaimana  dimaksod
dalam Pasal 398 avat (A} pemepang PB tilak
menindaklanjuli peringalan ertulis ketiga, kepala badan
yvang mmelaksanakan lugdas pemermtahan di bidang
pengawssan ketenaganukliran menghentikan sementara
keglatan dekomisioning.

{2) Selamg . ..
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Jelama penghennan sementara, pemegang PB o terap
bertanggung jewab atas pengclolaan recaktor nuklir, bahan
nuklir, dan limbah radicakeifl

Dlam hal sclama penghentian sementars pemegang PB
tidak memenuhl tangrung jawal atas pengelelaan reaklor
nuklir, bahan nuklic, dan limbah radisabkli ] sesozl dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang PB
dikenar denda adminisiralil paling tingel 50% (lima paluh
peersen) clart milal jaminan inansial dekomisioning.

FPasal 395

Apabila dalam waktu paling lama 2 {dus) wwhun scjak PE
dekomizioning sebagainans dimaksud dalam Paszal 148
avar 3 hurul ¢ uniuk reaktor daya besar diterbickan,
pemegang PE licdak melaksanakan program
delorusioning, kepala badan yang mclaksanakan tugas
pemeriniashan di bidang pengawasan ketensganlikliran
memberikan peringatan tertulis kesatu.

Pemegang 'B wajib memindaklanjuti peringaian tertulis
kesatu sebapaitnana dimaloesud pads avat (1) paling lama 3
ftipa] bulen terhiiung sejak tanggal dikeluarkannya
pernnwalan tertulis leesatu,

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksul pada
ayal (&) pemegang PB tidak menindaklangull peringatan
tertulis kesatu, kepala bodan vang melaksanakan magas
pemerintahan di bidang penpawasan ketenspanukliran
metnberikan peringatan lertulis kedua,

Femepang PO wajib menindaklanjuu peringatan tertolis
kedua sebagamana dimaksud pada avat [3) paling latma 3
[tiga) bualan  terhitung scjak  tanggal  dikeluarkannya
peringatan tenulis kedoa.

Apabila dalam jangka wakry sebagaimana dimaksod pada
ayat [4 pemepgang PR udak menindaklanjutl peringatan
tertulis kedua, kepala badan yanp melaksanakan tugas
pemenntaban 41 hidang pengawasan kerenaganuklivan
memberikan pecmgatan tectulis ketiga.

Pemegang PB wajibr menindaklanjuti peringatan tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada avat (5) paling Tama 3
itiga] bulen terhitung scjak tanggal cdikeluarkannva
periog=lan leriulis ketiga,

(71 Apabila . ..
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(71  Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada
avat [2), awvat (4], atau avat [H) pemmegang PBE telah
menindaklanjuts peringatan fertulis kesato, peringatan
tertulis kedus, atmu peningatan tertulis kehgs, kepala
badan rang meclaksanakan tugas pemenntahan di bidang
pengawasan ketenpaganukliran menerbitkan pernvataan
pemenyhatn kKetentuan  keselamartan, Keamanan, dan
garda-arman nuklir,

[Pasal 399

Apatbila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 398 ayat &) pemegang PBE Odak menindaklanjuii
peringatan  tertuhs  ketgs, pemegang PBE dikenal denda
admimstratf paling ungg 30% (hma puluh persen) dan dana
jaminan finansial dekemisioning,

Pagal 40

(1} FKepwla baden vane melaksanakan tugas pemernintahan di
hidang pengawasan ketenaganukliran menpenakan sanlosi
admunistratif kepada pecmegang PB dan/atau PE LREL
apabla ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB
danjarau PR UMELD perrambanpgan aban galian noklir,

(2} Sanksi admimistrat] sebapaimana dimaksud pada ayat (1]
berupa:
a. peringatan tertulis,
b. Jdenda adrunpiatratil;
o, pembekuan FB dangataa FB UMEKU; ataa
d. penecabutan PB danfatau PE UMEKU,

Pasal 401

(1} Pemegang FEB danjfatan FB UMKU vang melangpar
ketentuan PB dan/fatau PB UMKU pertambangan bahan
palian nuklir sebapaimana dimaksuoed clalam Pasal 148
avat [1} burat ¢ dan ayar [2) hural ¢ dikenai peringatan
lertuhs kesatu

2} Pemegang PE dan/atau PB UMKU harus menindaklanguti
permgatan tertulis kesatu sebagaimana dimnaksud pada
avat (1] paling lama 10 {sepulah] 1Tar rechitung sejak
tanggal dikeluarkannya peringatan rerialis kesary.

(3] Apabila ..
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Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimalksud pada
aval (4] pemeraneg PB danjfatan PB O UMELD idak
menindaklanjuti perinepatan tertulis kesao, kepala badan
vang melaksanakan tupgas pemernntabhan di bdang
pengawdsan kelenoganukbran memberikan perngalan
kertulis kedusa,

Pocrmocgang PB dan fatau PB UMKLD harss menindaklanjuti
petingatan tertulis kedua sebapaimana dimaksud pada
avat () pahing lama 10 {(sepaiab) Har terhitang sejak
tangeal dikeluarkannyva peringatan tertulis kedua,

Apabila dalam janpka wakiu scbapaimana dimaksud pada
avat (4] pemegang PB danfatau PE UKMED tdak
tnerdndaklanutt pevingatan tertubis kedua, kepala badan
vang melaksanakan tugas  pemerintaban di bidang
pengawasan ketenaganukliran membernikan  peringatan
tertulis ketipa.

Femegang PH dan/atau PFB UMKU harus menindaklanjuti
peringatan tertulis ketiga scbagaimana dimaksud pada
ayat (5) paling latna 10 {sepualub) Harl terhilung sejak
tanpral dikelvarkannyy perimgatan leriulis kaliga.

Fazal 402

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalarmn Pasal 401 avat [f3) pemegang PB dan/atay PE UMEL
fidak menindaklanjull peringatan eriths ketga, kepala
badan yvang melaksanakan tugas poemerintahan di bidang
peingawasan  ketenaganuklivan mengenakan denda
admimstratil sebesar RplO.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) per bulan.

Femegang PR danfatau PR UMEL wanb menndaklanjuti
pembayaran denda sdmimstrat] paling lama 19 (scpuluh)
Han terhitung scjak tanpgal ditetapkannya keputusan
pemberian denda administratif.

Apabila dalam jangka waktu =zebapaimana dimaksud
dalatn Pasal 401 ayat (2}, ayat [}, alan aval (D) pemegang
PR danjaraty PR UMEL telab merandaklangull perinealan
tertulis Resaty, pernpalan tertulis kedus, ataa peringatan
lertulis ketiga  dan  membayar denda  administratd
sehagammana dimaksud pada avat (2), kepala badan yang
melaksanakan tupas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenapanukliran menerbitkan perovataan pemenuhan
ketentuan keszelamatan, keamanan, dan parda-aman
rniaklir,

Pasal _ . .
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Fasal 403

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana  dimmaloscl
dalam Pasal 402 avar (2] pemegang PR danMatau PB UMEKET)
ticlak menindaklanjut denda admimistratif, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di o bidang
pengawasan ketenaganukliran membekukan PE dan/ s
PE UMELD pertambangan bahan galian nuklir.

Pemegang PE dan/atau FBE UMKL harus menghentikan
sementara keplatannya terhitung sejak  diterapkannya
keputusan pembekuan PR danfatauw PE UMEKU
pertambangan twmhan palian nuklir sebapgmimana
dimulksud pada ayat (1]

Selama penghentian sementara kegiatan sebagaimana
dimaksud pada avat [2} permnegang PB dan/alaa PB UMEKL
tetap berianggung jawab alas keselamatan dan keamanan
pettambangan, bahan galian nuklir, dan/atau limbah
racioaktif sosual denpan kerentuan peraturan perundang
undangan.

Femegang PB dan/atau FB UMKD harus menindaklanjari
relomendasi  pembekuen PB O danfatan PBE UMEU
sebagaitnana dimaksuad pada ayal (1) paling lama 3 (teay
tullan terhitung sejak ditctapkannya keputusan
pembekuan PB dan/atau PB UMKLD.

Apabila dalam jangka wakla sebapairans dirmaksyl s
ayat 4] pemepang PB danfalaa PB UMEL  telah
menindaklanjuii rekomendasi pembekuan PB dan/atau
PEH UMKLU, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengowasan kelenaganukliran
menerbitkan keputusan  pemberlakuan kembali PG
dan/atau FB UMEKL.

Apabila dalam jangka wakiy sehagaimana dimaksud pada
avar (4} pemegang PE danjsaltau PB UMEU  dddak
menmmdaklanjutl rekomendast pembekuan PE dan/atau
PBE UMKL, Kepals badan yang melaksanakan tugas
pemerinlabhan di bidang pengawasan ketenaganuklican
mencabut PB danjfatau PB UMEL.

Pasal . . .
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Fazal 404

Dalam hal pembekuan PB danfatan PE UMELD sebagaimana
dirmaksud dalam Pasal 403 aval {1} lelah ditetapksan dan
pemegang PB danfataun FE UMEU  tetap melaksanakan
kegiatannya, kepala badan vang mclaksanakan tugas
pemerintahan di bidang  pengawasan  kerenaganuakliran
langsung mencabut FB dan/atau PB UMKL.

Pasal 4035

{1] HKepala badan vang melaksanakan tupas pemerintahan di
kdang pengawasan ketenaganubkliran meneenakan sankst
dcironons| ra il terupa:

a4, pembekuan PB danfatau PB UMKU  permaniaatan
sumber radiast pengion apabila terdapat kondis yang
berpofenst menvebablan rerjadimys kecelalkaan;

B pencabatan PB o danfalau PB UMELU pemaniaatan
sumbecr radiasi penglon secara langsung apabila terjadi
kecclakaan yang membahayakan kesehatan dan
keselamatan pekerjia, masyaraleat, cdan Iimgkungan
bichup;

. pembekian PE operast reaktor nuklir atau instalasi
nukhir nonreaktor  dan menjatuhkan sanks
penghentian sementara kegiatan usaha apabila terjadi
kecelakaan nuklir pada reaktor nuklir atau instalagi
nuklir  ooenreeaktor yang  memiliki | konsckucnsi
dlekomisicning; dan

d. pencabutan PB danfatau FB UMEKU pertambangan
bahan galizn nuklir apabila terjadi keeelakaan selama
kegiatan pertambangan bahan galian okl

(2 Permbekuan PR operas reakior nuklir atao instalasi nuklir
nonreakior dan penghentian scmentara keplatan usaha
sebhpaimans dimaksud pada avat (1) huraf © berlaku
himegs  kepala badan  vang  melaksanakan  tugas
pemerntahan di bidang pengawasan ketenaganukhran
mencrbitkan FB dekomisioming reaktor nukliv daya besar
atau persetuyuan dekomisioning.

HFaszal . . .
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Pasal 406

Dalam hal pencabutan PB danfatau PB UMKU konstrubsi
fasilitas rachast pengon, aoperas [asihlas cadias pengion,
atau kcglatan pemanfaatan sumber tadiasi pengion
sebagammana dimaksud dalam  Pasal 3¥3  avat |4,
Pasal 356, dan Pasal 405 aval {1] hurul B ielah ditetaphkan,
ks pemegang PR dan/alau PB UMEU telap bertangpung
jawab atas pengamanan lasilitas radiasl, pengamanan zat
radivaktil, dan penpelodaan  limbah  tadivaked! sesuaas
dengan ketentuan peraturan perondang-undengan i
bidang ketenapanukliran.

Dalam hal pencabutan PE dan/arau PB UMKU konscrakos
instalasl nuklir, operast instalast nuklir, ckspor, 1impor,
pengaliban, danfatau  penelidan dan pengembangan
sebapaimana dimakaud dalam  Pasal 392 ayvar 6],
Pasel 3913 dan Pasgal 395 avat (5] telab chtetaplan, ks
pemeeang PB dan/atau FB UMEKUD tetap bertangeuns
Jjawab atas pengelolaan instalasi nuklir, bahan nuklir, dan
limbah radioakal sesual dengan ketenruan peraturan
perundang undangan di bidang ketenaganukliran.

Dalatn hal pembekuan PR operas] reaklor nuklivc atag
instalasl nuklir noarcaktor dan penghentian sementara
kematan usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 405
ayat {1) bhumf ¢ telah diterapkan, pemegang PB tetap
bertanpelung jawalb atas pengelolasn instalas  nuklr,
babin nuklr, dan mbah radioakil sesuasl dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangsn di bidang
ketenaganukhiran.

Dalam hal  pencabuten PR danfata PR UMK
pertarmbangan bahan  palian nuklir  sebagaimana
dimulcsud dalam Pasal 403 ayat (&), Pasal 404 dan Pasal
405 avat {1] burd d wlah dictapkan, cks pemmegang PB
dan/atan PH UMKU werap bertanggung jawaeb atas
keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian
nuklir, danjatau limbah radicaktif sesua: dengan
karentuan peraturan perandang-undangat.

Paszal _ . .
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Pasal 407

Dalam hal pencabutan PB schagaimana dimaksud dalam
Pasal 403 ayal (f], Pasal 404 dan Pasal 405 ayat (1) huarui
d telahy ditetapkat, eke petoegang PB wajib melaksanakan
dekomisioning periambangan sefelah mempernlsh
perselujuan dekomisicning pertambangdan.

Eks pemegang FPB yang tidak melaksanakan kewajiban
sebapaimana dimaksoud pada avat (1] dikenai denda
admimistcaril palimg fnggl 30% {lima pulub persen) dar
nilai dana jJamnan pelaksanaan dekomisioning
pertambangan.,

Pengenaan denda admimstratil sebagaimana dimaksud
pada avat (2] tdak diambil dati dena jarminan pelaksanaan
dekomisioniog perlambenga.,

Jdika cks pemegang FB tidak melaksanakan dekomisioning
pcrtambangan schagaimana dimaksud pada avat {1},
kepala badan yang melaksanakan rugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran dapat menunjuk
pihak keriga untuk  melaksanakan  dekomisioning
perlarmnbangan  dengan menggunakan dang Jamminan
dehkomisiening pertambangan.

Dalam hal dana jaminan deckomisioning pertambanpan
untuk  menyvelesaikan  dekomisioning  pertambanpan
sebhapaimana dimaksud pada ayar [4) tidak mencukum,
kekurangan  biaya untuk  penyvelesdian dekomisioning
pertambangan menjadi tanggung jawab cks pemegang PR,

Eks pemegang FB pada kegliatan penarnbabgan mineral
radicaktif dapat dikecualikan dari kewajiban pelalksanaan
dekomisiening perlambangan  sebapaimana  dimaksud
piada ayat (1) dalam hal berdasarkan hasil cvaluas:
terdapat pertimbangan sebagai berikut:

a. cadangan deposit bahan galian ngklir masih dapat
dieksploitasi, atau

b. aspek keekonoimian atau strategis.

Dalam hal ks pemepane PB pada kegintan penambanygan
mineral  radhickabk Ul 1idak melaksanakan dekomisioning
pertambangan karena  perumbangan scbagaimana
dimaksud pada ayat (6], monternt yang menyvelengpgarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral dapat menyerahkan  wilaysh  penugasan
pernambangan mineral radwaknl kepade badan asaha
Berbadan hukum lainnya.

Pazal . . .
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Puasal 408

Apabila dalam [angka waktu paling lama 8 [delapan) bulan
selak petsetuuan dekomisioning  pertambangan
direrhitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayvat
[1}, ks pemegsng PB melaksanakan  dekomisioning
namun tidak sesual program dekomisioning, kepala badan
vang mclaksanakan rtugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganuklirtan memberikan  peringatan
tertulis kesaru.

Eks pemegang PR wajih merminmdaltlanjuti  peringatan
tertutlis kesalu sehagaimana dimaksad pada ayat (1) paling
lama 3 {tgal bulan terhitung scjak langpal dikeluarkannya
peringatan certulis kesatu.

Apabila dalam jangka wakly schagmimana dimaksad pada
dydl  (2) evks pemegang PE tidak menmdaklanjun
peringatan  tertulis kesatu,  kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenapanukliran memberikan pecingatan tertulis kecdoa.

Eks permegang PE waph memndabklanjull peringatan
tertulis kedua schapaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 3 {nga) bulan techitung scjak tangeal dikeluarkannya
peringatan tertuls kedua.

Apabila dalam jangka waktn sebagamana dimaksud pacda
ayrart 4y eks pemepgang PR Gdak  menmdaklanjuil
peringatan  tertulis kedua,  kepala badan  wvang
meclaksanakan lugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran memberikan peringaran tertulis ketiga.

Eks pemegzne PE waplh menindaklanjuti peringatan
leriulis ketliga sebapaimana dimaksud pada ayvat [3) paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangpeal dikeluarkannya
peringatan tertulis ketipa.

Apabila dalam jangka wakil sehayaimang chimaksod paoa
ayar [Z), avat (4], atau ayat (b) eks pemegang PB Lelsh
menindaltlanjutt perningatan tectulis Kesald, peringatan
terfulis kedua, atan peringatan eriulis ketigs, kepala
badan yang melaksanakan 1dgas pemenmtahan di bidang
Penpawasan keleneaganukliran menerbitkan poroyataan
pemenuhian ketontuan  kesclamatan, keamanan, dan
garda-aman nukhr,

(S} Apuabila ..
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Apabila dalam jangka wakiu sebagmmana dimaksud pada
aval [G] eks pemegang PB todak menmdalblanjuts
peringatan  tertulis keotiga,  kepala badan vang
melakzanakan fugas pemerintabian di bidang pengawassn
ketenapganukliran  menghentikan  scmontara kegiatan
dekomisioning.

Sclama penghentian sementars, eks pemegang PR elap
berrangmrung jawalb aras Keselamatan dan kcamanan
pertambangdan, bahan galinn nuklir, dan limbah radicaktif.

[tulam hal selama penghentian sementara eks pemeganp
PE tidak memenuhs tangpung jaweb atas keselamalan dan
keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan
limbah radicsktif sesuai denpan hketentuan peraturan
prrundang-undangan, cks pemcgang PB dikenai denda
Aadminestratll pahng onegl 30% (lima puluh persen) dari
nila jaminan Iinansial dekonusioning pertambangan.

Pasal 409

Kepala badan yvang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi
admimistratif kepada pemegang PR apabila ditemukan
pelanggaran terhadap ketentuan PB pendukung scktor
kerenaganukliran.

Sanks adrimsiralil sebapaimana dimaksud pada avar (1)
berupa:

®. porinpatan terculis;
b. pemhekuan PB; atang
. pencabltan PB.

Faszal 410

Pemegang PB vang melangear ketentuan PB pendukung
scktor ketenaganukliran sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 148 avar (1] hurul d, dikenai peringatan tertulis
kesatw,

Pemepang PBE wapb menindaklanjuti peringatan tertulis
kesatu scbagaimana dimaksud pada ayar [1} paling lama
10 (scpuluh) Harei terhitung sejak tangeal dikeluarkannya
peringatan tertulis kesalyg.

(3) Apabila . . .
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Anabila dalarm jangka wakiu sebagaimand diunsksud padsa
ayal (&) pemeganeg PEB tdak menmdaklanjuil peringatan
tertulis kesatu, kepala badan vang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
rmemberilan peringatan terrylis kedya.

PFemegany PB wajib menindaklanjuli peringatan tertulis
kedua scbagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama
18 {zepuluh} Harl terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam jangks wakthl sebapaimana dimaksud pada
avat (4] pemegane PB tidak memindaklanjuti peringatan
tertulis kedua, kepala badan vang melaksanakan wgas
pemerintahan di bidang pengaweasan ketenapanukliran
membenkan penngatan lettulis ketipa,

Femeogang FB wanb menmdaklanjun peringatan tortulis
ketiga sebapgaimana dunaksod pada ayat (3) palbing lama
10 {zcpulub) Hari terhitung zejak tanggal dikeluarkannys
jrerimgatan lertilis keliga.

Apatnla dalam jangka wakly sebapaimana dimaksud pada
avat (2, ayat (4), atau avat (6] pemeogang B telah
menindaklanjue penngatan tertuhis kesatu, peringatan
tertuliz kedua, atau pennpatan tertulis ketiga, kepata
badan yvang melaksanakan tugas pemerintaban i badang
pengawasan ketenaganukliran menerhitban pernyaraan
pemenvhan kelenluan kegiatan usahs pendubkung sckior
kelenaganukliran,

Pasal 411

Apatila dalam janghka walkilu scbapaimana dimaksud
dalam Pasal 410 avat (&) pemepang PB  ddak
menindaklangub peringatan tertulis ketipa, kepala badan
vang melaksanakan wgas pemerintabhan di Lidaog
pEngawWasan kartenaganukliran rmembelubkan FB
pendukung sektor ketenaganukliran.

Pemegang PR wajil menghenlikan sementara kegiatannys
terhiiuing =ejak diterapkannya keputusan pembekuan PB
schagaimana dimaksud pada avat (1)

Pemegang PB wajib menindaklanjuti pembekoan PB paling
lama 3 [tigaj bulan terbhitung sejak anggal ditetapkannys
keputusan pembekuen PH.

(4 Apabila . . .
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(4]  Apalnla dalam jangka wakiy sebagaimans dimaksad pada
ayat (3} pcmegang FB telah menindaklanjutlt pembekuan
PB, kcpala badan yang melaksanakan tugas pemerintaban
di bidahg pengawasan Ketenaganubkliran mencebitkun
keputussan pemberlakuan kembah BB,

131 Apabilda dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat {3| pemegang PB tidak menindaklanjuu pembeluan
PB, kepala badan yanp melaksanakan tuges permenntaban
ol Tnelang peogawasan kelenapanukhran mencabul PE.

Pasal 412

Dalam hal pembekuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasgal
411 ayat [1] telah ditetapkan Jdan pemegang PB O iclap
melaksanakan kepialannya, kepala badan yanp melaksanakan
lugas pemerintahan di bidang penpawasan ketenaganukliran
langsung mencabut PB.

Pasal 413

(1} Eepala badan vang melaksanakan tugas pemorintahan di
bidang pengawasan kowenapanuvkliran dapat langsung
metnjatuhkan sanksi admimstratil berupa pembeluan PR
pendukung selctor ketenaganubdiran dalam hal:

A, pemepang PB monyvampailkan data vang tidak benar
dalam proses permahonan PBE berupa data persyaratan
PBE;

b. pemegang PB  lembapga uji kKelenapanuklitao
menyampaiken data hasil pengujian yang tdak sesomd;

. pemegang PO lembags pelatthan ketenapanukliran

menyarnpdaikan data hasl kelulusan yang ndak scsuai;
dan,/arau

d. tidak terpenuhinya lagr syarat PB.

(2] Pemepang PB wa)b menghentikan sementara kegiatannya
terhitung sejak ditetapkannya keputusan pernbelogan PR
sebagaitnana dirmak sl pada avat (1)

(7] Pemepang PR wapbh memndaklanjuu pembckuan PB pahng
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya
keputusan pcmbekuan PB.

(4] Apahila . ..
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Apabila dalam jangka wakro sebagaimana dimaksud pacla
avat (3) pemegang B telah menindaklanjuti pembekigan
PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemeritnicahan
di bidang pengawasan ketenaganukliran  onenerbitkan
keputusan pemberlakuan kembali PB.

Apubila dalam jangks waklu sebagaimana dimaksud pada
gydt (3] pemegang PE tidak menindaklanjuli pembekuan
PH, kepala badan vang melaksanakan weas pemerintahan
di bidang penpawasan ketenaganukliran mencabut PB.

Dalam hal pembekuan PE sebagaimana dimaksud pada
ayat [l] telah ditetapkan dan pemegang PO tetap
mclakvanakan  kegialannya, kepala  badan  yang
melaksanakan wigas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganuklican langsung mencabut FL.

Paxnl 414

Pengenaan sanksi admnisteadi] sektor ketenaganukliran
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 383 sarapai dengan
Fasal 413 dilakukan oleh  kepala  badan  vang
meclaksanakan tugus pemerintahan di bidang penpawasan
ketcnaganukliran berdasarkan  ketenfiuyan peraturan
pelundang-undangan.

Ketentuan letih lanput mengenal lata cara pengenaan
sankal administratil, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pejebal yang berwenang diatur dengan
peraturan  kepala badan  yang melaksanakan  1upas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran.

Paragral &

Seklor Perindustrian

Pasal 415

Seriap Pelaku Usaha yang telah memiliki PB namun tidak
melakukan keglatan usaha indusiri selama janpgka wakru
3 [tiga) tahun bertumat-turot, dikenai sanksi administratit
barua:

a. peringatan tertulis; dan
h., pencabutan PO Jan PB UMELL
() Perinpalan . ..
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Perinpgatan tertulis sebapaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a diberikan paling banyak 32 {tigal kali herturat-turac
denpgan jangka waktu masing-rmasing 30 [Tiga puluab) Hari

Dalam hal Pelaku Usaha vang telah dikenal peringatan
lerindis selanvak 3 {liga) kali sehagaimana dirmaksod pada
ayat (2] ndak melakukan keglatan wsaba indusin, dikena
sanksl administradl beruopa pencabutan PE dan PB
LAKLD.

Fasal 416

Yetiap Pelaku Usaha di sektor perindustnan yang tidak
merniliki PO dikenai sanksi adminisiratl berupa:

A, penngatan tertulis;
b. denda administratif; dan
C.  peAutupan sementara

Setiap Pelaleu Usaba di sektor perindustnan vang tidak
berlokasi di kawasan industo alau Kawasan perantukan
indusiri scbagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dikenai
satksi administratil berapa:

4. peringatan teetulis;

b denda administratil;

€. pohOULLpan 5CMCILara;

d. pembekuan PH; dan/atan
e, pencatadan PR,

Peongatan tertulis schagaimana dimaksud pada ayvat {1]
hurul a dan ayat (2) hural a, dibernikan paling banyak 3
[tiga} kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-
traziong 30 [tga puluh) Harl

Penesnaan sanks: admmistoat! berupa pencabutan PB
schagaimana dimaksud pada ayat (2) hurol ¢ dapat
langsung dikenai sepanjang diatur peraturan perundang-
Lndangan.

Pasal . ..
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Pasal 417

Pelaku Usaha di acktor perinduserian yanp tclah dikenai
sanksi administratl berups peringatan tertulis dan tdak
melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi
di kawasan industrif kawasan perugnrakan industo dalam
Jangka wakiy sebagaimans dimaksud dalam Pazsal 416
ayal {3] dikenal sanksi administratl berupa denda
administratif.

Denda ademipistratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenal paling banvak 1% (salu persen) dac milal inyestasi,
Hilal investas] schbapaimana dimaksud pada ayal (24 untuk
kawasan 1ndustri ditetapkan berdasarkan hasil audic
lembaga independen.

Pernbzayaran denda admimstrat] sebagtimana dimaksuad
pada ayal (1) dilakukan paling lama 30 (tga puluhj Hari
scjak surat penpenaan denda admmistratl diterima oleh
Felaku Usaha.

Pasal 4 15

Pelaky  UWUsaha i sektor perindustnian yang  ndak
membayar denda admirestratif dalam jangka  waktu
schagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayal [4) dan ridak
melakukan perbaikan berupa memiliki PB atay berlokasi
di  kawasen indusin/kewasan  peruntuban indusin
dikensi senbosi admimisiralyf  berupd  ponuatupan
SCTENEATA,

Dalam hal Pelaku U=zaha di sektor perindustrnian relah
membayar denda admirsiratil tetap dalam jangke waktu
A0 {eiga pualtb) Har sejak tangegad batas waklu pembayaran
denda admunistratf tidak melakukan perbakan berupa
memilik PB atau berlekasy di kawasan industrifkavwasan
peruntukan industri dikenai sankzi administratid berupa
penutupan sementars.

=anksal  ademoigstratl  herupa penullpan sementacs

schagrimana dimaksud pada avat (1} dan ayat (2) bagu:

a. Pelaku Usaha di sektor perindustnan yvang tidak
memiliki PB dikenakan sampai denpan perasahaan
vang hersangkuten memperoleh PROsesual dengan
Keteniuvan peraluran perundang-undangan;

I Pelaku Usaha di sektor penndostnian yang udak
berlokast di kawasan  industri  atau kawazan
peruntukan mndaste dikenakan unigk jangks wakiu
paling lama 30 {tiga pulubh) Harn sejak tanggal surat
penutupan sementara diterima.

Pasal . . .
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Pasal 419

{1) Dalam hal sejak angpal berakhirmya sanksi adminisivatil
berupa penutupan zementara sebapaimana  dimeslsad
dalam Pasal 418 avat (3) huruf b Pelaky Usaha di sektor
perindustrien lidak  mermbsyar dends administralif
danfatay ndak berlokssi di kawasan  industri atau
kawasan peruntukan industri dikenai sanks administratif
berupa pembekuan PE.

(2] Fembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku paling lama 3 jtiga) bulan sejak tangeal diterbitkan
sural penetapAan pembekian.

Pasal 424

Pelaku U'saha di scktor perindustnian vang telah membayar
denda admintstratf dan berlokast di kawasan industri arau
kawasan pcruntokan industri dalam jangka wakio
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 419 aeal [2) dapal
mengajukan permohonan pemubiban sfatls pembaelkoaan PB.

Pasal 421

Dalam hal Pelakn Usaha di sektor perindustrian sejak tanpggal
berakhirnya sanksi admimsoratif bemupa pembekoan  PB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat [2] fidak
membayar detida adounistranl denfatay tidak berlokas i
kawasan industrl alau kawasgdn perumnlukan indusin dikenat
sanksl admimisiratl berupa pencabutan PE.

Fasal 42%

(1) Penpgenaan sanksi administratit sektor perindustrian
dilaksanakan oleh  meplen  vang  menyelengpurakan
urtisan pemerinlzahan di bidang perindustnan, kepala
Lembaga  O33, pubernur, bupatifwal  kota, kepala
Administrater KEK, atau kcpala Badan Pengusahaan
EPBPE =esusi denpan  kewenangan Imasing-roasing
berdasarkan ketentuan peraturan perandang-undangan.

12} Ketentoan lebib lanpat mengenal tata cara peogensaan
sanks administradl, mekenisme. jangks walklu, wpaya
arlmimisiratil, dan pejabat vanp berwenang diatur dalam
peraturan monteri yoang meonyvelengpgarakan  urasan
pemerintahian di bidang perindustrian.
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Pazal 423

Setlap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan PB
UMKU sekinr Perindustrian dikenai sanksi adminisieatil

bserrLy o

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

. peogensan dende admnistracil,

J. pengenaan daya paksa polisional; danfalau
¢, pencabutan PE UMEU,

Penpenaan sanksi administratil sebapaimana dimmaksud
pada ayat (1} diberikan oleh menteri vang
menyvelengparakan  urusan  pemenntaban o Edang
perinclustrian,

Ectentuan lebih  lanjput  meongcnal pengonaoan sankisi
administratif PB UMKD sckior Perindustrian diatur dalam
peraturan menter1 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindysteian.

Paragral 7

Selmor Perdagangan dan Metrologi Legal

Pasal 424

Betiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
fiddek meruliki PR dan/atau PR OUUMELD pada sekfor
perdapanzan dan metralog legal,  dikenal  sanks
administratif berupa:

a. tepuran tertulis,

k. penghentiaon sementara kegiatan vzaha;
. palksasn pemeriniah; dan falan

d denda admimstratl,

Jenis zanksi administratif scbapaimana dimaksud pada
ayat {1] dapat dikena secara:

. kumulatif aiu hertahap; dan
b tdak bercahap.

Pasal . ..
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Pasal 415

1] Sanksi adoonisteatil bernpa tepuran teruliz sebagaimana
dirnaksud dalarm Pasal 424 ayal (1] hural a berisgn perintah
untuk sepera memibki PB danfatau FE 1MEKLD, dan
melaksanakan kepiatan usaha scsual dengan ketentuan
dalam jangka wakty terrentn vang ditetapkan,

(2] Jangka wakiu sebapeimonsd dimoakswd pada aval 1)
ditentukan denpan mempertiimbangbsan kewsjsran dan
kemampuan Pelaku Usaha

Pagal 425

(1] Sanksit admirustrabl berupa penghentian sementara
kegiatan usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 424
avat {1) hural b dikenar dalam jangka waktu tertentu yang
diterapkan paling lama o (enam) balan,

(2] -langka wakhy sebapaimana dimaksnd pada avat [1)
ditentultan denpen memperbimbangkan kewgjaran dan
kemampuan Pelaku Llaaha urnluk mengdjukan
permohonan PB danfatau PB UMKD, dan menyesualkan
dengan standar pelaksanaan kepiatan usaha pada sekear
pecrdapanpan.

Fazal 427

Dralam hal Pelaku Usaha tetap tidak dapat menyclesalkan
pertnabonan PB danfataun PB UMKLUY dan menyecsualkan
dengan sfandar pelaksanaan kegiatan nsaha, dikenal zanksi
berupa paksaan peomernintah sebagaimeans dimaksud  dalam
Fasal 424 ayat (1) huraf ¢ untuk memiliki PB dan/ataa PBE
UMKU  szesuar dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangdn.

Pasal 424

[1] Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
d2d avart (1) hyral ¢ berapa;

PENEAMAnan barang;

H.
b. penarikan barang darn distribusi,

i

penutupan lokas: usaha;

-

pemlilpan plcdang;
. prenulldpan . - .
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£, penurypan arayn pembloliran sigrem eleltromp
danfalauw media internel lain yane dipergunakan
Lk kKegialan perdasanpan secars daring; danfalan

[, undakan lain yang bortujuan untuk menghcontikan
pelanggaran.

Paksaan pemenniabh sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
ditcntukan berdasarkan pertimbangan bidang usaha scrka
tindakan vang paling tcpat untuk mencegah danjfatan
menghentikan dampak yang ditimbulkan.

Calam  melakuban paksaan pemernniabh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), depal melibdlkan aparal penepak
hukur.

Pasal 420

Sanksl admimistrat] berupa dends admunistratl sebhagsimana
dimalsud dalam Pasal 424 aryat (1) hural d dibenkan aesual
denpan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(<]

(1)

Pasal 450

Penpenaan sanksi adminmistratll sebagaimana dimaksod
dalam ["asal 424 avat (1) diberikan oleh meontcn vang
menyelengparakan  wruzan  pemerintahan di bidang
perdapangan, pgubernur, bupati/wali kota, kepala
Admimisrrater KEK, atew kepela Badan Pengusahaoan
KFBFE scsusl denpan KewsnHEDEAD MAENINE-THASIT
berdasarkan ketentuan peraturan penundang-undangan.,

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengenaan
sanksn adbministralil, mekansme, jangka waktu, upaya
ddministralil, dan pejabal yang berwenang diator dengan
peraturan menteri yang  menyclenggarakan urusan
pemenntahan di bidang perdapangan.

Pasal 431

Senap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasi] Pengawasan
ditermukan ketidaksesuatan atau pelanggaran terhadap PB
dan/aten PB UMED pada  sekror  pecdagangan dan
metrolopl lepal, dikenal sankal adomasteatd herapa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan . . .
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b. paksamn pcmerintah;

. denda administratif;

d. pembelkuan PR danfaran PR UMKU; dan/ataug
. pencabutan PB dan/atau PB UMEKL,

Jenis sanksl administratif scbagaimana dimaksud pada
ayat {1} dapat dikenai secara:

a.  kumualatif atau bertahap; dan

ts. niclak bertahag.

Pasal 432
Sanksl administracil berupa teguran tertulis sebagaimana
dirmaksd dalam Pasal 431 ayat (1) horal a dikenakan

dengan ketentuwan;
a. baru pecrtama kali melakukan pelanpgaran;

b. belum menimbulkan dampak berupa kemugian
konsumen; dan/atay

¢, sudah ada dampak vane dilimbulkan namuon dapal
diperbaiki dengan mudah,

Teguran tertulis scbagawnana dimaksud pada ayat [1)
berisi perintah untul: mematuhi kewajiban berusaha atau
melaksanakan Kepiatan dsaha sesual denpan ketentuan
dalam jangka waktu terleniu vang ditelapkan

Pasal 133

Sanksi administratil berups pakssan pemenntah
sebagaimana dimaksud dalam Pazsal 431 avat (1) hurat b,
berupa:

a. penarikan barang dari distribusi;
b, penutupan lnkasi usaha,
C.  penutupan gudang

d. penutupan  atau pemblokirsn seslemn eleklromik
dan/atau media internet lam yang dipergunakan
uniuk kepiatan perdagangan secara daring; dan/atau

¢ tndakan lain yang bertujuzan untuk menghentikan
pelanggaran.

{2} Paksaan . ..
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Paksaanh permerintah sebagaimana dimakaud pada ayae (1)
diteninkan berdasarkan perliimbangan bidune usahy serla
nogdakan vang paling tepal uniuk mencegah danfalaa
menghentikan dampak yang dittmbulkan.

Dalam melakukan pakzaan pemerintabh sebagaimana
ditnaksud pada ayvat (1), dapat melibatkan aparal penegak
hukum,

Banks: administratl  berupa  denda administratil
sebapgaimana dimaksnd dalam Pasal 431 avat (1) hurmail ©
dibenkan sesus dengan ketentuan peraturan perundang-
LTI NPT

Sanksi administratil berupa pembekuan PB dan FB UMEKD
dan/atau pencaburan PB dan PB UMKU =ebagaimana
dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf d dan hurof &
diberikan sesum Jdengan ketentuat peratrat pecancang-
andang-n,

Pasal 134

Penpenaat, sankst administratil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 431 ava (1) dibenkan alebh mentert vang
menyeleneparskan  wrusan pemenntaben i bideng
perdagangan, gubernur,  bupatifwali  kota, kepala
Admuinistrator KELK, atau kepala Badan Penpgusahzan
KPEBPE sesuni dengan kewonangan  mmasing-masing
berdasarkan ketenludan perdluran perunoang-undangan.

Ketentuon lebih lanjut mengenan tata cara pongenaan
sanksd administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya
adrmnistratil, dan pejabat vang berwenang diatur dalam
peralllran menlen vang menvelenggarakan  Jarusan
prmerintazhan di bidanp perdagangan.

Paragraf B

Seklor Pekenaan Umum den Perumabian Bakyal

(1

SK Mo 253081 A

Pasal 135

Setiap Pelaku Usaha di subeekibor jasa konstruksi dikenal
sankal adnumsiratil atas pelanggaran:

4. pcmonuhan persvaratan PB melhiputi:

1. kemampuan badan usaha jasa
konstruksi; sertifilzat badan usaha bagi badan
wsaha jpss Kenstrzks,

2. kompetensi . . .
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2, kompetenst tenaga  kena  konstruksif sertifikat
kompetenst kerja konstruksi bagl usaha orang
persecrangan;

3, kemampuan serlthkas) hadan asaha jasa
konatmaksi/ liacns: lembaga sertifikas) badan usaha
jasa konstruksi bagy lembaga sertihikas) badan
Lsahal atau

4. kemampuan sertifikasi profesi jasa
konstraksisliscnsi lembags sertilikasi profes jesa
konstruksi bagm lembaps sertifikas profes),

dikarenakan tdak lagi memenuhi syarat dan/atau

habis masa berlaku.

b, pemenuhan kewajiban laporan kegiatan  usaha
tahunan jasa konstrukst sesual denpan ketenlulzn
peraturan  perundang-undangan  di edang  jasa
konstrulrai:

. pemenuhan persyaratan dan kewajiban khusus bagi
badan VUsaha Jasa konsituks, Penanaman Modal Asing
alau kanlor perwakilan badan usaha jasa konstraks
aslng; dan

d. ketentuan dalam pcraturan perundang-undangan di
bidang |asa konstruksl.

Hanksai administratil sebagairmana dimaksud pada avat [1]

bierupa:

a. pormgatan tertules,;

k. penegecnaan denda admoinistrabd;

c. penpghentian sementara kegiatan usaha;

il. pencebutan PR, dan/atau

#. pencantuman dallar hitam.

Jenis sanksi adminiswratil sebagaimana dimaksud pada
avat 2] dapat diberikan secara kumulatif atau bertahap.
Pengenaan denda admimsiratil sebagaimana dimaksud
pada aval (2] dilakukan melalui mekanisine PNBP sesual
dengan keleniuan peraturan perumdang-ungdangan.

Faszal 430G

Pengenaan sanksi adrnistratil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 435 wyal (2) haral a, harul b, bumaf e, dan
huruf ¢ diberikan cleh mentler: yang menyelenggaralat
urusan pernerintahan di bidang pekenaan wmuam.

[2] Penpenaan . ..
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Fengenann sanksi sebagaimana dirnaksud pada avat (1)
dapat didelegasikan kepada pejabat yang memanghku
jabatan struktural di bawah kewenangannya.

Pasal 437

Permegang PE sckior pekeriaan umum subsekior sumber
dava air dilarang menghalang dan bhars membuka akscs
bapl kcmenterian  vang  menyelengparakan  urmsan
pemerintahan di tndeng pekerjaan umum atau pemerintah
daerah YRR dengan kEewenangannya dalam
melaksanakan tgas pemantavan, evaluasi, pengawasan,
dan pemetiksaan pada sumber air.

Pernegany PE sekitor pokerjaan umum dan perumahan
rakyal subsckior zumber dava aic vang melangear
ketentuan PB dan ketentuan sebagaimansa dimaksud pada
ayat (1) dikenal sankst adminiateahl berupa;

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementard kepiatan usaha;

e, pembekuan PB;

d. pengenasn daya paksa polisional; danfateu

¢ pencabutan B

Pasal 433

Femepanpg PE UMEL  seklor pekerjaan umum  dan
perumeban rakyal subsektor sumber daya air dilarang:

a. menyewakan danfatau memindahtangankan s¢bagian
arau selureh PB UMEUD sektor pekemaan umum dan
pcrumahan rakvet subsekior sumber dava air kepada
pihalk laim;

b. melakukan  pelangearan  terhadap  ketentuan  dan
lkewajiban yang rtercantum dalam PB UMEYD schkior
pekerdan umum dan perumahan rakyat subsektor
sumber daya ar,

c. melakukan ponvalahgpunaan PB UMEU sekior
pekerjaan umum dan peramahan rakyal subsekior
sumber davya air.

d. menguasai sumber aic dan, atag

. menulup akses masyarakat terhadap sumber air yang
digunakan,

() Belain . .
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(2] Sxlain laranean sehagamimana dirmaksud pads evat (1),
pemepgang PB UMELD  sekior pekegasan amum don
perumahan rakyat subsektor sumber daya air dilarang
tnenghalangl dan harus membuka aleses bapgi kementerian
yAng menyelenggarakan rdsan pemerintahan o idang
prlkerjaan umum atau pemenntah dacrah sesus dengan
kcweonanpannya dalam melakukan tugas pengclolaan
sumber daya air, termasuk pomantauan,  ovaluasi,
pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air.

3] Pemepang PB UMKU  scktor pekerjpan umum  dan
petumahan rakyat  suhseklar sumber daya air yvang
melangEar ketentusn PBE dan kelenluan sebagpaimana
dimaksud pada ayat [l} dan avat {Z], dikcnail sanka
administratif berupa:

a. penngatan tertglis,

penghentisan sementara keglatan wsaha;
pcmbekuan PB UMKLY;

pengenaan daya paksa polisicnal; dan/fatan
pencabutan PB UMELD

L -

Pazal 435

Sanks admunistratt sebagaimana dimaksud dalam Fasal 437
clany Pasal 432 diberikan aleh pemberi PB dan PB UMERU sesual
denpan kewenangan masing-masing berdasackan kelentuan
peraturan perundang-undangan.

Pa=al 440

PBE UMKD szekior pekernaan wrnum dan perumahan rakoeat
subsektor sumber dava air dapat langsung dilakukan
pencabutan dalam hal:

g, pemepang PB UMEL selwr  pekerjaan wmum dan
perumahan rakyul subsekoor sumber daya air mengajukan
permohonan pencabutan PB LMEKLD sektor pekerjaan umam
dan perumahan rakyat subschktor sumber daya air;

b. pemegang . - .
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pemegang PB UMRKU  sekior  pekerjaan umum dan
perumahan rakyat subsektor sumber daya  alr
menyampalkan dokumen atay kelengkapan persvaratan
yang tidak benar atau fidak sah;

pernegang FB  UMKL  sektor pckerjaan upmam dan
perumahban rakyat subsckior sumber dava air  tidak
trelaksanakan kenstruksi paling lama 3 {lima) tabhun
tertnmang sejak ditctapkannya PB UMKED aektor pekerjaan
tmym dan perumahan rakyar subsektor sumber daya air
dan tidak dilakukan perubabar  jadwal  pelaksanaan
kanatruksi; ataun

pemegang FB O UMED  sekior pekerpaan amum dan
perumahan  ralevat subsektor sumber daya air eelah
melakukan kegialan konstruksi tetapl bangunan  tidek
difungsikan selama 2 (dua) tabun serelah zelesa dibangun,

Fasal 441

Pemcgang B dan PB UMEL scekior pekerjaan umum dan
perumahan rakyat subsekior bing margs jalan ol yang
melanggar ketenruan PB dan PB UMEKU dikenal sanlesi
administratf berupa;

A. perngatan tertulis;
k. penghentian scmentara kegiatan usaha; dan/atau
. peocabutan PB danfatau PR UMK

Sanksi administrati! sebagaimana dimakesud pada ayae (1)
diberikan oleh pemberi PB dan PB UMKLU scsuai dengan
kewenangan masing-masing  berdasarkan  Ketentuan
perdburan perundang-undangan.

Pasal 442

Femegang FB UMELD selitor pekerjaan umum dan
petumahbat rakyat stibselktor bina marpa jalan non-tol
vang rmielanggdar keteniuan PE UOMKU dikenar sanksi
acdministratil berupa:

A, teguran toriulis,
b. penghentian sementara kegiatat: usaha;
e, denca admimistratl dan/atau
. pencabutan PB UMELL
|2] Sanksal . . .
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Hanles adminisiralil sebhagaimana dimaksud pada avat (1)
dilernikan olch pembent FB LUMEKL sesual  dengan

kewenangan masing-masing  berdasarkan ketentuan
peraturan perutndang-undangan.

Pasal 443

Fecmepang PB untuk penyelenggaraan sistem penyediaan

air mirmum yang melangear keleniuan PB dikenal sanksi
adminmisitalif wrupa:

A, peringatan tertulhs;

b, peaghentian sermentara kegiatan usaha;
c. pembelkuan PB; dan/atau

. pencabutan PB

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayat {1)
diberikan oleh pemben PB sesuai dengan kewenabgen
masing-masing  berdasarkan  kelonluan  prraturan
perutlang-unclangan.

Fasal 444

Pemegang PB =elttor pekerjaan umim Jan péerumaban
rakyat  subsellor  pengembonean  perumahan vang
melanppar ketenluan PE dikenal sankst admimstratf
berupa;

a. peringatan tertulis,

b, penghentian semenlara kepintan usaha;
. pembekuan PE; danjatau

d. penoaburan PB.

Hanksi administratil sebagaimans dimaksd pada aval (1)
diberikan aleh pembter PR sesual dengan kewenangan
mAasing-masing  berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Pasal . - .
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Pazal 445

Kelenluan mengensi lals cars peiigenss=n sanksi gdominisiratif

schagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2), Pasal 437

ayat [2). Pasal 438 avat {3], PPasal 441 ayat (1), Pasal 442 ayat

{1], Pasal 443 ayat (1}, dan Fasal 444 avat (1} diatar dalam:

a, peraturan  menlets  vang menyelenggarakan  urasan
pemerintahan di bidane pekerjaan umum; dan

b. peraturan menterl yang  menvelengearakan urusan
pemerintahan  di  bidang perumahan  dan  kawasan
permakimar,

stuudl  denesn  kewenanean  masimg-masing berdasackan

kctentuan peraturan perandang-undangdn.

Paragraf 9

Sektor Transportasi

Pasal 44&

{l] Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pcngawasan
diternukan ketidaksesuaan atau pelangparan terhadap
perseiujuan lekois analisis mengenal dampak lalg lincas,
FB, dan/fatau PE UMEKL pada sekilor transparrasi, dilkkena
zanksi administratil berupa:

A, paringatan,
I, pembekuan sectifikcat, PR, dan/atau PB UMEL;

denda admmistratf;

ponpendan dayva paksa pohisional,

pencabutan sertifikat;, dan/atau

pencabutan PB dan/atau PBE UMKL.

{31 Pengenaan sanks administratif sebagaimana dimaksud
padn ayat (1} dilakukan berdasarkan tingkar kesalaban
vang ditemukan pada Kegialan Pengawasan.

= LM

Fazal 447

{1} Pengenszan sanksi administratif sebapaimana dimaksud
dalam Fasal 440 dapat dilakukan sccara ndak bertahep
alau secara bertahap.

(2} Pengenaan sanksi admunistrant secara tidak bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila
pelangparan tersehbul dapal secara JAngsyng
membahayakan keselamatan dan keamanan
LCAnSFHIrtasL-

{3] Pengenaan . .
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Pengenazn fsanksi administratil secara tidalk bertahap
schapaimana dimaksud pada aval (2] dapat berupa
pembekuan serninkat, PE, dan/atzu PR UMEKLU dan falsg
pencabutan PB danfatau PE UMRU  scbagaimanz
dimaksud dalam Pasal 436 ayat (1) huul b dan hurnal f

Pasal 448

Sanksi adminmistratlf berups  permgatan sebagaimang
dimalkszud dalam Pasal 446 ayat (1) humal a terdin dan
peringatan pertama sampay dengan poringatan ketiga
denpgan jangka wakiu peringatan masing-masing paling
lama 24 [tiga puluh) Hari.

Dalam  hal Pelaku  Usaha  belum nenindaklanjofi
peringatan sampail berakhir jangka waktu peringatan
sehagamnana dimaksud pada avat {1), mentenn yang
menyelenggarakan  urisan pemerintabhan di bidang
transportasi, pubsmmur, alaw bupatifwal kota
memberikan  sanksi adomistratl beruope pembekuat
sartifikat, FB, dan/atau PB TUIMKU  zebapaimana
dimaksud dalam Pasal 446 avat (1) huraf b dengan
jangka waktu paling lama 30 {tiga puluh) Han.

Dalam ha! Pelabku Usahs  belum menindaklanjuti
pombekuan sertifikat, PR, dan/fata PB UMRU sampan
berakhirnva jangka waktu pembekusn sebagaimana
dimaksud pada ayvat {2), menten yang menyclenggarakan
urusan permerintahan di bidang transportasi, gubernur,
atau bupatlfwall kota memberikan sanksi admnstratif
berupa pencabutan PB dan/atau PR UMKL sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 446 ayal (1) haraf .

Pagal 446

Sanksi denda admimatratif dapal dikenakan  berdin
gendiri atau bersamaan dengdan o sankst peringatan
pettama,  peringatan  kedua, perinpstan Retiga,
permbekuan  sertilikat, PB, danfatau PB UMKL, dan
petcamitan PB danfatau FB UMELT

Denda adminisitalid sebapanmana dimaksud pada ayat 1)
dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan
dengan besaran tanf denda admimstralil

Besaran taril densda admirustratil sebapaimana dimalksud
pada  ayal (2) ditetapkan sesuay denpan  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal . ..
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Pasal 450

Sanksi admindatralif berupa pengenann dava  polsa
polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayal (1)
huraf d dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan
berprianss atad menanluikan:

A, kerusakan terhadap kesehatan, kegelamalan,
dan/atau lngkungan,

b. korban manuozia atau kerugian harta benda; danfatan
coomenimbulkan Kecelalaan.

Jenis sankst administratl]l berupa penpecnacn daya palsa
polisionzl =ebapaimana dimaksud pada ayvat [1] terdin
dari:

a. penghentian sementara Kegiatan,;

b. penghentian sementars pelayansan Umlm;
<. penvegelan;

d. laranpan beroperasi;

€. penunpan Inkasi,

f. pembongharan baneuinan; danfaten

g. tundakan lain yvane bertujuan unluk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan kerusakan
terhadap keselamatan dan kcamanan  transportasi
tlan fatand lingkningan.

Pasal 451

Pengenaan sanksi administrati{ sebagaimana dimaksud
dalam Pagal 446 ayat {1) dilaksanakan oleh menteri vang
menyclengearakan  urusan  pemerinlaban di hidang
transportasi, gubernur,  bupali/wallt  kois,  kepala
Admimstrater KEk, atau kepala Badan Fenpgusahaan
KPREPE sesual dengan  Kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentaan peraruran perundang-undangan.

Kctentuan lebih lanjut mengenal lata cara pehgenann
sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upava
adminisfracil, dan pejabat yvang berwenang diatur dengan
peraturan menlén  Yang  metyelenggarakan urusan
pemerintahan di idang (ransportasi.

Paragraf . . .
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Paragtal 10
Sektor Kesehatao, Obat, dan Makanan

Pasal 432

(1} Setiap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
diternakan Ketwlaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
dar/ataun PB UMKL pada sultrsekior kesehatan, dikenm
sankst administratif berupa:

a. peringatan;

. penghentian sementara kegiatan usaha;
r, penpenaan denda admioistratif) dan/ atag
d. pencabulan PB dan/atau PB UMEL,

(2} Sclan sanksi administrai! schagaimana dimaksud pada
avat (1), terhadap kegiatan wusaha subsektor kesehatan
untuk  kefarimasian, alat kesehatan, dan  perbekalan
kesehalan runab tanega dikenai sanksi administracil
berups dayva paksa polisional coelipadte
a. penarikan dan peredaran;

b. pemusnahan produk;
o penydtupan atayw  pemblokiran sistem elektronik
dlanfaraly meria elektronik lainhya,

d, penutupan akses permohonan PE danfaaa PR LMKL,
dan/atau
e, tmdakan lamn yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran danfatau untuk pcngamanarn.
(¥} Sanksi adeinistratil sebapaimana dimaksud pada ayat {1§
dapal dikenakan lidak secara berenjang.

Fasal 453

Pergienaan sanksi administratif berupa perninpatan
sehagaimana dimmaksud calam Pasal 452 avat (1) haruf a
dikenal paling banyak 2 [Tiga) Kali untuk jangka walkio masing-
masing 14 (cmpat beclas) Har.

Pasal 454

Dalam hal Pelakun Ilsaba  melakukan pelanggaran vang
mcmbahayakan jiwa, penghentian semenlame Kegiaten usaha
atau  pencabuan PB o danjfatau PB UMKD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 452 ayvat (1) huruf b dan huruf d
dilskukan tanpa perineatan terletab dahaly.

Pasal . ..
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Fasal 455

Penpenaan  sanksi  administrai! hamas  berdasatkan
laporan hasil Pengawasan vang menunjulkkan adanya
pelanggaran  terhadep  sarclar pelaksanaan Kegiatan
Wsahia.

Penpenaan sankst administratilf sebagaimana dimaksud

pada ayat [l] dibenkan olch  mentenn yang
menvelengparakan wrusan pemernintahan di bidang
kesehatan,  gabermar, Lbupatifwali kota, kepala

Adminustrator KEK, atag kepala Badan Pengusahran
EFBPE sesual denpan  Kewenanged  MEsing-MASIIE
berdasarkan ketenwuan peraturan perundang-undangan.

Penpgenaan sanksi administrant sebagalmana dumnaksud
pada avat {2] harus disampaiken Kepada pihak vang
chkenar sankst adrumstratl pahing lambat 5 (hima] Ham
sojak ditertapkan.

Dalam pemberian sankst admunstrabl  schagaimana
dimaksud pada avat [2), menen yvang menyelenggarakan
ursan permnerinlahan o bidang keseharan, puberour,
bupati/wall kota, kepala Administrator KEK. atau kepala
Badan Penpgusahaan KFBPBE dapat membentuk tim ad hoc
untuk membantu dalam melaltulian verifikasi, klaribkasi,
dan kajen lechadap pelanggaran standar pelaksanaan
keginran unsaha berdasarkan laporan hasil Pengawasan.

Fasal 456G

Pelaku Usaha yang mendapat sanks admunistratnf berhak
menkHEjikan kebwralan kepacla pejabut Yarg
brrsanghutan

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas alasan vang jelaz dan disertai dengan
byleti-bgkt rang mendukung,

Penpajuan kebernlan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanalkan paling lama 20 {dua puluh) Har seak
diterimanya penetapan sanks! administranol oleh vang
bersangkutan.

Terhadap keberatan yang dlajukan =ebagaimana
dimaksud pada ayat (2] pejabal yvang mengenakan sanksi
admunistratl harus melakukan pemeriksaan ulang,
Dalatm hal berdasarkan pemeriksaan ulang schagaimana
dimaksud pada ayat [¢4f terbukti pemohon tidak bersalah,
maka terhadap dinnya dilakukan pemuliban nama baik.

Pazal . . .
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Pa=zal 457

Ketentuan lehiby lanjut mengenal tata cara pongernaan sanksi
almitdstratil, mekemsme, janpka waktu, upaya administracil,
dan pejabat vang herwenang diatur dengan peratoran menteri
vang menyclengparakan  urusan pemerintahan di bidang

kesehatan.
Pasal 438
{1] BHetiap Pelakun Usaha vang berdasarkan hasil
Pengawasat ditemukan ketidaksecsuatan atau

pelanggaran terhadap PB UMKU pada subsckror obat
dan makanan, dikenai sanksi administracf berapa:

1. perinpatan;

b. penghentian scmentara  kepiatan  usaba melalui
pembekuan PB UMEU;

c. penpgenaan denda administratit;
o, penpepaan daya paksa polisional;
t, pembatalan PB UMELL danatai
(. pencabutan PB UMKL.

(2}  Selain sanks adrunistratuf scbagaimana dimaksud pada
avat (1), kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan
dapat memberikan rekomendasi kepada

kementerian/lembapa penerbit FB uniuk melakukan:

a. penghenrian sementara  kegiatan usaha melalu
pembekuan PB; danfatay

b. pencabutan PE.
(3} Pengenaan dava paksa polisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] harut d terdin atas:
A, pcnankan darn peredaran;
b. pemusnahan;

€. penutupan atau pcmblokiran  sisiem elektronik
danfatan media elektronik lain yanp dipergunakan
unluk  keglatan perdagangan obat dan makanan
secara darng,

d. penutupan akses permohonan PBE UMK, dan/fatan

e. tindakan lain vang bertujuan untuk menghentikan
pelanpgaran danfatau tindakan pemuliban.

(4) Banksi . .
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Sanlka adrministratif sebagaimana dimaksud pada ayat
[1} dikena secara kumulatif atau bertabap berdasarkan
tngkal Risiko pelangparan sestal dengan Ketentoan
pecraturan pornundang- undangs=n.

Sanks administratif scbapaimana dimaksud pada w2yal
(1} dikenakan ocleh kepala badan yang melaksanzkan
gas pemerintahan di bidang pengawasan chat dan
makansgn,  gubermir,  hupatifwali kota,  kepala
Admimustrater KEK, atau kepala Badan Pengusabaan
KPBFE =csnal dengan kewconangannya berdasackan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 439

Felaku Usaha dapat mengzjukan akipeas kKembali PR
UMKL atas tindakan scbapaimana dimaksud dalam
Pasal 458 melalor SBistern (3855 sesuai dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan,

Atas poneajuan yang dilakukan sebagaimana dimaksad
pada arat (1), kepala badan vane melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan abal dan makanan
tnemberikan persctyjuan atau peonolakan vang
disampaikan melalul Sasrem (55,

Dalam  hal Pelaku Usaha imengabazkan tindakan
pembckuan PB UMKL schagaimana dimaksod dalam
Pasal 438 avat (1) hural W kepala bwlan vang
melakszanakan  tugas  pemernintzhan di badang
pengawasan abar dan makanan melakukan pencabutan
PB UMKU melalui Sistern 055 sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 450

Pengenasn sanksi administratil schagaimena dimakaud
dalam Fasal 4538 ayat (1) dilaksanakan oleh kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasen abat dan makanan, gubernur, bupatifwali
kota, kepala Adminisiraior KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPEPB sesual dengan kewenangan masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan  pecancang-
undangan.

[2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih  lanput monecnal kritcnia, tata cara
penponaan  sanksi admimiswanl, mekanisme, jangka
wakiu, upaya administratit, dan pejabat yang berwenang
diatur  dengan peraturan kepala badan  yang
melaksanakan lgas netmerintabian o Mdang pengawasat
il dan makanan,

Paxal 431

Setiap Pelaku Usaha, vange berdavarkan hasil Pengawasan
ditemukan kctidaksesualan atau pelanggaran terhadap PE
UMK pada subsektor pangan segar, dikcnal sanks
adrrunistratil berupa:

peringatan tertalis;
pengheniian semeniars kegiaiEn usaha;

peogcnaan denda administratd;

oo oo oW

penpenaan daya paksa polisional; dan/atan
e perwabutan PR UMEKLL

Sunkst administrat]  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 461 dikenar secara kumulatl ataa berwahap
berdasarkan tingkat Eisuko pelanggaran sesual dengan
ketentuan peraturan perundang undangarn.

Paval 452

Sankst  admnistratif  borupa penneatan  terulia
sebapaimansa dimaksud dakam Pasal 461 avat (1Y huru! a
dikenakan kepada Pelakn Usaha paling banyak 2 [dua)
Kall.

Jangka waktu antard pernnpdalan kesalo dan peringalan
kedua dilakukan dalam janpka waktu maksimal 30 {hga
puluh] havi kalender.

Pengenaan  sanksi  administratif berupa  penghentan
semenlara keglalan Usaha sebagaipand dimakaud dalatm
Pasal 461 ayal (1) hural b dikenakan kepada Pelaku Usaha
apabila dalam jangka wakiu 30 (riga puluh] ban kalender,
Pelaky Usaha tidak menindaklanjut; peringatan tartulis
kedua sebagaimand dimalkesud pada agral (2]

Penphentian sementara kegiatan usaha sehagamana
dimakswd pada avat (3] berupa penghentian scmontara
kepgiglan  produksi,  peredaran, danfataa PB UMED
laimnya.

(3] Penpgenaan . . .
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Pengenaan denda adminstranl sebupaimans dimaksod
dalam Pasal 4&1 ayat (1) hurutf ¢ dikenakan kepada Pelaku
Usaha apabila:

a  tidak melaksanakan  sanksi adroinistratf berapa
penphentian semenlara kegiatan Usabha sebagaimana
dimaksud pada ayat {4(,

b. menvebabkan luka berat; atau

¢, membahayakan nyawa orang.

Sanks  administeatll beropa pengenaan daya paksa
polisional sehagaimana dimalksad dalam Pasal 461 avat (1)
huraf 4 terdin atas:

a. penarikan produk dan percdaran;

b pemusnahan:

¢, penulupan alal permblokican sistemn elektromk
dan/atau media clekironik an vang dipetgunalan
untuk kegiatan perdagangan pangan stcarn darng:

il penutupan akses permohonan PB UMKU, danfatau

& trdakan lain yang bertujuan antuk meonghentikan
pelangearan danfatau Undakan pemalihian,

Penarikan produk <dari peredaran sehagaimana dimaksud
pada avat {6) hural a dilakukan dengan ketentuan zebagai
erikut:

a. dapat disertal penghentian scmentara dari kegiatan
Usaha  berapa penghentian scmcentara keglalan
praduksi, peredaran, dan/atau PB UMKD lannya,
atau pencabutan PB UMKLY,

B dapat dilakukan tanpa didahuluil penneatan tertualis,
penghentian  sementara kegiatan usaha berupa
penghentian semenlars kegiatan pradukss, peredaran,
dan/alau PB UMKU lainnya, maupun pencaburan PB
UMEKL dan/atau

. penankan produk dan peredaran dilakukan aleh
Pelaku Usaha.

Sanksi administracl  bBerupa pencabutan VB UMERL
sebapaimana dimaksud cdalam Pasal 461 avat (1} hural
dilakukan apabila seielah 30 (tiga puluh) hari kKalender
Pelaku Usaha tidak menindaklenjun penghentian
sementara kegiatan usaha sebagamana dimaksud pada
ayal (9.

[Yp Banksr . ..
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Sanks: admmstratil pencabutan PB UMEKL sebagzimana
dimaksud pada ayat (8) dapat dikenakan sendin ataal
bersama-sama dengan sanksi admimistrat berupa denda
administratil sebagpitmana dirnaksud pada avat (5.

Pazal 463

Pengenaan sanksi administracil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 461 dilakukan aleh:

a. kepala badan vang mclaksanakan bueas pemerinfahat
di bidang pangan;

b. guberor;

¢ bupalifwah kaota;

i, kepala Administraler KER; aray

€. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

zgesual dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kerenluan lebih lanjut mengenal  kriteria, tata cara
pengenaan  sankyl  admimstranl,  mekamsme,  jangka
waklu, upaya administralil, dan pejabal vang berwenang
diatur denpan  peraturan  kepala Dbadan  yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Paragral 11
Scktor Pendidikan dan Kebudayvaan

Fasal 454

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesualan atau pelanggaran terhadap PE
pade  subsektor pendidikan untuk  kegiatan  usaha
penerbilan buki, dikenai sanks administratf berupa:

4. peringalan lerialis;

b. penankan produk dar peredaran;
¢ pembekuan PE; dan/atau

d. peneabutan PB.

(2] Setiap . . .
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setiap Pelaku Wsaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesnaian araw pelangearan terhadap PR
dan/atau PR UMEL parla subsektor kebudavaan, dikenai
sanksl administratil berapa:

.
b.
1.
d.

L=

teguran tertulis,

denda administrarid;

Penullupan sementara,

pengendan daya paksa polisional; dan/atau
pencabutan FB danfatau PB UMELL

Pengenean daya paksa polisional schagaimana dimaksad
prada dayal (2] harul o dibenkan dalam bentuk:

a.

k.

peoghentian pembuakan Nilm;
penghentian pengedaran hilin,
penghentian pectun)ukan lm;
penghentian penjualan flm; dan/atan

ponghentian penyewaan filo.

Pasal 465

Pengenaan sanksi administratil sebagaimana dimaksod
dalatn Pasal 464 diberikan aleh:

a.

tr.

menter YENE menyclenggaralan suburusan
pemenntahan pendidikan dasar dan menengah;

menter] YANE rnenyelengearakan suburusan
pemernntahan pendidikan tings: dan urasan
pemenntalan di bidang  Umu  penpetabuoan dan
telonolopi;

menien yane menyeleneparakan urusan pemenintahan
di bidang kebudayaan,

sceual dengan kewconangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-uadangan.

Ketenruan lebih lanjut mengenai tara cara pengenaan
sanks advromistiratd], mekanisme, janghka wakly, Upaya
admimistratf, dan pojabat yang bervcnang diatur dalam:

fa.

peraturan menter] yang menyelenpgarakan suburusan
pemerintabian pendidikan dasar dan menengal;

b, pecraturan . ..
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b, peraturan menteri vang menyelenggarakan suburuzan
permerintahan pendidikan tioggn dan undsan
pemetintahan di hidang  dmu penpetabuan dan
teknolop;

C. peraturan menteri yang menyelengparakan umasan
pemerintahan di idang ketrldayaan,

sesudl denpan Eewenanegan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Relttor Parmwisala

Pazal 466

Betiap Pelaku Usaha yang berdasackan hasi] Pengawasan
ditemukan keridaksesuaian atau pelangparan terhadap PR
pada sektor pariwisata, dikenal sanks)  administoatil
brer pa:

4, Pellngdtan;

k. penghentian scmentara kegiatan usaha:
£.  pengenaan denda admimisrratif; daon/aran
d. pencabyvlan PBE.

Pengenaan sankst administratif sebagmimana dimaksud
pada ayat [1] dilakukan:

a. sccara bertahap; dan
h. secara tidale Dertahap.

Sanks. admimstratif berupa pennpatan scbhagaumana
dimaksud pada ayat {1) huruf a dikenakan kepada Pelaku
Usaha berupa tepuran tertulis paling banyak 3 ftipa) kaly.

Sanksi  admimisteanl berupa peaghentian  semenlara
kegintan usaha sebapaimana dimaksud pada avat (1)
hurut b dikcnakan kepada Pelaku Usaha yanp tidak
memeatuhl  perningatan sebagaimana dimaksud  pada
avat [3).

Aankst admioistratif berupa P CIeTIEAT] tlerila
administrat schagaimana dimaksud pada ayat [1} huruf e
dikcnakan kepada Pelakua Usaha wvang tidak momatuhi
peoghentian  scmentara kegiatan usaha schagaimana
dimalczaud pada ayat {4).

] Sankul . . .
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Sanks admimistratil berupa pocncabutan PB schapaimana
dimabksud pada svat {1} hural d dikenakan kepada Pelaku
Usaha wang tidak mematulu pengenaan denda
admimstratil sebagpimana ditnaksud pada aval (5],

Pempenaan sankst administiratil sebagaimans dimaksod
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan
atas hasil Pengawaszan.

Puasal 467

Fenpenaan sanksi administratil schapgaimana dimaksud
dalamm Pasal 486 dilaksanakan oleh menteri vang
menyelenpparakan  urusan  pemenintaban 0 budang
pariwisaia,  pubernar,  bupatifwali kola, kepala
Admumistrator KEK, atau kepala Badan Fenpusahaan
KPEBPE scsual deonpan  kowenangarn  masing-miasing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketenmlan lebih lanjur mengenar fAta cara pengeénsan
saphs=l adrmumalralf, mekanmme, jangha wakiy, Upaya
administratlif, dan pejabat yang bervenang diatur dalam
peraturan  mentert  yang  menyelenpgarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata,

Paragral 12

Sektor Keagamaan

Fasal 468

Aeliap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasl Pengawasan
ditemukan ketidaksesoan ataw pelanpgaran tethadap PE
pada sektor keagamaan, dikenal sanksi adminmistratif berapa:

a.
b.

-

™

~omoA

teguran tertulis;

denda admministratif:
penghentian semenlara Kegatan;
paksaan pemerintah;
pembekuan PB; dan/atau

pencalmran PB.

fFfa=al . ..
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Pasal 454

Sanksi administratil berupa teguran eriulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 468 huoal a, dikenakan kepada
poctyclenggara ibadah hap khusus yang melakukan
rindakan scbaga beriboat;

a. tidak memlasilitast peoguresan doekumen perjalanan
itrarlah haji kihasus;

L. tidak memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah
haj khusas;

c. ildak mcembenkan pelavanan keschatan, transporiasi,
akomadaz, konsumsi, dan pelindungan sesual dengan
THClanjian feriulis

d. tdak memberanpkatkan pETETLEREUTIK 1atvab
penvelenggara ibadah haji khusus, petupas kesehatan.,
glan pernbimbing ibadah hajy khusus sesual dengan
ketentuan pelayanan haji khusus;

c. tidak mcmlasilitasi pemimdahan calon jemaah haj
khusus kepada penyelenggara itbhadah haji khasus lain
atas penmohonan jemaah;

[. tidak melaporkan jumlah jemaah hayi kbusus yvang
akan dibadalhajikan sebelum  pelaksanaan  wukuaf
kepada petugas penyelengeara ibadah hap Acab Saudi;

g tidak melaporkan  keberangkatan  wargs  oegara
Indonesia vang mendapatkan undangan viss hajl
myjamalah;

h. tidak melakukan pembahacaan perubahan pemegang
sahatm, komisaris, dirckst, alamatl  perubahan
penvelenpeara ibadah haje khusus, dan pembukaan
kanlor cabang pads Sistermn O85,; dan/atan

1 tiduak  melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan
ibadah  hmyi  khusuas  kepada menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintabian i bidang
agama.

Sanksi  administratil  berupa denda administratil
sehaeaimana  dimaksud dalam Pasal 4682 hunal b,
dikcnakan kepada penyvelengeara ibadah haji khusus vang
melakukan tindakan schagan berikut:

a. metakukan . ..
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a4, meclakukan pelanggaran kedun kali atas  sanksi
toguran tortulis;

b. gagal memberangkatkan jemaah haji khusuos,

c. tdak menvediakan layanan akomoedast, lrapsportast,
dan konsumst kepada jemash hayl khusas; danfatau

d. gapal memulangkan jemaah hajl khusus,

Sanksi administratil berypa  penghentian sementara
kegiaran sehagaimana ditmaksid dalam Pasal 468 horal «
dikenakan kepada penvelongeara ibadah hap khusus vang
melakukan tindakan sebapail benikut:

. gapal memberanghkatkan jemash hap khusus melewan
batas waktu 1x24 [satu kali dua puluh empat) jam,

b. tidak menvediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan Konsumse Kepada jermiaah hap khusils melewat
hatas wakiu 1x24 [satu kali dus puluh empat) jam;
o wtau

c. gapgal memulangkan jemaab haji khusus melewat
batas walktu 1x24 [satu kali doa pulub ernpat) jam.

danks) adrmimusicatl berupa pakssan pemenntah
sehapaimana dimaksud dalam  Pasal 468 huaral d
dikcnakan kepada penyelengeara ibadah haj khusus yang
melakukan tindakan sebagai berikut

gagal memberangkeatlean pemaah haji Khigsos,

b, tidak menycdiakan layanan skomoedas:, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah hap kbusus; danfatau

c. gagal memulanglkan jerneah haji khusuaa.

Sanksl administrallf berupa pembekoan PB schaeaimana
dimaksud dalam Pasal 463 hurul ¢ dikenakan kepada
peayclenggara  ibadah  hap khusus vang melakukon
tindakan sebagai erikur:

A melakukan  penpgulangan keliea kall @las sanks
lepuran teriulis;

b, melakukan pengulangan kedua kali atas sanksi denda
administracii;

c. ftidak memberangkatkan, melavani, dan memuiangkan
Jemaah hajn khustys sesgan dengan penanjeEn;

. wapadl
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. papal memberangkatkan jemanh ha)l khusos melewsan
batas wakitu IJx24 [tiga kali dua puluh cmpat) jans;

c. tidak mampu menyediakan akomodasi, transporiasi,
dan konsumst kepads jemaah hap kbgsus melewsali
bratas wakiu IxZ24 (salu kali dua pulub emnpat)] jacm;

. wagsl memulanpkan jemaah haj khusus melewat
batas waktu 3x24 [biga kali dua puluh cmpat) |am;
dan/atau

g. pagal memberanpgkatkan dan memulangkan jernazh
b visa myamalah,

Sanks admmistirail] berups penoabuian PB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 468 hurul { dikenakan kepada
penyelenggara  ibadah hajl khusus yang melakukan
tindekan sebapal Dariloylt:

2, melakukan pengulangan keempat kall atas sanksl
teguran tertulis;

b. meclakukan pengulangan ketiga kali atas sanksi denda
administratil

c. melakukan penpgulangan kedua  kali atas  saobes
pembwelkuan FI; danfatan

d. jika peoyelenpgara ibadal haji khusos melakukan
pengulangan pclanpgaran bocrupa Fagal
memberangkatkan,  menclantarkan,  dan gapal
memulangkan jermaah haji khusus.

Pasal 470

Sanksi adrumstrabfl berypa eElran terinhs sehagaimans
dimaksud dalam Pasal 498 huru! a dikenakan kepada
penvelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan
tindakan sebapgai berikut:

a. tidak menvediakan paling sedikit 1 [sata) oraog
pembamninng ihadah seliap 45 (eonpal puluh irna) orang
jemanh umrah;

b. tidak memberikan pelayanan dokumen perjalanan,
akomodasi, konsums:, dan  transportasi kepada
jemaah sesual dengan  perjanjian rectulis yvaong
disepakall antara penyvelengpara perjalanan hadah
umrah dan jcmaah nmrak;

c. hdak . ..
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. tidak menyampaikan rencang  perjalanan wmiah
kepada woenteri  vang  menyelenyparakan  arussan
pemerintaban di bidang agama secara lertadis sehelum
koberanghotan;

J  udak melapor kepada perwakilan Republik Indonesia
di Arab Saudi pada saat datang di Arab Sandi dan pada
zaat akan kembali ke [ndonesia;

e. tidak membual  laporan kepada  menten yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
apama paling lambat 14 [sepuluh) Harl setelab liba
kembali di tanah air;

I nhidak mengikuti standar pelayanan minimal dan harea
referensi;

g tidak mengikut prinsip syariar;

h. tidak melaporkan pembukaan ekening penampungan
brapi dana jernaah uniuk keglatan wmrah;

1. lwlak melaporkan  jemaah umrah  wvang  telah
menyetorkan biaya penvelenggaraan perjalanan
ibadah wumrah ke rekening penarmpunpgan  lhaya
penyvelenggaraan perjalanan ibadab umrab pacda banlk
PETIETImE Selerdn;

1. ldak melaperkan jemaah umrah  vang  telah

didaltarkzn asuransi;

k. tidak melaporkan paket di bawah hargs ceferensi,
dan//arfau

. tidak melakukan pembabaruan perubahan pemegang
saham. komisans, dircksi, alamat perubahan
pcnvclenggara perjalanan ibadah  uwmrah, dan
pembulkaan kantor cabatg pada Sistern 055,

SGanksl admingstralif berupa denda  admimstratif
sehbapaimana  dimaksud dalam Pasal 468 humdf b
dikenakan kcopada penyelengpara perjalanan  abarlah
amurah vang melakokan lindakan sebuageai Derkut;

a. melakukan pengulanpan pelangparan kedua kali atas
sankst teguran tortulis;

b. udak memiliki perjanyjian kerja sama dengan fasilitas
pelayanan Kesehatan i Arab Sauds;

¢. tidak memberangkatkan jemaah umrah yvang terdaftar
pada wahun hijriab berjalan;

. memirarmkan ..
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d. memunjamkan legalitas PB keparla biro perjalanan
vany tidak memilikt PB sclbapel  penyelengeara
peralansan ibadah umreah;

<. pagal memberangkatkan pemaah amrah;

. udak menyvediakan lavanan akomaodasi, transpocias,
dan konsuhimasi kepada jemaah urmrah; dan fatay

g, eagal memulangkan jemaah winrah.

Satlesi Aadmirstratiil berupa pengpbenlbian Semetilary
kkegiatan scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf ¢
dikenakan kecpada poenyelenggara  perjalanan  ibadah
umrah vang melakukan tindakan sebaga) berikoat:

A, pagal memberangkatkan jermash wammrab melewsatl
balas wakiu 1x24 {satu kali dua puluh empat]  jam;

b. udak menycediakan lavanan akemodass, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah umrah melewatt balas
wakin 1x249 [satw kali doa puluh ermpat) jam, danfaten

. geeal memulangkan jemaah umoabh melewan balas
walkiu 1x24 {satu kall dua puluh cmpat) Jam,

Sanks: administratif  berupa  paksaan pemernintah
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 468 huaral d
dikenakan kepada penyelenpggara  perjalanan  ibadah
urnrah vang melakukian indakan sebagan beridour;

A, papal memberangkatkan jemash Lmrah;

b tidak menyediakan layanan akemeodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah umrah;, dan/atau

¢ papal memdlangkan jemaah urnral.

Sanksi admunistraufl berupa pembekuan FB sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 463 huruf e dikenakan kepada
penyvelenggara perjalanan ibadah umrah yvang melakukan
tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulanpan pelanggatan keripa kah atas
sankst tewwran lerlulis;

b. mrelakukan pengulangan pelanggaran kedua kall atas
sanksi denda administrai;

. tidalk memberangkatkan dan memilangkan pemaah

umrah sesual dengan masa berlaku visa wmrah di Arab
Sdudi:

J. bdak L
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d. tidak membuka rekening penampungan  yang
digunakan untuek menampung dana jemaah wmrah
untuk kegiatan umrah;

. papal memberangkatkan dan memulangkan jemaah
sesUAl perjanjian tertulis;

. gagal memberangkarkan jermash melewati hatas wakiy
Ax24 (ripa kali dua puluh empat) jam;

g, lilak mampu menyediakan akomodasi, transporeasi,
dan konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas
waktu 1x24 [satw kali dua pulub ermpart) jam; danfatan

h. pagal memulanpkan jemaah umeab melewati balas
waktu 324 (tiga kab dua puluh empat) jam.

Sanksi  administratifl  pencabutan PB schagaimana
dimaksud dalam Pasal 468 hurul § dikenakan kepada
penyclenpegara perjalanan ibadah umrah yang melakukan
tindakan scbagal benkut:

a. melakukan penpulangan pelanpgaren keempatl kab
atas satiksi reguran teridlia;

b. melakukan pengulanegan pelanggaran ketpga kali atas
sanksi denda administratif;

c. melakukan pengulangan pelanpparan kedua kall alas
sanksi pembekuan PB; dan/atau

d. melakukan penpulangan pelanggaran berupa gapal
memberangkatkan,  menclantarkan, dan gapal
memulangkan jemaah amrak,

Pasal 471

Penpenaan sanksi administratf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 469 dan Pasal 470 diberikan oleh menteri
vang menyelenggarakan urusen pemerinlahan di bidang
apama  herdasarkan kelenfudn perdluran perundqng-
unclangan.

Ketentuan lebith lanput meonpenal tata cara pengenadr
sanksi admmistratd, mekanisme, jangka waktu, upaya
administracd, besaran denda, dan pejabat yang berwenang
diatur dalam peraturan moenten yang menyelenggarakan
urusan pemennizhan 4i bidang agama.,

Faragral _ . .
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Paragral 14

Sckior Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 472

Selidp Pelaku Usaha vang bherdasarkan hasil Pengawasan
ditcmukan ketidakscsualan atau pelanpgaran terhadap PE
pada subsckior pos, dikenal sanks: administranf berupa:

a. tepuran tertulis;
b, penrengan denda admimisteatid;

peneghentian sementard kegiatan usaha;

Sy
1

pengocnaan daya paksa polisional;

pencalimEn layanan; dan) alal

B -4

pendcabutan PB.

Fagal 473

Batiap Pelaku Uszaha vang berdasarkan hasi]l Pengoawasar
diternukan keridaksesuaian alau pelanggacan  terhadap PR
dan/alal PB LMK pada subsektor telekomunikas:, dikenai
sanksi administratil berupa:

a. teguran tertulis;

B peongenaan dends admimisooaril;

. ponghenlian sementoara Heglatan usaha;
d. pemutusan akses;

2. pencabutan penetapan penomoran;

[, peudensan days paksa polisional;

¢ pencabulan layanan; dan/ atau

h. pcnocabutan PB danfatan °B UNMEKL,

Pasal - ..
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Pasal 474

Seflap lemnbaga penyiaran atau penyelenggara
mullipleksing ponyiaran vang  berdasarkan  hasil
Fengawasan ditemukan ketdaksesuaian alau pelanggaran
terhadap FB pada subsckior penyelengparaan penyiaran,
dikenal sanks adioanistratif beropac:

B Tepliran ferrulis;

b, ponponsdan denda admmasiratil;

. penghentian sementara kepialan usaha;
1l

penpenaan daya paksa polisional;

-E':

pencabutan layanan; danfatau
I penocabulan PH,

Setiap  lembaga  peonyiaran yang  herdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan ketidaksesualan atau polangearan
terhadap PR vaong terkaif dengan isi siaran, dikenai sankst
administealil aleh Komisi Penyiaran Indonesia berupa:

a. teguran leroalis;
b. pengenaan denda adrunistratif;

. penphentian scrnentara mata acara vang bermasalah
gelelah melalui 1ghap lerieni;

d. pemboatasan duras dan wakty siatan; dan/atay
e.  pembekuan keglatan siaran untok waktu tertenta.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
avat {2], lembapa penyiaran yang melakukan pelanggaran
alas PB vang terkait dengan pelangeatan is siaran dikenal
sanksl administrabil berlipa pencatnitan PE aleh menter
rvang monycloenggarakan vrasan pemerintahan di bidang
komunikazl dan  informasi berdasarkan rekomendas
Kormsi Penviaran Indonesia setelah adanya putusan
penpadilan yang memperoleh Keliwatan huloam tetap.

Penpenaan sankst admimistratl berupa pencabuizn PR
sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan setelah
penpenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada avat (2) tidek diparuhi oleh lembaga penyiaran.

Pasal . ..



3K No 2353 A

PRESIDEW
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

Pasal 475

Penpenaan sankst administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 472, Pasal 472, dan Pazal 474 ayat (1} dan ayat (3]
dilakukan sccara tidak bertahap atau secara beetahanp,

(1]

(2]

{1

{2]

{1]

i2]

Puasal 476

Fengenann sankst pdministratl secara tidask bhertahap
schagaimana dimaksud dalam Pasal 473 dilakukan
apabila pelanpzaran tersebut membahayakan keamanan
negara dan/atau berpotensi meraglan negara.

Fengenaan sankst administratl secara lidak bertahap
scbagaimana dimaksud pada ayat [1} berups pencaburan
FB dan/fatau PB UMKL.

Pasal 477

sanksl teguran tertulis sebagamana dimaksud dalam
Pasal 472 huruf a, Paszal 473 hurul a, dan Pasal 474 ayat
[1] baendf a clan avat (2] baaead a terdiri dard teguran tertulis
periamd sampal denean leslran leridhs Ketips.

Jangka wakru anlar wpuran  lertulis sebagaimana
dimaksud pada ayvat {1j paling singkat 7 {rujuh) Han dan
paling lama 30  [uwga  puluh)  Hari dengan
mempertirmbangkan gpaya Pelaku Usaha unfak
memenuht FB dan) atau PBE UMELS

Pasal 478

Fengenaan denda administratif schagaimana dimaksud

dalam Posal 472 huruf b, Pasal 473 huruf b, dan Pasal 474
ayal [1) buraf b dan ayat 2] huwral b dilakukan
berdasarkan tingkat kesalahan wyang ditemukan pada
Perngawasan.

Besaran denda admimzlranf dilaksanakan aesuai dengan
kectentuan  peraturan poerundang-undangsan ol bedang
penenituaan nepara bukan pajak.

Pasal . _ .
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Pasal 479

Penghentian  sementara kegiatan usahia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 472 hurat o, Pazal 473 huarut ¢, dan
Pasal 474 avat [1} hural ¢ dikenakan selama jangka wakil
paling lama 1 [saru) tahur.

Pazal 480

Pengenaan daya paksa polisional sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 472 huraf d, Pasal 473 hurul {, dan Pasal 479 ayat
(1) hural d dapat diberikan dalam benoake:

1 MemInta idontitas pelaku pelanpgaran dan
mendokumentasikan dalam bentuk digital,

b. memasuk dan memeriksa lokas keglatan usahs;

. merminta keterangan Pelaku Usaha yang melakukan
pelangearan;

d. memanggl Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaram;
fdanjatan

& penyerelan semenlara alat dan/atau perangkat penunjang
yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Paxnl 481

Pencabutan PE scbagaimaona dimaksud dalam Pasal 472
hurul |, Pasal 473 hural h, dan Pasal 474 ayat (1) hucal |
diberikan sehagai tahap paling akhir dalam taba pan pengenasn
sanbgi adminisiratil

Pazal 432

{1] Direksi, pengarus. perorangan, danfatau badan hukum
FPclaku Usaha dapart ditetapkan dalam dalrar hitam dalam
hal Pelaku Usaha dikenai sanks adounisteatf berype
pencabitan lavanan dan/ atauw pencabulan PBR,

2] PFihak wany riletapkan dalam daltar hitam scbhagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilarang terlibat dalarm keglatan
usaha vang bersangkukan.

(3) Pibak . . .
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Pihak scbagaimana dimakswd pada avat (2} dapat
dikeluarkan dan daftar hitam setelah:

a. 2 {duz) tahun sejak tangpal ditetapkan dalam daftar
hitam; danfatau

b, kewajiban vang rmenjadi piniang negara dipenuahi,

Pasal 483

Ketentuan lebih lanjur menpenai sanksi administrand
sebapaimane dimaksud dalam Pasal 472 sampat dengan
Pasal 481 dan ketentoan lebih lanjut menpendl dafltar
hitamn sebapaimanz dimaksud dalam Pasal 482 diatur
dalam peraturan menler yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikas dan inforemasi,

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sdministratil
sehagaimana  dimaksud dalam  Pasal 474 ayal (2]
ditelapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Pasal 454

Femepang hak labuh satelit vang menyarnpalkan data
yvang tidak benar danjatau dokumen yang lielak vahd
dalun pemenuhan PB UMKU  persyaratan hak labuh
salelit dikenai sanksi administratil berupa poncabutan
hak lahuh satelit yang Jdiikuti dengan pencabutan izin
stasiun radio.

Selain zanksl administrati] scbagamana dimalksad praddas
avat |1], pemepang hak labuh satelit vang menyampalkan
dala vanyg tdak benac dan aran dokumen vang tidak valid
dapat dikenal sanksi pidana sesuvai dengan ketentuan
prraturan pecrundang-undangan.

Fazal 485

Hale labmih salehil dapal dicatan dalam hal:

-

gatelit dsme yvang digunalkan dinyatskan ek Jdapat
beroperas di wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia
oleh menterl vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kemunikasi dan informast;

ba. viclale . ..



SK Mo 253050 A

k.

Y

[2]

3]

(4]

FRES IDEM
REFUBLIK INDOMNESIA

- 208 -

fidak memiliki izin stasion radic dalam jangka waktu paling
singkat 1 [satu) tahun dalam periode masa berlakoy hak
labuh satelit; don/atau

dalam hal terdapar Kepentingan pertahanan dan/atan
kearmnanan negara, keselamatan dan  penangeulangan
keadasn marabahava (safety aond distross), pencarian dan
perilongan  [search ond  rescue/SAR),  kesejahterazn
masvarakat, dan/atau kepentingan umuam.

Pasgal 45365

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemmukan menggunakan spektrum (rebuensi radio tanpa
Izin pita Irckucnsi radio, lzin stasman redic, dan/alal
persetujuan dari menteri yang menvelenpgparakan urasan
pemertntahan g Bidang Komunikast dan intermasi,
dikenai sanks) adminiatratl berupa:

d.  Lleguran tertahis;
b. denda adounistratf: dan
c. penpenaan dava paksa pelisional.

Sanksl admimsiranl penpenaan daya paksa polisional
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) hunaf ¢ diberikan
fdalam bontuk:

a. penghentian  opeérasional  pemancaran spektrum
freloaensi racdior; dan/atau

b. penvegelan alal lelekomunikasy dan/atau perangkat
telekomunikas yvang dipunakan untuk pemancaran
spekirum Irekucons radio,

Sanks: administratif sebagaimana dimaksud pada aval (1)
dikenal secara kumulatif,

Selain sanksi administratlil sebapaimana dimaksud pada
arat [l), pelangparan penggunaan spektrom (rekuens
radio tanpa lain pita frckuensi radio, lein stasiun radio,
dan/atau PEFSefLjUAL fan menlen Wang
menvelengparalkan  Jdrusan  pemerintahan di bidang
komunikasi dan informasi dapat dikenai sanksi pidana
=exud]l dengan kotentuan perataran perundang-
undanpgan.

Fasal . . .
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Pasal 487
Setiap  pemegang  [zin pta frckuensi radio yang
berdasarkan hiasil Pengawasan ditemukan

ketidaksesuaian atau pelangparan terhadap kewajiban
vang dipersyarathan dalam dokumen selcksi, dikenai
sanks administraul berupa;

a, toguran tertulis,
b. denda admimstratil, dan, atau

. dinmumban  melalui media cetak danfatal media
clektromk.

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan untuk pelangparan atas kewajpban yang
dipersvaratkan dalatm dokumen seleksi, kecualr unfak
kewajiban yaong relah diabar penis saoks admmistraiil
berdasarkan ketenluan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratil berupa teguran tertulis schapaimana
dimaksud pada avat {1] humi a dikenai sebanvak 3 {tiga)
kali dengan renggang waktu 14 [empat belas) Flar.

Dalat hal sampean denpan Dalas wakid legoran feriulis
keliga sebagnimana dimaksud pada ayat (3], pemegang
I[zin pita {rekuensi radie belum memenuhn kewanban vang
dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, dikenai sanks=
denda administratf.

Dalatm hal zetelabh 30 [T puhaby ban kalencder, pemegany
Izim pita [rekoens: radio vang dikensn sanksi denda
administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (41 belum
memenuhi kewajiban yang dipersvaratkan dalam
dokumen selels danfatan elum memenuh kewajiban
pembayaran  denda  admiruscerau!,  dikenal sanksi
admimistratif berupa damumkan melaha:

a. media cetak: dan/atau

b, media elektronik.

Pasal 4583

Sctiap pemegang  lzm pita (rekuensi  radio, yang
berdasarkan  hasil  Pengawasan  ditemukan  ddak
menyampaikan laporan pengputaan pita freldensi cadio
vecard herkala, dikenal sankst administratil berupa:

Aa. teguran terwalis;

L. penghentian . . .
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b, penghentian layanan perizinan pengmunaan spektoam
frekuenst radio; dan/atau

o divmumkan melsha medis celak danfataw media
elekironik,

Sanksl admmistratil berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul a dikenai sebanyak 3 ({tiga)
kali dengan \enpeang wakiu 14 jcmpat belas) Harl

(lam hal sampal dengan baras waktn teguran tertulis
ketiga sebaganmana dimaksud pade avat [2], pemegang
[zin pita frekuens: radio belam menvampaikan laporan
pengpunaan pita frekuens radio sebagaimana dimaksud
pada avat (1), dikena sanks admmistrat] berapa;

A. penghenlian layanan perizinan penggunasn spekirum
frekuens radioy dan

b diumumkan melalui media celak dan/atawn media
elaktronik.

Sanks adminiatratil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
clicabul dalam hal pemegang lzin pita frekuensi radic telah
menyampaikan laporan penggunaan pita frebuenzi radio.

Pasal 450

Betiap pemegang  Izin pita frekuenst radio vang
I¥:ridlasarkan hasil Fengawasan ditccmukan tidak melanasi
haya hak penggunoan spektrum lrekuensi radio untuk
lzin pita frekuensi radio sampai dengan langeal jatuh
tempo, dikenai sanks aderunisiralif Berupa:

A-  teElran lerialis;

k. denda admimstratifl keterlambatan pemhbayaran PHNRP
Yang terutang,

. penghettian layansn perigingn penpgunasan spektrum
Irelkvlensi radies,

d. penghentian scmentara opcrasional penggunaan pita
frekuensi radio; dan/fatan

€. pencabutan zin parg feelvens, radio.

Janks admnistralf berupa teguran rertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat [1} harutf a dikenay sebanvak 3 {tiga}
kalh denpan tonggang wakiu 14 {empat belas) Hari.

(2] Sanksi ..
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Sanksi administratif  berupa denda  administratif
sebapaimana dimaksud pada avat [1} horul b dikenakan
sesuar  denpan  Kelentuan  peralurdn  perundang-
unclangan.

Sankst  administratif | beropa ponehentian layanman
perizinan penggninaan spektrum frekuenst radio
sehagaimana dimaksod pada avat (1] huruf ¢, dikenaloars
bersamaan dengen oguran tertulis pertama.

Dalam hal sampai dengan batas wakta teguran tertulis
keduga, pemegang [zin pity lcekuensi radio belum melunasi
biava hak penggunaan spekirum frekuenai radio untuk
Izin pita frekuensi radio danfarau denda administratif,
dikenai  sanksi  adounistratd  boerupa penghentian
semenlard pperasional penpgunaan pita frekuensi radio
sebapaimana dimaksud pada avat [1} hural d  yang
penpenaannyva bersamaan dengan feguran tertulis ketiga,

Dalam hal sampai dengan batas wakin teguran tertulis
ketiga, permegang lzim pita frekuenst radio beluo tnelunast
biava hak penggunaan spektroum Irekuensi radio untok
Tzinh pita frekuensi radio dan/atau denda admamistearil,
chkenai sanks administratd borupa peneabutan lzin mis
Irekuensi radio zebagaimana dimaksod pada ayatb (1)
hurule.

Fagal 490

Beripp  permegang  lzin pita Irckucnsi radie vang
berdasarkan hasi Peogawasan ditemuokan menggunakan
pita  [mekuenst  radie yang  tidak  sesuai  denpan
peruntukannya, dikenal sanksi wdminisiratl berupa:

A, trpuran tcrtulhis;
b. denda administratif; dan

<. penghentian scmentara operasionsal stasiun radio yang
tidal sesual dengan peruntukan.

Sankest admimsiratifl sebapaimana dimaksad pada avat (1]
dikenakan secard Kumulatl

Sanksi admimatratf berupa  penghentian  semonlara
pperasional stasiun radio sebapaimana dimaksad pada
ayat (1) hunad ¢ dapat dicabut jika pemegang lzin pita
frckuensi radio telalh menyesuaikan penggunaan pita
trelkviensi radio sesuai dengan peruntukannya.

Pasal . | .
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Pasal 491

Seliap  pemegang  lzin pita frekuensi radic vang
berdasarkan hasil Pengawasan ditermukan menimbulkar
gangruan yang merugikan [ferestful interference) cdalam
pengrunaan pita  frekbuensi radio,  dikensd sanks
administratl bargpa:

a. reguran fecfulis; dan

. penghennan sementara operasienal stasian radio vang
menimbulkan pangrFuan yang meragikan  [Yearmeful
nterfercites).

Sanksi admtnistradl sehagaimana dimakswd pada gyal (1)
diltenakan secaca kamulatil

Sankst  adrmamistratil herupds penghentian  sementara
operasimal slasiun radio scbhagaimana dimaksud pada
gral (1) hural b dapat dicabut jika pemegang [zin pita
frelovenst tadio dalam penggunaan pita frekuenst radonya
Lidak  lagl monunbulkan  gangguan vang merugikan
{harmful interference).

Dalam  hal pengpunaan pila mekuensi radio yvang
menimbulken  ganpglsn yane  merugikan [harmful
riigrference}  berpotensl  menimbulkan  bahaya bapi
keamanan negata dan/atau keselamatan jiwa manusia,
selain sanks administratf sebapgaimana dimaksad pada
ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 492

Setian pemegang lem pila frekuenst radie yang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan melakubkan
kea sama poenggunaan spektrum frekuensi radio tanpa
persetujuan dari menteri vang menvelenggarakan 1rIsan
pemerintahan di bidang  koemunikas dan informasi,
dikenai sanksi administratil terupa;

a. Teguran Lertulis;
b, denda administratif;

c. penghentian kerja  sama penggunaan spektruen
frekuensi radio; dan/araun

. pencabutan [in pita leekuens radio,

Senbes admunmistrali] sebagsimana dimaksod pada avat (1)
baruf &, hurul b, dan hunal © dikenakan sccara kumulzeif.

(3) Dalam . ..
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Dralarn bal selelah 30 {Uea puluh) ban kalender pemoegane
Izin pila frekuvenst radio vang dikenal sanksi administoatil
schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurafa, hurul b, dan
hural ¢ belum mengajukkan permohonan  persetujuan
kepada menreri vang  memyelenggarakan  urusan
pemetinitahan di dang komuniksas: dan informasg,
melunast denda adminmistratl, danfatau menghentikan
kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dikenai
sanksi administratil berupa pencabutan izin pita frekuens
radio sebapaimana dimaksod pada aya (1) hareof d.

Pasal 493

Setiap  pemegang  lzin pita frekucnsi radio vang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tnelakukan
pengabihan hak penpgunaan spekibrm frekuensi cadio
tanpa persetyjuan dar mentet yanpg menyelenpgarakan
ursen pemerintaban di 0 badang komunikast dan
inlormasi, dikenal sanks administratf beropa;

a. teguran tertulis;

Ir. denda administratif:

¢, pEnebentian JAvAanan periginan pengrunaan spekiram
irekucnsi radio;

d. penghentian semeniara cperasional pengesunaan pita
frekusnsi radio; dan/atau

e, prencdabutan Ton pata frekoensi raclio.

Sanksi administrati schapaimana dimalosud pads ayat (1)
huwral & sampai dengan hwuruf d dikenakan secara
kumulatif.

Dalam hal selelah 30 (iga pulub) hart katender pemegang
Izin pita [rekuenst cadio yang dikenal sanksi administrall
scbagaimana dimaksud pada avat (1) hural a2 sampal
dengan  lhwrul d  belum  mengzjuksan  permeohonan
perserujuan  kepada menteri yang menyelenggarakan
rusan  permerintaban di bidang komunikast  dan
informasi. melunas Jdemela administeatif,  dangfataon
menphentikan sementars operasional pengglinpan plla
frekucnsi radio, dikenm sankst adminisiratd  berupa
pencabutan  lzin  pita frekuens) radie  sebagaimana
dimaksud pada ayat | 1) haruf e

Pasal . ..
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Pasal 494

Scliap pemepang lsin stasiun radio vang berdasarken hasil
Pengawasan ditermukan menvampaikan data yang tidak
benar dan;atau  dekumen yang tidak  valid dalam
pemenuhan persyvaralan lzin stasiun radio, dikenal sanksi
administratil berupa:

d, [egalran tertulis;

k. penghenrian lavanan perizinan penggunean spoktrum
frekuens: tadin;

. penghentian  =ementara  operasional pemancaran
spektrum [rekuensi radio; danfatan

. pencabutan lzm stasiun radi

Sanksi edmimstratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1}
huraf & dan hiraf b dikenakan secara kumalacil

Dalam hal sampai dengan batas wakiu legucan tertulis
schagaimuna dimaksaud pada ayat (1] hurul =, pemegang
Izin stasiun radic likdak memberikan buktl mengenal
kebenaran data dan/atzu validitas dokumen, dikenan
sanksi admirustratit  berups penghentian sementars
vperasicmal  pemancaran  spekorum frekuensi radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hueaf ¢ selama 1
[saru] bulan.

Dalam hal sampal denpan batas wakto 1 (satw] bulan
sebagaimana dimaksud pada ayac 3], pemegang lzin
staziun  radic  tidak memberikan  bukti  mcongonal
kebenaran «ata danfatau validitas dokumen, chikena
sanksi adminiztracl berapa pencabutan Izin stasian rrdio
schagaimana cimaksod pada avat (1} huna 4

Selain sanks adminisirant sebapaimana dimaksod pada
ayat (1], pemegang Izin stasiun radio yang menyampaikan
data yang tidak benar dan/ataw dokumen vang tidak valid
dapat dikcnal sanks pidana sesual dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pagal 405

Sctiap pemepang lzin stasiun radio yang berdagarkan hasil
Peogawasan ditcmukan  tdak melunas bayva hek
penggunaan spektrum frckucnst radio untuk 1210 stasium
radic sampal dengan tanggal jatuh tempoe, dikena sanksi
adrnistrati! berapa:

dJ. [egiran oo



SK No 253041 A

<]

[3]

{4]

1)

(1]

PRESIDEM
REPUHLIK INDONESIA

- 275 -

a. teguran teriuhiz,;

Ir.  Adenda agministralf keterlambatan pecmbayaran PNEP
YANE ternatang,

c. penghentian layanan perizinan pengpunaan spekieam
trekusns radin:

. penghentian semenlara operasional srasinn radio,
dan/atau
c. pencabutan lzin stasiun radio.

Sankst adonmstrall rupa leguran tertulis schagaimana
thimalisud pada avat (1) hural a dikenakan sebanyak 3
(tiga) kali denean tengeane wakiu 14 {cmpat belas) Harl

Jankst  administratf  berupa  denda  administratif
scbapaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b dikenakan
gesuar dengan ketentyan  peraluran perandang-
wrnclangan.

Sank®  admimstratif  berupa  penghentian  layanan
porizinan penggunaan  spektrum frekuensi radino
sebapaimana dimaksud pada avat (1) hara! o, dikenakan
bersamaan denpan teglyran tertulis kKesaty,

Dalam hel sampal dengan batas walkou teguran tertalis
kedua pemegang |oin stasiun radio betum melunasi biaya
hak prnggunaan spoktrum frekuensi radic untuk lzin
stasiun radwe dan/atan denda administratif, dikenai
zanksl adrmnistratif berupa  penghentian  sementara
operasional stasiun radio scbhapiimana dimaksud pada
avat {1] hurul @ yang penpenasnnya bersamaan dengan
teguran tertuhs ketiga.

Dalam hal sampal dengan batas waktu teguran tertulis
ketiga pemegang lzin atasivn radio belum melunasi baaya
halk peogebnaan spekirum foekuensi radio untuk Izin
stagiun radio dan/atan denda administratd, dikenol
ganksl administratil berupa pencabutan lzin stasiun radio
sebagaimana dimaksud pada avat [1) hurat e.

Pasal 496

Sctiap pemegang lzin stazmun radic untuk dinas radio
komunikas: tertentu vang berdasarkan hasil Pengawasan
citemukan ridal mengpunakan singal identifilkasi atag
wentitas slagsiun tadio pada setiap pemancaran spekirum
frekucnsi radio, dikenar sanksi administratil borupa:

a. tepuran tertulis,

Ir. pernghentian . . .
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b. penghentian sementara operasional stasian  radiog
dan/arau

. pencabulan lzin stasiun radio,

Sanksl administrat berupa teguran tertulis sebagannana
dimaksud pada ayat {1) hurut a dikenakan sebanyak 3
(tipa) kali dengan tengrang wakty 14 {ermpat belas) han
kalender.

Jika calam wakil) 14 {empat belas) han kalender setelah
leguran tertulis diberikan; pemepang izin stasiun radic
terap tidak menggunakan sinyal identifikasi atau identitas
stasiun radic pada setiap pemancaran apektrum frekuensi
radiny, dikenai sanksi admimsiratil heropa penghentian
semenfara operasional  ostasiun radie sebagaimana
dimaksud pada ayat [1} hurul b sclama 30 (tipa pulub) har
kalcnder.

Jika dalam waktu =aetelah penghentian sementara
selrapgaimana dimalksud pada avar [3) beralkchirg pemegang
in stasiun racdie telap GUdak  menggunalkan sinyal
rlentifkas atau dentitds stasiun radio pada  setiap
pemancaran spekirum frekuensi radio, dikenal sanksi
administratil berupa pencabutan lzin stasiun radic.

Pasal 497

Sctiap pemepang lzin stasiun radio yang berdasarkan hasil
Fengawasan ditermukan menggunakan frekuensi radio
vang tdak sesual denpan peruntukannya  danfatan
e poperasikan stazian radho  tidak  sesaa dengan
parameler leknis vang ditetapkan dalam Ixm stasun radi,
dikenal sankst administratd berupa:

a. teparan tertolis,

b. denda administratil; dan

. penghentian sementara pperasional stasiun radio yang
tidak  sesua dengan perunidkan danfatey fclak
sesual dengan parameter teknis,

Sank=1 administratf scbhagamana dimaksud pada avat [ 1)
dikenakan secara kamulatif.
Banksi admimstratif bemupa penghentian sementara
cperdasional stasiun radic sebhagarmana dimaksud pada
avat {1) hurul c dapat dicabut jika pemepang [zin stasiun
radio relah menvesuakan penggunaan [rekuensi radio
sesual dengan peruntukannya dan/atan sesuai parameter
rekrisnva.

Pasal . . .
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Puszal 408

Sctiap pemegang lzin stasiun radio vang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan memmbulkan gangguan vang
merugikan  {hormfel anderference]  dalam pengeunssan
Irebue s radio, dikenal sankst admimstoatil beropa;

A, teguran tertulis; dan

k. penghentian sementara operasional stasiun radio vang
menimhulkan  gangelian yang merugikan (R ful
treterfererce]

Sanksi administratil sebagaimana divnaksud pada ayat {1)
dikenakan secara kurnulatil.

Sankst  admmistratd berupa peoghenbian semenioaca
operasinal slasiun radio sebapaamana dimaksad pada
ayat {1} huruf b dapat dicabut jika pomegang [zin stasiun
radic dalam penggunaan [rekuensi radionya tdak lagi
menimbulkan  pangpuan yang  mecugiien  [Farnful
trileFfereryee).

Dialam hal penpgunsan frekuenst radio yang merumbulkan
gangguan  yang meragkan  (harmful  mberfercnce),
berpotens) menimbulkan bahaya bagl kesimanan negara
dan/atan keselamatan jiwa manosia, selain sanksi
administratif sebhagamana dimakaud pada ayat (1], dapat
clibkeral san ks piclana sesilan denpan ketenidan peraturan
pPerundane-undangan.

FPaszal A4y

Setiap pemegang  lam stasiun radw  angkasa yang
herdasarkan hasil  Pengawsasan ditemukan tdak
mcndaltarkan stasiun bumi sccara berkala sctiap tabun,
dike nal sanksi administratf berupa:

a. tepuran tertulis;
I, denda adoministratil;

. penphenlian semenlard operasianal 9iasiun bami yang
tidak terdaftar; dan/atan

d. pencabutan fzin stasiun radic angkasa.

Sanks1 administrati] berupa tegunan lerlulis schagsirnana
dimaksud pada ayat {1) hurual a dikenakan sebanyak 3
(bipa) kali dengan tenggang waktu 14 {empat beclas] han
kalender.

{3) Dalam . ..
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[alam hal sampai dengan batas waktu teguran kesatu,
pemegang kzin stasiun radio angkasa belum mendaltarkan
stasiun bumi, dikenai sanksi administratil berupa:

A.  denda administratil sebapaimeana dimaksud pada avat
(1] huruf b; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun bumi yang
tidak terdaftar zebagaimana dimaksud pada avet [1
huruf ¢ selama 30 (tga puluh) han katender.

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebapaimans
dirmaksud pada ayat [3) haruf b, pemegang Tzin stasiun
ragin angkasa belum mendaftarkan siasiun bumi, dikenai
sankyl administratt berupa pencabutan lzin stasiun radie
angkasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) horal d.

Pasal S00

S3etlap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
diternukan membuoat, merakit, dan/atan memasuklac
alat telckomunikast dan/atau perangkat telekomunikasi
untuk diperdapanpkan dan/atau dipunalkan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia vang tidak memiliki
zertilikat  alat  relckomunikasi  danfatau perangkat
telekirnunikasi, dikenai sanksi adminigiratif berupa:

tepuran tertulis:

b. pcneenaan daya paksa polisional berupa penyepelan
alat lelekomunikasi dan/ aran petangkat
telekarmunikas;

. penankan  kembali seluruh alat  relekomunikasi
danj4atan perangkat  telckomunikasi  vang  telah
diperdapganglean dan,atau diguneakan oleh
masyarakat; cdan/atau

d. drenda administfoaril

Sanksi administratil berupa teguran 1ertulis schagatmana
dimaksad pada avat (1) horul 2 dikenakan zebanvak
1 {samyp kali.

Sanksl administratf sebaguimana dimaksud pada avat (1}
kvl &, bural b, dan buruf © dikenakan secara kumnulatif
Atan alrernatil,

4 Dalamm ., .,
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[ralam hal Pelakn Usaha yang dikenai sanbksi admanistratd
sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dak melakukan
penarikan kembali eeluruh alar relekomunikasi dan/atau
perangkat lclekomunikast vang telah diperdagangkan
tlanfalau digunakan olch masyarakat dalam jJangka waktu
yang ditentukan, dikenal sanksi admimstratil berupa
denda administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lward.

selain sanks admimistratt sebagaimana denaksud pada
aval (1], Pelaku Usaha vang membuat, merakit, danfatau
memasukkan alat telekomunikasi danfatau perangkat
telekomunikasi untuk diperdapangkan dan/atau
digunakan i wilayah Negara Kesaluan Republik Indoncsia
vang ridak  memilikn sertifikeat alat  telekomunikasi
dan/atau perangkat telchomunikas: dapat dikenai sanks
pitlana sesual dengan ketentuan peraturan peruaodang-
undangan.

Prasa] 501

Sellap Pelaku Usahs vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditctnukan membuat, merakit, danjatan moemasukkan
alat telekomunikasi denfatau perangkal wlekomunikasi
untuk diperdapanghan dan/ataa diganakan 41 wilavah
Megara Kesatuan Republik Indoncesia vang tidak sesuai
dengan scrtfikat alat telekomunikasi dan/ arau perangkat
telekommuanikast vang dimilili, dikena) sanksi administratil
ety paa:

. legurdan tertulis;

b, penankan kembali  seluruoh alat  telelomanibas
danfatau  perangkat  (eleknmunikasi vang  relah
diperdagangkan dar fatz dignnakan olch
tnasyaralal;

¢. pencabutan serdfikat alat telekomunikaz: dangfrlal
perangkat relekomunikasi,

d. denda adiunistratil} danfatan

e. penghentian layanen seclifikal alal  lelekomunikasi
dan/aran peranghkal telekomunikas: sclama 1 (satu)

tahun,
Szanksi administratid berupa tepuran terfulis sehagaimmans
dimaksud pada ayat [1] hural a diberikan sebanyak 1

[satu) kal.
[-3] BanksE . ..
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Sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayat {1)
hural a, hunal b, dan huruf c diberikan secara kumularif.

Calarn hal Pelaku Usaha vaog dikenad sanks sdministratil
schagaimana dimakswl pada aval (3] tdak melakukan
penarikan kemball selurubh alat wlekomunikasi dang/atan
perangkat telckomurikasi vang toelah diperdagangkan
dan/awu digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu
vanpg ditentukan, dikenai sanksi admimsiratil berupa
denda admimsiratfl dan penghentian Javanan sertilikat
dlal wlekomunikas dan/atau perangkat telekomunikasi
sclama | {satu) tahun sebagoimana dimaksud pada ayat
{1] huruf 4 dan humaf e.

Selain sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
avarl {1], Pelaku Usaha yaneg membuat, merakit, dang atau
memasukkon alat telekomunikast dan/aau perangkat
telekomunikast untuk  dipordagangkan  dangatou
digunakan di wilavah Hegara Kesatuan Republik Indoncesia
vang tidak sesual dengan sertfikat alat elekomunikas
dan/atay peranglkat telelkomumbas vang dirmilikd dapat
dikenal sanks pidana sesual denpan ketentuan peraturan
perundang-undangsan

Pasal 502

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
cdilemubkan memperdaganegkan dan/ alan mengegunakoan
alal telekomunikas! danfatau perangkat telekomunikasi
vang tidak memiliki sertifikat  alat  telekomunikas
danfatay  perangkat  telekomunikasi  denfetay  tidak
memenutn standar lekons, dikengl sanbesi admimstratl
berupa:

a. teguran tertulis;
b denda adeministratif;

Cc. pcngcnaan daya paksa polisional borupa ponyceclan
alat lelekomunikasi dan,/alau perangkat
telekomunilkasi, dan/atau

d. penarikan kernbal; selurygh alat  telekomunikas
danfalau peranghkal telekomonikass vang 1elah
diperdagangkan dan/atau dipunakan aleh
masyarzkat.

Sanksi administratif berupa teguran rerfulis sehagaimana
dimaksud pade ayal (1) hurd a chbenkan scbanvals |
[salu) kadi,

(3] Dalam . _ .
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Dalam hal selisp Pelaku Usaha schagmimana dimaksud
pada  avat (1} masih memperdagangkan  dangataw
mengeunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkar
telekomunikast  vang  tidal  mmecmlikn sertifikar alar
telekomunikasi  danjalay perangkat  lelekomunikass
tlan faran dak memenuhl standar woknis setelah 7 [tauah)
harl kalender  sejak teguran tertulis sebapgaimana
dimaksud pada ayat [2), dikenai sanksi admimistiralif
sebapaimana dimaksud pada ayat {1) haruf by, hural o, dan
huruf ¢ secara kamulail.

Selain sanksl administranl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sctiap Pelaku Uszaha vang memperdagangkan
dan/fatau mengpunakan alar telekomunikasi dan/ata
peranplatb telekomuambas yang tidak memiliki scrtilikat
aldl telekomunikast danfatag perangkat telekomunikasi
dan/altag ltdak memenuhl standar tcknis sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenal sanksi pidana
scsuat dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Pasal 303

Setiap pemepang sertifikat alat telekemunikas, danfatag
perangkat  telekomunikasi vang berdasarken hasil
Fengawasan diremukan menyAampaikan dala yang lidak
berar  danfatan  dokbmen vang tidak valid dalam
pemoenuban peroyaratan sertifikat alar  tolckomunikas:
dan/atau  perangkat  telekomunikasi, dikenai sanksi
admimistratif berupar

a. pencabutan sertifikat alat telekomunikasi danfataan
perangkal lelekomunikasi;

b. penghentian lavanan sertiikat alat telekomumkasi
danfatau perangkat telekormunikasi selama 2 (dua)
tahun; lan

. penatikan kemball seluruh alkst telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunukasi  vang  telah
dipcrdagangkan dan/atau digunakan oleh
masyarakat.

manks admimistrall sebapaimana dimaksud pada ayac (1)

dikenakan secara kumulatil

Selamm sankst adminiztratif sebagaitmana dimakesud pacda

ayat (1], Pelaku Usaha yang menyampaikan data tidak

bBenar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai
cankst pidana  sesuat  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pazal . . .
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Pasal 534

setiap Pelako Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan tidak
melakiitkan pembavaran setelah terbitnya surat pembernitahvang
pembayaran sertilikarc alat telekamuonikasi dan fatag perangkal
telckomunikasi sebanvak 2 idua) kali dalam periods 1 [satu)
tahun, dikenai sanksi sdmimisiratl berupa  penghentian
layanan sertifikat alat lelekomunikast dan/atau peranghkat
telekomunikasi selama G [enam) bulan,

Pasal 505

(1}  Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau
perangkat  lelekomunikast  yang  berdasarkan hasil
Pengawaxan ditemukan tidak melaporkan bukti
pemasangan  label  alat  telekorounikasi dangdetan
prrangkat tclckomunikasi sampai dengan balas waktu
vang diretapkan, dikenai sanksi adminisiratid berupa
petinigatan teridls.

(2] Seligp pemegang scrbifikal alat telekomumikasi dan/atau
perangkar telekomumikasi  vang  berdasarkan  hasil
Pengawasan ditemukan tidak memasang label pada alat
telekomunikasi danfatau perangkat leleckomunikasi yang
diperdagangkan danfatau dipergunakan, dikenat sanksi
administratil berupa;

A Llegaran rtertulis; danfatau

k. penghentian layanan sertifikat alat telebomunikast
dan/atau perangkatl elekomunikasi selama & {enamy)
Inlan.

(3]  Sanks) administratil berupa teguran tertilis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan selanyvak 3
{tiga] kali dengan tenppang waklu 14 (empat helas) han
kalender.

(4] Jika dalam waknol 14 fempat belas) han kalender sctelah
tegpliran tertulis ketipa dikenakan, pemegang sertifikar alat
telekomunikas: dan/fatau perangkat telekomunikas) telap
tidak memasang label pada alat telekomunikasi dan/fatan
perangkat telekomunikasi yang diperdegangkan dan/atau
dipervinaban,  dikenal  sanksi  adminisiratif berupa
penphentian layanan  sertfikat  alat  telekomumilag
dan/atau perangkat telekomunikas: selama & (coam)
bulan sebagaimana dimakswd pade ayal (2] bural b

Fasal . . .
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Pasal 506

Setiap pemewang serlifikat alal wlekomunikast dang atdn
perangkat  telckomunikasi  yang  berdasarkan  hasil
Penpgawasan ditermukan tidak menpajukan perulsban
data admimistrast sertililzar alat telekomuniias dand aran
perangkat toelekomunikast sampal dengan batas waktu
vang ditctapkan, dikenal sanksl admunistratif berupa:

a. teguran tertulls; dan/ataua

I3, penghentian layanan sectiial alatl  ielekomunikas
ean/alau perangkat telekomunibas selama 1 {(satu)
tahun.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) huruf a dikenal sebanyak 3 [tiga)
kali dengan tenggang walta 14 {cmpet bBelas) harc
kalender.

Pasal 347

Felaku Lzaha yang sertifikat alat telekomunikazi dan/ataun
perangkat telekomunikasinya dicabut, diwmumben melalui

o,

media celak; danfatau

b, media elektronile,

(1]

(2]

Pasal 508

Dalam kondisi tertenta, alat telelownunikasi, perangloat
telelkomunikasi, danjfatau perangkat pendukung lainnva
yang merupakan  hasil  pelanggaran scbapgaimana
dimalcaud dalam Pasal 500, Pasal 501, dan fatau Pasal 502
dapal dilakuban  pemusnahan oleh menlan yang
menyelenpearakan urusan pemernintahan di bidang
komunikast dan informasi.

Kondisl tertentu sebagaimmana dimaksud pada ayat {1)
vaitu alat telekormunikasi, peranpgkat telekomunikasi,
dan fatan peranglar pendulong lamtya:

A, membahayakan keselamaian [iwa rmEnusis;
b, ilidak diketahul kepemilikannya; dan/atau

t. telabh discrahkan olch pemilik kepada menten yang
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikazi dan informasi untuk dimusnahkan.

(3] Ketenluan . .
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ketenituan mengen:al taty cara pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) diatur dalam peraturan menteri
yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikast dan informas.

Pasal 5049

Penpenaan denda admimstratlf sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 472 huaruf b, Pasal 473 huruf L, Pasal 474
ayat [1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 486 ayat (1)
hucaf b, Pasal 487 ayat (1] hurul b, Pasal 4903 avat (1)
hurul b, Pasal 492 ayal {1] hurufl b, Pazsal 493 avar (1)
hurui b, Faszal 497 ayat {1] huruf b, Pasal 499 avac (1)
hurul b, Pasal 500 avat {1] huruf 4, Pasal 501 zvat (1)
huralt d, dan Pasal 302 ayat (1) huraf b dilaksanakan
sesilal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pecnenmaan negara bukan pajak.

Pengenaan denda admimistratil sebagaimana dimaksud
pada awat (1} dibilung berdasarkan  satuan  poin
pelangparan dikalikan dengan tarl denda admimistratif
Tarif demds administrat! scbapaimana dimaksud pada
aval (2] sebesar RploO 000 00 {seratus ribu mapiah)
poC poin.

Masal 510

Pengenaan sanksi admimisiralif sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 472, Pasal 473, Pasal 474 ayat [1} hurwf b darn
myat [2) hurul b, Pasal 482 ayat (1), Pazal 484 aval (1),
Fasal 458G avat [1], Pasal 487 avat {1}, Pasal 488 avat (1),
Fasal 459 avat [1], Pasal 490 ayal {1}, Pasal 491 avat (1),
Fasal 492 ayat (1], Pasal 4593 avat {1}, Pasal 494 avat (1),
Pasal 495 ayat (1), Pasal 496 avat (1), Pasal 497 avat [[},
Fasal 498 ayat (1), Pasal 499 avat {1), Pasal 500 ayat (1),
Fasal 501 ayat (1), Pasal 502 avat (1), Pasal 503 ayvatl (1),
Fasal 504, Pasal 505 ayat [1] dan ayat {2), dan Pasal 306
ayat (1] diberikan oleh menteri vang menvelengpgarakan
wrusan pemerintahan di bidang komunikasi dan infarmss
berdasarkan ketentuan peraturan perundanp-undangan.

ketentuan lebih lanjur mengenai rata cErd pENEenaan
sanksi adminisiralil, mekanisme, jangka waktu, upaya
adiinwstratif, dan pojabat yang berwenang diatur dengan
peraturan  menteri  vang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang komonikas dan informast.

Paragral . . .
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Faragral 15
Sektor Pertahanan dan Keamanah

Pasal 511

Pelaku Usaha pada subsektor industi pertahanan yang

mempearoleh:

A, penelapdan indusln pertahanan;

b. sertifikasi keclaikan fasilitas produksi atau fasilitas
pemelinaraan pertahanan:

e, Izin produksi slat peratatan perrabanan dan
keamanan,

d. Izin ckepor alat peralatan pertabhanan dan keamanan
scrita bahan baku balian peledak dan bahan peledak
aksesoris:

g Tzim umpar alat peralatan perlahanan dan keamanan
serta bhahan bakuy bahan peledak dan bahan peledak
akscsons; danfatan

{. penetapan badan wvusaha di bidang industri bahan
peledalk,

vane lUdak memenull danfatau melanggar PE pada

submsekior industn prrtahanan dikenal sAnksi

adiministratil.

Banksl admimestratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

berupa:

a. peringatan tertylis periams;

I peringatan tertulie kedos;

2. pencabutan penetapan scbagal indusin pertahanan;,

d. pencabutan sertifikar kelaikan fasilitas produksi atau
lesilitas pemelbarasan pertahanan;

& pencabutan [zin produks) alat peralatan pertahanan
dan lkramanan; dan/atau

.  prcncabutan penetapan badan usaha di bidang industri
bahan peledak.

Sanks] admimistrat! berupa perningatan teroalis perlama
sebagaimana dimaksud pada ayvat (2 hural 2 dikenakan
kepada Pelaku Usaha sejak diketahwinya pelanggaran.

Banks1 admunistratf berupa peringatan tertulis kedua
sebagaimana dimaksuld pada aval (2) hural bodikenakan
kepada Pelaloa Uasaha setelsh tenpgang wakin 3 {Lipa)
bulan scjak perningatan tertulis pertama tidak dindahkan.

5] Sanksi . . .
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Sanksi administraul pada ayat (2] huaf o hoeof o,
huruf e, dan humf { dikenakan kepada Pelaku Usaha
sctclah tengpang waktu 3 [liga) bulan sejak peringatan
tertulis kedua 1idak diindshkan,

Sanksl zebapaimany dimaksud pada ayat (5] dapat
ditindaklanjuti dengan proses hukum perdata danjatan
hukum pidana sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.,

Pasal 5172

bMenter yang menyelenpegarakan urusan poemerintahan di
bidang pertahanan dapat memberikan  zsanksi selain
zebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 aval {2) denygan
memasukkan Pelaku Usaha ke dalam daftar hitam scsuai
dengan kelentuan peraluran perundang-undangan.

Daftar hitam  schagaimana dimaksud pada avat (1)
dikcnakan kepada Pelaky Usaha serelah tenegang wakiu
3 (tiga] bulan sejak peringatan fectdlis kedua udak
diindahlan.

Pelaku Usaha vang dikenail daftar hitam sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} tidak diperbolehkan berusaha di
bidang industri pertahanan dan badan wsaha i hidang
industri babhan peledak selama 2 [dua) tabun sejak dalar
hitam dikeluarkan.

Fasal 313

Perpenaan sanks) admmistratil sebhagaimana dimaksud
dalarn Pasal 311 ayatl (2] dilaksanakan olch menteri yang
menyclenggarakan  urusan  pemerintzhan  di bidang
periahanan.

Progenaan sanksi administratil sehapaimana dirmslesod
pada avat [1] dinotifikasi melalui laman Sistem (55,

Ketenruwan letah lanput mengenal tata cara pongenaan
sankst adminestranf diatur dalam peraturan menteri yang
menyclengearakan  urusan  pemenntahan di bedang
pcrtahanan.

Pasal . ..
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Pasal 514

Badan usaha jasa pengamanan vang tidak melaksanakan
ketentuan PB  subssktor Keamanan  dikenal  sanksi
administratil berapa;

a. peringalan teriulis;
b. pembekuan PB; dan/aran
. pencabutan PB.

Janlest administraul - berupa peringatan terwolis
sehbapaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a dikenalan
apabila badan usaha jasa pengamanan tidak mermbyat
lapuran scliap semester salama 2 (dua) kali beeiueat-1urul.

Sanks1 administrant berupa pembekuan PB sebagaimana
dimaksud pada ayet [1] humal b dikenakan apabila badan
Lsaha jgsq pengamanan tidak memperpanjang PB dalam
Jangka waktu 3 {tipa] bulan setelah berakhirnya masa
berlaku PB.

Sankai administeatil berupa peneabutan PB scbagaimana
dimabkesnd pada ayal (1) huruf © dikenakan apabila dalam
jangks waktu 3 (bga) bulan sctelah penetapan sanks
admunistratif  berupa pembekuan PR sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) badan usaha jass penpamanan
tidak mengajukan perpanjangan PE,

Pasal 315

Penpenaan sanksi admnistratil sebagaimana dimaksoud
dalam Pasal 514 ayvar [} diberikan oleh kepala Kepolisian
Negpara Bepublik Indonesia scsual dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan.

Pengenaan sanksi adminizstratil sebagaimana dimaksud
pada avat [1] dinelifkasi melalui laman Sistem U085,

Kelenluan  mengendal  t@ta cara pengenaan  sanksi
adminmistrat!, mekanisme, jangka waktu, upeya
administratil, dan pejabat vang berwenang diglur dalam
peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonssia,

Iaragral . _ .



oK No 279980 B

[

(]

(3]

(4}

=]

)

{7)

FRESIDEN
REPUHLIK INDONESIA,

- 288 -

Paragrafl 16
Svhkinr Ekonoml kreatif

Fasal 516

Scuap Pelaku Usaba vang erdasarkan hasil Penpawasan
direminkan kelidaksesusian atau pelanggaran terhadap FE
i sektor ekonomu kreatif, dikenal sanksi adtministratiyd
berupa;

A. peringagan,

b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
. pengenaan denda adminisiwcatf, dan/ awau
d. pencabutan PE.

Pengenaan sanksi administralil sebagaimana dimaksud
pada Aayat (1) dilakukan:

a. %secara bertuhap; dan
L. secara tidak bertahap.

Sankst administratif berupa  peringatan sebmpaimans
dimaksud pada avat {1) burul 3 dikepnakan kepada Pelaku
Usaha berupe teguran lertulis paling banvak 3 (tiga) kall.

Sanks  administitatl berupa penghentian sementara
kegiatan beruzaha sebagaimana dimmaksud pada ayat {1]
huruf b dikenakan kepada Pelaku WUsaha yane tdak
memaruhi peringatan  sebagaimana  dimaksud  pada
avar [3).

Sankst  admunistratf berupa pengenaan denda
administratil sebagaimana dimaksud pada aval (1) hurul ¢
dikenaken kepada Pelaku Usaha vang tidak mematuhi
penghentian semenlara kegiatan berusaha sebapaimana
dimaksud pada ayat (4).

Sanks administratif berupa pencabutan PB sebagaimans
dimaksud pada avat [1} hurof d dikenakan kepada Pelaku
Usaha wang tidak membayar dends  administratif
sihagaimana dimaksud pada avat [3}.

Penpenaan sanksi administratil zebagaimana dimalosied
pada avat (1) dilakukan berdasarkan lingkat kepatuhan
atas hasil Pengawasan,

Pagal . ..
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Pazal 517

Pengpenaan sankst administratif sebagaimana dimaksud
dalarn Pasa] 516 ayat (1) dibenkan vleh mentenfkepala
badan yang mcnyvelenggarakan suburusan pemerintahan
ckonomi kreatif danm tupas  pemerintahan di bidang
ekonomi  kreatif, gubernur, bupatifwali kota, Kepala
Adruanistratar KEK, atal kepale Badan Penegusahaan
KPBPB sesum  dengan  kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

hotontuan  mengenal  ata  cara pengenaan  sanks
adounistradf, mekanisme,  jangka wakiu,  upEya
adrministrat, dan pejabal yang berwvenang dinbur dalam
peraluran menten/ kepala badan yang menyclengearakan
suburusan  pemerintahan ekonomi  kreatif dan oapas
pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Paragral 17

scktor [nformasi Geospasial

Fagal 51H

Setiagp Pelalkol Lisaha vang berdasarkkan hasil Pengawasan
ditermukan ketidaksesualan atau pelanggaran terhadap PB
pada sektor informasi geospasial, dikenal sanksi adounistratf

berupas
a. peringatan;
b. penghentian sementara;

o

]

peneenasan denda adminestratf; dan/atau

pencabutan PB.

Pasal 19

Fengenaan sanksi admimstratll sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51% dibenkan cleh kepala badan vang
melaksanakan tugas pemerotaban o Bdene infirmasi
geospasial berdasarkan Keteniilan peraturan perundang-
Landangadan.,

Ketentuan  mengenar  tata  cara  pengenaatn sanks
administratif, mekanisme, jangka walkchl, upaya
adrumstratif, dan pejabat vane berwenang diatur dalam
peraluran  kepala badan  yang melaksanakan  tugas
pemermtahan di bidang informasi geospasial.

Faragral . - .
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Faragral 14
Bektor Ketehagakerjaan

Pasal 520

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian afau pelanggaran tethadsp PB
pada seltor ketenagakerjasan, dikenal sanksi administracl
betupa:

peringalan ertulis;

pembatasan keepiatan usaha;

penghentian sementara kegiatan usaha,

pencabutan FB) dan fatau

pengenaan denda edministeadl.

mAan ow

Pasal 521

Sctiap Pelaku Usasha vang berdasarkan hasil Peneawssan
ditemukan ketidaksesuaian alau pelanggaran werhadap PB
UMD pada sektor ketenogakerjaan,  dikenal  sanksi
admunusiratif berupas

4, penngatan tertulis;

b. penghentian sermentara kegiatan: dan/ atau

c. pencabutan PR OMEL.

Pasal 522
Penpenaan sanksi administratif PB dan/atau PR UMEKLT sekior
ketenagakerjaan diberikan olehy menieri YENE
menvelerggaralian LUMASEN pcmenntzhan di  bidang
kelenagakerjaan, menterif kepala braden vang

menyclengearakan  suburusan  pemerintahan pelindungan
pekerja migran Indonesie dan (uges pemerintahan di bidang
pelindungan pekerja mugran Tndanesia, gubernur, bupalifwali
kota, kepala  Adouoistrator KEh, dan kepala  Badan
Pempusabiaan KPBPE sesusl deongan kowecnangan masing-
masing  berdasarkan ketentuan peraturan . perundang-
undangan.

Fasal 523

Kelenbuan mengenal tata cara pengenaan sanks administratil
PB dan/atau PE UMKU, mekanisme, jangka wakty, upaya
administrarif, dan pejabat vang berwenang diatur dalam-

a. peraturan menten yang  menyclengearakan urusan
pemerintaban di bidang ketenagakerjaan; dan

L, peraluiran . - .
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peraluran menter/ kepala badan yang menyelenggacalian
suburugsan pemerintzhan  pelindungan  pekerjn migran
Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan
pekerja migran ldoenesia,

sesudl  dengan kewenangan  masing-tasing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1]

(21

(1]

[2)

{1}

Paragral 1%
Sektar Perkoperasiin

Pawal 524

Sctiap Prlaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksezuaian atau pelanpgaran terhadap PB
pada sektor perboperasian, dikenai sanksi administracf
herupa:

Perinpatan;

ponurunan penilalan kesehatan;

pengheontian sementara kepiatan usaha:

pengenaan denda administratif; dan/arau

pencalinran PE.

rTp0 o

Penghenlian  semenlara  kepialan  Jdsaha  sebagaimana
dimaksud pada syat [1} hurul ¢ dapal diseria dengan
usulan pecmberhentian scmentara  terhadap penguarus
dan/alau pengawas.

Fasal 525

Pengensan sanksi administratl sebageimana dimalksud
dalam Pasal 524 dibenokan oleh menlern wveng
menyelengparakan urusan pemenniahan di bidang
koperasi, gubecogr, bypatifweli kota sesuar dengan
kewenangan masing-masing  Derdasarkan Ketenfuan
prraturan perundang-undangan,

Ketentuarn  mengenal  tata carfa  pengenaan  sanks
administratif PR, mekanizme, jangka waktu, upaya
adrmimisiratil, dan pejsbat yang berwenang diarur dalam
peraturan  menieri yang menvelengegarakan  urusan
pemetintahan di bidang koperas,

Paragral 2U
Sekror Penanaman Modal

Pasal 526

Sctiap Prlaka Usaha sekter penansman moadal  yang
melangpar ketentuan PB. dikenal sanksi administcatil
berupa:

i, penngatan leriahs;
b. pembatasan . . .
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pembatazan kegiatan uzaha;

petmbekuan kegiatan usaha;

denda administratil;

pengenasn daya paksa polizional; danfatau
pecncabutan PE.

[2] Pengenaan sanksi atltmmistratl berips pengenaan denda
adrunstiralil sebapaimana dimaksud pada ayat (1} honal
d dibenkan eich  menterifkepala  badan yang
menvelenggarakan  urusan  pemerintahan i bidang
nvestasi dan tugas pemenntohan di bidang koordinasi
penanaman mowlal.

N I o

(] Tata cara pengenaan sankst admunistratil sebagaimana
dimaksud pada ayot (1) dan avat [2} dilakukan:

a. secara bertahap; dan
b. secara ticlak bertahap.

Fasal 527

Fengenaan sankst adnunistrant sekoor Penanaman  Modal
dibcrikan cleh menterifkepals badan vang menyelenggarakan
urusan  pemetintahan th budang mvestas) dan tugas
pemerintaban Ji dang koordinasi penanaman modal, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KFBPB
gesual  deonpan kKewenanpgan  masing-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undatgan.

Pasal 328

Eelenluan mengenal tata cara pengenaan sankst administratif,
meckanisme, jangka waktn, upaya administratif, dan pejabat
yang berwenang diatur dalam peraturan menteri/Kepala badsn
vatg menyelengparakan urusan pemerintahan di bidang
mwveslasi dan tugas pemerintahan di bidang  kecordinas
penanaman modal,

Faragral 21

Sektor Penyelengparaan Sislem dan Transaksi Elcktronik

Pasal 329

Setiap Pelaky Usaha vang berdusarkan hasil Pengawasan
diternukan kelidakscausaan atau pelanggaran atas pemenubian
FB aleh Pelaku Usaha vang melakukan kegiatan asaha pacls
subscktor akthitas konsultasi dan peratcangan iniemet of
things, dikenal sanksi adminisiratil herupa

a. teguarat . . .
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teguran tertuhs; danjatan
petcabutan P

Fas=al 530

Pclaku Usaha akuvitas konzultasi dan perancangsan
intermnet af  things  vang lidak  nelakukan kegiatan
konsultasi, perancangan, dan pembuatan solusl sistem
tenintegras rlermed of thirgs scsum deongan ketentuan
peraturan perundang-undangan selama jangka wakig 3
[tiga) tahun bertumat-turur, dikenai sanks admmisteatid
berupa teguran tertulis kesatu,

Pelakyy Usaha  akboivicas konsultast dan perancangan
internel of things vang tdak mclakukan kegatan
scbagaimana dimaksud pada avat (1) selama jJangka wakiy
1 [zatu} tahun berturut-rurar sejak tanegal dikenakannya
teguran  lerluhs  kesatu, dikenan sanks: administracil
berupa teguran tertuhis kedua.

Felaku Usaha aktiwitas konsultasi dan  perancangan
mtemet of things vang tidak melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksi] pada ayal [1] selama janegka waktu
] [satu] tabhun berturut-tunat sepak tangeal dikenakannya
leguran  tertulis kedua, dikcna sanksi adminmiscratil
berupa pencabutan PB.

Pazal 531
Seliap penvelenggara sertiftkast elektromk wang
berdasarkan hasl Penpawasan ditemukan
kendaksesualan atay pelanggaran lerhadap

penvelenggaraan  sertifkasr elekironik, dikenal sanksi
admmigtratil berapa:

a. leguran teriulis;
b. penghentizn sementara:
c. pemutusan skses; dan/atay

d. dikeluarkan darf  dalar penvelengpara  serofikasi
elekrronik yang mendapat penpakuan dan menteri
yang menyclenggarakan urusan  pemerintahan ol
bidang komunikasi dan inforrnasi.

Fenghentian sementara sebagairnana dimaksud pada
ayal {1] hurul b mchput:

Aa. penghenrian . . .
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4 penghentian sementara penvelengpataan pendaltaran
pemilik sertifikat elektromili; dan/atag

b. penghentian sementara kepialan penvelengpara
sertifilkasi slekironik Indonesia.

Penyelengegara  scrtifibkasi  elckvonik  dikenai sanksi

admimstratil  berupa tepuran  tecrolis  sebagaimana

dimaksud pada avat {1] hurul & melalul surat peringatan
pertama  apabila penyelenpgars sertibkast  elekironik

Indonesia Udalk memenuhn kewajiban:

a. memperoleh penpakuan darnt menteri yang
menyvelenggarakan urusan pemerintaban di bidang
komunikasi dan nformasi dengan herinduk kepada
penyelengeara sertilikasi elektronik induk;

B, berbadan  hukurm  Indonesia dan berdomisih di
Indonesia dalam hal monyelecnggarakan  scriifikasi

clektronik dan menyediakan  layanan  vang
mcnggunakan sertifikat clektronike di Indonesa;
c. memernksa  kebenaran  jdentilas calon pemilik

dan/fatan pemnlil seruhkatl slekironik;
d. melakukan vahdast scrtifikat clcktronik;

c. mmecmbuat daftar scrcilikat elektronik vange aktif dan
yvang dicabut dengan mengelnla  sistern  werfikasi
sertifikat  elektronik  permnitik sertiikat  elcktronik
{ralicfelion authoriiy);

[. memperbarul tanda lulus penyelengpara sertifikasa
elektronik yang hatis masa berlakunya,

g mengehnla dan mengamankan sistem Vang Menyimpan
identitas pemilik sertifikat elektromik;

h. memberttahukan pernyataan penvelengparaan
scrtifikasi elektronik |ecertification proctice stalermen )
penyelenggaraan  sertifilcasi  elekrmoniknya  kepada
tmiak lain yang mengeunakan jasa ponyelengpara
fsertifikas) elekiromk Indonesia;

1. mempublikasikan permyataan penyelenggaraan
scrtifikast elekironik [cerification prachee statemeni)
penvelenggaraan  sertifikasi elekteonikova i situs
resitt lavanannys;

13- membentahukan kontrak berlangganan  (subseriber

agreement] dan kebyakan privasi penyelengparaan
scrulikast  elektroniknya kepada calon  pemilik
dan/atau pemilik sertifikat elektromik;

k. memberikan .
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memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atan
penulik sertilikal clektronik mengenal ponggunaan dan
penegamanan sertiikat clekironik;

menjamin kerugian  akibat  kegagalan  lavanan
penvelenggaraan sertifikas elektronil, kesenpajaan,
dan/atau kelalaian kepadla orang, badan usaha, alan
insransi karena kepagalannya  dalam mematuhi
kewaphan sebagal penyelengeara sertifikas elektromik
scsual  dengan  kctentuan  peraturan perdnclang-
undangan;

. MEminta persefljuan menler yany menyvelengearakan

urusen pemernnlahan di bidang komunikasi dan
mivrmast dalam  hal tegadi perubahan  layanan
penyelenggara  sertifikasi  elektronik vang  berbeda
dengan ketentuan  dalam kehijjakan sectifikat
elektronil [certificare policy) penyelengpara sertinksasi
elektrunik induk Indonesia;

melaksanakan audit terhadap otoritas pendaftarannya
{regrstration authority;

memelihara dokumen arsip sccara  sistermmatik  dan
dapat dipertanggungjawabkan baik dalam  bentuk
tertulis {paper-baced] dan/fatan elektronik [slactronic-
based|;

menvampatkan  laporan  keglatan  penyelenggara
scritfikasi elektronik Indonesia secara berkals paling
sedikit 1 {satu) kali dalam 1 [saty) tahun hegjelan atau
sewakil-wakin kepada menteri yang
menyvelengegarakan urusan pemerintahan di bidang
komunilkasi dan informasi:

menerdtkan  serliikat elekiromik dalam hal
permohonan untak  memiliki  sertifikat  elekoonik
memenuhl standar verifikasi identitas yang ditechiflaan
oleh kementerian  yang menyelenpearaken  urasan
petnetintatan di dang komonikast dan informasi;

metngawas, mengembangkan, mengmplementasikan,
dan memperbanu dokurmentast terkait
peoyclenggaraan preservasi tanda tangan elektreorik
dan/atau =zegel elektronik dalam hal penyelengpara
sertifikasi  elektronik  menyelengparakan  layanan
preservasi tanda tangan clektronik dan/atau segel
cloktronik;

. menpembangkan | L.
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s. mengembangkan, mengimplementasilian, mengawas,
dan memperbarui clokumenlasi lerkail
penyvelenggaraan penanda wakiy elekironik datarn hat
penyelenypara sertilikas clcktronik menyclenggarakan
prnanda waktu elektronik;

t. mengarsipkan informasi sebapaimans diatur dalam
preratlran perlindang-undangan dalam hal
penvelengpdrs sertiikasi elekironik menyelenggarakan
layanan penginman elektronuk ersertifikasi;

u. mcnjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan
dari log operasional layanan pengitiman elekironik
tercatal, lop venbhkast dentitas dan penginm dan
penerma, dan log komunikasi  dalam hal
penvelengeara scrifikasi elektronik menyelenggarakan
layanan pengiriman elektronik tersertifikasy,

v mengembangkan, mengimplemeniasiian, mengawasi,
tlan memperbiarui dokumentasi terkait
penyclenggaraan penginiman elektronik tercatat dalarn
hal menyvelenggarakan lavanan pengitnman elekironik
tercatat; dan/artau

W menyetorkan seliap pendapatan vang diperclchnya
damn bidya lavanan ponpgunaan seriifikat elektromk
vang dihitung dan perscntase pendapatan kepada
nTEara,

Pernvelenggara sertiftkazi elektromik dikenai sankes
administratil  berupa tepuran  reriulis  toelalul  surat
peringalan kedua dalam hal surar peringatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} tidak dipenuhi eleh
penyclenggara sertifikast elektronik dalam jangka wakiy
10 [sepuluhb) lar sejak rangesal sural peringatan pertama
diterima oleh penvelengeara serlifikasi elektromk tersebut.

Penyvelengpara  sertifikasi  clektronik  dikenal  sanlkess
administratd berupa  tepuran  tertuls melalas  sureat
perinpgatan ketiga dalam hal surat peringafan kedua
sebapaimang dimaksud pada ayral (4] budak dipeouhi olch
penvelenypara sertifikasi elekironik dalam jangka wakiu
1% (sepuluhl Han sejak rangpal surat peringatan kedua
diterima cleh penyelengpara sertifikasi elektropk lersebed.

6] Penyelengeara . ..
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Panyelenggara sertihitas  eleltronik  dikenai evaluas
menyelaruh, baik dan sist kelembagaan, mandjemen,
maupiln aperasional dalam hal surat peringatan ketiga
scbapaimana dimaksud pada ayat {5 tidak dipenubi aleh
penyelenggara scrifikasi elektronik dalam jangka waka
1t} (sepuluh| Harl sejak tangpal surat peringatan ketiga
diterima oleh penyelenggara sertilikas elekironik lersehual.

Penyelenggara  serlifikasi  elekironik dikenai sanksi
adrmimistratil berupa pecnghendan SEmentara
penyclenggaraan pondaltaran pemilik sertifikat clektronik
schagaimana dimaksud pada avar (2] haeaf 4 apabila
penyelenggara  sertifikage eleliromk lidak melakukan
kewapban:

a. melakukan  pemenksaan terhadap permohonan

penerbitan sertifikat elektromik;

b. melakukan pemermksaan ulang dalam hel ecdapat
permchanan perpargangan, pemblokiran, danfataa
pencabitlan sertilikat elzktromk cleh pemoheon, serta
pecrmohonan  ponerbitan  scriifikar  elektronik  oleh
pemohon sedangkan pada saat permaohonan diajukean
zertilikat elektronik sebelumnya sudah pernah dicabul
atauy masa berlakuney sudah beralkchir;

¢ tnenpawas, mengembangkan, menpimplementasikan,
dan mempcrbanau dokumcntasi torkait
peoyclengearaan preservasi tanda tanpan elektroomk
dan/atau sepgel elektronik jika menyelengrarakan
lavanan preservast tanda tanpgan clektronik danfatau
sepel elekironik; dan/atan

d. mengctahul orang persecrangan sebapal penanggung
lawab dari segel clektronik jika menyelenpyaraken
layanan sepel slektronik.

Fenvelengpatra  sertibkast  eleklromk  dikenar  sanksi
administratil berupa penghentian scmentara keglatan
penyvelengeara sertifikas] elektronik sebagaimana
dimaksod pada ayat {2] hurul b apabila tidak melakukan
kewajiban:

A. dalam menvelengparakan [Eyvanan penanda wakia
elekironik  tersertilikasi,  penyelenggara  sertitikasi
clektronik menggunakan perangkat penands wakiu
yang memenhi Ketentaan:

l. memclihara . ..
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. memelihara perangkat penanda waktu,

Z. melindungn wakeu perangkat penanda waktu dan
scgala ancaman yang menvebabkan perubahan
walotu:, dan

3. mendelekst jika waktu vang terindikasi pada
perangkat penanda wakitu bergeser atan fidak
sinkron lebih dar 1 {sartu] detik dengan tanda
waku nasicnal.

menpheniikan proscs pembernian layanan penanda
waktu clcktronik tersertifikazsi  melalos  peranghal
penanda wakiu, dalam hal wakiu yang terindikas
pada perangkat penanda sakty elekinomik herpeser
ataun tidak sinkron  schageimana dimaksud pada
hural a angka 3,

mengembangkan, menpimplementasikan, mengawasi,
clan [OCMPCT bami dokumentasi L=kl
penyelengparaan penanda waku elekd ok,

mengembanglan, mepgimplementasikan, mengawasi,
dan T I r L dokumentasi terkait
penyelenggaraan penanda waktu elekironik dalam hal
penyelenggara sertifikasy elektronik Indonesia
menycicnggarakan layanan penanda wakiu elekoronik;

dalam  menyelenggarakan  layanan  pengiriman
elektronik tercatar ferseriiikasl mulal dan pongiriman
sampml denpan penerimaan, peiyelenpgara serdifikasi
elekironik menjamn ketersediaan, integritas, dan
kerahasiaan dari:

1. informasi elekironik dan/ alau dokumen clektronik
vang ditransmnisikan;

2. dentitas  pengirin dan ponerima mlalal dard
penginman satmal dengan penerimaan; dan

J. menjamin akurasi tanges] dan waktu penginman
tlan penerimaan informasi clektromk dangatan
dokumen clektronik mulai dari pengiriman sampai
dengan penerimaat,

dalam  menyclenggerakan  lavanan  peongiriman
eleklronik  tercatat  rerserifikasi,  penyelenggara
sertilibbas elekiromk mengarsipkan paling sedikit:

l. data identifikasi pengirim dan penerima;
2. data . .
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2. data autentikasi pengirim dan penerima;
3. bulen babwa wlenlitas penginm telah divenifikasi;

4. lug operasional layanan penginman  elektronik
tercatat, log verifikasi identitas dari pengiritn dan
penetitmna, dan log kormanikasi;

3 okt veribkast  dentilas penenma sebelum
pengimman informasit clektronik . dang/atau
dokumen clektromk;

&, bukti bahwa informasi  elektronik  dan/aian
dokutnen eleklromik vane dikinmkan  tidak
berubah selama proses pengiriman;

7. mlar hash dar informasi elektronl danjatan
dokurnen elektronik vang dikicitn; dan

A. token peoanda waklu yang terkail dengan tanpgal
¢dJam wakiu  penginman, penernmasn, dan
pcrubahan imiormasi clecktronik danfatau
dokumen elektronik;

B. menjamin kerahasiaan, inregritas, dan ketersediazsmn
dari log operasignal layanan pengitiman elektonik
rercatar, lig verifikasi identites dari pengirim dan
PEOErIma, dan liver komunikasi dalam
menyelenggarakan  layanan  pengiriman elektronik
tercatat tersertifikasi; dan/atau

h. mengembangkan, mengirmplemenfasikan, mengawas,
glan memperba g dokeumentasi terkait
penyelengegaraan pengimiman elektromk tercatat.

Fenyelenggara sertilikas:  eiektroimk  dikenal  saoks
admimsrratifl berupa peruiuasan akses  sebagaimana
dimaksid paca aysi (1) hurul o apabila tidak melakukan
kewajiban memperolch  penpakuan darl menteri vang
menvelenggarakan  wiusan  pemerintahan di hidang
komunikas: dan  informasi dengan Berinduk kepada
pernyelengpara  sertifikasi elektronik induk vang
diselenggarakan oleh mentert yang menyeclenggarakan
uriizan pemerintahan di bidang komunikast  dan
Informasl.

Penyvelenggara sertifikast  elektoonik dikenal sanksi
adroinistratil berupa dikeluarkan dari daftar
penyvelenggara  sertihkast  clektroruk yang  diakw
schagatmana dimaksud pada ayar (1] hurnf d apabila:

a, udak . ..



SK No 179977 B

{1]

(2]

PRESIDEN
REPUBLIN INDOMNESIA

- 300 -

a. tidak memenubn kewajiban  sehagmimmana dimaksad
pada ayal (7] dan ayvat (B) paling lambal 7 {lujuh)] Ham;

k. hdak memenubt kewmjiban dalam surat peringatan
ketipa dalam janpka wakta 10 [sepuluh] Hari sejak
tangpal surat peringatan ketiga diterima;

€. alas perminiasn penyelenpgara scrtihkasi clektromuk
sendin; danfatan
d. adanva putusan  pengadilan  terkait  pelanggaran

peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh
penyelenpars sertilkas] elekiconk Indonesia,

Pasal 532
Scuiap penyelengeara sistemn elektromk lingkap privat vang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan
ketdaksesuaian alall prlangpdaran terhadap

penyelengparaan sislem eleklronik lingkup prival, dikenai
sanksl administratif berupa:

a. teguran terwalis;
b. denda adrrunistratl;
i, penghenuan sementars;

. pemulusan akses melaluw pemblokiran akses {aooess
Blocking), dan/atau

¢, dikcluarkan darn daitar.

Penyelenggara sistem elelkeonik lingkup privat dikenai
sanksi adminiateatil berupa e iran tertulis schagaimana
dimalesuel pada avat (1) huruf a apabila;

a trelah mempunyai tanda daltar tetapi tidak melaporkan
perubahan terhadap inflormasi pendaltaran,

b. tidak memberikan inforimasi penclafiaran dengan
benar;

. Lidulk melalbukan pemutusan akses (inke downy
terhadap  informasy elektronik dan/atau dokumen
elektronik vanp dilarang sesuay dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/alan

d. ridak memberikan akses terhadap data clektronik dan
sinlem  elelkttronik dalam rangka Pongawasan dan
penepakan hukum.

(3) Penyelengpara . . .
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Penvelengpara sistem elekironik lingkup privel dikenal
sanks  administratif berupa  penghenlian sementara
sebapgaimana dimaksud pada ayac (1) huraf ¢ apabila:

a. tijak mengindahkan tcguran tertulis yang dikenal
karena alasan schagaimana dimaksud pada ayat {2
hurufl a dan huraf’ b; dan fatauw

b. tidak membervikan akses terhadap data elekironik dan
gigtem  elektronik  dalam rangka Pengawasan dan

penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada avat
(2) hurual d.

Penyclenggara sistem elektronik lingkup privat dikenai
sanksi admimstratil berupa pematusan akses melalui
pemblokiran akses  [gocess  Mockingl  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} hurat d apabila:

a. tidak melakukan pendaltaran;

b. tidak memberikan konfirmasi dalam janpks wakiu 7
[tujub) hare Kalender selelah penghentian sementara
sebapaimana dimaksud pada ayar 3] homl a;
danfatau

r. tdak memberikan akses terhadap data elektronik dan
gsisterny  elektronik dalam rengka Peppawasan  dan
penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
[2} hurul d.

Penyelenggara  sistem elektromik  hingkup  privat  user
generaied content dikenei sanlksi administrail berupa
denda adminisiranf sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b apahila odak melakukan pemurtusan akses [foke
down) borupa penutupan akun danjatau penghapusan
konten terhadap informasi elekeronik dandatan dokumen
elekironik yang dilarang,

Menten yang menvelengparakan urusan pemerintaban di
dang komunikas) dan infermasi dapat mengenakan
vanksi adounistraty berupa pemutusan akses melalui
pemblokiran  akses [(aecess  Blockwyg)  sebapgaimana
dimaksaud pada avar (1) burud d dan/atay memerintahkan
inernaet service proddder untuk melakukan pemuabusan
akses terhadap sistem clektromik kepada:

a penvelengpara sistem elektronik hingkup privat yang
tidak melakukan  pemutusan  alees  fieke  down)
terhadap  imformasi elekironik dan/atad  dokumen
clekitronik yang dilarang; dan

b. penvelenggara . . .
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b, pocnyelenggara sistem elektronik lingkip privat aser
generated content yang Hdak melakuken pemutusan
alses fluke down) terhadap informasi clektronik
dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dan/etan
tidak membavar denda adrainistratif.

Ssankst admimsirail berupa pemutusan akscs melaluan
permblokiran akses (access Blocking) terhadap sistem
elekironik sebagaimana dirmaksud pada ayat (6) dikenakan
sctelah mempertimbanghkan alasan vang dizjukan odeh
ponvelenggara  sistern elekeronik lingkup privat  atau
penvelenppara  sislemn elekimnik ingkup povat  user
gerterated opttart

Pepvelengesra  sistem elektromik hingkup privat
dikelwarkan dan daftar  penyelenggara  sistem
vlekironiknya  scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf & apabila;

a. tidak memberilban konhonas dalam jangka waktu 7
itujuh) hari kalender sctelah penghentian sementara
sebapalimana dimaksud pada ayat (3] haruf oa;
dan/atan

b. tdak mermbembkan akses terhadap data elchtromk dan
sinterm  elekiroomik  dalam rangka Pengawasan dan

penegakan hukum scbapaimana dimaksud pada ayat
(-3 hural b,

Pazal 533

Fengenaan derdda admmistratil scbapaimana dimaksud
dalatn Pasal 332 ayat (1) hural b dilaksonakan sesuai
dengan ketontuan peraturan  perundang-undanpgan el
bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pengenasan Jderela administcanl sebapaimana dimaksud
trada ayal 1) dihitung  berdasarkan  satuan poin
pelanggaran dikalikan dengan taril denda admimsiratil.

Tant denda administratil sebagaimana dimaksud pada
avat (2} sebesar Rpl00.000 .00 [seralus ribu rupiah)
per pain.

Fasal 534

Sctiap Pelaku Uszaha vang bherdasarkan hasi]l Pengawasan
ditrmukan ketidaksesuaian aran pelangparan atas pemenuban
FB oleh Pelaku Usaha yvanhg melakukan kegiatan usaha pada
subsektor  alktivilas pemoograman  beorbasis kecerdasan
arhifisial, dikenal sanksi administratif berupa:

a. LCguran . . .
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a. teguran tertulis; dan/atan

b. pencabutan PB.

Pasal 333

(1} Pelaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan
artihsial vang tidak melakukan kegiatan konsultasi vang
dilanjutkan  analisis  dan pemeograman berlasis
kecerdasan artilisial seaumn dengan Kelenluan peratlliran
prrundanp-undanpan aclama jangka waki 3 {ugal tahun
berturut-turut, dikenal sanksi adminmistractil berupa
teguran tertulls kezatu.

(2} Pelaku Usaha alolivitas pemmograman berbasis kecerdasan
arfilsial yang hdak melakukan kegatan sebagaimana
cdimak=sud pada ayat (1} sclama janpka waktu 1 [satn)
tabun berurut-turat scpak tanggal dikenakannya teguaran
tertulis kesatu, dikenal sanksi admimstranl berupa
teguran tertulis kedua.

[3} Pelaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdlasan
artilisial yvang tidak melakukan kegiatan sebagaimana
dimabisud poada ayat [1} selama jangka waktu 1 [satw)
lahun Lerturul-turat sejak angea) dikenakannya teguran
tertulis kedua, dikenan sankst administratil  berupa
pencabutan B,

Pasal 336

Setiap Pelaku [lsaha vang berdasarkan hasil Penpawasan
diternukan ketidaksesualan atau pelanggaran atas pemenuhan
PB nleh Pelaku Tsaha vang melakukan keglalan ysaha pada
siibsekior  akbviias  pengembangan leknologr Blockohatn,
dikenal sanksi admunistratif berupar

&, tepuran teroulis; dan/atau

b. pencabutan FB.

Pagal 5537

(1} Pelaku Ussha aktivitazs pengembangan teknelop
blockchain yang ndak melakukan kegiatan pengembangan
teknologi blackehain sesual dengan Keteniuan peraluran
perdnclang-undangan selama jangka wakiu 3 (oga) tahun
Becturul-turul,  dikenal  sankst  admunistratf  berupa
tepLiran tertulis kosatu,

(2} Pelaku . . .
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(2} Pelaku  Usaha  aktivitaz  pengembangen  feknolog
blackchoin yang tidak melakukan kegiatan sebageimana
dimaksud pada ayat (1] selama jangkz wakluy 1 (satu]
tahun berturuie-tand sejak tanpgal dikenakannyn teguiran
fertilis  Kesatw, dikenal sanksi administratil berupa
tepuran tertulis kKedua.

[3] Telaku Usaha aletivitaz pengembanean  teknologl
blockehain vang lidak melakukan kegisian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sclama jangka waktu 1 [satu)
tahun berturat-turat scjak tanggal dikenakannya teguran
tertulis kedua, dikenai sanksi administratd  beripa
pcncabutan FE.

Pasal 518

=etiap Pelaku Usaba yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan kretidaksesuaian atau pelanpgaran atas pemenuhan
PE olch I’claku Usaha vang melakukan kepiatan usaha pada
subseklor aktivitas penechitan piranti lanak {soeffeare), dikenal
sar ks admimstratif berapa:

. teguaran tertulis; dan/atan
b, pencabutan PB.

Pasal 33%

(1] Pelaloy Usaha yang melakukan aktovitas penerbitan piranti
anak [seffware) dengan kritcnia UME-M yang  tidak
meldkukan keglatan penerbitan piranti lunak [soffurarea)
terkait  dengan  sektor  penvelenpggareon  sistern  dan
tranzakel elektronik khusos girn selama jangka wakiy 3
{tiga] tahun berturut-furat, dikenain sanksi administratif
berupa leguran tertulis kesatua,

(2}  Pelaku U'saha yang melakukan aktvitas penerbitan piranti
lunak [softwarel dengan koitenia UME-M vane tidak
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksil pads ayval [1)
selama jangka wakil 1 (salu) tahlun berturut-turut sejak
langeal dikenal tepuran tortuhis kesatu, dikenan sanksi
administratif berupa teguran tertulis kedoa.

(4} Pelaku Usaha yang melakukan alktivites penerbitan piranti
lunak [zofttvare} dengan keiteria UMK-M vang  tidak
melaklkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat {1]
selama jangka waktu 1 (satu] tahun berturut-turat zejak
tangpal dikenal tepuran tertulis kedua, dikenal sanksi
adminiatratif betypa pencaburan PB.

Pasal .
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Pazal 540

Pengenaan sankst adminmsirabil aebagaimana dimaksucd
dalam Fasal 529, 531 avat (1], Pasal 332 avat (1], Pasal
oad, Pasal 536, dan Pusal 538 diberikan olch menteri vang
renyelenggarakan  urusan  pemermtahan di bidang
koemunikasy dan informasi berdasarkan dengan ketentoan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lelnh langul mengenai lala cara pengenaan
sanksi admarnstratif, mekamisme, jangka waktu, upaya
adminiztratif, dan pejabat vang berwenang diatur dalam
ptraturan mculerl  yanp  menvelengparakan  urosat
pemerintahan di bidang kammunikasi dan informasi-

Paragral 22
sekler Lingkungan Hidup

Pasal 541

Setiap Pelaku Usaha wvang berdasarkan hasil Pengawasan
ditermukan ketidakstsuaian atau pclangparan terthadap PB
patla sektor lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif

berupa:

4. teguran tertulis,

b. paksaan pemerinrah;

oL denicdda administratil;

d. pembekuan PE; danfatao

c. pencabutan PB.

Pasal 542

il) Pengenaan sanksi admimstratif sebapaimana dimaksad
dalam Pasal 541 qleh menterifkepala badan  vang
menyelenggarakan wrusan  permeninishan 4 hidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
tugas pemermishan di bidang pengendalian lingkungan
hidup, gubernur, bupati/wall kota, kepala Administrator
KEK, ztau kecpala Badan Pengusahaan KPBPR sesuai
dengan  kewenangan mesing-masing berdasarkan
ltetantuan peraturan perdndang-undangan.

(2} Menleri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana

dimaksud pada avat [1} dapat mendelepasikan
kewenangannva  kepada  pojabat yang  membidangi
penegakan hukum alau organisast perangkat daerah vang
merm Indangl Iimgkungan hidup.

Fasal . . .
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Pasial 543

kerentuan lebab lanjut menpenal tata cara pengenaan sanksi
admimstratil, mekanisme, |angka waktu, upaya adminstratil,
dan pejabar yang berwenang diatur dalam  peraturac
menteri/kepala badan  yang menvelengparakan  urusan
pemerinlahan di bidang  perlindungan dan pengelelasn
bngkunpgan hidup dan  tugas pemermtahan di bidang
pengendalian ingkungan hidup.

BAB XII
RETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 544

(1] Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan
Peraturan Pemerintah i dengan memperhaiikan
perkembangan dan peningkatan ckosistem imvestasi dan
kegratan usaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

{2] Evaluast  scbapaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan oleh menteni yang  menyelengegarakan
simkronizast  dan  lkoordinasi serta penpendalian
pclaksanaan urasan kementenan dalam penyelenggaraan
pemerintahan i hidang perekonoamanr.

Pasal 7343

Dalam hal prraturan perundang-undangan vang membenken
mlihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atan
adanya stagnasi  pemerintahan,  menterifkepala lembagess,
guberour, bupat/wall kowa, kepala Adminstrator KEK, atan
kepals Badan Pongusahaan KPBPE dapat melakukan diskresi
untuk mengatast persoalan konkret dalam penyelenggaraan
urusan poemncrintahan terkait dengan PBBR.

Pasal 244
Dalam hal subsistern Pengawasan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 18& avat [3) huruf f belum ersedia, pelaksanasn
Pecngawasan tetap dilaksanakan sesuai denpen kelenilan
peraturan  perundang-undangan dan  kewepanguan  masing-
masing kementerian/lembaga, Pemeriniah Daerah,
Adrministrator KEK, dan/atay Badan Pengpusahaan KPEPB.

BAR . ..
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BAE XIII
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 547

Mada saat Peraturan Pemernntah imi moula berlakue

.

persyaratan dasar, PB, dan/atau PE UMEKL yang dalam
proses permchonan sampai dengan Siscemn O58 vang telah
disesuaikan dengan Peraluran Pemerintah ini beroperasi,
tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemenmish Nomnar 5
Tahun 2021 tentang Penyelcnpgaraan Perizinan Berusaha
Rertasis Risiko,

kegiatan wussha dengan Risiko meneogah ringg yang telah
memperaleh:

l. sertihkat standar namun belum terverililoass, dan/ ala
2. PB UMKU namun belum berlaku efeketid,

sampai dengan Sistem (333 vang telah discsuaikan dengan
Peraluran Pemerintah ini beroperas), sertifikat standar
dan/atau PB UMEU terschut tetap diproses berdasackan
Peraturan Pemenintah Momor 5 Tehun 2021 lentang
Penyelenggaraan Penzinan Berusahs Berbasis Risiko;

kepiaran usaha dengan  Ristke onggm vang  telah
memperaleh:
1. Temm dalam rangka percepatan narmun belum memamah
poersyaralar; dan, atau
2. B UMKU namun belum berlaku elektil,
sampal dengan Sistein U885 yvang telah discsuaikan dengan
Peraturan  Pemerintalr  ini beroperasi, tetap diproscs
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahon 2021
tentang Penyclenpgaraan Penzinan  Berusaba Berlass
Risikao;
lembaga pemernntah yang bertanggung jawabk melakukan
pembinaan, pengaturan pengembangan, dan pocngawasan
perdaganpgan Derjangka tefap melaksanakan rugas terkait
PE terhadap kewialan asel Kelangan digital rermasule aset
kriplo scria derivatil keuangan sampal dengan wakto
Beralihnya rtogas pengaturan dan pengawasan  sesudl
ketentuan peraturan  perundang-undangan  mcngenal
peralihan lugas  pengaluran dan penpawasan asel
keuangan digital termasuk aset knple dan decmardl
kcuangan.

Pasal . . .
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Paszal 348

Fada saat Peraturan Pemerintah ini mulal berlaka:

1.

Felaku Usaha yvang telah mempercleh hak alkses zebelum
bertakunya  Peraturan Pemerintebh ind melakukan
jrembaruan dara hak akses pada Sistero OS5, dan

alay pembaruan data hak akscs schagaimana dimaksud
dalam kuruf a, Sistem 085 memberikan notifikas kepada
Prlaku Usaha melalui surat elekuonik yang didaltarkan.

BAE kIV
KETENTUAN PENUTLUP

Pasgal 540

Pada saat Peraturan Pemernintah nmu mulan berlaka:

a. ketentuan pelaksanaan FBBERE yang diatur dalam Peraturan

FPemernntah im dikecuaelikan bagi Pelaku Usahe vang
porsvaralan dusar, PB, dan PB UMELD nya telah terhit, telah
terverifileasi, alau ielah disetupn dan masih berlaku
gsehelum Peraturan Pomernntah 1ol berlakuw,  kccual
kctentuan dalam Peraturan  Pemermtah im lebih
menguntungkan bagi Pelaku Usaha;

persvaratan dagar, PE, danfatay PB UMKU yang meoulila
nomenklater berbeda sebelum Pernturan Pemeraiab ind
berlaku hands  dibaca dan dimaknal sesus dengan
nemenklatur yanp diatur dalam Peraturan Pemerintah ing;

usaha parrwisata dengan kategon menengah tingpi dan
tingpi  yang felah memabkn Serbiikar Standar saha
parrwisata, scrtilikatnya tetap berlaku selama menjalankan
kepiatan  usaha  sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan, dengan ketentuan hars:

1. mclaksanakan pemuatakhiran admimistrasi Bertifikat
dtandar usaha pariwisata melalm lembaga serrifilcasi
Lsaha parnwisala vang menerbitkan seriiibainva dan
mechkanisme  transfer  surveilans  sesual dengsn
keterntuan peraturarn perundang-undanpgan; dan

2. mengunpgah Hertiflikat Srandar usaha yvang berlaku
dalam Sistem 055

Paszal . ..
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Fasal 550

Pada saat Peraturan Poemernintah inn mula: berlaka:

a.

setrua ketentuan peraturah perundang-undangan vang
MmEnyalur mengenal persyaratan dasar, FO, danfatan FB
LUIMKLD dinvatakan masih tetap berlako sepaniang tdak
bertentangan denpan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahuo 2021 renrang
Penvelengparaan  Penzman  Hepasaha  Berbasis Risiko
iLemmbaran Nogara Bopublik Indonesia Tahun 2021 Momor
15, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor
B&L7). dicabut dan dinvatakan tidak berlaku,

Pasal 551

Pada saat Peraturan Pemerintah inn mulal berlaku:

a.

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah inyn wankb
ditetapkan paling latma 4 (@mpat) bulan sejak Peraturan
Pertienmiiah i divindanglean;

Sistemn 055 dan Sistem Indonesia Nafional Single Windows
wajib disesuaikan deingan ketentuan Peraturan Pomerintah
ini paling lama 4 [empat} bulan sejak Peraturan Pemerintah
Nt diundangkan; dan

terhadap pemberian Perizinan dalam rangka
penvelenggaraan keplatan ckspor, imper. dan pemenuhan
ketenruan larangan atau pembatazan barang ckspor dan
impor serla neraca komoditas yang belum dapat dilakukan
melalui Sislem [ndonesia Netiorof Single Windous maka
proses pemberian perizinan  dilakukan melalin  sislem
elektronik  pada kementerianlembaga scsual dengan
ketenran peraturan perundang-undangan.

Fazal 352

Peraturan [Memcrintah mm mulal berlaku  pada  tanmpgal
dinndangkan.

Agar .. .
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Apar  sellgp orang mengetabuinye, memenntahkan
penglingdlangan Feraruran Pemetiniah i denpan
penempatannyx  dalasm  Lembaran Megara Republik

Itvdore sia.

Dhulerapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023
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pada tanggal 5 Juni 2023
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PERATURAN PEMERINTAH EEFUBLIK INDONESTA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGOARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIK(

1. URUM

Undang-Undang Nomor & Tahun 20323 entang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2022 tentang Cipta
kerja Menjadi Undang-Undang vang selapjutnya discbut Undang-Undang
Cipra Kerja merupakan penvempurnaen dari Undang-Undang Neomor 1)
Tahun 2020 rentang Cipra Kerja. Pengaturan dalam undang-undang
dimaksud melingkupi juga menpgenal penvederhanoan Perisinan Berusaha
melalul penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yvang merupakan
mctode standar berdesarkan tngkat Risileo suany kepiatan usaha dalam
menentukan jenis Pecnzman Berusaba dan kualitas atau  (relwensi
Penpawnsan. Schagan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Ciptla
Kerja, Peruturan Pemerintah ini berusaha menpakomodir baberapa sektor
perizinan berusaha berbases risiko lainnya, yaitu sektor ekonomi kreatid,
scktor nformasi geospasial, sckior ketenapakerjaan, sektor perkoperasian,
sektor penanaman modal, sekror penyelenpgaraan sistem dan transaksi
elektronik, dan sektor lingkungan hidup.

Petaturan Pemenntah im zebaps) penepenti Peraturan Pemerintah
Notoge 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggarasn Perizinan Berusabia
Berbasis Riaiko berupaya memberikan kepastian hukum kepoda Pelaku
Usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualilas layanan
[#erace level agreement] dalam ponpurusan Perizinan Berusaha Berbasis
Risike. Oleh karena ilu, dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah
mi melibatkan banyak petmanghku kepentingan seperti
kementerian/lembaga terkait, Pelaku Usaha, dan masvarakat. Hal ini juga
sehagal  upaya menghasilkan peraluran  perundang-undengan  vang
dibentuk berdasarkan partisipasi yang bormakna (meaningful parficpation).

Ecntuk perubahan besur yang dilakukan dalam proses bisnis adalah
Integrasi sistcm yang semuanya menjadi terpusat i Sislem 088 schagai
antarmuka pengguna (front-end system), sehingga Pelaku Usaha tidak akan
kebingungan lagl untuk mengures ke sistemn yang mana, karena semua
proses vang mehbatkan Pelaku Usaha dilakukan melaluy Sisemn O35S,
Dalam hal ini Ststem 083 akan meneruskan data kepada sisfem yang ada
di kermenterian/lembaga, namun hasil akhinya retap dikeluarkan di
Fislem OS5,

Scmentara - . .
SK No 253385 A
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Sementara itu perubahan besar yang dilakulkan menyanpgkut jaminan
kualitas layanan {service level agreement) adalah kepastian hukum terkait
Jangka wakto dalam seliap preses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
terutarma pads Bab Persyaratan Dasar, baik pada KKPR, PL, PE(G, cdan SLF.
Fersiuran Pemenntah im mnemberikan jangka wakty vang (epzd dan jelas
agar tidak membimgungkan dan merugikan Pelaku Usaha. Bahkan di
beberapa ketentuan jamnan kualitas layanan (service level ogreementy
dibcrlakukan pengaruran liknf pesitid, seperti dalam ketentuan penerbitan
pertimbangan (eknis perlsnahan.

Pernizinan  Berusaha dan Pengawasan  meropakan insiramen
Pemernintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyendalikan suatu
kegiatan usaha. Ponerapan pendekatan boerhasis Risike memerlukan
perubahan pola pikic [chorge sooygerrenyd] dan penycsuaian tata kerja
penvelenggaraan  layanan Penzinan Berusaha (business process  re-
engingering] serta memerlukan pengaturan  [re-design) proses  bisnis
Perizinan Berusaha di dalam Perizinan Berusaha secara elekironik, Melalui
penerapan konsep i, pelaltsanan penerbitan Perizinan Berusaha dapat
lebih efektil den sederhana karena tidak sclurub kepiatan wsaha wajib
memuliki Txin, i sammng 1w melaluy penerapan konzep ink kegiaran
Pengawasan rmenjad lebih terstruktur balk dan periode maupan sgbslanst
vang harus dilakukan Pengawasan.

Sclanjutnya sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Pemcrinah
Nomor 5 Tahun 2021 ienlang Penyelengparsan Perizinan Berusaha
EBerbasis Risike, lingkat Fisiko dan peringkat skala usaha kegiatan ozaha
ditetapkan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan
tnggl, Untuk keglatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanva
dipersyaratkan memthla NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko mencngah
rendah, Pelakn Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan  pernyataan
pemenuhan Jerliikal Slandar, Untuk kepiatan wusaha Risike menengah
tingg, Pelaku Usaha dipersyaratkan memihka NIB dan Sertilikat Standar
yvang tclah dweriikasi. Sedangkan unfuk kegiatan usaha Risiko tinggi,
Pelaku Usaha dipersyvaratkan memiliki NTB dun Izin.

Penyelengparaan PRRR dalam Persluran Pemerintah ini melipuati:
a. pengaturan PBBER;
k.  macma, slandar, proscdur, dan kriteria PBBR,
. PBBE melalul lavanan Sistcm 0585
¢ tatm cara Pengawasan PEBER;
cvaluasi dan refermasi kebijankan PBBR;
pendanaan PBER;
penyelesaian permas:alahan dan hambatan PABR; dan

Tm o O

sanksl.

Berdasarkant pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraluran
Pemeriniah tentang Penvelenggaraan Perizinan Rerusahs Berbasis Risiko.

11, PASAL . ..
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Pasal 1

Cukup jelas,

Fasal 2
Culoup jelas,

Pasal 3
Cukup jelas.

Masal 4

Ayat {1]

CLukup julas,
Ayal (2]

Cukup jelas.
Avat (3]

Culiup jelas.
Ayat (4]

Cukup |clas.
Ayat (3)

Yang dimaksud denpan “termmtegrasi secara elekironik dengan
sigtern i kementerian/ lembaga™ adalal:

1. Betiap permmobonan persyatatan dasar, PR, danfataa PE
UMELU hanya diajultan aleh Pelaky Usaha melalu Sistem OS85
dan kemudian permohonan terscbut dialirkan kepada sistem
elektronik yang dimilikt oleh kementerian/lembaga sesuai
dengan kewenangan masing masing.

2. Yetiap penerbitan persyaralan desar, PB, dan/atan PB UMKU
harus disampaikan kepada Pelaku Usabs hanva melalui
Sistermn 055 sctelah melalul proses tahapan veriikas oleh
kementerian/lembapga sesual denpan kewenangan masing-
NAEINg.

Terintegrasi secara elektronik  dimaksad mencealup pala
pemrasesan dan penertitan persyaratan dasar, PB, danfatau PE
UMK yang dilakygkan <1 Sixtem O35 oleh kementerian/lembaga,
Pemerintah  Dacrah, Adminmistrator KEK, dan/ataa Badan
Pengusahaan KPBPB dengan menggunakan hak akses.

Pagwal . ..
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FPasal 5

Ayat | 1]
Cukup jelas,

Ayat (2]
Cukup |clas.

Ayat {3]
Cukiip jelas,

Avat 4]
Yang dimaksud dongan *jangka waktu penerbitan” adalah walctu
vang dibutuhkan Petmerintah Pusat atay Pemerintah Daecsh
untuk menertiikan PR berdasorkan analisis Risiko, terhitung
sejak dokumen lenekap dan benar.

Avat (3]

Yang dimaksud dengan “jangka waktu penerilan” adalab wakio
yang dibutahkan Pemerintah Pusal atau Pemerintah Daertah
uniuk  menerbitkan PBE-UMKU  dengsn mempertiimbangkan
tingkat Risiko, terhitung scjak dekumen lengkap dan benar.

Ayat (G
Cukup |elas.

Axat (7)
Culiun jelas.

Avat (B)
Standar kegiatan usaha danfatau standar produkfjaza serta
mekanizme penerbitan yang menjadi pedoman bagi Administrator
KEK dan Badan Penglisahaean KPBPB memperhatikan ketentuan
peralvran perundang-undangan di bidang kawasan ckonomi
khusus dan kawasan perdapangan bebas dan pelalbuhan behas.

Awvat [4)

Cukup jelas.
Ayl (140

Cukup jelas.
Avat [11)

Cukup jelas.
Ayat [12)

Culkup jclas.
Pasal |
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Fasal &
Culcupr jelas.

FPasal 7
Cukup jelas.
Masal 8
Ayal {]]
Hurul &
Cukup jclas.
Hurul b
Cukup jelas.
Hurf «
Yang dimmaksud dengan "porolchan PB” adalah perolehan PB
secara otomatis vang berlaku bagi katepon tingkat Risiko
usaha rendah dan menenpgah rendah.
Yung dimaksud dengan “pengajuan FB™ adalah perolchan FE
melalul proses tahapan venfikasi yang berlaku bagl kategon
tinghkat Fisiko usaha menengah tingg dan tinggt.
Ayt (2]
Cukup jelas.
Avat (3]
Culiup jelas.
Ayar 4]
Cukup jelas.
Puasal O

Cukup jelas

Pagal 10
Aval (1)
Huruf a

Cukup jelas.
Hurul .,

Sk No 210962 B
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Hurual b

Subtahapan persiapan dalam pemenuban Amdal ataun UKL-
D'PL mecrupakan tzhapan perencanaan usaha terkail PL
sesual dengan ketenrdan peraluran perundang-undangan di
bidang perlinchangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hurmf i

Cukup jelas.
Hurml d

Cukup jelas.
Humii e

Cukup jelas.
Huierual £

Cukup jelas.
Hurufl g

Cukup jelas.

Ayat (2}

Cukup jelas.

Pasal 11
Axat [1)

Yang dimaksal depgan “pembersihan ataw pembukaan lahan”
dapat berupa kcglatan:

#. pencbangan;
b. pemadaran; danfatan
. pengurdkan tanah,
Ayar [2)
Cukup jclas.
Ayat {3}
Cukup jelas.
Myat (4]
Cukup jelas.
Ayt |2
Cukup jelas.

Aval . . .
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Ayat [B)
Culkup jclas.

Pasal 12
Cukup jelas,

Pasal 13

Yang dimaksud  dengan “Bangunan Gedung  atau komplek
prrdagangan;jasa yvang dipakalr bersama" antara lain Bangunan
Gedung  berapa komplek pertokcan, perkantoran,  ternpat
peristirahatan trest areq), dan pasar.

Pasal 14
Cukup jelas,

Pasal 15
Cukup jelas,

Masal 1&
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pazal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Culkup jelas.

Pasal . . .
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Cukup jelas.

Pazal 22

Culeugr relas,

Pasal 24

Cukup jclas.

Fasal 24

Cukup jelas.

Fasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

FPasal 27

Ayat (1)

Cukap jelas.

Avar [2)

SK Mo 2TH59B

Eluruf a

Bukit bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha
di  KEK atau kowasan  industei dapat berups
rckomendasifsural  keterangan  alau peranjianfkonlrak
kerja sama dari pengelola KEK atau kawasan industri.

Hurul b
Cukup jclas.

Hurf o

Pengalihan HKEKPRE  kepada Pelaku Usaha yang  Laru
dibuktikan dengan dokumen tertulis hubangan hukum yang
menvatakan pengalihan penpuasaan lanah.

Huruf . ..
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Hurat d

Penerbitany KKPR kepada Pelaku Usaha dari Pelaky Ussaha
lain dibukrikan dengan dokumen perjanjinn Sewsa menyews
atau panjarm pakal vane masith berlaku, yane paling scdikat
memual  kesediaan permegang  HKKFE scbelurnoya
mengalihkan kepada Pelaka Usaha.

Hurnf

Dalam hal bentuk Wseha telap sadah memiliki kontrak kehja
sama dengan pemenntah, poehpon/kosrdinat wilavah kerja
minyak dan gas bumi harus sudah ditanamkan dalarm
Sistem OS5,

Huruf I

Yang dimaksud dengan “tenintegrasi” adalah sistermn vang
menghubunpkan fungsi dan/atau proses dalam sebuah
cntitas usaha yang =aling terhubunpg dan bekerja sama
untuk mencapal tujuan.

Hurual ¢
Cukup jelas.

Ayat (3]

Cukup jelas.
Ayat (4]

Cukup jelas,

Paxz] 28

Cukup jelas.

Paszal 2@
Cukup jelas,

Pasal 30
Cukup jelas.

Pagal 3]
Cukup jclas.

Paszal 32
Culboup jelas,

Paszal . _ .
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Pasal 33
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2}
Cukup jelas.
Avat [3]
Hurul a
Cukup jclas.
Huruf b
Yanp dimaksud dengan “pembinasn”™ antara lain Pelaku
Usabia apst menyesuaikan bangunan sesual dengan RTH atau
Pelaku Usaha tdak dapat melakukan kegiatan usaha di lokasi
yang diusulkan dan diarahkan melakukan kegiatan usaha di
lokasi vang sezuai dengan RTR.
Pasal 34
Cukup jclas.
Fasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.

Fasal 37
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Awal (2]
Hurul a

Yang dimaksud dengan “rahapan pendaftaran™  cdlalam
ketentuan i dimaknai sama dengan lahapan permohonan
scbagaimana diatur dalam peraluran perundang-undangan
vahg menpatur pengeunasn kawasan hutan.

Hurul b
Cukup jclas.
Huruf c

Cukup jclas.

Pasal 30
Cukup jelas,

HFasal 40
Culup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jclas.

Pa=zal 14
Cukuap jelas,

Pazal . ..
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Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal di
Cukup jelas,

Masal 47
Cukup jelas.

Fasal 45
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal SU
Cukup jelas.

Fazal 51
Cukup julas.

Pasal o2
Cukup jelas.

Pazal 53
Cukup pelas,

Pasal -4
Cukup |clas.

Pasal 35

Cukup jelas,

Pasal . . .
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Fuyul 36

Cukup jclas.

Pasal 37
Ayal {1]
Cukup |elas.
Ayat {2
Hurf a

Yang dimaksud dengan “"tahapan peodafaran™  odalam
ketentuan ini dimaknal sama denean tshapan permehonan
sebagaimana ciatur datarn peraluran perundsang-undangan
¥AIlE mengatur pelepasan kawasan hutan.

Hurufl b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jclas.
Hurut d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukalp jelas,

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

FPasial o}
Cukup jclas,

Fasal f1l
Cukup jelas.

Pasal . . .

SK No 279028 B
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Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal &3
Cukup jalas.

Pazal 64
Culoup jelas.

Fasal BS
Cukup jelas.

Pazz] 66
Cukup jelas.

Pazal &7
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal &9
Cukups jelas.

Pasal 70O
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukiap jelas,

Fusal 72
Cukup jelas,

Pasal . . .
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Pasal 73
Cukup jetas.

I*asal 74
Cukup jelas,

[Pazal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat 1]

Yang dimaksud dengan  “kawasan  yang  ditetapkan  olch
Pemerintah Pusal™ antara lain kawasan indostri, KEK, atau
KPBFE.

Yang dimaksud dengan *pengelola kawasan®™ adalah penpslela
kawasan industri admonmistralor KEK zizau Badan Penpusahasn

KFREFR.
fAyal (2]

Cukup jelas.

Ayart (3]

Cukup jelas.

Basal ¥7
Avat (15

Cukup jelas.

Ayat L)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jclas.

Avat [4)

Cukup jelas.

SK No 279915 B
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Aval ()

Yanp dimaksud dengan "tidak ditertntkan™ adalab menter] yane
menyelengparakan urusan pemerintahan Jdi bidang kelaalan dan
perikanan tidak menenma tanggapan [berupa menyeotuu atau
menalak]  dari mentert vang  menyclengearakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan dalam batas wakon 15 {lims
balas| Hari.

Awat [

Sesuon denpan asas umum pemenntahan vang balk, apabila
mecntenl yang meoityclenggarakan urnsan peimerintahban di bidang
kebutanan menolak rekomendasi pemanfaatan Kawasan susks
alam atan kKawasan pelestaran alam, diserta denpan alasan
penc]akan.

Ayal 7]

Cukup jelas.

Ayat {H]

Fasal 78

Cukup pelay,

Ayat (1]

Cukup |elas.

Ayal (2]

Cukup jelas.

Ayat (3]

SK No 279924 B

Hural a
Cukup clas.

Hurul b

Cukup jelas.
Huryf ¢

Dalam rangka mcomberikan kemudahan bagi Pelakw Usaha.
penerbitan SPPL dilakukan hersamasn dengan penachilan
MIB melalui Jistetn Q55

Avar ...



Ayal {4]

Cukup |clas.

Ayat (3]

Cukup jelas.

Ayar |6]

Cukup jclas.

Fazal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jclas.

Fasgal B2
Cukup jelas,

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasul 84
Cukup |clas.

FPasal 85
Cukup jclas.

Fasal 86
Cukup jelas.

S Mo 2TO923 B
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Cukup jclas.

Paszal B8

Cukup jelas,

Pasal 89

Culiup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Fasal #1
ukup jelas

Faral 9

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jclas.

Pazgal U5

Cukugr jelas.

Pagal 36

Cukup jclas.

Pasal 97

Cukup jclas.

SK N 279922 B
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Cukup jelas.

Puagnl 99

Cukup jelas.

Fasal 100

Cukup |clas.

Faszal 101
Culkup jelas

Pa=al 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Fasal 106
Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

SK No 279921 B
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Pasal 109
Cukup jelas.

Fasal 114
Cukup jolas.

Pasal I11
Ayat [1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksssan kebenaran data dan
dokumen” sama dengan pemeriksaan  kesesuaian Jdala dan
dokumen  scsual dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan di bidang bangunan gedung.

Avat {2

Cukup jelas,
Ayar (3]

Cukup jelas.

Pasa] 112
LCukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pazal 1135

Culbup jelas.
Pasal 116

Cukup jelas.

Famal

SK No 237366 A
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Cukup |elas.

FPuasal 115

Cukup elas.

Fazal 1149

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Paszal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Culnup jelas.

Pasal 124

Culkup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas

FPazal 126

Cukup jelas.

Pa=zal 127

Cloup pelas.

3K No 275419 B
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Pasnl 128

Cukup |clas.

Fazal 1249

Cukup jelas,

Pasal 130

Cukup jelas.

FPasal 131

Cukup jeclas,

Puasal 132

Cubup jelas,

Fa=al 133

Cukup jelas.

Fazal 134

Culiup jclas.

5K No 253435 A
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Pusal 135
Avat [1]
Cukup pelas.
Ayt (2]
Cukup jelas.
Avat (3]
Culoup jelas,
Ayal (4]
Cukup jelas.
Avat (3
Cukup jclas.
Axat &)
Huruf a
FB UMKU dalam rangka peredaran produk antara lain unmik
keglatan usaha di bidang makanan minuman, Jarmast obal-
obatan, alat keschatan, koametik, uji tipe uniuk kendaraan,
dan pertahanan.
Huruf b
PR UMELU dalam raneks kelayakan operasi antara lain untulk
kegiatan usaha di bidang transportasi, ketenapalistrikan,
komunikasl dan  infortostika, pekorean umuam, serta
ketenaganuklivan.
Hurmal ¢

PE UMKU dalam rangka standardisasi produk/jasa antaca
lain untuk kegimtian wsahe vang memerlukan standar
nazional, sertifikasi wpluk  jasza  panwisata, sertilikas
sanilast, dan sertilikas) perangkat celckomunikasi.

Hurul o

PB UMKL dalam rangka kelancaran kegiatan vsaha antara
lain  untuk  kegiatan  usasha  pengambilan  air  tanah,
penyelenggaraan terminal khusus, dan pergudangan.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 137
Ayat | 1]
Cukup jelas,
Avat |2
Cukup jelas.
Arnl (3]

Peraturan kepala daerah antars Jaim mengatur peran, tugas, dan
tata kelola DPMPTSF seria organisasi perangkat dacrah teknis
dalam pemrosesan PEBE di dacrah.

GUEINEY
Cukup jelas.

Pazal 135
Cukup jelas.

["azal 139
Culougp jelas,

Fasal 140
Cukup jelas.

Fasal 141
Cukup jclas.

Faszal 1472
Cukup jelas

Pasal 143
Culiup pelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

FPasal - . .
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Cukup jelas.

Pasal 146

Culkup jclas.

Pasal 147

Ayat 1]

Culiup jelas,

Ayal (2]

Cukup jelas.

Avar |3

Cukup jelas.

Avyat (4]

Yang dimaksuad dengan *Lampiran [[" adalah Lampiran 11 FB
UMKL) seklor energl dan sumber daya mineral yang mengatur
menpenal lzin pengusahaan air tanah.

Fazsal 145

Avat (1)

Cukup jelas.

Ayvat [2)

Cukup jclas.

Asat (3)

Kegiatan usaha PR tertenlu yang memeriukan penzinan bertahap
pada pemanfaatan sumber padias] pengion meliputi;

=1

SK No 253418 A

tasilitas produksi radiosotop, radiofarmaka, dan radioiscton
dan roadiofarmaka;

fasilitas
racloaltil;

fasilitas iradiator kategori 11, kategori T, dan kategori IV
mengaunakan sumber radigakil; dan

produksi  peralatan yang mengguanakan gal

fasilitas iradiator kategori I mengpunakan pembanghat
Tadiasl RN,

Keglatan . ..
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Kepralan usaha PR erlenlu vang memerlhukan perizinan bertahap
pada inslalast nuklir dan bahan nubdir meliputs:

4. reaktor nuklir; dan
b. instalasi naklir nomeegkior.

Keglalan usaha PB UMEU tertentu vang memerlukan perizinan
beriahap pada pemanfaatan sumber radiasi pengion melipati

a. lasilitas prodoksi  cadisisotop  dan radicflarmaka  yanp
rmenunjang layanan kedokieran nuklin;

I Rasihlas produks radiclarmaka vang menunjang lavanan
kedoktcran nuklic;

. tasilitas pengololaan limbah radicaktf:

d. fasilitas produksi barang konsumen yang mengandung zat
radiocakiif,

€. Tasilitas  kalibrasl vang mengrunakan  sumber  radiasi
PHETIRLCHT,;

. fasilitas kedokteran nuklr terapi;
g. [lasilitas kednkreran nukliv diagnostik in vivo
h. Tasilitas radioiergpi;

1. [asilitas iradiator kategori Il dan kategori 1 mengpunakan
sumber radicaktif sebapal penunjang kegiatan urama,

], [lasilitas iradiator kategori I mengpunakan pembangkit
radiasi pengion schognl penunjang keglatan utama; dan

k. fasililay pemertksaan petl kemas menggunakan sumber
radiasl penglon.

FPaszal 144

Cukup jelas.

[a=zal 150

Chgkup jelas.

Pasal 151

Cukup pelas.

SK Ne 279914 B
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Paszal 152
Cukup julas,

Pazal 153
Culbaup jelas.

Pasal 154
Cukuypr jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pazsal 156
Cukup jelas.

Masal 157
Cukup jelas.

Fazal 158
Cukup jelas.

Faszal 159
Avat (1)
Cubkiup jelas.
fwat [2)
Cukup jelas,
Axat [3)

Yanp thmaksud dengan “Lampiran I[I7 adalah Lampiran [[ PB
UMEKL) sektor pckerjaan umum dan perumahan rakyat yang
mengatur mengenai subsektor aumber dava air.

Puxnl &6

Cukup jelas.
Pasal . _ .

SK No 279913 B
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Fazsal 1G]
Cukup jelas.

Masal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jclas

Pazal 164
Ayl (]
Cukup |clas.
Avalr (2]
Yang dimaksud dengan “usaha tertentu”™ antara lain:

a. sebagikn usaha |seperty parfum isi ulang) vang dilakukan oleb
Prlaku Usaha mikro;

b. usaha vang dilekukan di termpal penimblnan berikat;

. wsaha kemasan dan aktivilay pengepaksan yang ditujukan untuk
dielestor kemnball pada KER atau KPBPE, atan

o, [amiliies produkst obat pengpunaan khusuas,

sesuAl dengan kelentuan peraturan perundang-ondangan.

Pasal 165
Culoip jelas.

Fasal 166
Culmup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pazal . . .
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Pasal 168

Yang dimaksud dengan “penerbitan buku" adalah seluruh proses
kematan vang dimulai dam  pengeditan,  pengilostrasian, dan
prendesainan k.

Pazal 164
Cukup jelas.

Pazal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas,

Pazal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Puasal 175
Cukup jelas,

Pasal 176
Cukiup jelas.

Pasal 177
Culkcup pelas.

Pazal . . .

SK Mo 279911 8
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Pazal 1748
Culboug jelas.

Masal 179

Yang dimaksud dengan “berhoordinasi deugan kementerian terkail”
yallll penykbisunan peraturan menterl paling scdikic berkoordinasi
dengan  kementerian/lembapga yoang  monvelengparakan  urusan
pemerintaban di bidang keuangan negara atau kepabeanan dan
kementerian yang menvelenggarakan urugan pemerintahan di bidang

pordagangat.

Pasal 180
Cukup jclas.

Fasal| 18]
Cukup jclas.

Pasal 1K2
Cukup elas.

Paszal 183
Cukup jelas.

Basal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayac (1)
Yang dimaksud denpan  "kementerianlembapa  sebagni
penipampu”  adelah kemenlerian/lembaps yang  menjalankan
fungsi  pernerhitan PR, pembinaan, dan penpawsasan suatuy
keplatan usahn

Aat [2)
Cukup jelas.

FPasal . . .
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Pasal 186
Axat (1)
Huruf 4
Cukup jelas,
Huruf b
Cubup jelas.
Hurul c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukulg jelas.
Hurul e
Cukup jelas.
Hurf r

Akrvilas penerbitan mrant lunak [soffeearel terkait dengan
scklur penyvelengparaan sistem dan transaksi elektronik
khusus gim,

Ayat |2
Cukup jelas.

Fasz] IS8T
Cukup jclas.

Pazal 158
Cukup jelas.

Pazal 189
Avat (1)
Cukup jelas,
Avat [2)
Culup jelas.
Awval ()
Cukup jelas.

Avat o ..
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Ayal {4)

Cukup jclas.

Avat [13)

Cukup jelas.

Axat [0

SK. No 194490 A

Huruf &

Cukup jclas.
Hurut b

Cukoup jelas,
Hurul ¢

Cukup jelas.
Huuf d

Cukup jelas,
Huruf ¢

Cukup jelas.
Hueul i

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jclas.
Hurul h

Cukup jelas.
Hurul i

Cukup jelas.
Hurul j

Cukup jelas.
Hurul k

Contoh  badan hukum

lainnya antara EVERT

persyvarikatan, atau perkumpulan.

Persvarikatan  atau perkumpulan dimaksoudkan delam
rangks mengakomodasi persyankatan atau perkumpulan
vamng tclah melakukan keglatan wsaha schelum kemeordekaan
Ecpublik Indonesia.

Avat . ..
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Avyat (7]

Cukup jclas.
Ayat (#]

Cukup jelas,

Fasal 190
Culup jelas.

Pasal 191
Cukup jclas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup |elas.

Pasal 195
Cukup |clas.

Pasal 196
Cukup jclas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

SH Mo 194493 4
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Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Fasal 241

Cukup jelas.

Fasal 232

Cukup jelas.

Pasal 24053

Cukup jelas.

FPasal 244

Culup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Faxzal X0F

Cukup jelas,

Fasal 208

Culkap jelas.

Fasal 2049

Cubkup jelas.

SHK Mo (L4497 &
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Pasal 210
Culoup jelas,

Faszal 211
Culkup jelas.

Pasal 21
Cukug jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 21&
Cukup jelas,

Pasal 217
Cukup jelas.

Fazal 215
Cukup jelas.

FPasal 219
Avat {1]
Cukup jelas.
Ayar (2]
Cukup jelas.
Aval ...

SK No 233423 A
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Avat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)

Yang dimaksud dengan *tidak perlu didahulu dengan pengajuan
pcrsyaratan dasar  baru™  adalah  izin lokasi/KKPR,  izin
lingkungan/PL, dan/atau wzin mendirikan bangunan/PB(/SLF
vang dimuliki dan masih bherlaku, tetap biza digunakan.

Axat (o
Cukup 1elas

Pasal 220
Cukup jelas,

Pazal 221
Cukup j=las.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jclas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukuyp jelas.

Pasal 226
Cukup jolas.

Pasal 227
Cukup |elas.

Pasal _ . .
SK HNo 93495 A
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Paosal 228
Culkup jelas.

[Pa=zal 229
Cukup jelas.

Masal 230
Cukup jelas.

Fasal 231
Cukup jelas.

Pazal 2332
Cukup jelas.

FPasal 233
Culap jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jclas.

Pazal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal . ..
SK Na 194494 A



PRESIDEM
REBRUBLIK INOCMESIA

- 38 -

Pasal 239
Culkup jelas,

Pazal 240

Avat (1)

Culkup jelas
Avat (2}

Cukup jelas.
Avat [3)

Cukup jclas
Avat [4)

Cukup jelas.
Avat [3)

Yanpg dimaksud doengan “laporan kecgiatan Ponanaman bodal®
adalah laporan tentang keglatan Penanaman Medal sebagaimana
diatur dalam ketentuan  peraturan perundang-undangan  dl
bidang penanaman modal.

Avar (6}
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas,

Pasal 242

Cukup julas.

Pasal 243
Avat (1}
Culkup jelas.
Avat [2)
Cukup jelas.

Avat . ..

SK No 1944493 A
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Avat [3)

lnspcksi lapangan rutin secara terkoordinas dimaksudkan agar
masing-masing kementerian/lembaga, organisasi  perangkar
daerah, Admumstrator KEK, dan KEPBPEB melakukan inspeksi
lapangan secara lerkoordinast schingea tidak menyalitkan Pelakn
Usaha. Hal mi mengingat jika dilakukan secara senduwri sendin,
Pelaku Usaha akan kesulitan menyiapkan data dan informasi hagi
pejabar vang melakubkan inspeks lapangan.

Avat (4}

Cukup jclas.
Ayat [T}

Cukup jelas.

Pasal 244

Ayar {1}

Cukup jelas.
Ayat (2]

Cukup jelas.
Ayat {3]

Cukup jelas.
Ayal (4]

Cukup jelas.
Ayat {3]

Cukup jelas.
Ayal (6]

Cukup jelas.
Avat {f]

Cukup jelas.
Ayal (7]

Yang dimaksud dengan “ketentvan  peraturan  perundang
undangan” antara lain peraturan perundang-undangan J bidlang
pemerintah daerah, kewasan ekommni khusuas, dan Kawassn

petdapangan dan pelabubhan bebas,

PPasal . ..
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Pagal 245
Cukup jclas.

Fasal 214
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup rlas.

Paxal 245
Cukup jclas,

Pasal 249
Cukup jelas,

Pasal 250}
Ayal [1)
Cukup jelas,
Avat [2}

Pembinaan/pendampingan  yang dilakukan  dapat berupa
penyvuluhan, pemberian penjelasan, dan/alau bimbingan twknis.

Aval {3}

Penpenaan sanksi administratf dilaksanakan sesual detigan

pengaturan menpgenal sanhsl  administeat] delam Peraturan
Pamerintah ini.

Faual 251
Cukup jclas,

FPasal 2532
Cukup jclas.

Pasal . ..

SKE No 194491 A
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FPazal 253
Cukup jelas,

Pasal 254
Culeup jelas.
Fasal 255
Avat {1]
Cukup jelas.
Avar |2
Hurufl a
Cukup jelas.
Hurul b
Uniuk pembinaan dilakukan termasuk untuk pemenuhan
penizinan tunggal.
Hurul ¢
Cukoup jelay,
Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Fasal 258
Cukup jelas.

Fasal 239
Cukalp jelas.

Fasal 2640
Cukup jelas.

Fasal . . .

SK Mo L9ddui) A
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Cukup jelas.

Paugl 262

Cukup jelas.

Paxal 253

Cukup jelas.

Paga] 2G4

Cukup jclas.

Pazal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup clas,

Pazsul 265

Cukup jelas.

Pasgl 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukap jelas,

Pasal 271

Cukup jclas.

SK No 1984 A
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Pagal 27732

Cukup wlas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jclas.

Pasal 275

Cukup jelas,

Pazsal 276

Cukup jelas.

Fa=al 277

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup julas,

Pasal 279

Cukup jlas,

Pasal 280

Cukugp jelas.

Pasnl 281

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

SK. Mo [H4438 A
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Pasu] 283
Cukup jclas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Paxal 286
Cukup jelas,

Pasga] 387
Cukup jclas.

Pazal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal . . .
SKONo %457 A
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Fasal 294
Cukup jelas.

Fasal 295
Cukup jelas.

Pazal 296

Culoup jelas.

Paxu] 297
Cukup jelas.

Pazal 2UR
Cubkup jelas.

[Pa=zal 299

Culiup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasul 302
Cukup jclas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal . . .

SE Mo 194436 A
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Cukup jclas.

Fagal 306

Cukup jclas.

Pasal 307

Cukup jclas.

Pasal 30K

Cukup jelas.

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup |elas.

Pasal 312

Cukup jelas,

Pasal 313

Culiup jelas,

Pasal 314

Cukuf jelas.

S Mo [94485 A
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Pa=sal 313

Culbeup jelas.

Pasal 3165

Cukup |elas.

Pasal 317

Cukup jrlas.

Pazal 318

Cukup jelas.

FPasal 31%

Culkup jelas.

Fazal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup |elas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Paszal 323

Culmp jelas.

Fasal 324

Cukup jelas.

FPasal 325

Cukup jelas.

Sk W 19ddEd A

%

FRESIDEH

REPUBLIK INDONESVA

R

Puasal | ..



Prsal 326

Culkup jelas.

Pasal 327

Culop jelas.

Masal 328

Cukup jelas.

Pazal 329

Cukup jclas.

Fasal 1310

Cukup jclas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Faszal 332

Cukup jelas.

Fasal 333

Culup jelas.

Fasal 334

Cukup jelas.

Pusgal 315

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

SK No 194483 A
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Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.

Pasgal 3349

Cukup jclas.

Pasal 340

Cubkup jelas,

[Pasal 341

Cukup jetas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup [elas.

Pasal 344

Cukup |clas.

Pasal 345

Cukup |clas.

Pasal 346

Cukup jelas,

Pasal 347

Cukup [elas.

SK No (94482 A
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Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pagn] 330

Cukup jclas.

Pazal 351

Cukup jelas.

a=al 352

Cukup gelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas,

Pagal 355

Cukup jelas,

Pasgal 350

Cukup jzlas.

Pasal 357

Cukup jelas.

SH Mo t94dR] A
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Fasal 35#
Cukup jelas.

Faszal 334
Culup jelas.

Pasal 360
Cukup jclas.

Pazal 361
Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 3Ha
Cukup |clas.

Pasal 36hH
Cukup jolas,

Pasal 367
Cukup jelas.

Iasal J08
Culonp jelas.

Pasal . . -
SK Mo 194480 A
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Pazal 369
Cukup jelask.
Fazal 370

Cukup jetas.

Pazal 371
Cukup jelas.

Pazal 372
Cukup jelas.

Pazal 373
Cukup jelas.

Pasal 374
Cukup jelas.

Paxal 375
Cukup |elas.

Pasal 375
Cukup |clas.

Pasal 377
Cubup jelas,

Posal 378
Cukup |elas.

Pasal 379
Cukup jelas.

HFa=al . . .
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Pazal 380

Culup elas.

Pasnl 381

Cukup |elas.

Pasal 352

Cukup jclas.

Pasnl 353

Cukup jelas,

Pasal 381

Culoap jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 356G

Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 3588

Culkupn jelas.

Fasal 389

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.

SKE No 194475 A
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Paxal 391

Cukup clas.

Puagal 492

Cukup jelas.

Pasal 493

Cukup jelas.

Pasal 394

Cukup jelas.

Pazal 3U5

Cukup jolas.

FPaszal 396

Cukup jelas.

Pasal 497

Cukup jelas.

Pasal 398

Cukup jelas,

Pasal 394

Cukup jelas.

Fazal 400

Cukup jelas.

Pasal 401

Cukup jelas.

SK O No 194477 A
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Pasal 402

Cukup jelas.

Basal 403

Cukup jelas.

Pasal 404

Cubkup pelas,

Pasal 403

Culkiup jelas.

Pasal 406

Culcup jelas.

Basal 407

Cukup jelas.

Pasal 405

Cukup jelas,

Pasal 403

Cukup jclas,

Fazal 41t

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Cukup jclas.

ot No 134476 A
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Pagal 413

Cukup jelas.

Pagal 414

Cukup jelas.

Pazal 415

Cukup jelas.

Pa=al 41&

Cukup jclas.

Pasal 417
Cukup jelas

Pasal 41/

Cukup jelas.

Fazal 4 14

Culkup jclas.

Fazal 420

Cukup jelas.

Pasal 421

Cukup jelas.

Pasal 422

Cukup jelas,

S No 194475 A
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Pasal 423
Avat [1)
hural a
Cukup jelas,
hurufl b
Cukup jelas.
hurul ¢
Cukup jelas,
hurafd

Pengenaan daya paksa polisional dapat berupa ponolakan
penerbitan PB UMD dalam janpka waktu tertentu kepada
Pelalktu Usaha apatila melakukan pelanegaran atas PG UMKU
yang telah diterbitlean,

humf ¢
Cukup jelas.
Avat [2)
Cukup julas.
Avat 13
Cukup |clas.

Pasa] 424
Ciukup jclas

Pasal 425
Cukup jelas.

Fasal 426
Cukap jelas.

Fasal 427
Cukup jelas.

Pasal . ..

SK No 194474 A
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Pasal 425
Cukup jclas.
Paszal 427

Cukup elas

Pasal 430
Cukup jelas.

Pasal 421
Cukup jelas.

Pagal 4372
Culup jclas.

Pazal 433

Cukup jelas.

Paya] 424
Cukup jclas.

Fasal 435
Cukup jelas.

Faszal 4 36
Cukup jelas.

Pasal 437
Cukup jelas.

Pasal 438
Cukup jelas.

Pasal .
SK Mo Y3473 4



Pazal 439

Cukup jelas.

Pasal 440

Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasnl 443

Cukup clas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Fazal 445

Cuklp jelas.

Pasal 447

Cukup jclas.

Pagal 448

Cukup jelas.

Pasal 449

Cukup jelas.

SN BT A

oS

P

PRESIDEMN
REPLUBLIK INDONESIA

a4 -

Pasal. ..



X

PRESIDEN
REPUHLIK INOOHESIA

- Bl -
Pasual 450
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Huruf a
Cukup jelas.
TTaruf tr

Yang dimaksud dengan “penghentiian semeniara pelavanan
umum” antara lain terkait dengan analisis mengcnal dampak
lalu lintas, Pelaku Uzaha tidak memenuhi rckomendasi dan
pengawas maka Pelaku Usaha tidak diperkenankan untuk

melanjulkan pembarneunan penrembangan sarana kegiatan
beruisaha.

Hurif ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas,
Huruf e

sukup jclas.
Huruf f

Cukap jelas.
Hurut g

Cukup jclas,

Pasal 451
Cukup jclas.

Pagal 452
Avat (1)
Cukup jelas,
Avat [2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huraf . ..

SK Mo 194471 A
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Hurul 1
Cukup jelas,
Huruf ¢

kementarian yang menyelenggarakan umisan pemerinraban
di bidung kesehatlan dalam meneenakan sanks acdrmamatratf
berupa dava paksa polisional melalul pcoutupan  atau
pemblokiran sistem elektromuk dan/atan media elekrronik
lainnyva dilakukan denpan  menerbitkan surat/rckomendasi
kepods kemenlerian yvang  menyelenprarakan Uoisan
pcmncrintahan di bidang komunikas dan mlormast uniuk
selanjulnya dilakukan penulupan atau pemblokiran sistern
elektronil: danfatau media elektronik lainnya, sesvai dengan
KEWENAMEATIIYA berdasarkan ketentuat peraturan
prerundang-undangan.

Huruf d
Cukup jclas.
Hurut e
Cukup jelas.
Aval [(3)
Cukup jelas.

Pasal 453
Cukup jelas.

Pasal 434
Cukup jelas,

Pa=al 455
Cukup jelas.

Pasal 456
Cukup jelas.

Pasal 437
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pazal 435
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (3]
kg jelas.
Avat (3]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jclas.
Hurut c
Lembaga pemerintah nomkamenterian YHTIE
menyelengearakan arusan pemenotahan d bidang
pengawasan obat dan makanan dalam menpgenakan sanks:
sdministratil  berupa daya  paksa  polisional  melala
penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau
imedia elelironik lminoya dilakukan denpgan menerbitkan
sSTALS e lomenicl as kepada kementerdan YHIIE
menyelengigarakan urusan pemenintahan i badang
komunikast dan informas unbuk selamutnya dilakukan
pcoutupan atau pemblokiran sistem clektronik dan/arau
mcdia clckironik lamnya, sesual dengan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
Huruf d
Cukup jelas,
Huruf e
Culiup jelas,
Anal [4)
Cukup (clas.
Avat [3)

Culoup jelas.

SK No [969 A
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Pasal 459
Cukup jelas.

Pagal 400}
Cukup pelas.

Pasal 461
Axat [1)
Huruf &
Cukup julas,
Huraf b

Uituk subsekior pangan segar, penghenlian scmentara
kematan berusaha dapat berupa penghentian sementara
kegiatan produkst, peredacan, Janfatan PO UMELU lainnya.

Hunif ¢
Cukup jelas.
Huyral d

Untuk subseklor poapgan separ, pengensan daya paksa
polisional dapal berupa penarikan produk darn peredaran
dan tndakan lain vang bertyuan untuk menghentilan
pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan,

Hurarl
Cukup jeivs.
Aval 12]
Cukup jelas.

Fazal 462
Ayat (1]
Cukup jelas.
Ayal {2
Cukup j=las.
Avat | 3]
Cukup jelas.

Ayat . ..
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Ayat [4)

Culup jelas.
Aval (D)

Cukup jclas,
Avat (b)

Hurul a

Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.

Flarul ¢

Lembaga pemerintah yang  mempunyai

kewenangan

menyelenggarakan urusan pemerititzhan di bdang pangan
dalam mengenakan sanksi adminsiratl berupa days paksa
pelisional melalul penutupan atau pemblokitan sizlem
elektrombk dan/fatau media clcktronik lainnya dilakukan
clergan menerlitkan sural/ rekomendasi kepada
kementenan yang menvelenggarakat urisan pamerintahan
di bidang komunikasi dan inlormasi untuk  selanpacmya
dilakukan pcnutupan atau pemblokiran sislem clekicendk

danfatan media elektronik  lannya,
Kewe AN pA Ly berdasarkan

perundang-undangan.
Hural
Culkup jelas.
Hurul &
Cukup jelas.
Ayat {7]
Cukup pelas.
Awval (&)
Cukup jclas.
Avat [
Cukup jelas.

Pasal 465
Cukup jelas.

EK No 194467 A
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Paaal 464

Cukup jelas.

Pasal 465

Cukup jelas.

Fazal 460

Cukup jelas.

Fasal 467

Cukup jclas.

Pasal dies

Cukup jelas.

Pasal 464

Culup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Fasal 471

Cubkup jelas,

Pasal 472

Cukup jelas.

Pasal 473

Cukup jelas.

SK Mo 194466 A

PRYSIODEN
REPUHLIKE IHOONESIA,

b3

Paszal .



Fasal 474

Cukup |clas.

FPasal 475

Cubup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukug jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

Fasal 479

Cukup jelas.

Pasal 450

Cukup jelas.

Pazal 4K1

Cukougs jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 483

Cukup jclas,

Pasal 434

Cukup jelas.
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Fasal 485
Cukup jelas,

Faszal 456
Cubup jalas,

Pasal 487
Cukup jelas.

Pasal 488
Cukup Jelas.

Pasal 489
Cukup jelas.

Pkl 490
Cukup jelas.

Pasal 491
Cukup jelas.

Pazal 4492
Cukup jelas.

Pasal 493
Cukup jelas.

Pasal 494
Cuktup jelas,

Pasal 493
Cukup jelas.

Paszal . . .
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Puasal 4496
Cukup jclas.

Pagal 447
Cubiup jelas.

Pasal 495
Cukup jelas.

Pasal 499
Cukup jelas,

FPasal 500
Cukup jelas.

Pazal 501

Cukup pelas.

Pasal 502
Cukup jekas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pnasna] S04
Cukup jclas.

Pazal 505

Cakup jelas.

Paszal 306
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 307
Culkcup jelas.

Pasal 208
Cukup jclas.

Pasal 509
{Cukup jclas.

Pazal S1¢
Cukup jelas.

Pazal 511

Cukup jelas.

Pasal 512
Cukup jelas.

Pagal 513
Cukup jelas.

Pagal 514
Cukup jclas.

Pasal 515
Cukup jelas.

FPazal 531&
Cukup jelas.

Fasal 317
Cukup jelas.

Puasal . ..

SK No 34462 A



Paozal 514

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas,

Pasal 520

Cukiup jelas.

Pazal 321

Cukup jelas.

Pagal 522

_ukup jclas.

Pasal 53273

Cukup jelas,

Pasal 574

Culcup jelas.

Pazal 323

Cukup jelas.

Pugal 526

ukup jclas.

Pasal 537

Cukup jelas.

Pasal 528

Cukup jelas.

EK HNo 194461 A
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Fazal 529

Cukup jelas.

Paszsal 530

Cukup jelas.

Fazal 531

Culiup jelas.

Pasal 532

Cukuyp jelas.

Pasal 533

Culkup jelas.

Pasal 534

Cukup jelas.

Pagal 535

Cukup jclas,

Pasal 536

Cukup jclas.

Pasal 537

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas,

Pasal 534

Cukup iclas,
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Pasal 540}

Cubup jelas,

Pasal 541

Culcup pelas.

Pasal 542

Cukup jelas.

Pasal 543

Cubkup jclas.

Pazal 514

Cukup jelas.

Pasal 545

Cukup jelas.

Basal S48

Cukup jelas.

Pasal 547

Cukup jclas,

Pasal 548

Cukup jelas.

Pasal 5449

Cukup jelas.

Pasal 520

Cukup jclas.

SK Mo 194459 A
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Pasal 531
Cukup jclas.
Pasal 552

Cukup jelas.
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